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NOMOR T2TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

2024;

bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2)

urra".rg-U.rarng Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (21

U.rJ."g-U"a""g Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

p"rrr".iit.frr" Saerah sebagaimana telah diubah beberapa

Luii tl."r.f,l. dengan undan"g-Undang Nomor 6 Tahun 2023
^;;;; t""eta[an Peraiuran iemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terfiaflg Cipta Kerja

Ir"ii"a-i 
-u.,J"ig-u"a""g, perlu menetapkan Peraturan

ii"plir tentang F..,""t't"kti.1a Pemerintah Daerah Tahun

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

i"*"ri-","rr"" baerah Kabupaten dalam .Lingkungan
;;;;;;;i Dj"*" Barat sebagaimana teiah diubah

;;&; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
p.-I..rt t"" Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

;;;;;;;;;s"n mengubat' undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentulian Daerah-Daerah

rl;;*;;- dalam Liigkungan Propinsi Djawa Barat

il;;;; Negara Republii< Indonesia Tahun 1968

i't;;;;31, TXmbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 285 1);

ii;J;"g undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

;;;;;;";;" 
"Pembangunan Nasio-n-al -.(Lembaran

i.,;;;;;il;"blik Indon"esia rahun 2004 Nomor 104'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 442 1);

2

3. Undang...
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentaog
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyrrsunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 1 I 14)l

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
14471;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah,un 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengeloiaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 8l Ta}:tun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

11. Peraturan...



Menetapkan

,)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor I
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 0119) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tangerang Nomor I ^fahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
2022 Nomor 01, Tambahan l,embaran Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor O 122);

12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

KBRJA

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen
perencanaan Daerah untuk untuk periode 1 (satu)
tahun, yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal
1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember
2024.

(21 RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan sistematika berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH
BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH
BABVII PENUTUP

Pasal. .
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Pasal 2
(1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam menyrrsun:
a. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas, dan
Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran
2024; dan

b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024.

(21 RKPD Tahun 2024 selain menjadi pedoman
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), juga menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menJrusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2024.

Pasal 3
Uraian RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Program dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak
tertuang dalam RKPD Tahun 2024, dapat dimasukan dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 separjang mendapatkan persetujuan
dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta
dituangkan ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
(1) RKPD Tahun 2024 dapat diubah dalam hal tidak

sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun
berjalan.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, priritas dan sasaran pembangunan,
rencana program, dan kegiatan prioritas Daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

(3) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Bupati..
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(4\ Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang
Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada Gubernur bersamaan dengan
penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Derah Tahun
2024.

Pasal 7
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2024.

Pasal 8
(1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan

Pembangungan Daerah melakukan pengendalian dan
Evaluasi RKPD Tahun 2024.

(21 Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk

menjamin bahwa RKPD Tahun 2024 telah disusun
sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan, telah
selaras, dengan sasaran, strategi, arah kebijakan,
program pembangunan daerah, dan program
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RKPD
Talrwn 2024 dan program strategis nasional;

b. pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk
menjamin prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas Daerah,
serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam
RKPD Tahun 2024 telah dipedomani dalam
peny,Lrsunan rancangan kebijakan umum
anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara sebagai landasan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2024;

c. evaluasi...

Pasal 6
( 1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan

dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan
anggaran yang berisi uraian tentang keluaran dan
kegiatan dan indikator kinerja masing masing program
dan kegiatan.

(21 Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.

(3) Laporan kinerja sebagaimana pada ayat (1) menjadi
masukan dan bahan pertimbangan bagi analis dan
evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang
diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
bersangkutan.
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c. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya
serap, capaian target kinerja program/ kegiatan
mencakup masukan, keluaran dan hasil yang
telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun
2024.

(3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf a, dilakukan bersamaan dengan
penyusunan RKPD Tahun 2024.

(4) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan
pen5rusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

(5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan
pada Tahun 2024.

Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal 9
Ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal lO Juli 2023

BUPATI TANGERANG
WAKIL,

MAD ROMLI

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal l0 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KAEIUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGE G TAHUN 2023 NOMOR 72
Salinan Ses Aslinya

KEPALA IAN HUKUM,

Ttd

NIP. 19701207 199803 I OO5
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Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-

Nya Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat merampungkan dokumen Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Ta}l].lJ) 2024.

Dokumen RKPD ini disusun dengan berpedoman pada dokumen Peraturan

Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Tangerang TaLpn 2024-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) dan program strategis Nasional dan program prioritas Provinsi Tahun 2024,

serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan demikian, pada penyusunan

dokumen RKPD Tahun 2024 ir,r.i telah dilakukan penyelarasan sasaran dan

prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasarar,

arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah sesuai

yang tercanturn dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2O24-2026 ' Selain itu,

penyelarasan dilakukan juga dengan tema, agenda pembangunan dan sasaraa

pengembangan wilayah yang tertuang dalam RKP serta program strategis nasional

dan program prioritas provinsi lainnya.

Dalam proses pen)rusunannya, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi

dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan

lainnya. Untuk itu, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan

lainnya yang telah berkontribusi dalam penJrusun€rn dokumen RKPD ini. Semoga

Allah SWT memba.las kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas darL kerja ikhlas kita

dalam membangun Kabupaten Tangerang.

Tangerang,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN T/NGERANG

Kepala,

IARTONO S

l,e ina Tingkat I (IV/b)
NIP.197 103261999021001

KATA PENGANTAR

2023
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BAB I
PENDAHULUAN

1. LATARBELAKANG
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabrlpaten

Tangerang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun
2024, rr:erttpakan dokumen perencErnaart pemerintah daerah
tahun pertarna pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Tangeran g, yang disusun
dengan memperhatikan Dokurnen Rencana Pernbangunan
Jangka Panj ang Daeral. (RPJPD) Tahun 2OO5-2O25 Kabupaten
Tangerang, dokurnen ini juga rnerupakan sebagai instrurnen
dalam rnengejawantahkan rnuatan-rnuatan yang terkandung
pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Dalam dokumen RPD Kabupaten Tanegrang Tahun
2024-2026 sebagaimana yang telah dilegalisasi rnelalui
Peratr.rran Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023,
bahwasanya tujrlan dan sasaran yarrg terkandung dalarn
dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan rnisi RPJPD
Kabrrpaten Tangerang Tatrun 2OO5-2O25. Visi pembangunan
Kabupaten Tangeralg yaitw "Kabupaten Tangerang Berdaga
Saing Menuju Masgarakat Madani. " dengan 5 (lima) rnisi
pembangunan rneliputi :

1). Mewujudkan kualitas sumber daya rnanusia Kabupaten
Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak
rnulia;

2). Mewujudkan perekonomian daerah yang rnaju dan berdaya
saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;

3). Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara
merata dan proporsional;

4).I\{ewujudkan tata pernerintahan yang baik, demokratis dan
partisipatif; dan

5). Mewujudkan pernbangunan yang terpadu dan serasi dengan
pendekatal pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan
ekologi.

Secara tt rntlm arah kebijakan RKPD Tahun 2024,
difokuskan pada 'Pernantapal SDM yang Berdaya Saing dalarn
Rangka Meningkatkan Perekonornian Masyarakat"

Dokurnen RKPD Tahun 2024 ini disusun tidak hanya
berpedornan terhadap dokumen yang disebutkan di awal saja,
rrainun juga perlu rnernpertimbangkan terhadap kebij akan yang
rnasih berlaku seperti Undang-Undang Nornor 25 Tal:un 2OO4
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pernendagri)
Nornor n6 Ta1lun 2OLZ tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangrrnan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daeral. , serta Tata Cara
Pelabahan Rencana Pembangunan Jangka Panj ang Daerah,
Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daera} , dan
Rencana Ke4'a Pemerintah Daeratr, serta aturan-atrrran lainnya
yang rnasih berlaku.



-2-

Pada Tahun 2024, ada dua peristiwa besar berskala
nasional yang akan rnemberi warna terhadap muatan RKPD,
yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pernilihan Urnum serentak,
sebagai pelaksanaan a;nanat Undang-Undang Nomor 10 Tal.un
2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 1

Tahun 2OLS tentang Penetapan Peraturan Pernerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang
Pernilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil
Grrbernur, Bupati dan Walikota.

RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 disusun dengan
tahapan meliputi persiapan pen5rusunan RKPD, pen)rusunan
rancangan awal RKPD, pen1rusunan rurncangan RKPD, pelaksanaan
musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan
penetapan RKPD. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RKPD Tahun
2024 meliputi :

a, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunal nasional;

b, dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pernangku
kepentingarr berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan Daerah;

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki
masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan
Daerah dan nasional.
Pendekatan perencErnaan pembangunan Daerah yal:g

berorientasi pada proses dalam penyusunan RKPD Talr:u.n 2024,
menggunakan pendekatan :

a. teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan
kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan Daerah;

b. partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi,
kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas,
keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen
perenczrnaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus
atau kesepakatan pada semua tahaparr penting pengambilan
keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas
pembangunan daerah;

c. politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi
Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan
DPRD dengan memperhatikan pula pokok pokok pikiran yang
berasal dari DPRD;

d. atas-bawah dan bawah-atas, merupalan hasil perencanaan
yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.
Pendekatan bottom-up (bawah-atas) dilalukan dengan
memperhatikan usulan prioritas dari desa/kelurahan,
kecamatan hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang
Kecamatan, yang dibahas dalam Musrebang tingkat kabupaten.
Sedangkan pendekatan top-down (atas-bawah) dilakukan
dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan
nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan juga arah
kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi Banten.
Perencarraan pembangunan Daerah yang berorientasi pada
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substansi, dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, menggunakan
pendekatan :

a. holistik-tematik,dilaksanakan dengan mempertimbangkan
keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu
kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/ atau
permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

b. integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa
kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas
dalam upaya pencapaian tujuan pembaflgunan Daerah; dan

c. spasid, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi
keruangan dalarn perencanaan, terkait pengembangan kawasan
berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah
(RTRW) Kabupaten Tangerang sesuai dengan permasalahan dan
potensi setiap desa/ kelurahan da.n kecamatan.

Sesuai pasal 274 lJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah
didasarkan pada clata dan informasi yanS dikelola dalam Sistem Informasi
Pembangunan Daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Iiomor 70 Tahun 2O19 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Dairah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019
tentang Klasihkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor l3Ol736/SJ tanggal 27 Jan.uari 2O2O tentang Percepatan
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan
RKPD Tahun 20243 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD) Kemendagri.

Dengan seluruh pendekatan perencanaan yang ditunjang
penerapan sistem informasi perencanaan dan penganggaran telpadu
melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), ffiaka RKPD Tahun
2024 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta
kemandirian daerah, sehingga dapat meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan
penganggaran daerah.

RXpO tat u., 2024 rnenjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Taklun 2024. Sasaran, prograrn dan kegiatan Perangkat Daerah
dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat
Daerah, Program Pembangunan Daerah, serta perkembangan
permasalahan pembangunan daerah lainnya.

Dokumen RKPD memiliki substansi rancangan kerangka ekonomi,
prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat l2l Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 dat Pasal 17 ayat (21 Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003, bahwa RKPD rrerupakan pedoman untuk
penJrusunan Rancangan APBD, sehingga rnemiliki konsekuensi bahwa
iencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar
terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan
anggaran.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Tangerang
untuk pengembangan dan pembangunan menuntnt dilakukannya proses
penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan
pembangunan daerah yang berorientasi secara optimal kepada kebutuhan
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2. DASAR HUKUM PEI{YIJSUNAN
Dasar hukum yang dipergunakan dalam penJrusunan RKPD 2024

adalah sebagai berikut :

1. pasal i7 ayat (3) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2O04 Tentang Sistem Perencanaan
Pembalgunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia'Tahun
2004 N6mor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244,
tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah tera-khir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang
undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembarart
Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang - Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintatr;
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Til:,;un 2022 tentang Pelaksanaan

Pencapaian T\.rjuan Pembangunan Berkelaljutan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

Standar Pelayanan Minimai (SPM);
8. Peraturan Femerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2o19

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

g. Peraturan Pemerinta-h Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat diidentilikasi isu-isu
strategis, masa-Iah-masalah mendasar, prioritas prograrn dan kegiatan,
serta fokus pembalgunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam
upaya pencapaian visi daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD diharapkan
tidak lagi memuat daftar panjang usr'rlan kegiatan Perangkat Daerah, akan
tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (Spesific), Terukur (Measurable), dapat
dicapai (Achievable), memperhatikal ketersediaan sumber daya (Resources
Avaiiability), dafl tepat waktu (Time). Disamping itu, nilai keberlanjutan
dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat
mencapai dan mempertemuka-n kebutuhan antar ruang dan waktu
sekaligus menuntaskan Lrpaya pemecahan masalah secara integral dan
komprehensif. RKPD Tahun 2024 jtga disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan' penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
ierpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanj a Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Semintara (PPAS). Sehingga, RKPD diharapkan dapat memberikan arah
yang tepat, akurat dan benar-benar menopang kebutuhan pembangunan
ditengah terbatasnya kemampuan €rnggaran Daerah-
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10.

11.

t2.

lJ.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2L.

ao

23.

24.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 182);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O'2O24;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jarrgka Panj ang Daerah dan Rencala Pembangunan
Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja
Pemirintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1 1f 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifftasi, Kodefrkasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dall
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahhun 2019
Nomor 1 147);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O terrtang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);
peiaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2O2L Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2l2lPMK.O7 12022 tentang
Inclikator Tingkat Kinerja dan Ketentuan Umum Bagran Dana Alokasi
Umum yang Ditentukem Penggunaanya Tahun Anggaran 2023;
peratur-an illenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor...... Tahun
2023 tentang Pedoman Penjrusunafl Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahtnn2024;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil
verifikasi, validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefftasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah;
Keprltusan Menteri Pendidikan, Kebudayaarr, Riset dan Teknologi
RepubliklndonesiaNomor3lllM/2o22tentangPedomanTataCara
Peihitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
Surat trdaran Bersama No*or O5O /3499 lSJ, Nomor 3 Tahun 2021

tentang Penyelarasal Rencana Pembangunan Jangka Menengah D-aerah

Oengai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024;'
Surat lvlenieri pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 567 6 I MPK.A / PR.O7 .O5 I 2023 Tentang Indikator Kinerja
Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahw 2024;
Perlturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OO9 Tentalg Rencala
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
2OO5-2OaS (Lembaran Daerah Tahun 2OO9 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2O16

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tangerlng (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016
Norrior f t, t'amUafran Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor
1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas

25.
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Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor O2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor O222);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 202O Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten rTangerang Nomor 13

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun 2020 Nomor 9);

27. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangbrang Tahun 2024-2026.

3, HUBUNGANANTARDOKUMEN
RKPDmempedomanidokumenperencanaaldaerahlainnyaseperti

RPJPD Kabupaten- Tangerang Tahun 2005-2025, Revisi RTRW Kabupaten
Tangerang Tahun 2011- 2031 dan dokumen perencanaan lainnya yang

bers-ifat riengikat. Lebih lanjut hubungan RKPD dengan Renstra Perangkat
Daerah dan Renja Perangkat Daerah yaitu RKPD memuat program,
kegiatan dan sub liegiatan PD, penjabaran Renstra PD dan dokumen RKPD

m&upaLan acuan bagi Perangkat Daerah dalam me,yempurnakan Renja
po untuk tahun yang sama. Proses penJrusunan RI(PD dilakukan secara
pararel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penJrusunan

i?".,"".r* Kerja Peiangkat Daerah (Renja SKPD). Hubungan antara RKPD

Tahun ZO24 denga,- dokumen perencanaarr lainnya adalah sebagai
berikut:
a. RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2O24 disusun seiring dengan

RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 yaitu melaiui
penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan.. Daerah serta
p.og.r- perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebij akan, program
'R"rlrgtri Daerah dan lintas pera,gkat Daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan BuPati tentang RPD.

b. RKPD Tahun 2024 disusun berpedoman pada RKPD Provinsi Banten
Ta]run2Cl24danRencanaPembangunanDaerah(RPD)Provinsi
BantenTahun2023-2026,yangdilakukanmelaluipenyelarasan
sasaran dan priorita" p.-b"t gonan Daerah serta program dan
kegiatan p"-b"t grrt.t Daerah kabupaten dengan -sasaran dan
pri"oritas 

^pembangunan provinsi sert-a program dan kegiatan
pembangunan Daerah Provinsi.

.. iffpO 1rhr., 2024 mempertimbangkan arah pembangunan
kewilayahan yang telah ditetapkan sebelurnnya, dalam Peraturan
pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun
2017 tentang Rencana Tata Ruang wilayah provinsi Banten Tahun 2010-

2030 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 202O

tentarig tefltang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang

Tahun 2011- 2031.
d. RKPD Tahun 2024 trr.enjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam

menyempurrrakan dokumen Ren.ana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Tahun 2024. Proses pen]rusunan RKPD dilakukan secara paralel dan
sifatnya saling mernberi masukan dengan proses penyusunan Renj a
Perangkat Daerah.
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Gambar 1.1
flubungan Antar Dokurnen

Ee*

4. Maksud dan Tujuan
RKPD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Perangkat

Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024' RKPD

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang
*..oprk"., penjabaran dari RPD Kabupaten Tangerang Tahtn 2024-2026'- 

Adapun-tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2O24 adaTah sebagai
bahan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah dalam perumusan
progr.*, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatal,
dan kelompok sasaran;

5. Sistematika Dokumen RKPD
Penyajian RKPD disusun menurut sistematika sebagaimana

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
sebagaimana dibar*-ah ini :

BAB I PENDAHULUAN
Menggambarkan mengenai l-atar Belakang Penyusunan
Dokumen RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar
Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Dokumen
RKPD Tahun 2024

BABII GAMBARANUMUMKONDISIDAERAH
Menjelaskan mengenai Gambaran Umum Kondisi Daerah,
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai
dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta
Permasalahan Pembangunan

BABIII KERANGKAEKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang mengemukakan
tentang kondisi ekonomi tahun laLu dan perkiraan tahun
berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan
ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebdakan
pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiaYaan daeral.

BAB IV SASARAN DAN PzuORITAS PEMBANGUNAN
Menjelaskan mengenai Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah yang didalamnya terkait dengan T\rjuan dan Sasaran

RPJMNRPJPN

RENJARE NSTRA

RKP

R-APBOK UA/
PPAS

RPD RKPD

RKA

APB D

DPA
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BAB V

BAB VI

BAB VII

Pembangunal serta prioritas Pembangunan Daerah pada
talrun anggaran 2024 yang akan datang.
RENCANA KER.'A DAN PENDANAAN DAER]\H
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan
kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD)

dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili
aspirasi dan kepentingafl masyarakat.
KINERJA PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Menjelaskan mengenai Sistem Pengukuran Kinerja yang
digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan
s.cara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja
ad"t"f, alat ukur spesifrk secara kuantitatif dan/ atau kualitatif
yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasiI,
manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat
capaian kinerja suatu kegiatan. Dal Indikator Kinerja Kunci
adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan
keberhasilan penyelenggaraan suatr-r urusan pemerintahan.
PENUTUP
Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan
perencanaan pembangunan tahtn 2024 -
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
2. 1. 1 Aspek Geografi dan Demograli

Mirnberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis

daerah Kabupaten Tangerang yang mencakup karakteristik dan potensi
pengembangan wilayah, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahai
kabupaten / kota/ kecamatan/ desa.- 

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah bagian
Timur Provinsi Banten. Berdasarkan posisi geografrsny a Kabupaten Tangeralg
berdekatan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat yang strategis 

- 
bagi

perkembangan wilayah. Dengan posisinya yang berbatasan dengan DKI Jakarta
menjadi safih satu potensi kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi
daer-ah penyangga Ibukota Jakarta. Sementara itu, ditinjau dari segi

transportasi, Xabupaten Taflgeraflg dilalui oleh Jalan Raya SerangJakarta dan

JalanTol MerakJakart a. Double T)rack Kereta Api Jakarta-Rangkas Bitung serta
akses altematif ke Bandara Internasional soekarno - Hatta. Kebutuhal a-kses

yang sangat cepat bagi industri dan perdagangan membutuhkan kawasal
p".g"auo[^tr dan industri untuk mendistribusikan produk industri dan
p".irgrrr[.t, sehingga kemudahan akses terhadap pelabuhan dan bandara
meniJdi feUututraa utama. Selain itu, perkembargan sektor properti semakin
menlngkat terutama di daerah sekitar Bandara Soekarno-Hatta, seperti daerah
Cisauli dan pagedangan sehingga membutuhkan lahan ya,g sangat luas bagi

Kawasan pemukiman warga commuter Jakarta - Tangerang'
Kondisi geografrs dan demografi Kabupaten Tangerang menjadi tantangan

pembangunan Kabupaten Tangerang terutama untuk mengatasi dampak dari
teUan ritayatr yang sangat besar kedepannya. Perluasan Rtnwag Bandara
Soekarno - Hatta. pJmbangunan Tol Serpong - Balaraja. Tol Bandara - Balaraja.
penataan Stasiun Kereta Api Cisauk dan Tigaraksa, serta pertumbuhan
penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti
kemacetan, banjir, kawasan kumuh, serta pengangguran'

Secara geografis Kabupaten Tangerang berada di antara Provinsi Banten

dengan Provin-=si OXt .l"t .tt", sehingga Kabupaten Tangerang merupalan pintu
g"rUrrg di perbatasan Provinsi BalGn dengan Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini
itenimUuttan interaksi yang men,mbuhkan saling keterga,tungan yang

kemudian berdampak pada timbr:lnya pertumbuhan pada suatu wilayah melalui
proses tnckl e dorttn effecl dat backutash effect' Kabupaten Tangerang
merupakan daerah dengan wilayah terluas d'i Provinsi Banten yang

perkembangan pembangr-rnannya tergolong cepat dengan tersedianya
infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan dan pasar, serta pembangunan
perumahan di kawasan baru dan prasarana lainya sebagai pendukung'

2.1.1 .L Karakteristik lokasi dan Wilayah
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

KabupatenTangerangterletakdibagianTimurProvinsiBantenpada
koordinat roo.zo.roo"+4, Bujur Timur dan 5'58',-6"21', Lintang selatan.
Kabupaten Tangerang termasuir salah satu daerah yang menjadi bagian dari
wilayah provinsi eanien. Terletak pada posisi geogralis cukup strategis dengan

batas-batas.
. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
. Sebelah timur berbatasal dengan Kota Tangerang Selatan, Kota

Tangerang dan DKI Jakarta
. Seb;hh 

"Lht"rr 
berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan l'ebak

. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak
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Luas Kabupaten Tangerang adalah 959.6 Km2. Jarak antara Kabupaten
Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik lndonesia (DKI Jakarta) sekitar
30 km, keduanya dihubungkan dengan tajur lalu lintas darat bebas hambatan
Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau
Jawa dengan Pulau Sumatera.

Kedudukan geogralis yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta
menjadi salah satu poiensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi
daerah urban. secara geografis menjadi pintu gerbang untuk hubungan Provinsi
Banten dengan provinsi DXt .lat arta. Kedekatan dengan Ibukota dan sebagai
pintu gerbang antara Banten dan DKI Jakarta maka akan menimbulkan
interatsi yang menimbulkan fenomena interdependensi yang kemudian
berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah. sebagai bentuk
efek pertum6uhan wilayah, tickling dotun dan baclutash effect, se1,tngga terjadi
bentuk hubungan Yang sinergis'

Kabupatln 't ttg"t*g- -erupakan daerah dengan wilayah terluas di
provinsi Banten yalg perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan
tersediaaya infrastruktur, pusat perbelanjaal, pertokoan, pasar' 

-serta
pembanglnau perumahan di kawasan baru dan prasarEma lainya sebagai
p"nauf,irrg. Dalam era otonomi daerah, pembangunan diarahkan kepada
iercapainya tat,,mafl kehidupan masyarakat yarlg sejahtera'

b. Topografi- 
Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang

merupakan dataran rendah dengan ketinggial 0-25 nreter diatas permukaan
laut yang meliputi Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek,

Xro"jt, irf<uft"Ji dan Sepata,' Sedangkan dataran tinggi dengan ketinggian
lefin dari 25 miter diatas permukaan laut terleta-k di bagian tengah ke arah
selatan. Kemiringan tanah rurta-rat a o-3vo menurun ke utara sedangkan daerah
pesisir pantainya sepanjang kurang lebih 50 krn.

c. Geologi /Jenis Tanah
Je-nis tanah Kabupaten Tangerang secara keselun:han terdiri dari aluvial

kelabu, aluvial kelabu tua, asosiaii aluvial kelabu tua dan glei humus rerrdah,
asosiasi glei hr:mus. dan planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan

latosol mirah kecoklatan, padsolic kuning, asosiasi padsolic kuning, asosiasi

poa"oUt kuning dan hi&omorf kelabu. Dengan jenis tanah demikian
memungkinkan untuk pengembangan pertanian dan budidaya. Proses

terjadinla tanah aluvial ini birlangsung karena adanya endapan sungai dan

a"o.u ii daerah dataral dan daeiah cekungan. Di wilayah dataran rendah

dijumpai pula jenis tanah glei regosol dan sedikit podsolik yaitu- asosiasinya.

Bietctii tariatr adalah tebalnya lapisan tanah dari pennukaafl tafrah atau suatu
lapisan di mana perakaran tanaman dapat menerobosnya. Kedalamal efektif
tanah berpengaruh terhadap erosi dan pemilihan jenis tanaman yang cocok di
suatu wilayai. Kabupaten huoge..rrg terbagi atas 3 kelas kedalama11 efektif
tana.l., meliputi :

1. Kedalaman 3O-60 cm seluas 33 Ha (0,03 %)iii
2. Kedalaman 60-90 cm seluas 2.598 Ha (2,34 %l
3. Kedalaman > 90 cm seluas 101.777 Ha (91,66 %\

d. Klimatologi
Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas

dengan kelembaban Vrrrg 1i,,ggr. Suhu udara berdasarkal penelitian di Stasiun
Metlorolcgi Budiarto Curug rata-rata berkisar arfiara 26,2 - 27,20C, suhu
maksimum tertinggi pada tahun 2O21 bulan April yaifu 34,90C, sedangkan suhu
maksimurn pada bulan Aprll 2022 sekitar 35,00C. dan pada tahun 2021 suhu
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minimum terendah pada bulan Juli yaitu 2O,1oC, sedangkan pada tahuo 2022
suhu minimum terjadi pada bulan Juni sekitar 2o,o0c. Rata-rata kelembaban
udara. pada tahun 2O21 minimum di bulal Agustus sebesar 37oh, dan
maksimum di bulan Mei, September dan Desember sebesar 1O07o, sedangkan
pada tahun 2O22 kondisi I(elembaban Udara rata-rata antara 990C - 10O0C

i".,g"o minimum di bulan Februari-Mei sebesar 99Vo, dan maksimum di bulart
Januari, Juni-Desember sebesar 100%. untuk lebih jetasnya lihat tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Iklim Kabupaten Tangerang Tahttrr 2022, hasil Pengamatan Unsur Iklim

Menurut Bulan di Stasiun Curu

Sumber : BPS KabuPaten Tangerang. 2022

Kece atan dal Tekanan
Tabel2.2
n di Kabu Tah'an2022

Sumber : BPS KabuPaten Tangerang, 2022

Tabel 2.3
an di Kabu aten

Keadaan curah hujan pada tahun 2022, tettioggi terjadi pada bulan
Februari sebesar 533,5, dengan jumlah hari hujan sebanyak 22 hari, curah
hujan pada tahuo 2022, tertinggi pada bulan September sebanyak 413,3 c urah
f,ujarr, d"ng.o Jumlah hari pafing tama Z t hari, dengan lama penyinaran selama

9999 jan.

Kelenbaban (%)sutu/ fc)
Rata-Rata Maf,sMinRala-Rato MaksMirtEtulan

100,038,O 83,234,821,4Januoi
99,O47,0 84,834,8

26,7
26,3Febn)ai

99,O51,O 84,434,822,6 26,8Itlaret
99,O44,O35,O
99,O51,O 84 934,8

1OO,O45,O 85,934,O20,o 26,3Juni
100,o40,o al,834,121,4 27,2Jltli
100,039,O 82,934,622,O 27,OAqustus
100,o36,O 8534,820,9 26,6September
100,o42,O 85,234,226,6Oktober

a6,o 100,o43,O26,6 34,9Nouember
100,o39,O 86,934,626,221,9Desember

Tekonan (mbar)KecEpatn Angil
MoksMin Rdta-rataMqk.sRata-rataMinBulan
1008,61004,717,O 1OOO,73,9oJanudi
1008,81OO3,821,O 998,O3,6oFebru0r
1008,o995,5 1003,433,OoMaret
1007,9100s,7998,418,03,7oApm

1003,9ooo )18,03,OoM€i
1007,21OO4,51000,417,Oo 2,6Juni
1009,21004,114,0 1000,so 2,6Juli
1008,o1O04,611,0 1000,8o 2,7A4ustus
1009,91005,423,O ooo ?oSeptember
1008,51004,817,O 1000,oo 3,6Oktober
1008,51004,31a,o aoa ?0 4,ONouembet
1009,41003,718,0 998,5oDesember

Jurnlah Hoi
Huian lhai)

Jurnlah Curah Hujan
(mm)Bulan

t82157,Januari
240,6Fe-bfl1ai

15361,9Mcret
131,6April

17179,6Mei
278,0,Iuni

Curah Hu an dan Hari Hu ran Tahun2022

ApiI
Vei

1007,6

21

18

16
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Bulant
Jumlah Curah Hujan

lmm)
Jumlah Hari
Huian (hai)

Juli 150,8 9
Aousfus 225,9 12

September 413,3
Oktober 164,1 l8
Nouember s98,1 16
Desember 251,3 14

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang 2022

e. Hidrogeologi
polensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Tangerang digambarkan

melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif
cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar alta-ra
musim frJian aan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan
adalya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Kebutuhan air akan meningkat
seiring pertumbuhan kegiatan dan jurnlah penduduk Kabupaten Tangerang.

Xebuiuhan air ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada,

sehingga diperlukan tindakan pelestarial sumberdaya air, baik air permukaan
maupun air tanah.

Air tanah sec€ra umum memiliki potensi yalg cukup tinggi. meskipun di
beberapa Kecamatan (Kecamatan Mauk. sukadiri. Kemiri. Kronjo. Pakuhaji.
Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi) terindikasi intrusi air laut dan te4'adinya
eksploitaii air talah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena
terbatasnya sumber ak Permukaan.

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tangerang dengan Puskom dan IT FMIPA UI (2003) diketahui bahwa di sebagian
wita]rah Xabupaten Tangerang (meliputi enam kecamatan yaitu : Mauk, Rajeg,
pasar Kemis, cikupa, curug dan Legok) terdapat tiga lapisan akifer meliFuti :

1. Akifer dangkal <lengan kedalaman < 20 m yang didominasi oleh lapisan
pasir;

2. lkif". -e.r"ngall dengan kedalaman 20 - 70 m yang merupakan lapisan
lempung formasi Bantam Atas;

3. Akifir dalam dengan kedalamar > 7O m yang merupakan bagian dari
formasi Genteng dan formasi Bojongmanik;

4. Recharge akifei dangkal dan menengah berasal dari air huj an dan
sungai/danau. sedang recharge akifer dalam melalui batuan formasi
Bojo=ngmanik di sebelah selatan yang tersingkap (outcroped) dengan
elevasi yang lebih tinggi dibanding lokasi penelitian'

f. Penggunaan Lal.an
E.tggu.rru, lahan di Kabupaten Tangerang pada umumnya digunakar

untuk keiirluan areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal
perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budidaya perikalan darat, semak
belukar dan hutan.

Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri
dan permukiman ai wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan balyak
terjadi pergeseran lahan. Iiecenderungan ya,.g tedadi adalah beralihnya fungsi
lahan. untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara
fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya serta aspek kesesuaian lahal.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan
untuk kawasan lindung dan penggunaan lahal untuk kawasan budidaya'
Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai,
aaniuT situ dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk
kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaal, perumahan perdesaan,
p"id.g.rrg.t dan jasa, zona industri, kawasan industri. pertanian irigasi teknis,
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pertaniar tadah hujan, kebun campuran, tegalal, perikanan (tambak), hutan
dan lainlain.

Karalrter perkembangan kawasan terbangr.rn Kabupaten Tangerang tidak
lepas dari kebCradaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan
pirgerakan antar wilayah seita;aringan jalan regional yang menghubungkan
koti-tota utama di provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sebagai

konsekuensinya kawasan terbarrgun yang mencakup permukiman Perkotaan'
permukiman ierdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasal industri
industri dan iasilitas umum cenderung berkembang mengilmti pola jaringan
jalan utama (linier).-SejalankondisitersebutmakaperkembanganKabupaten'Tangerang

terjadi sicara linier dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poro_sjalur

Lintas Tengah (poros Seiang - Grogol) (terkonsentrasi pada pusat kota), sehingga

distribusi fepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata._Hal ini
menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota (kesertjangan perkembangan

kegiatan di bagian tengatr (pusat kabupaten) dan selatan dengan bagian utara.
te{adi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya'

Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola

ekstensifikasi aan intensilit asi. Pola intensilikasi lebih banyak dijumpai pada

daerah terbangun d.i pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola

ekstensifikasi alumpai paaa dairah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi.
Melihat piogresir.ita" pemba,gunan Kabupaten Tangerang serta .fungsi

yang berkembanglsaat ini yang menekankan kepada kegratal industri akan

L".rli^brlkrl konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten
Tarrgerang. Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayala1 sarara
dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang

salini berkaitar -antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya
perm-asalahan transportasi. Hal ini perlu dialtisipasi dalam proses revisi RTRW

Kabupaten Tangerang.
^ 
Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri

dan permuki-rri di 
- *il"yah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyak

terjadi pergeseran lahan. tecenderungan yang terjadi adalah beralihnya fungsi
Ufran, untirt< itu perlu mentlapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara
fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan hhan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan

untuk kaiasan lindung dan penggunaafl lahafl ufltuk kawasan budidaya.
penggunaan lahan un-tuk 6gia[an [ndung meliputi sempadan pantai,

danlirT situ dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan -untuk
kegiatan budidaya mlliputi perumahan perkotaan, perumahan 

. 
perdesaal'

p"Id.g"t g"r, aan iasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis'

i.rtu-riirrit"aah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan
dan lain-lain.

P"nggr.tr..rr tanah eksisting di Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2O16

menurut hasil citra Satelit Resotusi tinggi (csRT) yang saat ini merupakan data

dasar yang digunakan untuk pemetaan Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.o0o

J* aig""-rk;, sebagai bahan evaluasi dalam penJrusunan perubahan RTRW

Kabupaten Tangerang 2OLL-2O3L. terdiri dar:
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Tabel 2.4
Luas Tutu Lahal Kabu aten Tal

LUAS (IIA)GUNA LAHANNO TWUPAN LAHAN
Hotel/ Motel/ Hostel/ Losmen1

o,382Kantor Pos Besar
3.614Pusat Perdagangan Tradisional
0,926Stasiun Pompa BaLnn Bakar Gas
1 .470Tempat Hiburan

o,697Tenninol Bus/ Angkutan
Kendaraan LainngaFasilitas UmumI

559.005PelabuLLan Udara Non ler

18.401

271.120

Poituisata/ Seni/ BudaAa/ Olah

P./Jdt Pefguddtlgan/ Tennindl Peti
R Lainn 0

Kemas/

251.919
Kota ol/Tose
Pusat Perdagongan dan Niaga

0,464
1.001Industri Bahan Dasar KimiaIndustn2
2.743Industi Maitim
5.609Industi Bahan Dasar Bangunan

60.456Industri Elektronik
3.744.921I ndu s ti M anuf aktur L ainng a

4.931tan Air MinumPengola
38.733Industrt

12.7s2.221Kebun/ PerkebunanKebun/ Perkebunan3

13.991Rumah Sakit UmumKesehatan4
17.939Pasir/ Bukit Pasir Darat5 Pasir
2.488Pasir/ Bukit Pa.sir Lout

19.071.920Pemukiman

2.245.332Rumah KompleU ProPerti Real
Estate

42.6307 Pendidikan
10.731
13.869
52.198P endidikan M e nen g ah Umum

708.909PerairanB Air Danau/ Situ

Air Emp
452.451Air Laut
101.991Air Raua

Air Tawar Sungai

2.039Lemb ag a Pemas g arakatan

1.229Kantor Comat
174.868Kantor Lembaga N'

574.267

49.252
Bbnis/ Komersial
Pusat Perkantoran

285.480Peternakan/ Perwngkaran10
Peternakan/
Penangkaran

9.336Fasilitas Umum

s,].,o,siun Kereta Api

Pemukintan dan Tempat Kegiatan6

Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Dasar
P e ndidikon Me ne ng ah Pertama

51.612Pendidikan Tinqqi

217.529

5.835.362

9
Perkantoran/
Pemerintahan

Pusat Br'snis Loinnya



NO TUTUPAN LAHAN LUAS (HA)

11 Pusat Listik Instalasi rNI @D/ AL/AU)
Gardu Induk Listik Tegangan
Tinqqi

I3.835

Pembangkit Listik Tenaga Uap 41.298
1.) Rumput/ Tanah Kosong Tanah Kosong/ Gundul 5.437.083

Sau-tah 46.386.978

14 Semak Belukar Semak Belukar
Semak B elukar/ Alang - al ang 269.826

l5 Tegolan/ Ladang Tegalan/ Ladang s.589.746
TOTAL 103.453.711

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, Tahun 201 9-2023

Tabel 2.5
Potensi Bencana Kabu aten Tatru,n 2022-2027

2.L.1.2 Wilayah Rawan Bencana
Jika dilihat dari kondisi fisik wilayah Kabupaten Tangerang. masih

terdapat beberapa jenis bencana yang berpotensi memberikan ancalnEln
d.iseluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Potensi bencana dilihat berdasalkan
bencana yang pernah terjadi dan belum terjadi. Unt-uk bencana yang pernah
terjadi berpedoman pada DIBI, sedangkan bencana yang belum terjadi
berpedoman pada metodologi pengkajian risiko bencana yaitu berdasarkart
Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya yang ada di
kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Berdasarkan pedoman tersebut. maka dapat ditentukan potensi bencala
yang mengancam di Kabupaten Tangerang. Dari DIBI tercatat 4 (empat) jenis
te.r"una yang pernah terjadi di Kabupaten Tangerang' Bencana yang pernah
te{adi te;sebua tidak tertutup kemungkinan akan te{'adi lag'. Adapun potensi
bencana di Kabupaten Tangerang secara keseluruhan berdasarkan DIBL
metodologi pengkajian risiko bencana dan dan telah disepakati daerah.

Menurut hasil Review Kaj ian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2027
pengti.fian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan
iingtai Uafraya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas berdasarkan indeks
bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas'
Pengkajian risiko bencala merupakan sebuah pendekatan untuk
mempertihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akila! suatu
potensi bencana yallg melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung
terdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi
dampak negatif ini dilihat dari potensi luas paparan bahaya, jumlah jiwa yang
terpapar. kerugial harta benda dan kerusakan lingkungan'

5. BANJIR BANDANG1. CUACA EKSTRIM

6. GEMPA BUMI2. GELOMBANG EKTRIM DAN ABRASI

7. KEBAKARAN HUTAN DAN

TAHAN3- KEKERINGAN

8. TSUNAMI4. BANJIR

Sumber ; BPBD Kobupaten Tangerung Tahun 202j

-15-

GUNA I,AHAN
14.928

Satuah
4s.983

PoTdNsI BENCANA DATAM REVIEW KAIIAN RtsIKO BEN€ANA KADUPAIEN TANGERANG.,
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Pengkajian risiko bencana di Kabupaten Tangerang meliputi 8 (delapan)
jenis bencana yang teridentifikasi memiliki potensi terjadi. Bencana tersebut
meliputi bencana cuaca ekstrim, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi,
gempabumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir dal tsunami.

Gambar 2.1
Peta Rencana Sistem Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Tsunami

KabuPaten Tangerang

.t.

a*'---

ffi

Tabel 2.6
Tabel Ka ian Pra Bencana Kabu

Seddng-

aten

Swrlber : inarislcgo,

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pengkajian
risiko bencana merupakal sebuah pendekatan ultuk memperlihatkan potensi
dampak negatif yalg mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada'
Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan

Pofensi
RIsircoKapositosKerentqnanBahcua

JunlahJumlo]7 TingkatTingkatTiigkat JumJah

Jenis
Ben(frna

Sedang-
Tinqqr

89.379Sedang 29 Kecomabl99.780 Ha63.526 Hd SedangBarjir Sedang-
Tinssr

Sedang-
Tinqqi

94.34929 Kecanatan11.923 Sedang42.025 sedrdgGempa Bumi sedang-
Ti^qqr

nnssr 88.429

oSeAa g-
nnqqlSedc'ng 29 Req)mdto.nTinSgl 708Seddng-

nnqsr 0KekErhgalt

3.389Sedang-
nnaqlSedarlg E KecamatanSedqtqSedang-

Titqqi 4.461Tsunomi

104.042Sedang-
TinsqiSedong 29 Kecomatan

Sedang
99.780Seddng-

nnqsi 104.061Multi bohoga

nnSSr 100.072

i

-
-

.,r1-rr, rr<aaq, rs t$ rit

n . x5:.q rnrr.Ja(\a !..
tr&4 luru l, na.4r$ rtri4

1li: t'

}*-;-

o

LuasTingkat



tingkat kerentalan dan kapasitas Kawasan tersebut. Potensi dari dampak ini
menggambarkan potensi Jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan
Iingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Dalam kajian tersebut
rnenggunakan pendekatan tiga parameter risiko bencana yaitu ancaman,
kerentanan dan kapasitas terkait bencana.

Kajian yang dilalr-rkan oleh BNPB terhadap risiko bencana di Kabupaten
Tangerang diperoleh potensi bencana meliputi meliputi bencana dengan hasil
kajian diperoleh bahwa total potensi jiwa yang terpapar (Sedaag-Tinggi)
sebanyak 3.105.042 jiwa, nilai aset terpapar lebih dari Rp. 28.138.521 juta
rupiah. dengan nilai ekonomi terpapar sebanyak Rp. 9.495.283 juta rupiah'
Potensi Bencana yang dikaji meliputi potensi jiwa yang terpapar sebanyak
3.105.O42 jiwa, dengan kerugian aset senilai Rp. a.2O9.798 juta rupiah. dengan
nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp. 3.453.588 juta rupiah. Potensi banjir
yang terpapar sebanyak 1.946.838 jiwa. dengan nilai aset yang terpapar sebesar
Rp. 7,881.809 juta rupiah. dengan nilai ekonomi yang terpapar Rp'6.885'r14
juta rupiah. Potensi tsunami di Kabupaten 'Iangerang cukup rendah dengan
-banyaknya jiwa yang terpapai sebanyak 7.018 jiwa. Potensi kekeringan di
Kabupaten Tangerang yang terpapar sebanyak 3.105.042 jiwa, dengan nilai
ekonomi yang terpapar sebesar Rp.4.768.500 juta rupiah. Potensi bencana dari
Cuaca Ekstrim sebanyak 3.105.043 jiwa yang terpapar, dengan kerugian nilai
aset sebesar Rp. 28.131.896 juta rupiah, dengal nilai ekonomi sebesar Rp'
9.489.535 juta rupiah. Potensi gelornbang ekstrim di Kabupaten Tangerang yang
terpapar sebanyak 7.460 jiwa, sedangkan nilai ekonomi yang terpapar sebesar
np. 2O.Ot+ juta rupiah. Potensi bencana untuk banjir bandang dengan
banyal,mya jiwa yang terpapar sebanyak 10.340 jiwa, dengan nilai aset sebesar
Rp.57.571 juta rupiah, dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp. 17'984
juta rupiah. Potensi bencana untuk Likuefaksi atau pencairal tanah sebalyak
-4.467.i63 jiwa yang terpapar dengan nilai aset sebesar Rp. 30.510.193 juta
rupiah, dengan nilai ekonomi yang terpapar sebesar Rp.12.O06.444 juta rupiah'
untut tetitr jelasnya lihat Tabel Matriks kajian risiko bencana Kabupaten
Talgerang.

Tabel 2.7

-t7-

Matriks Ka ian Risiko Bencala Kabu aten T an
TinggiSedangRendqhBencana

1. MuLti Bencdna.
3.096.844Sosiql (Jiua)

28.122.87715.644Fisik (Juta Rupiah )
9.453.56641.717Ekonomi (Juta Rupiah)

Linglunga n (Ha)

2. Gempa Bumi
11.4412.217.164876.437

4.108_789 101.009
Sosial (Jiua)
Fisik (Juta Rupiah )
Ekonomi (Juta Rupiah) s.371.638

Lingkungan (Ha)

3. Banjtr
678.6341.194.513Sosial (Jh.Da)

5.768.2852.113.524Fi.sik (Juta Rupioh )
1.129.689Ekonomi (Jutd Rupia,h)

Linqktngan (Ha)

4, Tsunami
7.O18Sosial (Jita)

l\sik (Juta Rupiah )
Ekonomi (Juta Rupi,'h)

8.198

81.950

73.691

5.755.425



Beacana Rendah Sedang Ttnggi

Lirrykllngan (Hq)

5. Kekeringan
Sosial (Jiua) 3.105.O42

F\sik (Juta Rupiah )
Ekonomi (Juta Rupiah) 4.768.500

Lingktngan (Ha)

6. Cuaca Ekstim
Sosial (Jiua) 3.095.826

Fisik (Juta Rupiah ) 16.663 28.115.233

Ekonomi (Juto Rupiah) 47.464 9.442.071

Lingtutngan (Ha)

7. Gelombang Ekstrilr-
Sosial (Jiua) 3.329 966

Fbik (Juta Ruptah ) 1.967

Ekonomi (Juta Rupirlh)

Lingk:ungan (Ha)

8. Banjir Bandang
SosLal (Jiua) 1.022 3.617 5.701

Fisik (Juta Rupiah ) 9.618 47.953

Ekonomi (Juta Rupiah) 2.O39 15.945

Lingkungan (Ha)

9. !.i)anefaksi

Sosial (Jtua) 517 1.360.690 3.106.356

Fisik (Juta Rupiah ) 2.311.972 28.198.221

Ekonomt (Juta Rupiah) 2.550.653 9.455.791

Lingh)ngan (Hd)
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Sumber : inarisk.bnpb.go.id/ BUKU-RBI-2O22

Ganbar 2.2
Peta Kawasan Rawan Bencana

!
t

a

a

\
a

a?

i.t

2. 1. 1.3 Potensi Pengembar,,gan Wilayah
Arahan pemanfaatan ruang sesuai Perubahan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2O31, arahan potensi di
Kabupaten Tangerang meliputi kawasan peruntuan lindung dan kawasan
budidaya.

I

I

9.217

3.165
24.047
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Guna melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan tetap
melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. maka dalam Perubahart
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 diatur
pola ruang dalam Kabupaten Tangerang sebagaimana tertera pada gambar
berikut:

Peta
Gambar 2.3
Lahan Kabu aten

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang. Tahun 2019-2023

Karakter perkembangan kawasan terbangr:n Kabupaten Tangerang tidak
lepas dari keberadaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan
pergerakan antar wilayah serta jaringan jalal regional yang menghubungkan
koti-kota utama di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sebagai

konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman perkotaan,
permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri. kawasal industri
dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola j aringan jalan utama
(linear).' 

Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang
terjadi slcara linear dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros
jalur Lintas Tengah (poros Serang-Grogol) yang terkonsentrasi pada pusat kota,
sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan. tidak

-e."[* Hal ini menyebabkaa tidak optimalnya pelayanan kota (kesenj angan
perkembangan kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten) dan selatan dengan
tagian utari, terjadi konllik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya'

Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola
ekstensifrkaii dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada
daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola
ekstensilikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi.

Melihat progresivitas pembangunan Kabupaten Tangerang serta fungsi
yang berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatan industri akan

-e.rimbulkrn konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten
Tangerang. Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayaaan sara' a
dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasala-han yang
saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya
permisalahan tralsportasi. Hal ini perlu diantisipasi dalam proses revisi RTRW
Kabupaten Tangerang.

6::-

Fl



2.1.1.4 Demografi
Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk

bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian,
mi[rasi, ""i^ 

p".r.r.ro. Menurut BPS Provinsi Banten salah satu sumber data

keiendudukan adalah sensus penduduk- yang- dilaksanakan setiap sepuluh
tahun sekali. Sensus penduduhtelah dilaksanakan sebanyak h:juh kali sejak
Indonesiamerdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2OlO dan2O2O'

Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan .dengan
menggunakan metode tradisional. yaitu. mencatat setiap penduduk d-ari rumah
ke rimah. pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia,

s".r"r" Penduduk 2020 (sP202O) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan

memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat
ienderal Kependudukan dan Pencatitan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementeriarr

DalamNegeri(Kemendagri)sebagaidatadasarpelaksanaanSP2o2o.Halini
dirancang"dan' dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan "Satu Data
Kependudukan Indonesia'.

sP 2O2O mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial
Indonesia, mencakup warga Negara Indonesia (vvNI) dan warga Negara Asing

(WNA) yang telah menetap "t", bit"rr".oa: menelap di wilayah Indonesia selama

iai"ir"if satu tahun y"rrg t.diny" ditentukan 6 bulan. Untuk tahut yang tidak
dilaksanakan sensus p-endudut<, data kependudukan diperoleh dari hasil

froyeksi penduduk. proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah

|riig dia""urtan pada asumsi-dari komponen-komponen perubahan penduduk
y"iti, t"Ufrirrrr, kematran dan migrasi (migrasi internasiona-l dan migrasi risen

Lt- p.orrin"i). Proyeksi penduduk interim 2O2O-2O23 dihitung menggunaka.
datadasarpenduduk.hasilperapihanlunurdaridataAdministrasi
KependudukandanSP2o2odeaganmenggunakanasumsiAngkaKelahiran
tot'J ""j.t 

tahun 2020 konstan 2-.1 (sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar
ilnsus- (SUeeS) 20tS-204S). Angka Kematian Bayr (AKB) meneruskan .hasil
proyeksi'suras zots-zo+s.'dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi

nasit SUpRS 2015. Dalam publikaii ini, data yang disajikan merupakan hasil SP

COZo (September), dan hasil proyeksi penduduk interim 2o2o-2o23
(pertengahan tahun/ Juni)." Ifremberikan 

'deskripsi ukuran, struktur dan distribusi penduduk
bagaim;a jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian,

migrasi,sertapenuaan.Berdasarkandata.yangdirilisBadanPusatStatistik
Ka6upaten Tangerang, penduduk Kabupaten Tangerang pada talrun -2022
t"qi"irf^f, e.SS}..+ZZ\iwayang terdiri dari 1.713.548 jiwa penduduk laki-laki
aant.ose,g24jiwap"..auaut.perempu€ur.Kepadatanpenduduknyasebesar
3.493.58 per kmz.
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Tabel 2.8
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelarnin di

Kabu ten Tan er Tah:ur^2022

JumlahPerempuanLaki-lakiKelompok
Umur/Vo.

285.342138.435146.9071

292.324142.616149.7082
o-4
5-9

272.973132.397140.57610- 143
267.437130.O74137.36315-194
282.574139.779142.7955 20 -24
304.370150.618153.7526 25-29
300.9s7146.480154.4777
286.296140.205146.0918 35.- 39

30-34
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.lvo.
Kelompok

Urutr
Laki-laki Perempuan Jumlah

40-44 134.812 134.507 269,319

10
11

45-49 120,403 117.671 238,074

50-54 99.199 90.820 190.O19

12 55-59 139.613

13 60-64 51.186 46.513 97.699

14 b5-o9 33.729 30.432 64.161

15 7() - 74 16.868 17.527 34.395

16 75+ 12.091 14.828 26.919

Jumlah 1.713.548 1.638.924 3.352.472

Sumber : BPS KabuPaten Tangerang, Tahun2022

Jumlah Penduduk W ib KTP di Kabu T AI1 Tallurr2022

Menurut data BPS tah..tn 2O22 dibandingkan sensus sebeiumnya. jumlah
penduduk Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan' Jumlah
penduduk Kabupaten Tangerang tahut 2o22 mengalami penambahan sekitar
'ss.sso 

3l*", dengan jurnlah 3.352.472 jiwa, sedang!<an berdasarkan_data DKB
(Data donsolidasi Bersih) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester

it trt rrr, 2022, jumlahpenduduk yang ber-NIK Kabupaten Tangerang berjrrmla6
Rp. 3.273.3211iwa, dengan jumlah penduduk wajib KTP sebaayak 2'359'976
jiwa.

Tabel 2.9

TotolPerempuott
(Jiwa)

Loki-Loki
lJiwa)

Kecamcltq.tu

89.03844.O2945.O09Balaraja1

50.o3124.77625.255Jayaatt
113.98s56.38357.6003 ngaraksd
37.80118.736Jambe4

33.043J+-Jd ICisoka
51.64825.70625.9425 Kresek
46.41323.46622.947Kronjo7
64.92931.9372) OOOMdukI
s5.58617.63117.9559
47.10923.15823.95110
129.3s163.59165.760Rajeg11
190.54794.51496.0ss12 Pasar Kemis

59.21060.9361.' 120.146
82.14340.68041.463Kosambi
91.01044.39646.614l5 Palathaji
79.12138.78440.i3716
128.35763.96164.39617 Cuntg

Sepaton

151.18374.484'76.69918 Cikupa
90.98345.11319 Panongan
86.67342.61044.063Legok20
78.90139.15839.743Pagedangan
64.11231.78732.32scc Cisauk
52.99126.32426.667Sukamulga
127.58564.74262.843Kelopa Dua
66.449JZ. / JJ25 Sindang Jaga
75.1s9s6.54038.619Sepatan Timur26

9

73.591 66.022

Waib Ktp Uiwd)

.Vo

19.065
67.430

Kemii
Sukadii

Teluknaga

45.870

33.716
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rvo Kecamatan

Wajib Ktp (Jiua)
Iaki-Laki

(Jtuta) (Jtua)
Totaj
(Jiuta)

Solear 35.675 70.o49

Gunung Kaler 20.033 20.012 40.045
29 Mekar Baru 15.546 31.203

TOTAL 1.192.441 1.167.535 2.359.976
Sumber : Ditl,ua.s Kependudukant don Caanton Sipil semester II Tahun 2O22. Disdukcapil KabuPaten

Tangerang
Gambar 2.4'

Jumlah Penduduk Kabu an T'ah.un 2Ol4-2O22

Sumber : BPS Kabupaten TarLgerang, 2022

Proyeksi penduduk merupakan sebuah perkiraan yang didasari- oleh

perhitungan rtmiah. Hasil pertritungan proyeksi ini dipengaruhi oleh berbagai

i."pel sif".ti kelahiran, tematian, hingga perpindahan penduduk' 9l*1fr
p.^"a"arrr Kabupaten Tangerang Tahun-2O14-2O 19 merupakan proyeksi dari

i"it it r.rg"o BpS dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2010. Sementara pada

irfru., ZO*ZO dilaksanakan Sensus Penduduk (SP) sehingga jumlah penduduk

tahun 2O2l-2O22 merupakan proyeksi dari Sensus Penduduk 2O2O '
pelaksanaan sensus penduduk oleh gps di Indonesia hanya dilakukal sepuluh
tahun sekali, pada tahun yang berakhiran angka nol. Di Indonesia saat ini, data

pendudukyangdapatdisebutpalingmendekatikondisisebenarnyahanyalah
aata penduaufhai sensus dan ternyata proyeksi tahun 2019 berdasarkan SP

iOto-hasilnya lebih tinggi daripada jumah penduduk tahun 2O20 berdasarkan

Sp tahun ZOZO, setringgalumlair penduduk iahun 2020 terlihat lebih sedikit dari

tahun 2O19. i"t irri irg" disebibkan karena terdapat perbedaan ketentuan
dalam pelaksanaan Senlsus Penduduk, pada Sensus Penduduk 2O2O sudah

berbasis NIK sehingga lebih mendekati kondisi sebenarrrya'

Kabupaten Tangerang menipakan Kabupaten/Kota di Prowinsi Balten
yang paling Lnggi jumlafr p"It arartt y", proporsinya mencapai 27 persen dari
"s"tu!in p"I"a,rif-rfi di provinsi Bantin. Haf ini dipengaruhi oleh daya tarik
Kabupaten Tangerang yang merupakan daerah industri, sehingga selain
pertumbuhan pelrrara,rfa*i kelahiran alarni, kenaika. jumlah penduduk juga

iipengrrutri oleh f"kto. migrasi penduduk yang datang untuk mencari kerja,

,rnt rti it, Kabupaten iuttg.irog harus berupaya untuk mengatasi
permasalahan y.t g ti-Urt at it"t tittggi"ya jumlah penduduk, antara lain
i..rg* menyiapka, SDM yalg berkualitas, kondisi iklim investasi yang
kondusif dan pemenuhan pelayanal dasar bagi masyarakat'

SrJq),(po

laq),@o
uir.-,-.,
.3,6@,@0

i,rtp,oo

. p,,lo,oo

l,ror,oo
3,2(x),@b

3,1@,@('

a.3.OOO'(DO

2-9b.@O
2o1rt. 2ot5 201.6 2017 2cla 2019 2o2o ,o2a ?oz2

3,AO.J.7A7.

3,692,693 ',

n,471,495

r,37O.594 | 1,3s2,472
r,zbl.seg !.1

Perempuan

34.374
28

15.657

).5A4,77O

n

I

I

,.261,776

H.



3.723.28110,93100.454
3.467.05107100.579Solear
3.366.45104,O8164.0813 Ttgaraksa
2.O62.99105,5653.679Jambe4
4.895.69104,84208.948Cikupo5
3.968.85105,52138.6326 Ponongan
6.457.94102,56177.012Curug7
6.967.4399,9169.866Kelapa Dua8
3.501.14104,36122.995I*gok9
2.424.05104,13110.755Pagedangan)0
3.506.63104,5997.37911
10.864.32103,55Pasar Kemis12
2.540.32102,3194.373Sindang JaVa13
3.612.60104,5612 1.23914 Balamja
2.765.80104,3366.O75Jaganti
2.657.42103,4171.s91Sukanuiga16
2.683.21104,0617 Kresek
1.751.16102,8251.887t8 Gunung Kaler
1.428.85998263.19819 Kronjo
1.791.0642.66320
1.699.22104,7187.s74

Mekqr Baru
Maukc1

1.s21.38103,6649.74922 Kemti
2.727.75104,6465.848Sukadiri
3.819.s3106,15205.098Rajeg24
7.062.70106,52122.326Sepdtan
6.084.78106,9326 Sepatan Timur

106,77122.55027 Patufaji
4.091.87105,46166.048Te28
3.885.0110s,2911s.618Kosambi29
3.493.58104,553.352.472JumlavTotat
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Tabel 2.10
Tabel Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun

2022

Sumber : BPS KabuPaten Tangerang. tallm 2022

Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang lalp:n 2022 adalah 104'55

sedangkan tahu; 2021 adalah ios. S"* ratio 1o4.55 yang artinya jumlah
penduiuk laki-laki lebih banyak dibandingkan iY-l* penduduk perempuan'

atau setiap 100 perempuan tlrdapat 104 laki-laki. Sex Ratio terbesar terdapat
di Kecamatan Ciioka yakni sebesar 11O dan yang terkecil terdapat di Kecamatan

Kecamatan Kronjo yalori sebesar 99.
Berdasarkan kelompok umur. jumlah penduduk terbanyak pada kisaran

umur 25-29 tahun yaitu sibesar 304.370 jiwa. meningkat dari tahun 20?1 y*g
berjumlah 3o1.789liwa, usia tersebut terdiri dari penduduk laki{aki sebanyak

15i.752 jiwa dan ienduduk perempuan sebanyak 150'618 jiwa' Sedargkan
jumlah pJnduduk terkecil berdasarlian kelompok umur terdapat pada kisaran
umur z-s tahun keatas yaitu sebanyak 26.919 jiwa bertambah dibaldingkal
tahun 2021 yang sebes-af 25.457 ji*a ya,,g terdiri dari penduduk laki-laki

""U"rryut iZ.Obf ii*" dan penduduk perempuan sebanyak 14828 jiwa'
Adapu., jumlah peniuduk menurut kelompok umur dal jenis kelamin di
Kabupatin Tangeiang pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 2'5'

No. Kecamatanl Jumloh Pendudttk
Rasio Jenis

Kelomin
Kepadatdn

1 Cisoka

Cisouk
281.603

69.683

102,79

11 1.169
2.362.64
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Gambar 2.5
Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun

2022 ldalart jiwal
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Sumber: BPS Kabupaten Tangerang totatn 2022
Piramida penduduk Kabupaten Tangerang menurut dala tah:ur, 2022

berbentuk piramida ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar
pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagan puncak. Piramida ini dikenal
juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, lim3s alau Pifamida penduduk
miaa. fonaisi ini menunjukkan penduduk di Kabupaten Tangerang berada
dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah
penduduk usia muda lebih besar daripada kelompok usia lain. Berarti, angka
kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah. Selain itu. kondisi ini
menunjukkarr- tahwa penduduk di usia produtrtif, yaitu golongan usia remaja
hingga dewasa mendominasi komposisi penduduk di Kabupaten Tangerang'
Komposisi seperti ini rnemiliki kelebihan dan kekurangan. sebagai kelebihan,
kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi Kabupaten Tangeralg karena
memiliki SDM usia produl(if yang melimpah sebagai bonus demografi. Apabila
ditinjau dari kecamitan yang tersebar di Kabupaten Tangerang, berikut adalah
peta kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.6.
Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahwr 2022
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Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2O22' diolah

Dari gambar di atas terlihat bahwa kecamatan dengan kepadatan
penduduk yang cukup tinggi ada di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Curug,



Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan sepatan dan Kecamatan sepatan Timur.
Sedangfuan kecamatan dengan kepadatan penduduk rendah adalah Kecamatal
Kronjo, Kecamatan Mauk dan Kecamatan Kemiri.

2. 1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di segala bidalg terutama di

bidang pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik
menjJdi salah satu tolak ukur terwujudnya keberhasilan pembangunan. Aspek

kes"]ahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,

keseJahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

Tabel 2.1 I
Laju Pertumbuhan PDRB KabuPaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan

ADH 2010 Menurut Kate Usaha ersen . Tahun 2Ola-2O22

2.1.2. 1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Pertumbuhan PDRB

Di bidalg pembalgunan ekonomi. salah satu indikator penting untuk

-..rg"trhrri koidisi perelionomiaa secara makro adalah data Produk Domestik
n.!i[""f Bruto (pDilB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik
Relional Bruto (iDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar

haiga berlaku giOHel au,, atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB

eOfrK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya
tahun dasar yarig diguflakarr.

Perekonom-ian- Kabupaten Tangerang tahtxr 2022 mengalami kenaikan
setelah pandemic covid- 19 yang tadinya mengalarni kontraksi di tahun 2020

""tit., 
s,7o% tumbuh positif dilahr.rn 2o21 menjadi 4,7oyo. upaya pemulihan

ekonomi baik nasional dan daerah berdampak kepada laju pertumbuhan
ekonomi daerah Kabupaten Tangerang di tahun 2022 yang rrretcapai-. 

-5,47o/o 
'

angka tersebut berada di atas angka nasional, Laju Pertumbuhan 
- 
Ekonomi

Ka[upaten Tangerang tahun 2022 me.,'pakan angka tertinggi selama dua tahun
terakirir (2O2O-aO2Ll: Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 dicapat

oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,347o

dan seictor lapangan usaha konstruksi sebesar 8,25o/o. Dari 17 sektor lapangan

usaha yang aia s-ebanyak 2 sektor lapangan mengalami penurunan yaitu_ sektor

f"p""gL 
"-""ira 

pertambangan dan penggalian serta sektor lapangan usahajasa
Pendidikan.

2021'20202018Lopangan Usaha

(0,84) 2,282,842,98 o oLaPertanidn. Kelatanan. dan
PerkananA

(12,20)(s,eo)5,72 2,30Periantbangan dan
B

4,26 5,44(8,74)2,66 3,20C Indwstri Pengolalwn
5,5611,69(4,2s) (12,ss)5,82Pengadaan Listtik don GasD

1,368,60 58I5,19
Pengadaan Air;
Pengelolaon Sarrpal;
Linhah. dan Daur Uang

E

8,251 1,96

6,71

9,44 (s,29)8, 18KonslruksiF

1,82(s,70)8,69
Perdagongan Besar don
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

G

9,90 7,86q55 (s,s2)9,60Transporta,si dan
Perwdangan

8,34(s,63) 4,458,62 7,86Pengediaa.n Akomodasi
dan Makqn Minum

H

I
5,17 6,859,128,35J Infomtasi don Ko 'lunika.si

-25-

2022**2019

(e,4s)

6,22

9,69
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Lapangan Usala 2018 2019 2020 2021. 2022""

K Jaso Keuangan dan
Asuransi

7,16 0,72 1,56 6,07 6,81

L

M,N

Real Estat 9,44 9,49 1 96 3,07 5,19

Jasq Perusalazan 6,02 9,20 (6,00) (2,25) 4,46

o
Admiaistrasi
Pemeintala4 Pertahanan"
dan Jaminan Sosial wgiib

6,48 8,75 (0,76)

P Jasa Pendidikan 8,25 o,62 (1,1 o) (o,02)

o
Jasa Kesehatan dan

Sosiol
9,68 1 1,13 4,41 9,14 ood

R,S4U Jasa LainnAa 8,69 9,36 (6,11) 1,39 7,

Tobl 5,80 (s,76) 4,70 5,47

Angka Sem.efltard
* * A ngka S arq al Se nentara
Sumber : KabuPaten Tangerang Dalam Angka' 2022

Di ta]lr]n 2022, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku
(nominal) sebesar 160.168,18 miliar rupiah' sedangkan Pada t9lurr-yart-g sama'

irone "t"" 
dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 103.221,02 m:,liat

rupiah atau tumbuh "ib""ar 
5,47 persen dari tahun sebelumnya ya,'g nilainya

s7.sos,ga miliar rupiah. Kondisi tersebut mulai menunjukan peningkatan
setelalr tahun 2o2l yangmerupakan fase pemulihan ekonomi PDRB Kabupaten
Tangerang baik AbHB maupun ADK terganggu. Pertumbrrhan _ekonomi
fabirpatei Tangerang *".rrr11i PDRB harga. konstan relatif sedikit berllulrtuasi
sejak ta-hrrn 2it1. p-ada tahun 2016 sebesar 5,41o/a. tahun 2017 meningkat
mlnjadi S,B2o/o langmerupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhh. Pada

tafrun ZOis p"it ibrhrt ekonomi turun tipis menjadi 5,80% dan kembali
menurun di tahun 2019 mencap at 5,56oh. Memasuki tahun 2020 gejolak

ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-I9 menyebabkan pertumbuhan
ekonomi iurun drastis ke angka minus 3,767o. Apabila d.ibandingka, dengan

Provinsi Banten dan nasional. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang

dalarn empat tahun terakhir, nilainya berkisar di atas angka 5,00% dan relatif
masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan nasional dari
tahun2016-20lg.Sayangnya.padatahurl2020,lajupertumbuhanekonomi
Kabupaten Tangerang meiurun- hingga angka yang lebih rendah daripada laju
pertumbuhan .-t orro*i Provinsi Banten mampun Nasional. Laju pertumbuhan
Lkonomi nasional. Eanten dan Kabupaten Tangerang mulai pulih dengan

ditunjukkarr dengan mulai tumbuh positif, pada tahun 2021-2022 Laju
Pertuhbuhan Ekonomi meningkat di angka 4,71ok di tahun 2O21, dan

meningkat di tahun 2022 di angka 5,47oh. begitu juga dengan Provinsi Banten
yang mulai tumbuh sekitar 5,03d/o.

(o,38) 1,O9

8,30

5,56



Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang' Provinsi Banten'
- dan Nasional Tahwn2Ol6-2O22

-27-

Garnbar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang

Tahwt2O16-2022

Sumber : BPS Prouirtsi Banlen, 2022, diolah-

Gambar 2.8

5.4

!,5fl
8

6

4

2

0

-2

-4

-5

5.034
5 4.

.03

2016 2017 2018 2019

..+KabTangerang .+Banten lodonesia

5 5.31

0D21 2022

sumber: BPS Nasional. Provinsi Banten. dan KabupatenTangetang.2022

ApabiladilihatberdasarkankontribusiPDRBKabupatenTangerang.atas
dasar h:aI.ga berlaku menurut lapangan usaha, pada tahun 2022' kontribusi
t"iU"""r p"ada tahun 2022 dicapar oleh lapangan usaha industri pengolahar

sebesar iS.tZ O,tZ miliar rupiah atau sekitar 33,2Oo/o dari PDRB sektor lapangan

usaha Konstruksi sebesar 
'26.926,03 miliar rupiah atau sekitar 16,81% dari

pDRB, sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dal1 Eceran, Reparasi Mobil

aan Sep"aa Moior Jebesar L7.698,47 miliar rupiah atau sekitar 11,05% da-ri

PDRB, iektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar

10.135,98 miliar rupiah atau sekitar 6,33o/o dari share PDRB'

Menun:t PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha pada tahun
2022 kontribusi sektor lapangan usaha yang paling besar dari sektor lapangan

usaha Industri pengolahan 
"Eb"srr 

36. 003,68 miliar rupiah, sektor lapangan

usa,ha Konstruksi sebesar 15. 139,O 1 miliar rupiah, lapangan usaha
p"ra"g*g* Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar

fi .A23,97 miliar ruPiah.

5.17

a

6

4

o

-2

:4

-6

2013 2014 2ol5' 2916. ,o17 2ola 2019

I

5.96.41 5.5 5.43

s,47

t

I

5.56

2021 2022
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Tabel 2.15
Penentuar Sektor Basis dan Non Basis Sektor UngJulan di Kabupaten

Tan

Sumber : Analisis LQ PDRB Kabupaten Tangerang, 2016-2022

Analisis PDRB dalam penentuan sektor basis maupun non basrs
berdasarkan PDRB Menurut Harga Konstan tahun 2015-2022 diperoleh bahwa
sektor lapangal usaha PDRB yang menjadi sektor basis di Kabupaten Tangerang
adalah :

1. Jasa Keuangan dan Asuransi
2. Pengadaan Listrik dan Gas
3. Konstruksi
4. Industri Pengolahan
5. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kelima (5) sektor tersebut m€unpu melayani kebutuhan masyarakat
Kabupaten Tangerang dan juga mampu melayani masyarakat di luar Kabupaten
Tangerang,

Analisis Shift Share PDRB Kabupatefl Tangerang tahun 2ol5-2o22
diperoleh hasil analisis terhadap lapangan usaha sebanyak 17 sektor yaitu
bahwa:

a. Sektor lapangan usaha yang ada di Kabupaten Tangerang seluruh sektor
(17) tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhal rata-rata Provinsi
Banten.

b. Sektor yang tumbuh secara lambat' meliputi sektor Pertanian,Kehutanart
dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan,
Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Administrasi
Pemerintahan, Perta-hanan dan Jaminan Sosial Wajib.

c. Sektor yang m4iu dan sektor tersebut tumbuh lebih cepat daripada
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan meliputi sektor Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Penyediaan

KeteranganRata-Rata.ivo. TIRAIAN

1,0748 BASIS1 Pertanian. KeLattanan. dan Peikanan
o,0617 Non BosrsP e rtamb ang an dan P eng g alkm2

.BASlSJ Industi Pengolahon
1,5706 BASIS4 Pengadaon Lbtrih dan Gas

lvon Basis5 Pengodaan Air, Pengelolaan Samp alt,
Limhah dan Daur Uang

1,3203 BASIS6 KorLsrruksi

0,8727Perdogangan Besar dan Eteran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor7

0,513s lfon Basrb8 Tran sportast dan Pergudnngan
JVon Bosl.s9 Pengedtaan Akonwddsi ddn Makan Minum
Non EasisInfo mus i dan Ko nunikasi10

0,6241

0,9068

1,688011 Jasa Keuangan dan Asuransi
0,9700 Non BaslsReal Estate12

0,9188 Non Basls13

a,$4o lvon BasrlsAdmini.strosi Penerintalan, Pertatanan dan
Jaminan Sr:sial Wajib

Jasa Perusalnan

.lVon Baslso,771015 Jasa Pendi.dikdn
Non Basrso,3s6016 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosidl

Non BasiS0,682517 Jasa lainnga

Tahuo20lS-2O22

1,0772

0,8504

lvon Bdsli



2. Laju Inflasi
Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan

kenaikan/penurunan trarga aari sekelompok barang dan jasa yang berpen-garuh

terhadap liemampu€rn daya beli masyarakat. Berdasarkan pemantauan Bada,
pusat Siatistik tirhadap-416 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya

Hidup (SBH) di Kota Serang. Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan' dua
mingguan maupun bulanan.

Pada Deiember 2O22, Tangerang mengalami inflasi yoy (Aear on geat)

sebesar 4,56 persen. atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHl() dari
LO6,94 padabesember 2021 menjadi 111,82 pada Desember 2022 ' Ti',gkal
inflasi mtm (month to moiln sebesar 0,43 persen dan ti gkat inllasi ytd (Year to

date) sebesar 4,56 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi yoy di Kota

Tangerang adalah bensin sebesar 1,36 persen' mobil sebesar O,27 persen,

angfutan-udara sebesar 0,15 persen, bawang merah sebesar 0,14 persen, bahan
bakar rumah tangga sebesar 0,13 persen.

perkembangan harga berbagai komoditas pada Desembet 2022 secal.a

umum menunjutikan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS
provinsi Banten di 3 kota, pada Desember 2o22 terjadi inllasi yoy sebesar 7,22
persen untuk kota Serang 5,86 persen untuk Kota Cilegon dan 4,56 persen

untuk Kota Tangerang.
Inflasi di Tangerang terjadi karena adanya kenaikan harga yalg

d.itunjukkan oleh naiknya ind"ks 10 kelompok pengeluaran. yaitu, kelompok
translportasi sebesar 18,80 persen; kelompok perlengkapan,peralatan- dan
p"*"iihrr""r, rutin rumah tangga sebesar 7,87 persen; kelompok kesehatan
sebesar 6,31 persen; kelompok makanan. minuman. dan tembakau sebesar 4,49
persen; kelompok perawatan pribadi darr jasa lainnya sebesar 4,31 persen;

Letompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,51

p"."..r; keiompok penyediaan makanan dan minur'an/restoran sebesar 1,33

p".""rr; kelomiok ritcriasi. olahraga dan budaya sebesar 0,63 persefi; kelompok

ir"f..i.i-t dan alas kaki sebesar o,33 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,o3
p".".r; sementara itu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan

mengalami deflasi sebesar 0,06 persen.
Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy di

kota Tangerang p"d. D"u.-ber 2022 antara lain bensin, mobil, angkutan udara,
bawang ierah, b"h.t buk , ttrmah tangga, upah asisten rumah tangga, tukang
bukan-mandor, telur ayarn ras, tahu menta dan daging ayam ras. sementara itu
komoditas y*g -"-6".ikan andil/ sumbangan deflasi yoy, antara lain: cabai

merah, toi.yuk go."t g, kangkung, pisang, udang basah, bawang putih, cabai

rawit, shampo, daun bawang dal baju muslim warrita'

Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa
Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan,
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya.

d. Sektor tidak memiliki daya saing di Kabupaten Tangerang. sektor ini
meliputi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan,
Penfadaan Listrik dan Gas, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
Jasi Keuangan dan Asuraasi, Jasa Perusahaan dan Jasa Pendidikan'

Tabel 2.16
perkembangan Inflasi di Kota Tangerang. Kota Serang. Kota cilegon. Provinsr

Banten dan Nasional Tahwn 2Ol5-2O22
inlasi YoY (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kota
Tanqerang

3,94 2,65 3,46 3,31 1 1 1,81

Kota Serang 4,28 3,26 5,17 3,06 1,89 2,233,78
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inflasi YoY (o,4) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kota Cilegon 4,67 5,24 2,73 3,54 2,59 c 10 5,86

Prouittsi
Banten

4,29 2,94 3,98 3,42 3,30 1,45 1,51 5,08

Nasional 3,O2 3,61 3,13 1,68 1,87

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Pro lnf?.sl Banten, 2015 - 2022

(InJla,si Kota Tang er ang )

Inflasi Kabupaten Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu

pada Inflasi Kota iangerang, it'l t"rs"bit karina Kabupaten Tangerang belum

G;;h ;1;h BPS RI 
*""ule-; 

""'"" 
penghitungan inllasi pada kota-kota di

r"i."""i". pada periode taf,un 2015-2bzi, taltt inflasi di Kabupaten Tangerang

""ilt* +,SO"A r,ivn 2O22.InIlasi di Tangerang terjadi karena adanya kenaikan

;;;;d; ait".:"r.u. 
"1"rr 

t'aitnya inldets t t kelompok pengeluaran' vaitu

kelompok transportasr sebesar 18,80 persen' kenailan pada transportasi

merupakan dampak """"t" tt""iot'al pemerintah menaikan harga BBM (bahan

tJJ -i"vrf.l paaa septemuer zob2' Beberapa komoditas yang dominan

;"d#;'i,n^s p.ir-urt"r, s"pt"*ber ini adalah komoditas: bensin.

,rgtitan a"f"t- tot", 
".tgtut.t' !*if-t"*+ sakit' tarif kendaraall roda 2 online'

beras, tarif kendaraan .oE. + ot titt", lemari pakaian, akademi/perguruan tinggt'

mainan anak. Sement.rr-Lo1,,oaltt" yang dominan menyumbang deflasi pada

;;;S"p*r"ber ini adalah komoditai: ba-wang merah' cabai merah' cabai rawit'

;;k"tJ;a;a, susu bubuk untuk balita, tomat' daging avam ras' telur ayam

."{ -it y"k goreng dan bawang putih'

Gambar 2.9

Perkembangan InIlasi di Tangerang' Provinsi Banten' dan Nasional Tahun
2015-2022

4

3 3.4 3.31

illhun:
2015 2oL6 2077 2018 2019 2020 202! 2022

lKotaTangeran8lKotaSeranglKotacilegonlProvinsiBantenlNasional

Sumber : Badan Pusat Statistik,2022

Perkembangan tingkat inllasi Tangerang' Kota Serang' dan Kota Cilegon

dari tahun 20 s-5o22."i"tii u"tn'rttuasl' lnfl-asi Kabupaten Tangerang ?*p"i
saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang'. hal tersebut .karena
K;";;; i..g.rur! tet - dipilih oleh BIS .RI sebagai acuan^P"t-+1t"t'c"'
i"n""i p"a" totl-tota- ai rrra"rr""i". pada periode tahun 2o15-2022. Nilai inflasi

G.ti.rggi Kota Tangerang adalah pada^ tqYi 2022, yarttt sebesar 4'-56yo'

""*".ri.rr" 
nilai inflisi plda tahun-2020 adalah yang terendah yaitu sebesar

l,l7o/o.-'- 
iedangkan apabila dibandingkan d9tg"l dengan nilli- inll-asi Provrnst

Banten, .ritii i.rn""i di Kota Tanger:ang pada iahun 2019 adalah sebesar 3'31%o

"r-":if." 
dibandingkan provinJi nantin yang juga sebesar 3'307o memasuki

2015
4,22

3,35 5s1
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tah:ur;r 2022 inflasi kota Tangerang naik manjadi mencapai nilai 4,56% yang
nilainya lebih tinggi dari inllasi Provinsi Banten sebesar 5,087o. Sementara itu,
jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional pada tahun 2ol9-2o22, r,rLflasi

kota Tangeralg pada tahun 2O19 mencatat nilai yang lebih tinggi yaltu 3,3O%
dibandingkan inflasi Nasional sebesar 2,72o/o d,an tahrun 2022 inflasi Kota
Tangeran-g sebesar 4,560/o tercalat lebih rendah daripada inflasi nasional tahun
2O22 sebesar 5,517o.

3. PDRB Per KaPita
PDRB pei kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi

kebutuhan sltiap pendudrrk rata-rata, sehingga bisa dijadikaa salah satu
ind.ikator bagi keberhasilal pembangunar terutama pembangunan temtama
pembangun; bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum
dapat rnenggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya.
Indikator tJisebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada
peningkatan produktivitas pEmbangunan setiap orangnya. PDRB per J<apita

""uag"i 
salah, satu indikator produlrtivitas penduduk dapat dihitung dengan

caralnembagi pDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkata,
pDRB per kipita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar

daripada laju pertumbuhan penduduk' 
Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, PDRB per kapita menurut

harga beitaku mengalami peningkatan dari tahun 2Ol7 -2022. PDRB per kapita
beriasarkan harga berlaku meniapai titik tertinegi di tahun 2022 yaitu sebesar

Rp. 47.776 (OOO rupiah). PDRB per kapita Kabupaten Tangerang menumt HaIga
Konstan tahvn 2022 sebesar Rp. 30.789,52 (000 rupiah)'

Gambar 2. 10

Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten
Tangerang dan Provinsi Banten 2Ol7 -2022

(000 rupiah)

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10.000

55,21152,OL4 52,736
45,726

33,1 35,1 37,9

20!7 2018 2019

r Kab Tangerang

47,7
47, 44,0

2020

I Banten

2021* 2022**

Sunlrer: BPS Ptouinsi BantetL 2022
' Artgko Senentara
" Angko sangat senentara

60,990

48,370
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Gambar 2.11
Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten

Tangerang dan Provinsi Banten 2Ol7 -2022 (000 rupiah)
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15,914 37,164 38,199 39,515

28, 79,
32,944 34,144

24, 26,3

2077 2018 2019

40,000

35,0@

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

2020

fii Banten

20211 20221*

I Kab Tangerang

Sumber: BPS Prouinsi Barderl 2022
' Angka Senentara
" Angka sangat senertara

4. Indeks Gini
Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ulnrran ketidakmerataan atau

ketimpangal agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antar-a nol
(pemeiataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna)' Adanya

ienumnan tingk"t k"ti-prrrgan pengeluaral masyarakat yang diukur oleh Gini
i?atio. Gini Rido aibagi atas tiga level. Level pertama. menr:njukkan tingkat
ketimpangan yang rerrdah, yaitu berada pada kisaran 0 sampai 0,3. Level kedua
ketimpangan menengah yaitu antara 0,3 hingga O,5. Level ketiga ketimpalgan
tinggi yaitu berada di atas 0,5. Gini Rasio Kabupaten Tangeran g tah]din 2022

".b""ur 
o,2a2 anS<a ini menr:run dibaldingkan dengan Gini Ratio 2o2l yang

sebesar 0,294. l;i menandakan leve1 ketimpangan Pendapatan penduduk di
Kabupaten Tangerang masih tergolong pada level rendah.

Gambar 2.12
Gini Rasio Kabupaten Tangerang Tahun 2Ol3-2O22

o:19

o?s

0.20

o.15

olo

005 llll[[rrrr
20$ 20ra :or5 2016 lO17 iO18 U019 2o2o 20al 2022

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tatun 2013-2022, diolatt

5. Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan
Kemiskinan didasarka-n pada ketidakrnampuan individu untuk

mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar
minirnal untuk hidup layak. Badar Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep
kemiskinan absolut yang mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan
pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan
ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis
Kemiskinan Non Makanan (GKNM)'

30,789

24,259
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94.86
74

94.29 94.29

5.7t

93.7?

2013 2014 2015 2016 2017 2or8 2019 2020 202L 2022

Sumber: BPS RI. diolah.

3.08

272,350 210.520

Dari gambar gra-fik diatas dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan
terhadap peisentase penduduk diatas garis kemiskinan dalam kurun waktu 5
tahun tirakhir. padrtahun 2019 capaian Penduduk di atas garis kemiskinan
adalah sebesar 94,867o. kemudian capaian ini pada tahun 2o2o menjadi 93,7704

dan kembali menurun pada tahun 2o2l nerrjadi 92,8ayo. capaian ini kemudian
kembali meningkat di tahun 2022 mencapai 93,O8o/o'

6. Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan
Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum

yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama
"""tir"ri. baik kebutui-an makanan maupun non-makanan' Masalah

kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat
perhatian pemerintah Daerah. Perklmbangan Persentase Penduduk Miskin dan
'Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2016- 2022 dapat dilihat pada

gambar berikut ini.
Gambar 2. 14

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang
Ta}:;.:r:,2Ol3-2O22

100,000

250,000
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.92

s.]9 5,14 5.r.r

100
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- P.ndudut mirrh lld.,
2ot3 1019 2020

-Anar, 
(dirrn n (x)

Sumber: BPS RI. diolah.

20.11 2ozl

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang

menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase
penJuduk lrliskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2018-

2022 dapal dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.13
persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun

2013-2022
95.50

95.00

94.50

94.00

93.50

93.00

92.50

92.00

91.50

5.29



-37-

Dari data diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk diatas garis
kemiskinan Kabupaten Tangerang berfluktuasi nilainya. pada tahun 2O18
mencapai nilai sebesar 5.18% kemudian persentase penduduk miskin tahun
2O19 kembali menurun hingga menc apat 5.l4Vo. Untuk di tahun 2020
mengalami kenaikan persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar
6.230/o. tahr.;rn 2021 kembali naik menjadi 7 'l2o/o. serta tahun 2022 turun
menjadi sekitan 6.92yo lnal ini mengindikasikan keberhasilan program
p.*bul1g,r.raI1 yang ditaksanakan dalam rangka penanganan pandemi covid- 19'

7. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. sebagai ukuran
kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi
tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang
Iayak.

Gambar 2. 15

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahrxt 2Ol4-2O22
72.97

73

7!

70

69

58

67
I

7!.93 71.92
71.59

70.97

70.44
70.05

69.57

2074 2015 2016 2077 2018 2019 2020 202L 2022

Sumber : BPS Provinsi Bar:terr.2022

Dari data dalarn kurun walrtu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Indeks
Pembangunan Manusia Kabupaten Talgerang relatif mengalami peningkataa.

Tabel2.L7
Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerartg

Tahlur. 2016-2022

Komponen 2016 2017 20rc 2019 2020 2021 2022

Umtr Harapan
Hidup Saat lahir
(UHH.Tatun)

69,37 69,47 69,61 69,79 69,93 70,28

Harapan Lana
Sekolah (HLS,
Tatu-m)

12,51 D,a 12,81 12,82 12,84 12,85

Rata-ratq Lq\a
Sekolah (RIS
Tqhun)

8,23 8,27 8,27 8,28
8,39 8,61 8,92

Perlgeluaran per
Kopito
Disesuaikan (PW,
Ribuan Rupiah)

11,863 11,914 12,179 12,476 12,203 12,273 12,427

IPM 70,44 70,97 71,59 71,93 71,92 7' CO 72,97

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2023

69,89

12,11



2.7.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas
yang mimpunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin
h"r, t rrr"f hinnya. tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ ditulisnya terhadap
penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca dan menulis tercermin
d"ri i.rdik"to. angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah
satu indikator pencapaian program pendidikan di Indonesia.
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Gambar 2.16
Angka Melek Huruf Kabupaten Tangera-ng Tahun 2ol8-2O22

Angka Melek Huruf di Kabupaten -fangerang

99.24
99.5

99
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97 .62
97.24

96.64-l
2O1A 2019 2('2(! ?O2' 2O2)

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang. 2022. diolah.

Pendidikan merupakan salah satu penentu kualitas penduduk. Indikator
atau ukuran yang bisa, digunakan untuk melihat tingkat kemqiuan pendidikan
di suatu daeiah art*. lain adalah dengan melihat persentase harapa. lama
sekolah. rata-rata lama sekolah da]1 pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
Kualitas sumber daya manusia sangatlah bergantung dari pembangunan di
bidang pendidikal. Data diatas menunjukkan bahwa terdapat penurunan
p".""it."" Angka Melek huruf mulai tahun 2O20 sampai dengan tahu,, 2022,
iral ini disebabkan penduduk yang berusia 15 tahun keatas makin banyak yang

belum mengenyam pendidikan. dasar, dikarenakan belum terakses secara

optimal p".rIidit* Gsetaraan untuk masyarakat yang berum.r lebih dari 15

tahun kiatas yang belum mengikuti wajib belajar pendidikan dasar'

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
-Rata-rata Lama Sekolah merupakan Rata-rata jumlah tahun yang

dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua
jenis pendidikan yallg pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah penduduk
kab,paten Tangerang meningkat dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun
202 l. Rata-ratilamasekolah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai 8,61

ta_hun. Sedangkan di tahvn 2022 artgka rata-rata lama sekolah mencapai 8,92
tahun. walaupun meningkat setiap tahun akan tetapi beh:m memenuhi
Wajardikdas 9 tahun yang merupakal kewenangan Pemerintah
Kabupaten/ Kota untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Terdapat
beberapa aiiar masalah yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan rata-
rata laiaa sekolah, antara lain belum maksima-lnya pelaksanaan wajib belajar
pendidikan Dasar 9'tahun di Kabupaten Tangerang sehingga masih terdapat
masyarakat yang putus sekolah sebelum menamatkan jenjang penriidikan
menlngah pe.t.-a, demikian pula dengan aksesibiltas masyarakat terhadap
sarana pendidikan belum optimal.
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Ga;rfn,a:. 2.17
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022

8.92

S8 8.61
8.(r

8.39
8.27 8.28

82

E

8.23 8.24

IT T
1a

2oL6 20L7 2018 20]-9 2020 2021 2022

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang. 2022 diolah'

3. Angka HaraPan HiduP"engU Fi*"p* Hidup (aHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan
banyak tlhun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan
hidup digunakan- uniut< mengukur indeks kesehatan, sementara indeks
kesehatan" merupakan salah situ komponen dasar dalam pengukuran IPM

(Indeks Pembangunan Manusia). Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten
t og"."rrg pada-tahun 2022 adatah 7O,28 tahun. Sedangkan dari data tahun
2O2l menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tangerang

sekitar 69,93 tahun.

Gambar 2. 18

furgka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2022

70.28'1o.4
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5,9.99 69.93
69.79

69.61

69.28

I
69.37

I
69.47

I
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Sumber: BPS Provinsi Banten. 2022. drolah.

4. Persentase balita gizi buruk
Gizi buruk pid" b"1itu, merupaka, kondisi ketika berat badan balita

terlalu rendah bil; dibandingkan dingan tinggi badannya. Anak dengan gizi

buruk atau seuere tuasting biasanya memiliki daya tahan tubuh yang sangat
lema_h sehingga berisiko teikena penyakit parah. bahkan beresiko meninggal.
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Gambar 2. 19
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Tangerang Tahun 2Ol7 -2022
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Data persentase balita gizi buruk menunjuld<an bahwa persentase balita
gizi buruk tertinggi pada pada tahun 2020 sebesar 1,4 persen, hal ini
irenunjukkan bahwa pandemi covid- 19 berdampak pada kondisi kesehatan
karena terhalangnya akies pada sarana kesehatan dan juga dipengaruhi kondisi
perekonomian masyarakat, akan tetapi seiring dengan keadaan yang makin
Londusif, kondisi kesehatal pun terlihat makin membaik. Data yg digunakan
hingga 2o19 adalah data BPB dengan interpretasi gizi buruk menggunakan
indikator BB/U. Data 202O saat ini menggunakan data EPPGBM dengan
interpretasi gizi buruk menggunakan indikator BB/TB sesuai dengan
Permenkes No 2 Tahun 2O2O terkatt standar antropometri

Diperlukan adanya komitmen secara menyeluruh dari lintas sektor dalam
menanggulargi masalah gizi di Kabupaten Tangerang melalui advokasi dart

kegiatan gizi bersumberdaya masyarakat melalui Pos Gizi, KP ASI dart
KE-RAMAS; karena sektor kesehatan saja tidak akan dapat secara maksirnal
menurunkan eJlgka gSzi buruk. Agar terus dapat meningkatkan kinerja daerah
dalam penalggulangan masalah gizi, perlu adanya peningkatan kuantitas dan
kualitai SDM kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang
maksimal lqgi masyarakat. Garnbaran status gizi ddpat dilihat pada tabel
berikut:

Sumber: Sumber: Dinkes. 2O27. diolah

Tabel 2.18
Status Gizi Pada Balita Di Kabu aten TaII raIr Ta}rwr2Ol4-2022

Gizi Baik

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Tangerang, 2O22

5. Prevalensi Balita Gizi Kurang
Pada gambar dibawah ini menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang

mengalami p".t rrutt"o dari tahun 2O20 yaitu sebesar 3,527o menjadi 2,34Vo di'

Gizi l,ebihGizi Buruk
"/oN%%okN

o.7295.55 l,892.003.24 249,477 .OO8,583.O0

N

0.4520t4
95.89 2,227 .OO27 t,407.OO8,099.00 2.461,O91 0.392015

1.03268,339.006,935.O02016 t,164
0.819s.68 2,+79.OO3.149,644.00l, 161

0.41

0.3820t7
0.6894.66 2,134.OO296,O92.OO7,863.O0 2.s11,040 o.33
o.672,131.OO30s,893.OO 96.227,234.OOo.292019 932
9.A685.20 17,857.003.52 1s4,325.006,37s.O02,5532020
9.4387.59 20,136.O02.34 1a7,O40-OO4,992.OO1,368 0.642021
t.2093.30 3,074.00222,474.OO6,047 .OO 2.50907

Cizi KurangTahun
N

t,172
o.79

2,880.009s.32

294,O27.OO

2018

1.40

0.402022
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Sumber: Dnkes, 2022

Tabel2.l9
Persentase Balita Stun Kabu Ta}:rt:r 2Ola-2O22

2.1.3.1 Urusan Pemerintahal Wajib Terkait Pelayanan Dasar
1. Bidang Urusan Pendidikan
a. Angka ParLisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah persentase jumlah anak pada kelompok
usia tertentu yang sedang bersekolah padajenjang pendidikan tersebut. Secara
umum nilai APM akan lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak
diluar usia sekolah pada jenjang tertentu. APM mengukur proporsi anak yang

1.52

3,14

2,51 2,5
2,78 2,34

Sr:rnber : Dinkes, 2022

Perhitungan Balita Stunting dengan menggunakan metode Elektronik
Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGM) dilakukajr setiap
bulan oleh petugai gizi Puskesmas kepada selunrh balita di Posyandu
sedalgkan dengan meiode dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dilakukan
setiap tahun olih galtbangdes dengan sampel rumah tangga dengan balita'
Secaia nasional target stuntin g 2O24 adalah 14 persen (SSGI) untuk itu
dibutuhkan berbagai upaya untuk pencapaian tersebut karena hingga saat ini
Kabupaten Tangerang masih pada angka 21,1 persen.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Sebagaimala yang diamanatkan dalam Undang-undang NoAor 23-Tahun

2014 tentaig Pemerintahan Daerah, urusan konkuren yang diserahkan kepada
daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

2022202120202079Metode PerhitunganNo
3,77,612 8,s7 E-PPGM

2L,1.23,3N/AL8,42 SSGI

tahun 2O21, akan tetapi pada tahun 2022 terjadt kenaikan kembali prevalensi
bdtta gSzi kurang,

Data yang digunakan hingga 2019 adalah data Bulan Penimbangan Bayi
(BPB) dengan interpreatsi gizi kurang menggunakan indikator BB/U. Sdangkan
data 2O2O saat ini menggunakan data ePPGBM dengan interpretasi gizi kurang
menggunakan indikator BB/TB sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2O20

terkail Standar Antropometri. Peniagkatan prevalensi gizi kurang di tah]urn 2022
karena balita dengan gizi buruk kondisinya membaik menjadi gizi kurang'

Gatnbar 2.2O
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Tangerang Tahwn 2Ol7 -2022

-i



-42-

bersekolah tepat wal<tu yang dibagi dalam dua kelompok jenjang pendidikan
yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tah:un dan sMP untuk penduduk usia 13-

15 tahun.

Tabel2.2O
Partisi Murni APM Kabu aten Tan eran Tahun 2Ol5-2O22

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

APMSDmulaitahun2016sampaidengantahlJr.2022mengalami
penurunan demikian pula APM SMP yang sejak tahun 2020 sampai dengan 2022

mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi jumlah anak 
-yang

bersJkolah sesuai dengan kelompok usianya semakin menurun' hal ini
kemr.rgki.ran disebabkan makin banyaknya anak berusia diluar kelompok
usianyiyang bersekolah patla jenjang SD dan SMP karena bersekolah lebih dini
dib andingkan usia yang seroestinya.

Tabel2.2l
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tangerang Tahun

2015 - 2022
Uraian 2015

109.64

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 SD/ MI 1)0.92 111.02 86.81 107.87 103.3 104.8

2 SMP/ MTs 104.06 105.09 t 03.14 103.33 102.57 103.56

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

b. Angka PartisiPasi Kasar (APK)"epf 
"ari"f, 

perband'ingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan

sD/ SLTP/ SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 ta-hun atau

rasio jumlah sis*al berapapun usianya. yang sedang sekolah di tingkat
pendldikal tertentu terhadlpjumlah penduduk kelompok usia yang 6erkartan

d.rrgrojenjangpendidikantertentu.Padatahun2022APKdiKabupaten
i*[".uog ,.rti,t tirrgt .t SD/MI sebesar 1O4,8 naik bila dibandingkan tahun
202I sebisar 103,69. ApK tingkat sMp/MTs sebesar 103,56 meningkat dari
tah]ur- 2021. APK setiap tahunnya menunjukan fluktuasi akal tetapi selalu

diatas 100, hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang bersekolah dijenj ang

SD dan SMP lebih Uanyaf< daripada kelompok usia yang seharusnya ini
menunjukkan bahwa terdapat siswa yang belum memasuki usia sekolah tapi
sudah sekolah lebih awal. 

-s"caru. 
lebih lengkap data Angka Partisipasi Kasar

(APK)KabupatenTangerangTahun20ls_2022dapatdilihatpadatabe|2.2|.

c. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)
-Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah

penduduf, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah legi menurut
pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Indikator pendidikan ini bermanfaat
irntuk menunjutt 

^r, "ap^iur, 
hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah

selain itu berg$rna pula untuk men]msun perencanaal penawaran tenaga kerja.
terutama unluk mengetahui kualifrkasi pendidikan angkatan kerja di suatu
wilayah

2019 202020182016 20172015Jenjang Pendidikan

94.6195.8695.84 95.6196.394.12 96.6
74.0274.2076.54 84.3978.4 78.95a4.31SMP/ Sedemjat

103.69

t05.29 96.27

94.78SD/ Sedemjat
79.06
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Gambar 2.21
Angka Partisipasi Ditamatkan SD dan sMP di Kabupaten Tangerang Tahun

20t8-2022
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Sumber: Dinas Pendidikan 2022

DaridatadiatasmenunjukkanbahwatingkatAPTdiKabupaten
Tangerang mengalami peningkatal] dari tahun ke tahun baik tingkat SD/MI

d. Angka Putus Sekolah
angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu

jenjang plndidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase

;rk ;;g berhenti setolah iebelum tamat SD yang dinyatakan dalam

p..".rrl BErikut merupakan data Angka Putus Sekolah (APS) di tingkat SD/MI
dan Angka Putus Sekolah (APS)
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Ganbar 2.22
Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SD/MI dalr SMP/Mts

Ta},:.:r:r2Ola-2O22

0.07

0.04

0.03
0.03 0.03 0.03

0.02 0.02

Sumber: Dinas Pendidikan 2O22

Dari data diatas menunjukkan bahwa untuk Angka Putus sekolah {APS)

SD/MI dari tahun mengala-i kenaikan sebesar 0.o1% dari tahun 2ol9 ke 2o2O.

Dimana di tahun 2020 sampai 2022 AngkaPutus Sekolah (APS) SD/MI sebesar

8.64

0.06

0.02



0,03%. seda-ngkan untuk Angka Putus Sekolah (APS) Angka Puhrs sekolah (APS)

."l"tif -".rrto.. yaitu dari 0,07 di tahun 2O18 hingga menjadi O,O2oh'

e. Sarana dan Prasarala
Ketersediaaan sarana dan prasarana sekolah ditingkat SD dan SMP baik

secara kualitas dan kuantitas sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan

di Kabupaten Tangerang. Rincia[ tingkat kerusakan ruang kelas sD dan SMP

dapat dilihat dibawah ini :
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Tabel2.22
Tingkat Kerusakal Sarana dan Prasarana SD dan SMP Kabupaten

T Tahut2022

Jeni-s Sorprds

I SMP

Jumlah
Negei Surasra Negei Sruasto

1. ktang Kelas

a, Baik 4.O55 2.289 1.292 1.663 o 2aa

850 647 1.167 4.977

c. Rt.cak Seda 1.O22 1.145

d.. Rusak Berdt
TVTAL

455 492

7.845 3.139 2.O99 2.830 15.913

Sumber : Diaas Pendidikan Kabupaten T anger atg. 2022

Jumlah Kematian BaYi KabuPaten Tangerang Teh:urr2Ol4-2022

400
334

300
1

200

100

Ruang kelas SD Negeri dengan kondisi rusak berat 5,79 persen dan. kondisi

*"rk"""d*g 
"eUesai 

rS,Os p'-ersen sedangkan untuk tingkat SMP Negeri kondisi
.""rS k f;":ra masih te6if, tait, akan tetapi masih terdapat ruang kelas dalam

kondisi rtrsak sedang dan rusak berat.

2. Bidang Urusan Kesehatart
a. Angka Kematian BaYi (AKB)

"Angka Kematian-Bayi aia.u Infant Mortalitg Rate (IMR) merupakan jumlah

kematiaribayi dibawah ".to t.hrrr. Pada gambar 2.25 terlihat angka kematian

Uryi ai Kabripaten Tangerang menurun-sejak Tahun 2018 sebesar 247 otang

ili:iai zzz'or"r,g p^i" tah-un 2o1g dan terus menurun pada tahun 2o2o

sebe"sar2:.Torangakantetapipadata}run202lmengalamikenaikanmenjadi
iit o.rog akan titapi dengan 

-berbagai 
upaya penanganan maka taJllun 2022

menurLrn menjadi 219 orang.

9

_--1----------l

2014 20L5 7016 20L7 2018 2019 2020 202L 2022

Sumber: Dinkes. 2022. diolah

Gambar 2.23

U

.sD

b. Rusak Rtnqan



Angka Kematian B

-+D-

Garrrbar 2.24
100.000/ Kelahiran Hidu Tahut2Ol4-2O22

Sumber: Dinkes. 2O22. diolah
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Sumber: Dnkes. 2O22. diolalr

Gambat 2.25
Penyebab Kematian BaYi Tahun 2O21

penyebab kematian bayi pada usia o- 11 bulan disebabkan beberapa ha1.

Pada tahun 202 1 kematian bayi didominasi oleh aliksia sebesar 36 persen dan

tah]un 2022 didominasi oleh Berat Badan Lahir Rendah sebesar 36 persen,

pendampingan terhadap ibu hamil masih sangat perlu menjadi perhatian untuk
menurunkan Angka Kematian BaYr.
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Gambar 2.26
Peyebab Kematian Bayi Tahun 2022

DlAnt; L

l"

Sumber: Dinkes. 2022. diolah

b. Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal

dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau
penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil)
selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas $2 hari setelah
melahirkan). At gk^ Kematian Ibu (AIA) dihitung berdasarkan
10O.O0O/Kelahiran Hidup. jumlah Kematian lbu dan Angka Kematian Ibu paling
tinggi pada tahr:rt 2O2, hal ini disebabkan pandemi Covid- 19 yang masih terasa
dampaknya sampai dengan tahun 2021.

Garnbar 2.27
Jumla-h Kematian Ibu di Kabu Tahw2Ol4-2O22

Sumber: Dinkes. 2O22. diolah
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Gambar 2.28
Kematian Ibu di

T8 PARU, 1,

reHtbr c/r',t e

TA80UK,2,
3

Covi
d,2-,

Tahw2O|T-2O22

Tingginyakematianibuinidisebabkanolehberbagaifaktorrisikoyang
terjadi m"uiai'dari fase sebelum hamil yaitu kondisi wanita usia subur yang

"rrir*i^, 
kurang energi kalori, obesitas, mempunyai penyakit penyertl seperti

tuberculosis d; hin-lain. Penyebab kematia' ibu pada tahun 2O21 didominasi
Covid-19 sebesar 42 persen dan 2022 didominasi oleh PEB/Eklamsia sebesar

3 1 persen.

Gambar 2.29
PenYebab Kematian Ibu Tahun 2O21

Sumber: Djnkes. 2O22. diolah
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Gambar 2.3O
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2022
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c. Rasio posyandu per satuan balita (per 1O0 balita)
Salah satu bentuk pembinaan UKBM adalah pembinaan pada posyandu.

Pada Tahun 2022 dt Kabupaten Tangerang sudah terbentuk sebanyak 2341
posyandu. Tingkat perkembangan posyandu di Kabupaten Tangerang hingga
Tah,an 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.31
Perkembangan Posyandu di Kabupaten Tangerang

Tahtn2OO9-2O22
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Sumber : Dinas Kesehntan Kab. Tangerang Talun 2022

Perkemb Po di Kabu aten Tan Tah:ur,2022

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tongerantg Tqhun2022

Rasio posyandu per satuan balita merupakan jumtah posyandu untuk
setiap 100 orang balita.

Mandiri; 300
Pratarrra;

242
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::84 :393 2319 133+ l3lt
:051

i

Target pembinaan posyandu adalah tercapainya Posyandu Aktif atau
posyandu yang berada pada strata Purnama da.n Mandiri. Pada Tahun 2022
iarget fosyandu purnama dan Mandiri adalah 1.600 posyandu dan capaiannya
aaiafr 1d11 posyandu. pencapaian Posyandu Purnama dan Ma,diri Tahun
2022 ndeir< mencapai target yang sudah dj.tetapkan, hal ini disebabkan antara
lain karena a) masih adanya posyandu yang memiliki kader kurang dari 5 org,

b) masih banyak petugas yang menjadikan adanya gedung posyandu sebagai

syarat strata, c) masih adanya, posyandu yang memiliki sararl.a prasarana
posyandu yang tidak lengkap. Pada gralik dibawah ini dapat dilihat tingkat
strata posyarrdu di Kabupaten Tangerang padaTah,or: 2022'

Ga:yrba-r 2.32

I

7
STRATA POSYANDU

Madya; 7BB

I'uflranra;
1011



Rasio posyandu per satuan balita (per 1O0 balita) di Kabupaten Tangerang
Tahtn2O|S-2O22
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Gambar 2.33

0.84

0.53 0.63 0.64 9.55

ta.l 18.7
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d. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000

Penduduk

12018 12019 '.! 2020 .2021 t20zl

Sumler: Dinkes. 2022. diolah
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Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita)
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Sumber: Dinkes. 2O22. dblah

Dari grafft diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan- rasio

p"t"y** p"osyandu di tahun 2022 sebesar 0'84 yang menunjuld<an .b3hwa
;;il6r. posy.na, berjalan dengan baik dari tah.trn ke tahun. Ditunjukkan
otet, te"altan iasio posyandu dalam kurun walctu 5 tahun'

d. Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per 1000 penduduk
I(efersediaan faiilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Talgeraag- saat

ini sudah semakin meningkat ierutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar

1prJ."*.". polindes dan fuskesmas pembantu/pustu)' SeJriruh kecamatar di

tabupaten iang"rang sudah memiliki puskesmas' bahkan di beberapa

kecarnatan m"roiliki 2 puskesmas dengan total sebanyak 44 unit' Jumlah ini
terdiri dari puskesmas rawat inap 37 unit dan non rawat inap 46 '

Gambar 2.34
Rasio puskesmas. poliklinik' pustu per 1O00 penduduk
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Angka rasio jumlah puskesmas. poliklinik dan puskesmas pembant:
(pustu) p"er jumlah- penduduk mengalami perubahan seiring dengan jumlah

ii"rari rt. naf ini aituniuttan oleh data d.iatas dimana rasio jurnlah puskesmas,

poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) di-Kabupaten Tangerang- naik di
iahun 2021 ain ZOZZ seb-esar 18,7o/o, pada tahun 2O22 jumlah puskesmas,

poliklinik dan pustu sebanyak 57O unit.

e. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100'OO0 penduduk)
Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi

menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, as uhan keperawatan secara

I
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berkesinambungan. diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh
pasien. Rasio Rumah sakit per satuan penduduk adalah perbandingan alrtara
jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk. Angka
rasio Rumah Sakit mencapai 0,00831 di tahun 2022. Daiarn penyelenggaraan
fungsi rurnah sakit perlu dilakukan upaya peningkatan peran rumah sakit
dalam pelaksanaan progrurm prioritas.

Gambar 2.35
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100'O0O penduduk) Tahun

20L7-2022
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Sumber: Dnkes. 2022. diolah

f. Rasio dokter per satuan penduduk (per 10OO penduduk)
Rasio Dolrter per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar

ketersediaan Dokter baik dokter umum ataupu-n spesialis dan cakupan
pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Pada
tah:uin 2022 rasio dokt-er per 1000 penduduk adalah 1,307 artinya satu dokter
menangani 1.307 penduduk Kabupaten Tangerang, rasio ini dirasakan masih
sangat jauh dari kecukupan.

7019 2O1l 2022

g. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditalgant- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dapat didelinisikan
sebagai ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh
tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar da-n rujukan' Cakupan
p".r"oga.* komplikasi kebidanan di wilayah Kabupaten Tangerang pada tahun
2Ol8-2O22 digambarkan pada gralik dibawah ini :

Gambar 2.36
Cakupall komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2017 -2022
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Dari data diatas menunjukkan bahwa persentase cakupan komplikasi
kebidaaan yang ditangani mengalami penurun€n. Hal ini dapat dilihat dari
diagram diatas yang mlnunjukkan penurunan dari tahun 2O2l yang awalnya
seb"esar 9o,7% pada tahun 2020 dan turun menjadi 80,6% di tahun 2021 dan

mengalami kenaikan tahun 2022 sebesar 85,9 persen' Sehubungan dengan hal
tersJbut puskesmas harus meningkatkan tindakan promotif dan preventif
terhadap icomplikasi kebidanan, sehingga akan lebih cepat dalam penang.annya

h. Cakupun pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanart

Meningkatnya cakupan pertolongan ibu bersalin dengan bantuan tenaga

kesehatan ying kompeten merupaka, salah satu upaya untuk menurunkan AKI

dan AKB. b.ri a"t" dibawah ini menunjukkan bahwa cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di
kabupaten Tangerang mengalami penurunan dari tahun ke tahun'

Ganbar 2.37

95,7

4,3

2o'L 
*;;.r' 

^;;';'. 
zozz'" aioun"l 

2o)2

Dimana persentase di tahun 2o18 sebesar 95,7oh. Kemudian naik menj adi

99,6% di tahu; 2019 dan terus naik sampai dengan tahun 2021 dan kembali
*".rrr.trn pada tahun 2022 sebsar lOO,2o/o Hal ini harus segera ditindaklanjuti
melihat tren penurunan cakupan pertolongan peraslinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan.

i. Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

lJCl 
-(uniuersal 

chitd Immunization) adalah indikator lain, selain dari
imunisasi dasar lengkap, untuk mengukur keberhasilan pemberian imunisasi.
UCI desa/kelurahan-adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana >80% dari
jumtah bayr yang ada di desi/ kelurahan tersebut telah mendapatkan imunisasi
dasar lengkap.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
komPetensi kebidanan

Tilwn2Ol7-2O22
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Gambar 2.38
Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Tahuo2Ol8-2O22
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Upaya imunisasi perlu terus ditingkatka-n untuk mencapai tingkat
kekebalarr masyarakat yang tinggi(he rd immunityl sehingga Penyakit-penyakit
yang dapat di imunisasi (PD3I) .dapat dibasmi. dieliminasi atau dikendalikan
dengan kemajuan teknologi dal ilmu pengetahuan upaya imunisasi dapat
semakin efektif bermutu dan elisien.

Universal Child lmmunization (UCI) sudah tidak dipakai sejak tahun 2020
berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 202O tentang Rencana Strategis
Kementerial Kesehatan

Tah,at 2020-2024. Indikator yang dipakai saat ini adalah persentase bayi
usia 0- 11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), sesuai dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tah:un 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2l Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tal.un 2O2O-2O24.
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Sumber: Dinkes. 2022. Diolah

Untuk meningkatkan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
perlunya komitmen dari Kabupaten Tangerang meialui instansi terkait untuk
melakukan upaya seperti upaya penyuluhan gizi' peningkatan cakupan
penimbangan balita. pemberian makarral tambahan (PMT) pemulihan bagi
balita dengan gizi kurang. peningkatan kapasitas petugas dalam tata laksana

r
I

1@

j. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Dari data dibawah ini dapat diketahui bahwa di tahun 2018-2O20

cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100%o. Kemudian
di tahun 2021 mengalami penurunan 98,8 persendan tahun 2022 rrrencapat
99,6 persen.

Gambar 2.39
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Tahun 2Ola-2O22
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93,3



belita glzi buruk. pembentukan Tterapeutic Feeding Centre .(t{C)- aan

Commtlitg Feeding ientre (CFCI sebagai pusat-pusat pemglihan gizi di faskes

serta upala tain untuk mendukung peningkatan balita gizi buruk yang

mendapat perawatan.
f".r-.rrgurrrn balita g;zi buruk dilakukan pada balita gizi -bln]| yang

dilaporkan pid" brl"r, sebilumnya. Pada tahun 2O2l terdapat 6 ba.lita dan

tahI|Ir ZOZ; terdapat 2 balita yang sesuai hasil pengukuran, ditemukan gizi

buruk, narnun Uu1]ta ini pindah domisili keluar Kabupaten Tangerang sebelum

sempat dilakukan intervensi/ditangani.

k. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Pada 

- 
gambar 2.40 menunjukkaa bahwa cakupan penemuan. dan

penanganan f,enderita penyakit DBD mencapai 
-1OO% 

di tahun 2Ol8 hingga

i022. 
" pemerintah Kabupaten Tangerang melalui instansi terkait telah

meiakukan upaya pencegofrro durr pemberantasan penyakit DBD dititik
u"."tr.ut pada,kegiatan Pe berantasan sarang Nyamuk (PSN) di semua wilayah
dan pemantauan j-entik berkala untuk mencapai angka bebas jerrtik se_suai target
,osx1. t"gi"tannya dilakukan dengan melakukan Sosialisasi dan Pembinaan

Gerakan t- n ,,,ri, 1 Jumantik khususnya di wilayah-wilayah endemis DBD,

melakukanPenyelidikanEpidemiologi(PE)danmelaksanakanFoggingFokus
sesuai kriteria dari hasil penyelidikan Epidemiologi sebagai upaya untuk
memutus rantai penular"r, DgD yang didahului dengan kegiatan penyuluhan

kepada masyarakat.

Gambar 2.40
Cakupan Penemuzrn dan penanganan penderita penyakit DBD
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Tah.ur.2Ol8-2O22
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Cakupan ienemuan dan penanganan penderita

penyakit DB0

r 2018 12019 -1.:2O2O a2O2L.2022

Sum.ber: Dinkes. 2022. diolah

Pemberantasan Sararrg Nyamuk (PSN), Larvasidasi (pemberian abate

untuk membuuuh jentik 
"y*ri. pada tempat-tempat penampungan air) dan

dilanjutkan fogging fokus dengan radius 200 m.
1. Penderita diare Yang ditangani

Berdasarkan hasil kegiatan Rapid survei Diare yang dilaksanakan pada

tahun 2015. diketahui bahwa angka kesakitan diare pada semua umur adalah

27O per 1000 penducluk. angka kesakitan diare pada balita adalah 843 per loo0
penduduk. Setain itu diare juga merupalan penyakit yang berpotensi
menimbulkan Kejadian Luar BiasalKLB) sehingga perlu dilakukan upaya untuk
penanganan penyatcit diare. Persentase penderita diare yang ditangani di
kabup-aten Tangeiang relatif mengalami kenaikan dan penurunan selama kurun
waktu 5 tahun . Hal ini terlihat dari gralik di bawah:



Gambar 2.41
Penderita diare yang ditangani Tahun 2OL8-2O22
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m. Angka kejadian Malaria
eeiyatit 

-tr,tataria 
merupak al pengakit infeksi menular yang menyebar

melalui gr-g,tun nyamuk. Berdasarkan data diagram di bawah dapat diketahui
Uhwa IJam kurun lima tahun terakhir. di Kabupaten Tangerang tidak
memiliki kasus penyakit malaria yang mana ditunjukkan oleh data angka

kejadian Malaria dari tahun 2Ola hJngga 2022.

cakupan penemuan dan penanganan penderita

PenYakit DBD

12018 12019 1'2020 .2O2t .2022

Srmberi Dinkes. 2022- dioloh

Gambar 2.42
Angka kejadian Malaria Tahun 2OL8-2O22
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Sumber.' Dinkes. 2022. diok]h

n. Cakupan Kunjungan BaYi
Cakupan t<unluigan bayi adalah cakupan bayr yang memperoleh

pelayanan tesehatan seiuai dengan standar oleh dokter' bidan dan Perawat
yan! mernifih kompetensi klinis kisehatan. paling sedikit 4 kali di satu ."ilayah
"tcerj"a pada kurun waktu tertentu. Kunjungan bayi tersebut dapat pelay-anan

rcsifratao rutin mulai dari pelayanan kesehatan neonatal dasar yang meliputi
tindakan resusitasi. pencegahan hipotermia. pemberian ASI dini dan eksklusif.
pencegahan infeksi 6erupa perawatan mata. tali pusat' kulit dan pemberian

imunisasi.

Gambar 2.43
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2Ola-2O22
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cakupan kunjungan bayi
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Sumber: Dinkes, 2022. diolah
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Gambar 2.44
Cakupan Puskesmas Ta},an 2Ol8-2O22
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Cakupan Puskesmas
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p. Cakupan Pembantu Puskesmas^Cakupanpembantupuskesmasadala}rjumlahpopulasiatauwilayahyang

dilayani ot;h s;orang pembantu puskesmas' Pembantu puskesmas adalah

tenaga kesehatan yan-g bertugas untuk membantu dokter dalam melaksanakai
tugal-tugas medis di puskelmas. Cakupan pembantu puskesmas biasanya

aiierrtutL berdasarkan jumlah populasi atau luas wilayah yang harus dilayani

oleh pembantu tersebut' T\.rjuan dari menentukan cakupan pembantu

puskesmas adalah untuk -emu."tikao bahwa seluruh wilayah yang dilayani oleh

pu"kes-as memiliki akses yang sama dan cukup terhadap pelayanan

i<esehatan. Hal ini juga membantu dula- me.r"ntukan jumlah tenaga kesehatal
yang dibutuhkan ii Jetiap puskesmas untuk memastikan bahwa semua pasien

dapit mendapatkan pelayanan yang tepat dan efektif'
Cakupan Pembantu puskesmas adalah cakupan pembantu atau tenaga

kesehatan yang ada dalam puskesmas yalg tersebar di seluruh kecamatan yang

ada rli Kabupai-en Tangerang. capaian pada tahun 2018 adalah la.7ay.. capaian

ini menurui pada tahun 2b19 menjadi 16.79Vo. Capaian ini bertahan hingga

tahun 2021. iah,.n 2022 capaia. ini mengalami peningkatan menjadi 16.87o.

Berikut grafrk yang menggambarkal ketercapaian tersebut:

Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan kunjungan bayi umur 29 h.ari-

11 bulan di 
"ur"rr"-p"tryanan 

kesehatan (potindes' pustu' puskesmas' rumah
bersalin dan rumah 

"ukii; 
*"r-,prt di rumah. posyandu' tempat penitipan anak'

panti asuhal dan sebagainya melalui kunjungan petugas' Cakupan kunjungan
tayi pada tahun 2Ol8 

"e-be"ar 
93.1%o menurun dibandingkan tahun 2017

""b"""r 
94.70/o. narnun cakupan tersebut sudah mencapai target Renstra. tahun

2018 sebesar 907o. Kemudian pada tahun 202o cakupan kunjr:ngal Bayi mulai
meningkat. yatfit 99.9Vo. Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwasanya

capaiai kunjungan bayi di kabupaten Tangerang bersifat flukhratif. Pada tahun
errgt " 

i"i m".rgitami p".,rron* menjadi 96.60/o pada tahun 2O21 dan kembali

meningkat menjadi 99.75"/o padatahun 2022'

o. Cakupan Puskemas
cakupanpuskesmasadalahjumlahpuskesmasdibandingkandengan

jumlah seluruh tecamatan dikalikan dengan 100%. Capaian pada tahun 2O18
""Jrf"f, 2O,72o/o. capaian ini bertahan hingga tahun 2O19. Tahr:n 2020 capaian

irrl -""gi"-i peningkatan menjadi 24,86Vo dan kembali meningkat menjadi

i,A,SeN"pua^ tanun ZbZf da1 mengalami penuru,an kembali pada lahu.. 2022

men..adi27.OV,. Berikut grafft yang menggambarkan ketercapaian tersebut:
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Gambar 2.45
Cakupan Pembantu Puskesmas Tahtulr 2Ol8-2O22
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Gatrrbar 2.46
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2Ol8-2O22
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Sumber: Dinlces. 2O22. diolah

r. Cakupan Pelayanan Nifas
Cakupan pelayanan nifas adalah persentase atau proporsi ibu bersalin

yang menerirna pelayanan nifas setelah melahirkan. Pelayanan nifas adalah
pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk ibu bersalin selama masa pasca
melahirkan. Tlrjuan dari pelayanan nifas adalah untuk memastikan bahwa ibu

100

-56-

q. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah persentase atau proporsi ibu

hamil yang melakukan kunjungan ke dokter atau tenaga kesehatan sebanyak 4
kali atau lebih selama masa kehamilaanya. Kunjungan ibu harnil K4 adalah
bagian dari program perawatan ibu hamil yang berfokus pada peningkatan
kesehatal ibu dan janin selama masa kehamilan. Tlrjuan dari kunjungan ibu
hamil K4 adalah untuk memastikan bahwa ibu hamil menerima perawatan yang
tepat dan dapat mengatasi masalah kesehatan yang muncul selama masa
kehamilan. Ini juga membantu dalam memantau perkembangan janin dan
memastikan bahwa ibu dan janin menerima nutrisi dan vitamin yang
dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Persentase kunjungan ibu hamil K4 mengalami peningkatan dari 99o/o

pada tahun 2021 menjadi 1O0% pada tah.ur. 2022. Capaian ini sudah mencapai
target SPM pelayanarr kesehatan pada ibu hamil sebesar 1007o.

Upaya yang telah dilalrukan untuk meningkatkan cakupan Kl dar K4
antara lain pendataan ibu hamil, kunjungan rumah bagi ibu hamil yang tidak
mematuhi jadwal ANC, optimalisasi Kelas ibu hamil, optimalisasi MOM (Mobile
Obstetri Monitoring), Penyuluhan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi) dan peningkatan kualitas pelayalan ANC serta peran
aktif dari MKIA (Motivator Kesehatan Ibu dan Anak).



bersalin memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan kesehatan yang tepat
dan efektif setelah melahirkan. Ini juga membantu dalam memantau
perkembangan ibu dan memastikan bahwa ibu menerima perawatan yartg
dib,rtuhk*t untuk memulihkan kondisi kesehatannya setelah melahirkan.

Capaian Pelayalan di Kabupaten Tangerang selama periode 2OL8,-2O22

mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018 cakupan
pelayanan ini mencapai 93.4oh dan mengalami peningkatan pada tahun 2019
menjadi g7.78o/o. cap.ial ini kembati meningkat pada tahun 2O2O me,,;adi
gg.ilo/o kemudian pada tahun 2O2l darrt 2022 capeiar, ini menurun menjadi
9970. Berikut grafik yang menggambarkan capaian tersebut:

Gambar 2.47
Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2Ol8-2O22
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s. Cakupan Neonatus KomPlikasi
calmpan neonatus dengal komplikasi yang ditangani adalah persentase

atau propoisi neonatus yang menderita komplikasi kesehatan dan menerima
perawatan yang tepat dan efektif. Komplikasi kesehatan pada neonatus dapat
t"rop" -""uf"f, p"..r"pa"ro' masalah pada jantung. infeksi' dan lain-lain'
TujuL dari perawatan neonatus dengan komplikasi adalah untuk memastikar
bahwa neonitus memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan kesehatan yang

tepat dan efektif untuk mengatasi masalah kesehatalnya. Ini juga membantu
dilam memastikan bahwa neonatus memperoleh perawatan yang dibutuhkan
untuk memulihkan kondisi kesehatannya dan menghindari komplikasi yang

Iebih serius.
Cakupan Neonatus ini mengalami tren peningkatan yang cukup- baik'

Capaian paia tahun 2O18 adalah 76.9%. kemudian meningkat menjadi 78.950u"

pada tahun 2019. Pada tahun 2020 capaian ini kembali meningkat menjadi
-so.ogx. 

Kemudian labvn 2o2l mengalami penurunan menjadi 76.Lo/o dan
kembali meningkat menjadi 90.48%. Untuk lebih jelasnya ligat gambar 2.48

berikut.
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Gambar 2.48
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Tahun 2Ol8-2O22
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t. Cakupan PelaYanan Anak Balita
cakupan anak balita adalah persentase atau proporsi anak usia 1 sampai

5 tahun yang menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkan' termasuk
imunisasi] 

"ti11i.rg 
kesehatan. dan perawatan untuk masalah kesehatan. Anak

balita membutuhkan perawatan kesehatal yang konsisten dan tepat waktu
untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yalg sehat dan untuk
mencegah masalah tiesehatan di masa depan. T\rjuan dari cakupan anak balita
adalah- untuk memastikan bahwa anak balita memiliki akses yang cukup
terhadap pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif dan membartu dalam

-.*uoi", p.ito*brh.rt dan perkembangan anak balita. Ini juga membantu
dalam menentukan kebutuha[ untuk tenaga kesehatan dan sumber daya lain
yang d.ibutuhkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yarg tepat dan

efektif bagi anak balita.

Ganbar 2.49
Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2Ol8-2O22
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Capaian Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Tangerang termasuk
kategori tnggi dan memuaskan. hal ini dilihat dari capaian yang terlihat, dari
tafrr:i ZOfg tringga tahun 2022. Pada tahun 2018 angka capaian ini. adalah
g8.2./o. kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 10070.

Pada tahun 2o2o capaiat ini mengalami penurunan menjadi 94.3vo dat pada
tahun 2021 kembali meningkat menjadi 98.2o/o dan kembali mengalami
peningkatan menjadi 99.35o/o pada tahun 2O22.

u. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Cakupan Peiayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin adalah

persentase atau proporsi masyarakat miskin yang memiliki akses terhadap

90.48

76..9

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

12018 12019 2020 .2027 12022

Sumber: Dinkes. 2022 diola}:.

CakuPan Anak Ealita

12018 12019 )e 2O2O a2O27 J2022

Sumber: Dnkes. 2022. dialah-

98.294.2
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pelayanan kesehatan dasar yang tepat- {a1 efektif. Pelayanan kesehatan dasar
-m"fiputi 

perawatan dasar untuk misalah kesehatan seperti penyakit me,nular.

-."duh 
' gizi. dan masalah kesehatan reproduksi' Trrjuan dari cakupan

p"r"vur"ri r.sehatan Dasar Masyarakat Miskin adalah untuk memasttkan

t.f,i^,. *^"yarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap pelayana.

kesehatan d."at yaog dibutuhkan. Ini juga membantu dalam mengatasi

masalah kesehatan yang berkembang dan memastikan bahwa masyarakat

miskin memperoleh 
- 
per"awatan yullg ditrtot kan untuk memulihkan dan

memelihara kondisi kesehatartnya.

Gambar 2.5O

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Tahtn 2Ol8-2O22
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Tabel2.23
Jumlah Peserta JKN Terintegrasi

NO TAHUN SK BUPATI

Nomor : 440/ KeP.4 I4-}{UK / 20 16,
tentang Nama-Nama Peserta Program
Kartu Sehat KabuPaten Tangerang yang
diintegrasikan ke dalam JKN BPJS
Kesehatan Tahun an 2016
Nornor : 4a0lK8P.325-}lVK|2Ol7 '
tentang Nama-Nama Peserta Progra[r
Kartu Sehat KabuPaten Tangerang yang
diintegrasikan ke dalam JI(N BPJS
Kesehatan Tahun An 2017

JUMLAH
PESERTA JKN

TERINTEGRASl
37.076

1 20 t6

49.6992 20t7

Sumber: Sumber Dnkes 2022' Dolalu

Capaian dari cakupan pelayanal kesehatan dasar masyarakat miskin di

Kabupatin Tangerang terbilang iukup tinggr dan_ memuaskan. hal ini terlihat

a; ;pai". ""jit taf,rt 2o18 hingga tahun-2o22' Pada tahun 2018 cakupan

p"r"vri". irri rri"ncapai angka 85.996lo kemudian meningkat drastis pada tahun

iOr6 -en3"ai lo2 d3o/o. eigt" iti mengalami penurunan pada tahun 2020

me.r:aai S4,SS"/" dan kembal meningkat pada tahun 2021 menjadi 98'8% dan

pada talrun 2022 menjadi 960/o-

j. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC)
" Univeisal Health Coverage (UHC) kabupaten Tangerang dan 

-Provinsi
Banten, seluruh penduduk Ka=bupaten Tangerang harus memiliki 

-Jaminan
Kesehaian Nasional JKN-KIS yang dilakukan secara ber:tahap' sesuai Peraturan

B;;;,i Nomor 38 tahun 2016ieniang Integrasi program Kartu_ Sehat 
^Kabupaten

iurrg"."rrg Kedalam Jaminan Kesehatan Nasional, sejak tahun 20-16 secara

bertihap peserta program Kartu Sehat Pada Jamkesda Kabupaten Tangerartg

ail"t"grl"if.". te ilp.ls Kesehatan. Dengan jumtah peserta sebagai berikut :

85.99



Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan sampai den8-al bylan !e;3mber
2022 dari jwlah penduduk Kabupaten tangelang 3'216'456-sebxryak 97 

'44o/o

"t", 
g.isi.t+7 jiwa telah menjadl peserta .lxu rcs7er.ls Kesehatan, untuk

iebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Sumber Data : WTD.PJK Dinas Keselntan Kab. Tangerang 2022

Jumlah Peserta JKN KA aten Tan Tahwr2022

Sumber : BPJS Kesehatan tahw2022

JUMI,AH
PESERTA JKN

TERINTEGRASI
TAHUNNO

Nama-Nama Peserta Program Kartu
Sehat KabuPaten Tangerang Yang
diintegrasikan ke dalam JKN BPJS

Nomor : 440/KeP. 1 59-Huk/2018,

2018Kesehatan Tahun

2018

90.000

tentang PenetaPan Nama-Nama Peserta
Program l(artu Schat KabuPaten
Tangerang yang diintegrasikan ke dalam
JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran

Nomor : 440/KeP.77L-H ukl2Or9

2019

20194

90.000Nomor : 440/KeP.77l-H
tentang Penetapan Nama-Nama Pesertz'

Prograrn Kartu Sehat Kabupaten
Tan-gerang yang diintegrasikan ke dalam
JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran

uk/2019

2019

2020

tentang PenetaPan Nama-Nama Peserta
Prosram Kartu Sehat KabuPaten
Tanlerang yang diintegrasikan ke dalam
JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran

Nomor : 440/KeP. 77 L-}{ltk /2OL9

2019

6 2021

322.454Telah tercaPainYa UHC
mekanisme pengal(tifan BPJS PBI APBD

maka

aktif
lanadalah gsungKabu Tangerangpaten
41 hariumenSharutan

20227

NO
o/oJUMI.{HPENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)

33,48PBI APBN1
10,032 PBI APBD
43,50SUB JUMI,AH

NON PBI
36,35a Penerima U1

t6,92Pekerja Bukan Penerima Upah
PBPU

0,6621.t773
SUB JUMLAH NON PBI

3.r33.974JUML,AH PESERTA JKN
KABUPATEN TANGERANG
JUMLAH PENDUDUK (DUKCAPIL
sM 2 TH 2O21)

97 44PERSENTASE

Ta}rr;rr. 2022 Pemerintah Kabupaten Tangerang mengalokasikan anggaran

jamkesda yang diperuntukkan bagi masyarakai miskin/tidak mampu yang tidak

r""*iUtl:"*iian kesehatan dan lang tidak dijamin oleh JKN/BPJS kesehatan'

SK BUPATI

3.
80.000

90.000

Tabel2.24

-PESERTA 
JAMINAN

KESEHATANJENIS KEPESERIAAN

1.076.845
322.459

1.399.299

1.169.221

544.2772

Cuk"t P.k.rj^ (BP) 

-

53,93|.734.675

3.216.465



Jumlah pasien jamkesda yang dilayani baik di Rumah Sakit maupun
Puskesmas sebanyak 7.359 orang dengan rincian sesuai tabel dibawah ini :

Tabel2.25
Rekapitulasi Pasien Jamkesda Per Rumah Sakit dan Puskesmas Tahru]f, 2022
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NO RUMAH SAKIT
.]UMLAH
PASIEN

1
RSUPN Dr. Cipto Margun
Kusumo

c RSU Tangerang 2.t60
J RSUD Balaraja 2.718
4 RSUD Pakuhaji 1.369
5 RSUP Dr. Sitanala 66r

6
RS Jiwa Dr. Marzoeki
Mahdi

no

7
RS Jiwa Dr. Soeharto
Heerdian

90

8 RS Hermina Bitung 1

9 Puskesmas 285
7.359TOTAL

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2022

Cakupan Pemberial TTD Pada Ibu Hamil Tahur: 2Ol8-2O22

j. Kasus anemia ibu hamil
Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan resiko kelahiran premature,

kematian ibu dan anak serta penyakit infeksi. Anernia defisiensi besi pada ibu
dapat mempengamhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat
keiramilan *"rrp,rt setelahnya. Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di
Indonesia sebanyak 48,9V' ib:u hamil mengalami anemia. Sebanyak 84,6%
anemia pa.da ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun' Untuk
*.n."g"l, anemia setiap ibu harrril diharapkan mendapat tablet tarnbah darah
(TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan.

Cakupan pemberian TTD pada ibu hamil di Kabupaten Tangerang tahun
2022 adaJa}t 98,6 o/o meningkat dibandingkan tahun 2o21 sebesar 86,5o/o.

Garnbar 2.51
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a5
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75

a3,5

2014

97,9

20L9

r
2022

I
2020

46,5

?o2r

Sumber Data: Dinas Keselatan Kab.Tangerang 2022

Pada tahun 2022, Keca;rrratan dengan cakupan tertinggi pemberian TTD
pada ibu hamil adalah Kecamatan Solear, Jambe, Panongan, Pagedangan,- Pasar
i<"*i", Sindang Jaya, Sukamulya, Kresek, Kronjo, Mauk, Kemeri, Sukadiri,
Tigaraksa sebesar ioo y., sedangkan kecamatan dengan persentase terendah
adalah Kecamatan Jayanti sebesar 86,2 o/o.
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k. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Thberkulosis
T\rberkulosis (TBC) sampai'dengan saat ini masih merupakan salah satu

masalah kesehatan masyarakat di dunia walaupun upaya penanggulangan TB

telah dilaksanakan di banyak negara sejak tahun 1995.
Menurut laporan WHO tahun 2015, di tingkat global diperkirakan 9,6 juta

kasus TB paru dengan 3,2 juta kasus diantaranya adalah perempu€rn. Dengal
1,S juta kimatian kar..,a iB dimana 48O.OO0 kasus adalah perempuan. Dari
kasus TB tersebut ditemukan 1,1 juta ll2o/ol HIY positif dengan kematian
320.OOO orang (140.000 orang adalah perempuan) dan 480.000 TB Resisten
Obat (TB-RO) dengan kematian 190.000 orang.

'Da-ri 
9,6 jud kasus TB paru, diperkirakan l juta kasus TB Anak (di bawah

usia 15 tahun) dan 14O.OOO kematian/tahun. Jumlah kasus TB di Indonesia
menurut Laporan WHO tahun 2015, diperkirakan ada 1 juta kasus TB paru
pertahun (399 per 1o0.0oo penduduk) dengan 1oo.000 kematian pertahun (41

per 100.000 pe.rauautl. Diperkirakan 63.000 kasus TB dengan HIV positif (25

per 10o.oo0 penduduk). Angka Noti{ikasi Kasus (case Notilication Rate/cNR}
iuri ""*r" 

kasus, dilaporkan sebanyak 129 per 100.000 penduduk. Jumiah
seluruh kasus 324.539 kasus, dianta-ranya 3L4.965 adalah kasus baru. secara
nasional perkiraan prevalensi HIV di antara pasien TB diperkirakan sebesar
6,2oh. Jwrnah kasus TB-RO diperkirakan sebanyak 6700 kasus yang berasal
aat:, t,gN kasus TBRO dari kasus baru TB dan ada 1270 kasus TB-RO dari TB

dengan pengobatan ulang.

Gambar 2.52
Jumlah Kasus T\rberkulosis Tercatat dan Diobati di Kabupaten Tangerang

Tahun 2Ol3 - 2022
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JUMLAH KASUS TBC DI KAB. TANGERANG TAHUN

20t4-2022

16117
15345

14240

12116 11615

902a 9035 9039 9028
7978 11213

8698 5860

2730 2986
365

20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

2013 2014 2015 2016 20\7 2018 2019 2020 2021 2022

-+Estimasi +Capaian

Slmber : Dtnos Kesehatan Kab.Tangerang 2022

Gambar di atas menunjukkan, pada tahun 2020 kembali menj auhi titik
temu, artinya terdapat kesenjangan antara capaian dan estimasi.

Gambar 2.53
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Angka Penemuan Kasus TBC di Puskesmas (CDR) Kabupaten Tangerang
Tahlurt2022

ANGI(A PENEMUAN KTSUS TBC DI PUSKESMAS (CDR) KABUPATEN TANGERAN6 TAHUN 2022

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2022

Dari gambar di atas terlihat cakupan penemuan kasus tertinggi di luar
wilayah Kabupaten Tangerang kemudian Cikupa dan Curug.

1. HIV dan AIDS
Pemerintah bersama masyarakat memiliki komitmen yang kuat dalam

upaya pengendalian HIV AIDS untuk mencapai elirni'rasi HtV AIDS dan Penyakit
Infeksi Menular Seksual (PIMS) pada tahun 203O. Pemerintah bersama
masyarakat mendukung upaya pencapaian eliminasi HIV AIDS yang telah
disepakati di tingkat global bahwa pada tahr:n 2030 kita dapat mencapai 95-95-
95 untuk pengobatan, dimana 95 persen ODHIV mengetahui status, 95 persen
dari ODHIV yang mengetahui status mendapatkan pengobatan, dan 95 persen
dari ODHIV yang diobati virusnya tersupresi. Pencegahan dan pengendalian
penyakit infeksi menular seksual merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan pengendalian HfV AIDS'
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Gambar 2.54
Distribusi Kasus HW/AIDS di Kabupaten Tangerang sampai Dengan Tahun

2022
PENEMUAN KAsUS HIV

TAHUN 2010 s,D ,aN - DEs 2022

Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2O22 ditemukan 533 kasus pada

o..ng dergun HIV pisitif (ODHIV), dengan f11':o pada HIV sebanyak begitu
p"i"-p"a"'usus AIDS dari 2gg kasus ke 150 kasus. Serta terjadi kenaikan

Li-ri"tif dari 3.168 kasus ke 3.582 kasus. Hal ini terjadi karena adanya

r."uii"t n pembatasan sosiat di masa pandemi covlD-lg dan mempengaruhi
JJ.- p""".gg"fangan HIV AIDS. Selain stigma dan upaya pencegahan melalui

;;;ggr;r. frna"ti, ada masalah lain yang muncul selama pandemi CoVID-

19, antara lain:
1). Kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi pencegahan HIV .AIDS. 

yang
' biasarrla 

'dilakufln secara massal dengan keterbatasan media edukasi

digital;
Zy. ne-rrunaaun pelaksanaan mobile VCT atau tes HIV pada populasi berisiko,
' dikarenakan- sumber daya yang terbatas dan diatihkan untuk

penanggulangan COVID- 19; serta
a;. i<eterbiasro-rL""" antiretroviral therapy (ART) dan risiko kerentanan ODHIV

atau ODHIV yang lebih besar terinfeksi COMD-19'

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Proporii Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

kondisi -rot.p jalan (%) merupakan proporsi dari panjang jalan yang

memenuhi kategori kondisi 
'baik 

darr sedang terhadap total panjang jalan'

Kategori kondisi-baik dan sedang yaitu kondisi-jalan yang memiliki kerataan
perniukaan yang memadai bagi Gndaraan untuk dapat ditalui oleh kendaraar
i".g"t 

""p.t. 
uirr,, dan nyaman. dengan dimana angka Roughness. 'Index (lRI)'

di 6'awah- 4 untuk kondisi baik d; di bawah 8 untuk kondisi sedang.

PengukuraakondisijalaninimenggunakanalaLroughometerdensansatuan
Intimasiornl Roughniss lndeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya
muka jalan sepanjang 1kilometerjalan (m/km)'
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Garnbar 2.55
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Sumber: DiinoLs Binn Marga dan SDA. diolaLt

Proporsi Panj ang jaringan jalan dalam Kondisi Baik pada tahun 2O18

sebesar gd.O+.L aat paa" tatrun iOfS menjadi 88.55% dan pada tahun 2020

-"":"ar az.ssv. dan iada tahun 2021 kembali meningkat rrrenjadi 9o.7.4ok dan

li,ii ZOzZ menjadi bz.SS. tl"t ini menunjukan peningkatan kualitas jaringan

jalan yang ada di Kabupaten Tangerang.

b. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Rumah Tinggal Bersanitasi adalah rumah yang memiliki fasilitas arr

bersih, buang aiittan fasilitas pembuangan sampah yang baik' Rumah ini
memenuhi "irod.r 

kebersihan dan kesehatan, sehingga membantr'r .untuk
mencegah penyebaran penyakit dan memastikan-kualitas hidup yang baik bagi

p..rgt .,i"i"y". irasilitas air 
-bersih 

harus memenuhi standar kualitas air minum
a"ri t"..;"*itt keamanannya. Fasilitas buang air harus memiliki sistem

p"-U""irg", yang baik dan tidak menimbulkan masalah lingkungan. Fasilitas

i"mUrat iart 
- 

sainpah harus memiliki sistem yang efisien -dan tidak

inemfafr{,aun lingkungan. Dengan memiliki rumah tit'ggul bersanitasi'
penghuni alan merasa f,bih t y"-rtt dan aman, serta memiliki akses yang

.""iuf, dan terjamin untuk fasiiitas-fasilitas yang penting bagi kesehatan dan

kebersihart. Olih karena itu, upaya untuk memperluas akses terhadap rurrrah

ti"ggrf bersanitasi harus menjadi prioritas bagi-pemerintah dan pihak terkait'----'crr."p"" 
rumah tinggal bersanitasi di --Kabupaten 

Tangerang memiliki

capaian yang cukup meriiraskan. Hal ini terlihat dari capaian yang ada. Pada

tahun 2O18 persentase rumah tangga di Kabupaten Tangerang yang bersanitasi

"i"f"i, 
SZ.6,io danpada tahun 2019 meningkat menjadi 1OO7o. Pada tahun 2o20

mengalamipe..uru,'unmenjadi95.l%dankembalimeningkatmenjadil00%
pada tahun 2O2 1.

Proporsi Panjang jaringan jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2Ol8-2O22

I



Gambar 2.56
Persentase Rumah Tinggaf Bersanitasi Tahun 2O18-2O22

r 2018

r 2019

a 2020

.202t

.2022

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

c. Persentase,.is^"i K"b,:;:,::#"-#, :::*-'- - 
t.ig""i aaiam t<onaisi baik adalah sistem irigasi yang berfungsi.dengal

baik da; memenuhi standar kualitas air dan teknis. Irigasi yang baik akan

memastikan bahwa tanaman memiLiki cukup air untuk tumbuh dan

U"rt"*U.rg dengan baik. sehingga membaltu untuk meningkatkal hasil

p"ri-rl*, al". p.6drktit it"" lahal. Sistem irigasi yang baik !aru9 mememrhi

[".t"g"i kriterL. seperti: Aliran air yang stabil dan cukup Sumber air yang

G;1; dan memeiruhi standar kualitas air Sistem pengendalian y. yang

efiiien dan akurat Infrastrulitur irigasi yang terawat dan dalam kondisi baik

Ketersediaan irigasi yang baik sangat penting bagi pertanian dan kesejahteraan

p"irri, Oleh kiena itri, upaya untuk meningkatkan kualitas sistem irigasi

harus menjadi prioritas bagi pemerintah'
Capaian perisentase irigisl ai Kabupaten Tangerang memiliki clpaian_ YanB

p".t, hitingt"tkan dari tahlun ke tahun. Capaian pada tahun 2020 adalah 6,05%

irr, .""rri.rit "t menjadi 2T,To/o. Angka ini kemudian kembali meningkat pada

tehurn 2022 mer jadi 69,94Yo. Berikut grafik penggambaraanya:
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Sumber: Dinas Bina Marga dan SDA. Dolah

d. Persentase Areal Kawasan Kumuh
Areal Kawasan Kumuh adalah daerah atau wilayah yang memiliki tingkat

pembangunan rendah dan kualitas lingkungan yang burrk', Kawasan ini
ti."urtyi ditandai dengan tinggrnya tingkat kepadatan penduduk, kekurangan
fasilitas umum, sanitaii yang buruk dan lingkungan yang tidak sehat. Kawasan
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kumuh sering menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat karena
memiliki berbagai masa-lah sosial dan lingkungan. Penduduk kawasan kumuh
sering memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas rrmum dan layanan
kesehatan, serta rentan terhadap masalah kesehatan dan lingkungan'

capaian Persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang pada

tahun 2018 adalah 13,3Yo dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 3O,7l%o dan

*".r.,rro., pada tahun 2020 menjadi 30,160/o. Angka ini kemudian^ mengalami
p"rrr*.ru' kembali pada tahun iO2l menjadi29,6696 dan tahun 2022 menjadi
ZA%. gerikut gambaran grafik capaian tersebut:

Gambar 2.58
Persentase Areal Kawasan Kumuh
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e Rasio Ruang rerbuk" i,,",--:::"i1: :::-ber HprlHGB
Ruang terbuka tri.lar.r adalah area memanjang/jalur dan/ atau

mengelompJk. yurrg p".tggunaannya lebih bersifat terbuka' tempat tumbuh
tanaman. 

-t.lt y.tg tumbutr secara alamiah maupun yang sengaja-.ditanam'

nu^t g t"tUrL" 
-ttij"i, tot^ merupakan kawasan perlindungan' yang dilelSpkar

aengJn kriteria di-antaranya aaJan hnan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua

;tu-lima ratus) meter peisegi.berbentuk satu hamparan' berbentukjahrr' 3tau
kombinasi dari bentuk latu f,amparan dan jalur dan terakhir adatah Didominasi
komunitas tumbuhan

Capaian Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang selq-na periode

2Ol8-2Oi2 mengalami tren peningkatan yang cukup positif' Tahun 2o18

;"k"p.. pelayan"an ini mencapai tS X da' mengalami peningkatan pada tahun
ZO19 aarr ZO,iO menjadi l6,6li/o kemudian pada tahu,2O21 meningkat menjadi
17,o5o/o, narnun di tahun 2022 irri turun menjadi 12,640/o. Untuk lebih jelasnya

lihat gambar 2.59.
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Gambar 2.59
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
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Gambar 2.60
Luasan RTH Publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
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Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan' diolah'

f. Luasan RTH publik sebesar 2OV. dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan-' --il;g 
Terbuka Hijau (RTH) merupakan, salah satu fungsi yang wajib ada

di Rencana Tata Ruang Wiiayah terutama di perkotaan' Dalam amanat UU

ir.ZAi ZOOz disebutkan- bahw-a luasan RTH minimum 30 persen' meliputi 20

p"r""ri nfff publik dan l0 persen nfU f111! Ada banyak hal yang- bisa

iitrf.omt urltuk meningkatlan kualitas RTH' Pertama' konsisten dalam

-".rgiorr""-""i alam di i-erkotaan. RTH sebagai bagian dari kawasan lindung
*"rrr'ititi kontribusi besar untuk mensuplai keta-hanan dan keseimbalgan

ilgk"ng.t perkotaal. Kegiatan menanam pohon pun bisa menjadi salah satu

bagian kecil meu'ujudkan RTH
Capaian Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang selama periode

2Ol8-2O;2 mengalami tren peiingkatan yang cukup positif' Tahun 2018

;"k"pr. pelayanL ini mencaiai ta x dan mglgalami peningkatan pada tahun

ZOfq menja& l6.6lyo. ""p"i.t ini kembali 
. 
bertahan hingga tahun 2o2O

;;;j"dr.-il;dian pada tahun 2021 1e11nskat menjadi l7'o5'h namun di

tah:rrn 2022 turun menja dt 12,640/o' Berikut grafrk yang menggambarka-n

capaian tersebut:

t2.64

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah

bET HPL/HGB

Sumber: Dinas LH. diolah

g. Rasio bangunan ber- IMB per satuan -bangunan
eanguiran Ber IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah bangunan.yang

memilikiizinresmiuntukdibangundanditempati'IMBadalahsuatubukti

13

13
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bahwa bangunan tersebut sudah memenuhi persyaratan teknis dan

administratif yang ditetapkan oleh pemerintah'
Capaian Risio bangunan bei- IMB per satuan bangunan di 

- 
Kabupaten

Tang"rang termasuk kate;ori tinggi dan memuaskan. hal ini dilihat dari capaian

y"rr[ t"rrit "t dari tahun 2018 hingga tahun 2022. pada tahr:n 2018 angka
'.,.pilrjf i"i adalah gg,l1% kemudian angka ini bertahan hingga tal],.]urr 2021,

a"ii 
""if. 

menjadi gg,35% pada tahun 2022' Berikut grafrk penggambarannya:

Gambar 2.61
Rasio Bangunan Ber-IMB per satuan Bargunan
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Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan' diolatr'

h. Rasio rumah laYak huni--' - - 
Rasio ro-^i, layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah_yang

f"V"t ir""i a..gan.lumUn rumah yang ada dalam suatu wilayah' Rumah layak

hrlni adalah .i*"t y*g memenuhi standar kualitas dan kesehatan yang

;it"t"pk; oleh pemerintih. seperti: Struktur bangunan yang kuat dan. stabil

Ventitlsi dan pencahay.rt y"t g memadai Akses air bersih dan sanitasi yang

memenuhi standar Ketersediaan fasilitas umum seperti listrik dan jalan akses

n""io."-"r, layak huni yang tinggl menunjukkan bahwa masyarakat memiliki

"t """ 
y.rrg U-t t".naaap-.utiah yang layal< huni dan memenuhi standar keseha

tan dan f.ir^lit^" hidup yang bait. elningtatan rasio rumah layak huni dapat

Jif.t"f.r1 melalui Uertagai Iara. seperti pembangunan rumah baru yang,layak

trr.ri p"rb^it .t rumatr i'ang tidak layak huni'-dan peningkatan akses.terhadap

i""iiit"" ,*.r- seperti air be-rsih. sanitasi. dan listrik. Upaya ini harus- rlilakukart

""".'.t,","*"-"..*u'olehpemerintah.masyarakat.danpihakterkaituntukmemastikan bahwa setiap warga memiliki akses ya'ng baik terhadap rumah

layak huni.-,- ct;", dari Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Tangeynq terbilang

cukuptinggidanmemuaskan,haliniterlihatdaricapaiansejaktahun^2o1S
iirgg'" t"rrt, 2022. padatahun 201g cakupan rasio ini mencapai angka 92.6%o

terntaian meningkat drastis pada tahun 2019 menjadi 9a:/''-. Angka ini

mengalamipe.rr.unrnpadatahrln2020menjadigO'6Yodankembalimeningkat
p"J"'tJr" 2O2l menladi g4.lyo kemudial naik lagi di tahun 2022 rr.er,jadi

SZ,Z%". Untuk lebih jelasnya lihat ganbar 2 '62

t'
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Gambar 2'62
Rasio Rumah Layak Huni Tahw 2Ola-2O22

98..100

98

96

94

92

90

88

86

r 2018

r 2019

G 2020

r 2021

.2022

94.01

92.6

99.35 99.45

Persenta5e PMKS yang memperoleh bantuan sosial

12018 12019 -:2020 a202r .2022
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Rasio Rumah LaYak Huni

Sumber: Dinas Perkim' diolah'

4. Sosial
a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan-sosial

Persentase PMKS- (renyandang Masalah Kesejahteraan - 
Sg-ry]l- VanS

memoeroleh bantuan "o"iA "aa"f, 
plersentase dari total jurntah PMKS yang

#;t#;;;;;;il-d",i ;;'";ot'r' atau lembaga svrasta' Bantuan sosial

adalahbantuanfinansial"t.rr.ro.r-r*r,,sialyangdiberikankepadaPMK-Suntuk
membantu mereka -".rg.t""i kesulitan ekonomi dan memperbaiki kualitas

hidup mereka.^----- 
C"p"i* dari Persentase PMKS yarg memperoleh 

- 
bantuan sosial di

Kabupaten Tangerang a".Uit"ttg cukup tinggi dan memuaskan' hal ini terlihat

a; ;#-, ""i* 
tuf,r:rt zotdningga taht{rt 2022' Pada tahun 2018 cakupan

rasio ini mencapai ^rrg!a 
S+.Ae'trkemudian meningkat pada- 

^tahun 
2O19

ri.":"ai 
- 

S6,8;2"- 
-Angu -ini mengalami Penul\{9n nada t1!11^lo2o menjadi

iiiien air."*u"ri-..i.tgr."t ["a"tai'u" 2o2l mirrjac1i.9,9'35%-dan kembali

*l.rirrek"t pada tahr:n zozt^.ii"aigg'46y'' Untuk lebih jelasnya lihat gambar

2.63

Gambar 2.63
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
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2.1.3.2 Urusan Pemerintahan wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan

Dasar
1. Pangan
a. Ketersediaan Pangan Utama

KetersediaanPanganadalahkondisitersediarryaPangandari.hasil
p.oart"1 al"rn negeri din cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua

;;;;;, utama tidik dapat memJnuhi kebututran. Kabupaten Tangerangtelah

memastikan ketersediaan pangan daerah datam kondisi yang optimal, sehingga

".ii"p- ^""y*rt"t dapat ,nC'nikmati pangan untuk memenuhi kebutuhan

pargan dalam kehiduPannya.

Garnbat 2.64
Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2OL8-2O22
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Sumber : Dinas Pertanidn dan Ketahanan Pangan' 2022

Berdasarkan grafik d.iatas ketersediaan pangan utama Kabupaten Tang€rang

mengalami penururran yung sangat drastis pada- tahun 2021 sebesar 18'725 ton

ail;;; pada tahun zdtaiondi"si pangan di Kabupaten Tangerang mencapai

5g6.351'ton. Hal tersebut disebabkan-karena alomali musim yang berubah-

ubah menga-kibatkan menurunnya produktivitas pangan di -Kabupaten
i;;;g. f,arga bahan baku pakan yang tidak_ stabil r:ntuk produksi unggas.

skal*a perietharaan ternak riryat masih 1e-ndah, belum optimalnya sistem

p""g"fof"rt cadangan pangan. Masih rendahnYa tata kelola' pendampingan

;;G;i;il auniuilrar, L"itung Pangan M.asv.grakat (LPM) ryng.-aktif' Belum

["iti"-uuogrrya i<elembagaan aan iaringan distribusi pangan. Masih renda]rnya

p".rrrg*ai daerah dan efrsiensi serta efeldivitas rentan rawan pangan yang

;"6;G"* melalui penumbuhan dan pengembangan desa. mandiri pangan'

eeiUai.i hal diatai mengakibatkan p"n'1u1'n produktivitas pan-garr di

d;"pZL.i".gerang. dima;a penurunan produktivitas merupakan angka yang

prfit i U".f.o.tJtusilesar dalam menurunnya ketersediaan parrgarr utama di

Kabupaten Tangerang.

b. Ketersediaan Energi dan Protein
Ketersediaan energi dan protein merupakan jumlah pangan yang tersedia

di pasar untuk dikonsurisi pada kurun ryakty tertentu dalam bentuk energi per

[e7k"ptt"lh*r, protein per g/kapita/hari .dan lemak per g/kapita/hari'
r2i".""ai""., eneigi dan proteii'menggambarkan konsumsi energi dan protein

oleh masyarakat.
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Gambar 2.65
Ketersediaan Energi Masyarakat Tahun 2O|A-2O22 (kglkapita/hari)
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Gambar 2.66
Ketersediaan Protein per g/kaprtalhari 2Ol8-2O22 (kglkapita lh.axil
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Berdasarkan grafrk diatas konsumsi energi dan protein mengalamr
peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan terjadi tidak lain karena akses

-""yirt .t -terhadap pangan dapat dipastikan mudah atau terjangkau.
Kemudahan akses merupakan sa-lah satu falrtor yang dapat mendorong
peningkatan konsumsi di Juatu daerah. Selain akses, peningkatan tersebut juga

iip".rl"t"fri oleh produksi peitaniannya. utamanya tarraman pangan dan

ternak.

c. Pengawasan dan Pembinaan Kearnanan Pangan
Pingawasan dan pembinaal keamalan pangan ditujukan untuk

menjamiri tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar

maslarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun mikroba
yang dapat lnengganggu. memgikan, dal membahayakan kesehatan manusia
se.t-a tidut< bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat
sehingga arnan untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya
pertumbuhan/perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia. Pengawasan

L"rr.r*a., pangan d.ilakukan secara insidentil, apabila ada informggi -kasus
keamanan pangan yang perlu ditindak lanjuti. Kegiatan ini dapat dilakukan
dalam bentuk iispeksi te tempat kejadian, penelusuran terhadap asal produk.
pengamt'ilan contoh dan pengujian keamanan partgan'
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Ge;:ebar 2.67
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2018-2022
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Berdasarkan grafrk diatas. kegiatan pengawasan dan pembinaan
keamanan mencapai lOOo/o datam setiap tahunnya' Hal tersebut
menggambarkan bahwa pengawasan dan pembinaan keamalan pangan telah
dilakukan secara optimal untuk menjaga kualitas dari bahan pangan yang telah
dihasilkan. serta mencegah tercemamya bahan pangan dari campuran kimia
yang mengganggu. berbahaya dan merugikan. Sehingga tercapainya
sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

2. Pertanahan
a. Persentase Luas Lahan Bersertifrkat

Luas lahan bersertilikat adalah luas lahan yang sudah disahkal dengan
ditandai surat bukti yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Sertifikat yang dimaksud adalah surat talda bukti hak untuk hak atas tanah,
hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak
tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang
bersangkrrtan. Pengukuran luas la.Lan bersertilikat ditujukan untuk melihat
luas lahan yang sudah di legalisasi secara hukum oleh BPN'

Gambar 2.68
Luas Lahan Bersertifikat Tahttn 2Ol8-2O27
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Berdasarkan grafik diatas, persentase luas lahan yang bersertifrkat pada
tahun 2020 mengalami penurunan hingga 11,35%. Capaian dua tahun
sebelumnya yaitu 2018 dan 2019 mencapai 75"/o. Hal ini dikarenakan pada
tahun 2O2O merupakan masa puncak pandemic covid-l9, sehingga untuk
mendapatkan data pada tahun tersebut sangatlah terbatas. Pada tahun 2020
menunjukkan bahwa hanya Ll,3syo dari keseluruhan sampling luas lahan yang
sudah disahkan dengan ditandai surat buicti yalg sudah diterbitkan oleh Badan
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pertana-h.an Nasional. Hal tersebut menunjukkan masih belum optimalnya
pelaksanaan luas laha.n bersertifikat di Kabupaten Tangerang'

b. Penyelesaian lzin Lokasi
Izinlokasimerupakarrpersyaratanyangharusdipenuhidalamhalsuatu

perusahaan akan mempetol"h 
- t"t.h dalam rangka penanaman modal'

iemberia, izin lokasi mempertimbangkan agar terciptanya Rencana T1$ luare
Witayafr yang serasi, harmonis dan berkelanjutan' Dalarn hal ini fungsi
p"-i"ri"o izln lokasi bermaksud ,ntuk mengarahkan dan mengendalikan

tadan usaha dalam memperoleh tanah, mengingat pemberian izil lokasi juga

harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat' Penyelesaian bin,lokasi
;dr1.1, be.ap" banyaf tin totasi yang diajukan yang kemudian diterbitkan
izinnya sesuai dengan peraturan yang berlaku'

Gambar 2.69
Penyelesaian Izin Lokasi & KKPR Tahtn 2Ol8-2O22
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Berdasarkan grafrk diatas, tingkat penyelesaian izin lokasi mencapai

1OO7o setiap tahun nla. Hal tersebut mingindikasikan bahwa seluruh izin lokasi

yang dia.;ur<an tetah 
-diberikan 

izin atas lokasi yang dikehendaki. Dalam artian
ialn"Xat-upaten Tangerang telah mengalokasikan izin lokasi diberikan untuk
t"p..rti.rgun masyarlkat -banyak. aiuuttitan dengan izin iokasi yang- telah

JiJJ"""i[". V",,g dib..ik"r, atas dasar kebermanfaatan bagi orang banyak yang

diharapkan marnpu meningkatkan derajat hidup dan masyarakat yang ada

disekitarnya.
Untuk tahun 2022, berdasarkan Undang-Undang No'll Tahun 2020

tentang cipta Karya maka Izin l,okasi bellbah menjadi KKPR (Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Rualg) ta},i,:rr 2022 sebanyak 1 51 '

3. Lingkungan HiduP
a. Timbulan Sampah yang Ditangani

Timbulan l"*pul - tt erupukuo tempat penumpukan sarnpah. yang

ditangani oleh pemerintah atau plrusahaan swasta. Timbunan sampah ini dapat

terdirl dari beterapa tipe seperti timb,nan sampah terbuka atau tertutup.
Pengelolaan timbunan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat
untik memastikan bahwi sampah tidak membahayakan lingkungan dan

kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berupaya optimal untuk
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menangani masalah sampah agar dapat tertangani dengan baik dan berdampak

baik bagi lingkungan secara berkelanjutan'

Gayrtbar 2-7O

Tirnbulan Sampah yang Ditangani Tah'ttn 2Al8-2O22
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Grafik diatas menunjukkan capaian timbunan sampah yang ditangani'
geraasarkan data tersebut iada tahun 2022 persettase timbunan sampah yang

a"p"i ait"tsani oleh pemerintah Kabupatln Tangerang mencapai 56'76y"'

i..i"p.t pJrrit gk tt , sekitar l7o/o d'ari tahun sebelumnya' Hal tersebut

-""d"aifi""itai adanya keseriusan pemerintah dalam menangani timbunan

""*i.fr. S"fr-gg" fit gfi""gut dapat dikondisikan tetap asri dan nyaman dihuni

oleh masyarakatserta peilunyt d'kot'g'o dari masyarakat untuk terus

-".rirgr."it . t e".a.rar,ny" a-fun pet'gelo1aan sampah dan akan didukung oleh

p"-*i"t"r, melalui p"rg"da* "a,.n^ 
darr prasarana pengelolaan sampah yang

memadai.

4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk

n""io p".rara* u"ixip p"t satuan pinduduk adalah rasio antara jumlah

p.rra"i"il-V*g memiliki me 6artu ianda.Penduduk) terhadap jumlah

;ililk totiaaam "r"t, *lt.v"r''. Rasio'g qcT"uk*.11tlT.::ttf11
tngkat penetrasi KTP di suatu wilayah' Tingkat penetrasl yang unggl

*""rrr.rirr't tro bahwa pemerintah suksei dalam memfasilitasi penerbitan KTP

dan mJmastikan bahwa masyarakat memilikinya'

Gambar 2.71
Rasio Penduduk Ber-KTP Tahvn 2Ol8-2O22

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil' 2023

Grafik diatas menunjukkan tingkat penetrasi KTP di suatu wilayah yang

diambil dari rasio pendudrik ber-KTP per satuan penduduk' Dapat dilihat dari
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grafik diatas, capaian Kabupaten Tangerang dalam memfasilita.si penerbitan KTP

f,r, -"-..tkan bahwa masyarakat dapat memiliki KTP sangat tinggi, namun
pada tahun 2O20 mengalami penurunan Ymg sangat besar kemungkinan
iipe.rgur"t i oleh panderiic covid- 19. Namun pada tahun 2022 angka penetrasi

kembili membaii< diangka g7,77o/o yang mengindikasikan lebih banyak
p"rra,rart* yang dapai difasilitasi untuk membuat KTP' Dalam hal ini'
kabupaten irttgi."og akan mengoptimalkan inovasi pada pelayanan

p""arftutrt pe.tJudrf dut pelayanan pencatatan sipil agar menjamin 
- 
setiap

;;;".y" .g",. bi"" mendapatkan dan memiiiki akses membuat KTp dengan

mudah dan tedangkau.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Persentase PKK Aktif

Pembinaal Kesejahteraan Keluarga (PKK)' adalah. , orqanisasl

kemasyarakatan yang mJmberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam

p"*u".g""un tndonisia. persentase pKK aktif mengukur efektivitas -p..gg.*
FfX. aigf." yang tinggi menunjukkan ba'hu'a program PKK efektif dan

oir"Vur"f.""t mi-uifa.ti-uo PKK sebagai suatu organisasi yang bertujuan untuk
meniberdayakan perempuan agar turut serta dalam pembangunan' sedalgkan

angta yan! rendah menunjukkan bahwa ada hambatan dalam program atau

rciarU yaig menghalangi masyarakat dari memanfaatkan layanannya'

Gambar 2.72
Persentase PKK Aktif
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Dari grafik diatas menunjukkan capaian PKK aktif yang ada di Kabupaten

rrog"r.rrg iaalah loo% dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa

setu"ruh oiganisasi pKK yang ada seluruhnya alctif dan melaksanakan prograrn

a". t"gi"ti. yang ada aurr-to."t serta dalam program p:39T'g"t'u": Y:.1111
angka ilrsebui partisipasi masyarakat terhada.p program PKK juga- sangat trnggl

a# Uisa dikatakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan berkontribusi
JJ"- p"-Urogunan melalui piogram PKK yang-kemudian mendekatkan pada

tercapainya keluarga yang berimJ dan bertaqwa kepada T\'rhan Yang Maha Esa'

Ue.af<frUt< mulia ian b"erbudi luhur, sehal sejahtera, maju dan mandiri,

kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

b. Persentase PosYandu Aktif
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pusat pelayanan kesehatan

primer yang b"ifot r" pad^ upaya piomosi kesehatan' pencegahan penyakit' dan

;;i;y;r. ?"sar kesehatan- bagi masyarakat terkhusus bagi ibu' anak dan

lansia. Persentase posyandr, .Ltif mLngukur efektivitas program posyandu

dalam melayani masyarakat. Angka yang tinggi menunjukkan bahwa- posyandu

efektif dan 
-masyarakat memanfLtkal layanan didalamnya' sedangk"n angka

yang rendah mJnunjukkan bahwa ada hambatal dalam program atau kendala

100 100



lain yang dihadapi dalam pelaksanaan posyzrndu dalam memberikal layanan
Kesehatan bagi masYarakat.

Gambar 2.73
Persentase PosYandu Aktif
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100

93.11

2018 2022

Grafik diatas menunjukkan tingkat persentase Posyandu -yang-. 
aktif

dibandingkan dengan seluruh Posyandu yang ada. Berdasarkan data diatas.

f ".se.,t.J" 
posyanlu yang aktif berida pada angka yang tinggr' Pada tahun 20 18

iurl ZO\S -"nc.p.i- urr[t " IOOX. sedangkan pada tahun 2O2O dan 2021

mengalami penurunan 
- di angka 9l,86oh dan 93,l1yo Hal tersebut

-"rr!t a*""iian bahwa pada tahun 2O2O dan 2O2l terdapat kendala dalam

melaisanakan kegiatan posyandu atau ada beberapa posyandu yang kernudian

iiaJ,ttir y"rrg &uut"ttro 5rg" oleh adanya pardemic covid-l9. Dilain sisi

p"m"rint.fi t"lih menunjukkan- keseriusan dalam hal. memberikan pelayanart

Lesehatan kepada *""yirrk t melalui program posyandu yang dikhususkan
;;;i tb" 

^.r^L 
drl1 lansia. capaian tersebut juga memastikan bahwa seluruh

-J"y"tJ"t Kabupaten Tangeiang dapat menikrnati dan mendapatkan akses

fasilitas kesehatan.

6. Pengendalian Penduduk Dal Keluarga Berencana
a. Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

" La.iu pertumbuhan penduduk adalah tingkat neru!3lan jumlah
penduduk suatu wilayah dalam periode wakhr. tertentu. Ini diukur sebagai

i"."".rt""" perubahan jurrlah penduduk dari periode sebelumnya. Laju

i..t"*U"ft". penduduk *e*ainkun peran penting dalal" menentukal
["ui:rr.r. pemerintah dan memahami dinamika populasi. Laju pertrrmbrhan
penduduk'bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kelahiran,

[i"!t"t kematian, dan ting]<at migrasi. Jika 
- 
tingkat k"l"I'to?t lebih. tinggi

J"rlp"a" ti"gLat kematian, irutu t..1,, pertumbuhan pendud,k akan meningkat'

a;;fik"y", itt" ttrrgt"t kematian liUih tinggi daripada tingkat kelahiran, maka

Iaju pertumbuhan penduduk akan menurun'
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Gambar 2.74
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahlcrr 2OL8-2O22
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Grafik diatas menunjukkan tingkat laju pertumbuhan penduduk

KabupJen Tangerang. Berdasarkan data dratas, pertumbrrhan^l4iu penduduk

""fJ, 
*"rrgufuiri p.trtrtan setiap tahunnya' 

-Pada 
tahun 2018 mencapai

,rel<a 5,oi7., k"mudiao menurun pada tahun 2o2l trtngga mencapai angla

t,{i;t" i.^rnan pula rah.urt 2O2i ' Menurunnya LPP ini karena terdapat

perted.al perhitungan jumlah 
-pe1d.ud3k, fanS sebelum tahtn. 2O2O

ii""gg""rfri, hasil-SenJus Penduduk Tahun 2010' sedangkan jumlah

;;;aTd"a tJun 2020 sampai 9!'e"' 2022 menggttnakan hasil Sensus
-p""J"a"t Tahun 2020 ai*rrr" dalair perhitungan jy4+ penduduk telah

*"*p"tt "tif."t, 
penduduk ber-NIK' Pertumbuhan penduduk yang relatif stabil

;;;;j;kkm bahwa laju pertumbuhan-penduduk tidak begitu menjadi isu

yrrrg "Lri"" 
karena ma-sih 

^ 
dapat dikondisikal dall dapat ditangani dengan

kebijakan yang ada'

b. Total FertilitY Rate (TFR)

Total fertility rate grinl aaararr iumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan

oleh seorang wanita'selama mala produktifnya (umumnya didelinisikan

""u"g"i ""i""antara 
15_4g tahun) jika tingka! kelahiran dan kematian tetap

stabii. Totat fertility rate (TFR) 
'"al'ft jumlah rata-rata anak yang akan

dilahirkan oleh siorang *.rrit. selama masa produktifnya - 
(umumnya

Jii"rrri"il."r, sebagai usi"a antara 15-49 tahun) jika tingkat kelahiran dan

r."-"ti*rtetapsta=bil.Iniadalahukurankuncidaritingkatreproduksisuatu
populasi. --4_ _^_..,

TFRdigunakanuntukmengukurtingkatkelahiranda]amsuatupopulasi
dan membintu memahami din-amika populasi dan proyeksi 

- 
pertumbuhan

penduduk. Nilai TFR yang tinggi -".,,-i"kk"' tingkat rePlo:\1ksi yang tinggl

i* p"tir-U,rnan penauduf. i*S cepat, sementara nilai TFR yang rendah

m"rrrt.luttun tingkat reprodutsi -yang rendah dan pertumbuhan penduduk

yang lambat.
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Garnbar 2.75
Total Fertility Rate (TFR) TaJr:tIe 2OL8-2O22
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crafik diatas menunjukkan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkart
oleh seoralg walita selami masa produklifnya. Berdasarkan data diatas, angka
pertumbuhL penduduk berada pada kondisi yang stabil, tidak terjadi
peningkatan yang sigrrifikan. Pada tahun 2o2o angka TFR mencapai 2,552o/o,

ied"ai p"rringtat; d;i tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan oleh

ti.,-ggit y" usia perkawinan masyaralat Kabupaten Tangerang yang berada
dal-in 

-masa 
produktifnya, sehingga dapat mempengaruhi jumlah rata-rata

kelahiran.

c. Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah
usia 15 - 49

Angka pemakaian kontrasepsi adalah persentase perempuan menikah
yu,'g ,rr.iggunakan metode kontrasepsi untuk membatasi atau memperlambat
Leni*ita"- engka ini berguna untuk mengukur tingkat kesadaran dan alses
masyarakat te-rhadap layanan keluarga berencana. Di Indonesia, angka
p.*-rk.i"o kontrasepii bagi perempuan menikah pada tahun 2020 sekitar 56%.

ini menunjukkan bahwa-sibagian besar perempuan menikah di, Indonesia
sudah memiliki akses dan memaharni pentingnya layanan keluarga berencana.

Namun, masih ada beberapa faktor seperti keterbatasal akses, stigma, dan

kendala ekonomi yang mempengaruhi pemakaian kontrasepsi bagi sebagian

kecil dari masyarakat.

Ganbar 2.76
Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

80

60

5o

to

20

Sumber : DPPI{B,2022

,-tl *.35l

-l



-80-

Grafik diatas menunjukkan tingkat angka pemakaian kontrasepsi/CPR
bagi perempuan menikah usia 15.49. Berdasarkan data diatas, angka

p"i.t"i* kontrasepsi bagi perempuan menikah usia l5-49 pada tahun 2O2O

ir""""p"i S7,Sgo/o a-an paaa 1ohi', 2022 mengalami peningkata, mencapai

uog?"'Z O,Z S;/,. Angka tirsebut menunjukkan bahwa perempuan menikah di

Ka6upaten Tangeiang makin menaruh perhatian terhadap pemakaian

Lorrtrl""p"i. Hal"terse6ut mengind.ikasikan bahwa perempuan menikah telah

memiliki akses dan kesadaran akan pentingnya keluarga berencana'

d. Angka kelahiran remqja (perempuan usia 15-19) per 1'000 perempuan usia

1$-19 tahun (ASFR 15-19)
Angkakelahiranremajaadalahjwrtlahbayryangdilahirkanolehwanita

berusia G-t9 trhr..rr. Angka ini menjadi salah satu indikator penting kesehatan

r"pt.a"f."f dun -"mbe.itan informlsi tentang tingkat pemahaman dan akses

t y.t * kesehatan reproduksi bagi remaja' Di Indonesia' angka kelahiran

;;;E" masih cukup tlt ggi' Ivl.t,.,tt data dari Badan Kependudukan dan

K;i;g" Berencana-Nasioi-* leKKeN), n1d.a tahun 2020 sekitar 27vo daJitotaJ

kelahirZn adalah pada ."-u'j.. Aneki ini menunjukkan bahwa masih. ada

b"b"..p" kendala seperti ket-erbataian akses layanan kesehatan' rendahnya

ii"gk"i pendidikan, iat stigma yang mempengaruhi tingkat kehamilan pada

remaja.

Ganbar 2.77
Angka Kelahiran Remaja Tahun 2Ol8-2O22
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Grafrk diatas menunjukkan angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-

1g) per 1.000 p"..*pr.r, ,i"ia 15- 1g tahr:n. Berdasarkan data diatas, persentase

keiahiran pada usia remaja 15- 19 tahun masih tergolong tinggi pada tahun 2o2O

y*g -"rr".pai 46,53 p"ir""rr, akan tetapi mengalami penurunan menjadi 16

;;til p.a" t"tt.n zbzz. oaarl pelai<sanaan masih ada kendala seperti

ieterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan

stigma yang mempengaruhi tingkat kehamilan pada remaja'.. Kurangnya

;;;;;y;:pru-o"i .f"t t 
"tlrrt:ga 

berencana yang mampu diterima dan

aipahami olih perempuan remaji juga menjadi tantangan tersendiri bagi

pelerintafr daerah ,rt lrk -"t grtangi dan mengatasi permasalahan tingginya

angka kelahiran remaja.

e. Cakupan PUS yang ingin ber-KB ddak terpenuhi (unmet need)

Cakupan pUS V"rig ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) adalah

persentase pasangan usi-a su-bur (wanita dan pria berusia 15-49 tahun) yang

ingin membatasi 
-atau memutuskan kehamilan, tetapi belum memiliki akses

2014
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atau belum rnenggunakan layanan keluarga berencala. Unmet need merupakal
i.rJit ator p..rtit! untuk mengukur keterbatasan akses layanan keluarga

t"r"."*"' dan -memahami Gbrrt h," dan permintaan masyarakat' Di

tnaonesia, unmet need pada tahun 2020 sekitar |oo/o. Ili berarti masih ada

sekitar f O%o aari pasangan usia subur yang ingin membatasi kehamilan' tetapi

belum memiliki akses atau belum menggunakan layanan keluarga berencana'

iJ;i dapat disebabkan oleh berbagai falrtor seperti keterbatasa, akses

Iayanan, stigma, dan kendala ekonomi.

Gambar 2.78
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Sumber : DPPI{B,2022

GraIik diatas menunjukkan angka cakupan PUS yang ingin-ber-KB tidak

t".p"n ttl (unmet needl. Berdasarkai data diatas, persentase PUS yang ingin

;;;'_Kt iada tahun 2o2O dan 2022 mencapat to,4o/o. Angka tersebut

menunju-kkanbahwamasihadasekitarlO,4%PUsyanginginber-KBnarnun
iIJJG;;""hi karena keterbatasan akan akses layanan Kesehatan reproduksi.

a.rgL. t"i"eUut menjadikan ind'icator bahwa program keluarga berencana belum

;;;Z;;;y" *".ry"r,t h seluruh lini masyarakat, diharapkan pemerintah dapat

memfasiliiasi kebutuhan pasangan usia subur yang ingin membatasi kehamilal
di Kabupaten Tangerang.

f. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Penggunaan Kontrasepsi .langka Pu'jtt'g (MKJP) adalah pemakaian alat

tcorrtra"epT yut g bisa digunakan dJam jangka waktu yang lama' seperti suntik'

i*pi"r," i.."rud ll.rtra [t".it " Device). MKJP memiliki tingkat efektivitas.yang

ila i.Ir *"-".lrku, pemasa,ngan yang hanya dilakuk-an sekali saja, sehingga

a"fri -"*U"rikan kemudah"" b"gi pt"at'gatt usia subur unhrk membatasi

[.t"-if." tanpa harus khawatir dL memikirkan penggunaan 
-setiap 

hari. Di

i"a."""i", p"-.t"ir- MKJP masih terbilang rendah, sekitar 2O'h da,i seluruh

;;gg"; k""trasepsi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti

il.;ffi;"y" informasi, keterbatasan akses, dan stigma yang terkait dengan

pemakaian kontrasepsi jangka panjang.

26.4

,01

r!'ra, rgaa

frA



Sumber : DPPI{B,2022

Gralik diatas menunjukkan persentase penggunaan kontrasepsi jangka

panjang(MKJP)diKabupatenTangerarrg.Berdasarkandatadiatas,persentase
i"""sg"""""t L.ntrasepsilangka p.anjang (MKJP) di Kabupaten Tangerang berada

i"airt gt" yang stabil yaitu sepanjang 2018 hingga 202 1 berkutat pada angka

b+yr. ,&rgm t-ersebui menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat
pengetahuL masyarakat akan penggunaan- kontrasepsi jangka Ptll*g'
Tantangan yang muncul dari hal ini aaaUl upaya pemerintah dalam

*"-pi3*o"ita,i kontrasepsi jangka parjang melalui prograrn keluarga

L"."."*". Sehingga dapat-meningkatka, persentase penggunaan kontrasepsi
jat gka panjang di Kabupaten Tangerang.

g. Rata-rata usia kawin pertama Wanita
Berdasarkan data world Bank pada tahun 2o2O, rata-rata usia kawin

pertama wanita di Indonesia adaJab 22.7 tahun. Namun, perlu dicatat bahwa

iata ini dapat berubah clari waktu ke waktu dan dapat dipengaruhi oleh berbagai

faktor sosial, budaya, dan ekonomi di suatu l)egara atau wilayah'

-82-

Garnbar 2.79
Persentase Penggunaan Kontras Jangka Panjang

Gambar 2.80
Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita
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Sumber : DPPIIB,2022

Grafrk diatas menunjukkan rata-rata usia kawin pertama wanita di

Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas, rata-rata usia kawin pertama

wanita di Xabupaten tangerang mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 rata-
rata usia kawin pertama *"rrit" berada pada usia 21 tahun. Hal ini disebabkan
oleh beberapa iactor diantaranya, semakin banyak wanita yang 

-mengejar
pendidikan inggi, yang -emu.rgki.r semal<in tinggi keinginan mereka untuk
menunda p"..ri["t rt . Banyak wanita yang ingin membangun karir mereka
sebelum rnenikah dan perubahan nilai social yang membuat mereka mengambil

l

/

2022



keputusan untuk tidak menikah hingga usia yang matang. Factor lain adalah
kehdakpastian kondisi ekonomi sehingga mereka lebih aman memilih menunda
atau tidak menikah ditengah kondisi ekonomi yang tidak stabil'
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Jumlah U i KIR tan Umum

Sumber : Dinas Perhubungan, Kabupaten Tangerang, Tahun 2022

Tabel 2.27

202220212020Kendaraan
56,10354,15448,95627 ,56251,505
23,96023,46422,30225,6616,732

Mobil Barang :

-Truck
25,O2023,44519,065t,r2927,r12-Pick Up
7 ,to?7,0187 ,426t7 ,661-Light Truck

16187163-TR. HEAD
r,7521,6t21,9162063,346Mobil Penumpang:

9131,113-Angkutan Kota
2t610353686266
7aa5622096t554

-Bis
-Micro

2,379Mini
64634581147-Taxi
43137126rt2202Tempelean
18116Kendaraan

Khusu s
58,30456,14827,78055,053Tota-l

20222021,202020192018Kendaraan
189,O87189,087t6a,626Mobil

Penum
3101,648310245

53,66952,44453,66955,24650,043
1,253,3001,203,0501,2s3,3001,339,870I ,216,558Sepeda Motor

Jumlah Kendaraan dan Pan an Jalan di Kabu aten TaIl

7. Perhubungan
Data tendaraan umum yang melakukan uji KIR di Kabupaten Tangerang

melalui Dinas Perhubungan pada tahtxt 2022 mencapai 58.304 unit kendaraan
umum dengan jenis kendaraan meliputi mobil pen,mpang sebanyak L752 unit,
mobil baraig sebanyak 56. lO3 unit, kondisi uji KIR di Kabupaten Tangerang

meningkat al; tafrrn 2O2O-2O22, kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat
keselairatan berkendara lagi kendaraan umum menjadi prioritas utama dalam

keselamatan transPortasi.

Tabel2.26

Rasio Rasio Panj ang j alan per Jumlah kendaraan di Kabupaten Tangerang

menghitung pelayanan piljang ldr.rt d".,g.,, qgt'l"h kendaraan yang ada di

faUripaten-fan girang.paniarrglaJarryaflg diperhitungkafl adalah jalan naslonal

li"i rii t".*"".iil.;urrl to4, iatan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota.' Rasio

ii".:r.g ja-lan dengan jumUfr klndaraan diperoleh dengan membagi jumlah

l..riuriur, (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 l<rn jalan di wilayah

tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan.

Kendaraan yang diperhiturigkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk
dun sepea. mot*or. Nilai rasiJ panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan
ti.gt.t penggunaan ja]an di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan
t"i"a"t* jfrannya &karenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis

kendaraan.

201920La

ro2

51,139

tag,647192,302

400Bus
Truk



Pada tahun 2022 dt Kabupaten Tangerang per 1 km Panjang jalan

melayani sekitar 1.325 unit kendaraan bermotor, tahtxt 2022 per 1 Km Panjang
jalan melayani sekitar 1.282 urit kendaraan. Kepemilikan KIn di 

-K1lgnaten"i"rrg"."t g' pada tahun 2022 me.,cap,; 23,99 persen dari 243'066 unit
kendaraan yang ada di Kabupaten Tangerang'

-84-

Kendaraar 2018 2019 2020 202t 2022

Jumlalt 7,43'r,472 1,587,818 L ,496,366 1,447 ,LA9 1,496,366

Panjang Jalan |,t28.29 |,t28.29 1,128.61 1,,128.64 r,r2a.64

Rasio
(unit/Km) I,272.25 I,407 .24 1,325.85 1,282.24 1,325.81

Sumber : BPS Prouinsi Banten, diolah.

Tabel2.28
Ke ilikan KIR di Kabu n Tan e Tahttn 2Ol8-2O22

No. Uraian 2018 20t9 2020 202r

1 Kendaraan 2t8,914 247 ,948 243,066 244,t39 243,066

2 UJi KIR 55,053 27 ,7aO 51,139 56,148

Persentase
Kepemilika
n KIR

25.r5 1 1.20 2t.o4 23.OO

Sumber : Dinas PerLrubung

8. Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah
a. Koperasi

Peran koperasi dalam pembangunan adalah untuk meningkatkan

kesejahteraananggotadanmasyarakatdisekitarnyamelaluipartisipasiaktif
dalain ekonomi. i6perasi dapai menjadi atat yang efelrtif dalam membangun

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 2.81
Jumlah KoPerasi Alrlrrt 2Ol8-2O22

200

150

100

50

0
u.l
zolg 2o2o 2027 2022

Sumber :DKUM.2022

Jumlah koperasi yang aktif di Kabupaten Tangerang' setiap tahun
mengalami peningkatan- gaf mi memperihatkan bahwa peran Pemerintah

Daer;h buka, hanya meningkatkan jumlah koperasi akan tetapi juga koperasi

y^rrg 
"".r.t 

ti""" dirp"y.k"i u'.rtuk ditingkatakan kapasitasnya' Dibawah ini
aisajit att data kopera-si yang meningkat kualitasnya

Tabel2.29
Jumlah Ko erasl Me t Kualitasn

2022202L20L9 2020SatuanUraian
159a2 12060KoperasiJunlah koperasi yang meningkat

kualitasnya berdasarkan RAT,
volume usaha dan asset

Sumber : Dinas KoPerasi danUM' 2O22

58,304

23.99
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b. Usaha Mikro Kecil
usaha Mikro Kecil (UMK) adalah bentuk usaha skala kecil yang dimiliki

oleh individu atau kelompok kecil yang memiliki aset atau modal terbatas, UMK

dapat bergerak di berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, jasa

atau mariufaktur. UMK memiliki peran penting dalam perekonornian, karena

dapat membantu menciptakan lapangan kerja,-meningkatkan pgndapatan dan

*"liJo.o.rg pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, UMK juga dapat

me*prom6sika, kemandirian dan kewirausahaan dala:n masyarakat'

Ga;ll.bar 2.82
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2Ola-2O22
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Jumlah Produk UM Di asarkan

Sumber : DKUM. 2022

Tabel 2.31
Fasilitasi UPDB aKo erasi dan UM

Sumber : DKUM.2022

Sr:mber : DKUM,2022

Dari grafik tersebut menggambarkan bagaimana geliat perekonomian di

Kabupaten 
-Tangerang sangailaf, dina:rris. Banyaknya UMK yalg ada adalah

representasi dari sehatnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Tangerang'

9. Penanaman Modal
a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Investorberskalanasionaladala}rinvestoryarrgberoperasidalamskala
V"r,g ""f"p Uesar di tingkat nasional, yaitu investor yang melakukan investasi

ai u"eruagal wilayah atau sektor ekonomi dalam suatu negara. Investor berskala

nasionJ biasanya mencaicup institusi keuangan seperti bank, perusahaan

asuransi dan dana pensiun, serta perusahaal investasi swasta. Investor

berskala nasional memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi suatu

negara. karena mereka dapat memberikal sumber daya keuangan yalg

20222o2120202019SatuanUraian

336300250Produk
Jumlah produk
usaha mikro yang
dipasarkan

202Laao20192014
18.7a0.000.00

o
25-g.to.000.0o

o29.790.000.00039.a40.000.o00

-ou 

l,i.s.tir y*s
19954.901,a8

326.969 ,527 .6-t I39,093.740.348

5067

LIPDB

l117l3

s303

--Jiffi *oprnri ya"e

D.nbLyiln UPDB

Tabel 2.30

2022

10.3a0-o00.000

35.395.123,10
I14.006.€r,4.135RP,
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a. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Investasi berskala nasional adalah investasi yang dilakukan dalam skala

besarditingkatnasional,ya,,gmelibatkandanayangcukupbesardanmemiliki
dampak yaig signifikan pada ikonomi suatu negara. Investasi berskala nasional

J"p"t aii"f."-t"i oleh berbagai jenis investor, termasuk perusahaan, lembaga

t"i"rrgurr, dan pemerintah. Invistasi berskala nasional memiliki peran penting

dalam"mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja'

Namun, investasi iemacam itu juga memerlukan koordinasi yang baik antara
pemerintah dan sektor swasta' leita regulasi darr pengawasan yang memadai

Lntuk memastikan investasi tersebut dilakukan dengan transparan, adil dan

bertanggung jawab. Berdasarkan gambar 284 menunjukkan jumlah nilai
investal beiskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan

grJ* ai"a"" jumlah nilai iirvestasi mencapai ang!<a yang cukup tingrei pada

lah:ur. 2022 mencapai angka 18.348. 18 Milyar Rupiah'

Gambar 2.84
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Sumber: DPMPTSP' 2022

Angka tersebut menunjukkan pada tah:urr 2022 banyak investor
yang mul-ai berinvestasi di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut tidak lepas

sigrrilikan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan proyek-proyek
infrastruktur.

Gambar2.SSmenunjukkanjumlahinvestorberska]anasional
(PMDN/PMA) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan grafik diatas. terjadi
peningi<atan' jumlah invistor pada tahun 2022 ,..e1^capai angka 7.247 investor.
e"gk" tersedut menunjukka, Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan

[nltungan investasi yang 'man dan kondusif, sehingga para investor mau
untuk berinvestasi di Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.83
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

27,333.90
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dari kondisi iklim investasi yang baik dan kondusif di Kabupaten
Tangerang itu sendiri.

Gambar 2.85
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
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Gra-fik diatas menunjukkan kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN

(milyar rupiah). Terlihat irh*" nilai realisasi PMDN sempat mengalami

;;;l;""" hingga minus. Pada tahun 2o2o nilai realisasi mencapai 58'o5

lrifv"r t"pirf, din t.rrrrt 2022 lelah kembali mencapai 55'3 milyar -t"Pi'h'
e"Et" 1"i*Urt menunjukkan adanya minat investasi yang cukup baik di

X"Er-,p"t.., Tangerang. Femerinta-h terus berupaya untuk meningkatkan iklim
invesLsi agar rJalsasi investasi daerah dapat meningkat'

10. Kepemudaan dan Olahraga
a. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Indikator 
*organisa-si 

p"*rrd" yang aktif penting untuk- mengevaluasr

kinerja dan aamf,ak dari' organisasi 
-pemuda tersebut dalam mencapai

tujuJrrnya. In4ikatbr-indikator ttrsebut dapat memberikan gambaran tentang

""f.."p| "nf 
organisasi pemuda tersebut dalam melakukan kegiatan, seberapa

t""* a"-p"f. yirg telali dicapai, serta seberapa besar kontribusinya terhadap

p"rrg"rou.og* aai tese;atrteraan masyarakat. Indikator organisasi pemuda

yrl1E *if :irga dapat menjadi dasar untuk. mengidentifikasi kekurangan atau

potelnsi peibi;tcan 
- 
aafam kinerja organisasi pemuda tersebut dan membantu

-".rge-Langkat rencarta strategis untuk meningkatkan kinerja dan

dampaknya.

b. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengacu pada

total nilai investasi yang diinvestasikan oleh perusahaan domestik ai _{atam
neg"ri aara- bentuk mod'al dan aset. Jika terjadi kenaikan nilai realisasi PMDN,

,rt?rry" t".a.pat peningkatan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan

Ao-J"tif.. yang dapat Jiindit<asitan sebagai peningkatan minat investasi dalam

negerl. SeUaiifi.y"ljitr t"r]adi penurunan nilai realis.rsi PMDN, artinya terdapat
p"ir-rrro irrrrrfat inveitasi- yang dilg]11{an oleh perusahaan domestik'

Kenaikan atau penurunan nilai iealGasi PMDN dapat dipenga..rhi oleh berbagai

iJto., ".p".ti kondisi ekonomi makro, perubahan kebij akan pemerintah'

stabilitas politik dan iklim investasi.

55.3
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Gambar 2.86
Persentase Organisasi Pemuda yang Aldif

2019 2020 20zL 2022

Sumber : DisporabudPat. 2022

GelrJc,ar 2.87
Persentase Wirausaha Muda

87.7

6Z
67

57

0

45

Grafrk diatas menunjukkan persentase organisasi pemuda yang aktif di

Kabupaten Tangerang' Berdasarban gralik diatas angka persentase selalu

-."itigt"t dari-tahr:ir ke tahun. Pada tahun 2021 mencapai angka 85%

organilasi pemuda yang aktif di Kabupaten Tangerang' Angka tersebut

m;nunjukkan keal<tifan pemuda di Kabupaten Tangerang yang juga turut serta

berkonLibusi dalam pemtangunan kepemudaan melalui tujuan masing-masing

organisasi pemuda yang ada.- Pada tahun 2022 persentase organisasi pemuda

y"ig ,ttii sedikif -irr*.t menjadi 83,33 persen' hal ini disebabkan

ir".ti.*t"irr. organisasi pemuda baru selaltiasa bertambah sehingga

iibrt trk n pembinaan dari Pemerintah Daerah'

a. Persentase wirausaha muda
wirausaha muda adalah satu bentuk representasi kesehatan ekonomi di

suatu daerah. Dalam hal ini Kabupaten Tangerang menganalisis melalui
p"rir-Uut ^" 

wirausaha muda yang turut berPeran aktif dalam pembangunan

ekonomi. Indikator ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti, menilai

kesehatan ekonomi suatu iegara atau wilayah dengan melihat seberapa besar

kontribusi dari sektor usaha 
-kecil dan menengah yang banyak dijalankan oleh

wirausahamudadanMelihattingkatpartisipasigenerasimudadalam
perekonomian dan nrembantu memotivasi tebih banyak orang muda untuk
menjadi wirausaha.
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Sumber : DisporabudPar. 2022

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan persentase wirausaha muda
yang ada di Kabupatin Tangerang. Berdasarkam grafrk diatas angka persentase
"wi..:usat a muda selalu ,n".rirrgt"t setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka

83.33

2018



persentase wirausa-ha muda mencap ar 87.7o/o. Angka tersebut menuqiukkan
iGsehatan ekonomi Kabupaten Tangerang masih dalam kondisi sehat, dilihat
dari banyaknya wirausaha muda yang mulai menjalankan usaha kecil dan

menengah yang dijalankan oleh pemuda di Kabupaten Tangerang'

b. Cakupan pembinaan olahraga
Cakupan pembinaan olahraga mencakup berbagai aspek yang bertujuan

untuk mengemtangkan balcat dan potensi atlet muda, serta mendukung
peningkatat" prestaii olahraga di tingkat nasional. Dalam pengembartgan

ifrfr.Jg", ""k 
rp"r, pembinaan olahraga ini penting untuk mengembangkan aflet

muda lang beforesiasi dan menciptakan iklim yang sehat bagi pengembangan

ohhrala df tinggat nasional. Cakupan pembinaan olahraga mencakup beberapa

aspek 
"seperti lehtihan aflet muda, pengembangan program pelatihan Iisik,

t irrgg" p"mb".ian fasilitas olahraga yang memadai dan dukungan finansial.
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Gambar 2.88
Cakupan Pembinaan Ola-hraga

75

41

120

80

40

100

60

20

0

100

2018 2019

Sumber

2020 202r

Disporabudpar

Grahk diatas menunjukkan cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten
Tangerang. Berdasarkan g.rfrt aiu't"" cakupan pembinaan olahraga mengalami

p."ilgt"t drastis pad-a tahun 2022 yang mencapai angka 1OO7o-' Angka

ierseb"ut dikarenakan beberapa faktor seperti mulai dilaksanakannya berbagai

pelatihan pembentukan atlet. penyediaan sarana dan prasarana serta

;;irk";"; berbagai kompetisi lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa
^pemerintah muhi Ierius menangani permasalahan pembinaan olahraga di

kabupaten Tangerang agar terciptanya masyarakat yang bugar dan sehat

Jasmanlnya.

c. Cakupan Pembinaan Atlet Muda
Cakupan pembinaan atlet muda meliputi berbagai hal yang bertujuan

untuk nrengembangkal bakat dan potensi atlet muda serta mendukung
peningkatari prestasi olahraga di tingkat daerah' Dalam pengembangan

lUfr..'g". cakupan pembinaan atlet muda ini sangat penting untuk menciptakan
ikli; y;g senat uagi pengembangan olahraga di tingkat daerah serta mencetak

atlet muda yang berPrestasi.

2022
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Gambar 2.89
Cakupan Pembinaan Atlet Muda

41

2018 2019 2020 202L

Sumber : Disporabudpar

100

Gra-fik diatas menunjukkan aagka cakupan pembinaan atlet muda di
Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data diatas cakupan pembinaan atlet, muda
mengalami pe.ti.rgk tan pada tahun 2022. Pada tahvn 2022 angka cakupan
p.*6irr"ro atlet muda mencapai 100%. angka tersebut menunjukkan bahwa
pembinaan atlet muda mulai diperhatikan oleh pemerintah. Pembinaan atlet
muda yang bermuara pada terciptanya atlet berbakat daerah yang berprestasi.

d. Jumlah Atlet BerPrestasi
Atlet berprestasi diciptakan dari iklim keolahragaan yang baik serta

dukungan dari terbagai pihak. Ibbupaten Talgerang telah melakukan berbagai
,p"y" i.l.- hal pemtentukan aflet berprestasi salah satunya melalui berbagai
piogr* kepemudaan dan olah raga yang diampu oleh Dinas pemuda dan

otri.^g". Atlet berprestasi menunjukkan keberhasilan program pembinaan

olahraga di Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.90
Jumlah Atlet Berprestasi
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Gra-{ik diatas menunjukkan jumlah atlet berprestasi di Kabupaten
Tangerang. Jumlah atlet yang berprestasi menurut gralik diatas mengalami
p".ri..,rrJ., pada tahun ZOZy iapatanjumlah atlet berprestasi menurun drastis
iranya pada angka 4 orang sqja. HaI tersebut dikarenakan P*yuf. kegiatart
p.*Uin"r' olaliaga yu.g mutai dirintis kembali setelah terjadinya pandemi
'Covid-lg yang lalu. p;da iahun 2022 telah banyak prestasi yang diraih seiring
dengan mulai normalnya berbagai kompetisi olahraga yaitu 104 . atlet
berfrestasi. pemerintah aka, terus berupaya meningkatkan pembinaan
olahraga sehingga tercipta atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama
harum daerah di kancah nasional hingga internasional.

2022
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Grafik diatas menunjukkan jumlah pengunjung ke perprrstakaan daerah

Kabupaten Tangerang setap tahunnya. 
--Beidasarkan gralik diatas, terjadi

;;;;i"". iumlah ping.rn;Lng perpustakaan' Pada tahun 2o2l mencapai

Lgka 15.5-82 o.rog. i"i^ttftan -pada tahun 2019 angka kunjungan

p"fir"tJ"r. sangat 
"tinggi berida pada angka 3]5 '7O7 orang' Angka tersebut

memperlihatkan p".rr.,il"t minat masyarakat untuk berkunjung ke

;ililJ;.., dirnungkinkan perkembarrgarr- teknologi yang sangat- cepat

;;;;;g;di jumlaf, kunjr:ngan masvarakat ke perpustakaan' karena

iJo.ir""I t"frft iapat diakses deigar mrrdah melalui media digital diperlukan

6;d p.o*o"i tiultr tanlut unluk meningkatkan jumlah kunjun-gan ke

pIir",If"", daerah Kabuiaten Tang..1"-s: Y?J"]pun pada tahun 2022.tetjadi

i""irgt"t".:"-fah kunjungan sebaiyat Sl'441 kunjungan akan tetapi jumlah
'n"":.-.Trrgr,, 6e1um bisa- me"lewati capaiuo tahun 2019. Selain itu terdapat

u"uir"pi" permasalahan yang menyebabkan kunjungal di perpustakaan relatif

-".rr.in seperti "*rrr^ 
Iu, pt."","'a beh:m optimal sesuai standar'

Xompetensi 
'SDM P".pr"takaan masih terbatas serta Promosi layanan

perpustakaan masih belum masif.

b. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Koleksibuku-yarrgtersediadiperpustakaandaera}rbisamenjadisala}t

satu indikator untuk m-engevaluasi kinerja perpustakaan' Koleksi buku yang

tersedia di perpustkaan DaJrah semakin meningkat, kondisi ini harus diimbangi

il;; promo.i terhadap layanan Perpustakaan sehingga bisa dimanfaatkan

secara lebih luas oleh masyarakat.

1 l. Perpustakaan
a. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Kunjungan t<e periustakaan bisa menjadi salah satu indikator untuk
mengevaliasi-kinerja periustakaan, n€unun tidak satu-satunya indikator untuk

-"rri*l.i kualitas 
' perpustakaan. Beberapa faktor lain yang perlu

aipl.ii-UrrgLan untuk menilai kualitas perpustakaan antara lain koleksi buku
iL -"t".i tirrnya, ketersediaan dan kemudahan akses ke sumber daya digital,

to"lit^" layanan dan program yang ditawarkal' kecukupan dal keterampilan

,t"f, 
-f."t".l"aiaan 

dan tlufit"i faJilitas dan lingkungan perpustakaan, serta

sejauh mana perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan

p"'.gg""rrry.. Ol"h k t"t a itu, perlu adanyl evaluzi'si yang holistik untuk

-.rriu.i kualitas perpustakaan yang mencakup beberapa aspek tersebut'

Gambar 2.91
Jumlah Pengunjung PerPustakaan
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Garnba:r 2.92
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
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Grafik diatas menunjukkan jumlah koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan Daerah I(abupaten Tangerang setiap tahunnya. Berdasarkan
gr#k di"t"", koleksi b*ku di perpustakaan daerah cukup mumpuni unt,k
f,erpustakaa, sekelas perpustakaan daerah. Angka tersebut memperlihatkan
Luantitas buku yang teisedia di Perpustakaan Daerah. Dilihat dari jumlah yang

tidak sedikit, p..pr"t r.""r, daerah juga menyediakan berbagai macam buku
sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bisa

memanfaatkan layanan perpustakaan tersebut.

2020 2027 2022

Gambar 2.93
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

111,363 1t2,147
150,000

100,000 57,979

50,000

2020 202L 2022

c. Jumlah koleksi judul buku perpustakaart
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia diperpustakaan $1erah

Kabupaten Tangerang setiap tahunnya, grafik dibawah ini menr-rnjukkan
koleksi judul luku- di perpustakaan daerah cukup mumpuni untuk
perpustakaan sekelas perpustakaan daerah.

Sumber : DisPerPusiP. 2022

Data diatas menunjukkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di
Perpustakaan Daerah Kabupaten Tangerang setiap tahunnya' AlSka tersebut
memperlihatkan kuantitas Suaut uut<u yang tersedia di perpustakaan 

_ 

daerah.

oitihat dari jumlah koleksi judul yang tidak sedikit, memperlihatkan
perpustakaan 

-daerah juga menyediakan berbagai macarn judul buku sesuai

i".rgutr kebutuhan 
- masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bisa

meria,faatkao laya,an perpustakaan tersebut. Meskipun apabila dilihat dari
data yang tersedia. terdapaf penurunan jumlah judul buku dari 1 12.147 judul
pada tahun 2021 menjadi 57 .979 buku di Tah:ur, 2022-

,a



12. Kearsipan
a. Persentise Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

pengelolaan isip secara baku merujuk pada proses atau sistematisasi
yang koisisten dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan
"pem"eliharaan arsip dengan mengikuti standar atetu pedoman yang telah

iitet.pkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas, keamanan dan

.k"."ibi1itr" arsip dalam 
-jangka walftu yalg lama. Standar-standar tersebut

Japat bervariasi tergantung pada jenis arsip da,' kebutuhan organisasi atau

inJtansi yang melakukan pengelolaan arsip.
Garrl5er 2.94

Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
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Sumber : Dinas PerPusiP. 2022

Gambar 2.95
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

2019 2020 2021 2072

66

;l

Grafik diatas menunjukkan persentase perangkat daerah yang mengelola

arsip se.ara baku. Berdasarkan grafft tliatas' angka persentase perangkat

a".i"f, y.-g *engelola arsip "."rt"Lrk 
, pada tahun 2022 mencapai ang)<a 66'h

6;;tt ry" 
"ef,aayak 

66% perangkat daerah telah mengelola arsip sesuai

i"rrE"t standar pengelolaan arsip. Namun masih terdapat beberapa permasalah

""t 
i-rgg" p"ng"iolain kearsipan di tingkat perangkat daerah masih belum

optimf ytit, -e"Urc"o."o ,koi"i"i dan penyerahan arsip statis masih belum

-"t "i*rt 
dan belum terkelolanya arsip sesuai NSPK'

b. Peningkatan SDM pengelola kearsipart
Sumber Daya manrisia pengelola kearsipan perlu untuk ditingkatkzrn agar

m"rru.rjang dan meningkatka; ki"litu." kinerja. Tidak tersedianya sumber daya

nrsiparis y"ang kompeten menjadi salah satu p-ermasalahan yang ada di di bidang

,*""t tearlipan 
- 
XaUupaten Tangerang' Oleh karena itu perlu dilakukan

peningkatan l*"lit"" SbM dilaks;akan melalui prograln pelatihan SDM
'p".rg"tU t"ursipan agar mampu mengelola arsip sesuai standar dan berkualitas
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Grafik diatas menunjukJ<an kegiatan yang diikuti oleh SDM pengelola
kearsipan. Berdasarkan grafik diatas kegiatan peningkatan SDM pengelola

kearsipan selalu diadakan minimal sekali dalam satu tahun untuk
meningkatkan kualitas SDM pengelola kearsipan. Hal tersebut dilakukan guna

*a.rrrr]"r,g pengelolaan kearsipan yang berkualitas dilingkunga'n pemerintah
Kabupaten Tangerang.

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan
1. Pariwisata
a. Kunjungan Wisata

fr"Jr.tgut wisata adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi tempat-
tempat wiiataltau destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri' TYjr*
utarna dari kunjungan wisata adalah untuk berlibur dan menikrnati berbagai

keindahan alam, budaya, sejarah atau kegiatar rekreasi lainnya'

-94-

Gambar 2.96
Kunjungan Wisata
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BerdasarkangralikdiataskunjunganwisatadiKabupatenTangerang
pada tahun 2018 tiingga 2022 capatan flrrktuatif, dimana pada tahun 2O18

""-pri 
dengan tahunZ6 19 meningkat, akan tetapi pada tahun 2O2O -karena

p*a"_i 
"o.id_ 

19 maka kunjungan wisata menurun drastis karena pembatasan
'.ktirrit." ekonomi. Mulai Tahun-202l kembali meningkat di argka 27 -|29..OOO

p""g"":""g dan di tah:ur. 2022 menurun menjadi 24'579'OOO pengunjung'

F"tittrtrtt"*gka tersebut karena kura:rgrrya rencana aksi dan pengembangan

L"*""rtt stratigis pariwisata, serta minimnya sarana dan prasarana dalam

pengelolaan kawasan strategis pariwisata.

b. Penyelenggara Festival Seni dan Budaya
i"t y#.rgg-^an festival seni dan budaya merupakan salah satu cara

untuk memproirosikan dan mengapresiasi kebudayaan dan tradisi 
- 
suatu

daera_h Festival budaya yang dimaksudkan di sini adalah festival yang

mengangtcat tradisi sebagai bagian dari kebudayaan-kebudayaal yang ada di

Indoiesla. Festival alarri t<ategori ini adalah peristiwa yang dikelola baik oleh

Lomunitas.tya, atau dengan pJran Pemerintah yang telah memasukkannya ke

daJam program kerjanYa.
geraasarfan grafrkdiatas Penyelenggara Festival Seni dan Budaya di Kabupaten

i"rre"r"rre p"ia tahun 2018 hinggi-O22 capaian flul,rtuatif. dimana pada tahun
ZO fE eenleienggara Festival Seni dan Budaya sebanyak 15 kdi, lalu tahun 20 19

tetap di angt"TS, kemudian di tahun 2O2O mengalami penurunan yang cukup
signifikan dikarenakan kondisi pandemic Covid- 19'
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Gary:bar 2.97
Penyelenggaraan Seni Budaya

2018 2019 2020 2021 2022

6.95

.68

2018 2019 2020 2027 2022

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang. 2022.

;l

Lalu di tahun 2o21 mengalami kenaikan sebanyak I I kali dan tahun 2022
sebanyak 12 kati. Selain itu terdapat beberapa hal yang menyebabkan
penurunan tingkat penyelenggaraan budaya apabila dibaldingkan dengan

tahun 2018 dan 2019 yaitu:
1. Minimnya pelaku seni tradisional untuk melestarikan dan mengembangkan

seni budaya;
2. Minimnya sararra prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar

seru;
3. Rendahnya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan kesenian dan

kebudayaan;
4. Kurangnya kontribusi pemerintah akan penghargaal terhadap pelaku seni

budaya.

2. Pertanian
a. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran penting dalam
perekonomian suatu negara. termasuk dalam menentukan Produk Domestik
itegional Bruto (PDRB) suatu negara. Berikut adalah beberapa kontribusi sektor
pertanian dan perkebunan terhadap PDRB:

Sumber: Disporabudpar. 2O22

Gambar 2.98
Kontribusi selrtor pertalian/ perkebunan terhadap PDRB
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Berdasarkan grafik diatas Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan
terhadap PDRB di Kabupaten Tangerang pada tahun 2O18 hingga 2022 capa:^an

fluktuaiif. dimana pada tahun 2018 sebesar 6,68 persen. lalu tahun 2O19

1515
7711



mengalami penurunan menjadi sebesar 6,46 persen' kemudian di tahun 2o2o

*".ri"l^-i -kenaikan 
menladi 6,95 persen. lalu di tahun 2021 mengalami

p"rr-'*.ujl kembali menjadi 6,52 persen dan kembali turun pada lahun 2022

menjadi 6.33 persen.-Terdapatbeberapapermasalahanyangdihadapidisektorpertanianyang

te{adi di Kabupaten Tangerang:
1. Masih ..rrdahrrya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang

pengolahan pangan berbahan baku palawija serta tepung umbi-umbian
lokal;

2. Masih rendahnya kesediaan benih unggul;
3. Masih rendahnya ketersediaan sarana produksi pertanian dan peternakan;

4. Kurangnya ketersediaan air dan lahan pertanian;
5. Masih tingginya risiko serangan hama dan penyakit tanaman;
6. Vtasih rend-atrnya kualitas serta daya saing produk pertanian;
7 . Masih rendahnya surveilals penyakit hewan. jumlah medik veteriner dan

paramedik veteriner' serta pelayanan kesehatan hewan;
8. Masih rendahnya kualitas produk hewan;
g. Masih rendahnya kapasiias pelaku utama dan pelaku usaha sektor

pertanian;
10. ivlasih rendahnya manajemen pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian.
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3. Perdagangan
a. Ekspor Bersih Perdagangan

bk"por eersih eeida[a,gan dalam ba]rasa Indonesia adalah selisih antara

nilai ekspor dan nilai impoisuu,tu.t"gat^. Ekspor bersih perdagangan mengukur
seberapa banyak barang dan jasa yang diekspor -oleh 

negara tersebut ke negara

hin d; sebeiapa sedikil barang dan jasa yang diimpor dari negara lain.

Gambar 2'99
Ekspor Perdagangan Kabupaten Tangerang
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Sumber : BPS Kabupatet Tangerang. 2022

Berdasarkan grafik diatas Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten

Tangerang pada tahrin 2018 hingga 202 1 capaian fluktuatif. dimana pada tahun
2O1E seblsar Rp. 24.520.5S Mitiar 1alu mening!<at tahun 2ol9 Rp.26.217.5
Milyar dan *".tirrgk"t kembali tahun 2o2O. akan tetapi tahun 2o21 sedikit

-"|rr..,^ disebabka' kondisi perekonomia, global yang tidak menentu.Selain
itu. memrrunnya tingkat ekspor juga disebabkan oleh kurang optimalnya
promosi dan iniormasi potensi produk IKM dan masih minimnya penggunaan
'Cerai Tangerang Gemiiang yang ditujukan sebagai sarana promosi produk
UMKM lokal.
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4. Perindustrian
a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Bina kelompok pengrajin atau "artisan group buildinS' dalam bahasa
Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk atau membina kelompok
pengrajin atau pekerja seni untuk bekerja sarna dal meningkatkan
keterampilan dan produktivitas mereka. Secara umum. cakupan dari bina
kelompok pengrajin adalah untuk membantu para anggotanya dalam
meningkatkan keterampilarr. produktivitas. dan pendapatan mereka melalui
kerjasama dan akses ke berbagai sumber daya yang berkualitas.

Gambar 2.100
Cakupan Bina Kelompok Perajin
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Berdasarkan grafik diatas Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di
Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2O2l capaian flulctuatif. dimana
pada tahun 2018 sebesar 18.33. lalu tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar
10. kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebesar
4.94.laJu di tahun 2o21 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 12,92 dan
di tahun 2022 rne$adi 15. Namun pembinaan pelaku Kelompok Pengrajin ini
juga harus masih dikembangkan sehingga dapat mendorong tingkat cakupan
bina kelompok Pengrajin

5. Kelautan dan Perikanal
a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan merupakan segmen industri yang memperoleh dal
memproses hasil laut dal air tawar. termasuk ikan. udang. kerang' dan
makallan laut lainnya. Produksi perikanan meliputi aktivitas penangkapan ikal
dan budidaya perikanan. Produksi perikalan bertalggung jawab untuk
memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat dunia. Selain itu. sektor
ini juga memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan orang di seluruh dunia dan
mernbantu perekonomian negara-negara yang bergantung pada sektor
perikanal.

Apabila produksi perikanan yang dihasilkan oleh para nelayan dan
pembudidaya ikan meningkat, diikuti dengan daya befi masyarakat- untuk
mengkonsumsi ikan meningkat maka diharapkan pendapatan
nelayan/pembudidaya ikarr pun akan meningkat. Dikarenakan ikan merupakan
produk yang mudah sekali mengalami penurunan mutu dan kualitas akibat
proses pembusukan maka periu disiasati dengan meningkatkan nilai tambah
produk perikanan agar harga ikan tidak turun.

20

4.94

15
t2.92



Berdasarkan tabel 2.32 diatas Produksi Perikanan di Kabupaten

Tangerangpadatahun2018hingga202lselalumengalamikenaikan-,dimana
p"ti trfriri 2018 sebanyak 90.0J ton, Ialu tahun 2019 mengalami kenaikan

|ang signifrkan sebanyak 2}.7gg ton kemudian di tahun 202O mengalami

i.."""it# kembali sebanyak 2og,o2. Lalu di tahun 2021 sebesar 2lo'31 ton da,'

tahun 2022 sebanYak 42 ton.

b. Konsumsi Ikan
Konsumsi ikan adalah bagian dari diet manusia yang mencakup asyggn ikan

Jan produk olahan ikan s-eperti tahu, tempe dan sushi. Ikan memiliki banyak

m"niaat bagi kesehatan, ieperti mengandung asam lemak omega-3 yang

Ultg"t" un]tuk kesehatan iantung dan. pembuluh darah, serta protein

berfualtas tinggr yang sangit penting bagl pertumbuhan dan pemulihan'
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Tabel2.32
Produksi Perikanarr T a}ntn 20 I 8 -2022

Uratan Sdtuan 2019 2020 2021

Produksi
perikanan Ton 90.03 207.9850 209.0221 210.3067 422.3700

Sumber : Dinas Perikanen. 2022

Tabel 2.33
Konsrrm si Ikaln Tahun 2Ol8-2O22

Uraitn Satuan 2018

Konsunwt ifuin 101.8

2019 2020 2021 2022

34.62 36.08 37.44 100.05

Sumber : Dinas Perikanan. 2022

Caku Bina Kelom ok Ne an

Berdasarkan tabel 2.33 di atas Konsumsi di Kabupaten Tangerang pada

tahun2018hingga202lselalumengalamifluktuatif,dimanapadatahun-2o18
;;ily.k rOr,5] tatu tahun 2019 mengalami penun'rnan yang siSnffikan

;;;"k 34,6i kemudian di tahun 2020 rnengalami kenaikan sebanyak 36,o8.

Lalu di tahun 2021 sebesar 37,44 daJlt tahttn 2022 sebesar 100,05. Hal ini
r"".rr":rtf.rn bahwa ada peningkatan yang s-ignifikan di tahun 2022 ]dtrItttk

fo.r",r-"i Ikan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan hasil produksi perikanan

yang disertai dengan peningkatan daya beli rnasyarakat untuk mengkonsrrmsi
"it"ri t r.ot menin[tat' Sehiigga hubungan antara suplai dan permintaan akan

ikan meningkat secara signifikan di tahurr 2022'

c. Cakupan Bina KelomPok NelaYan
Bina Kelompok Nelayan (BKN) adalah suatu upaya pemerintah.atau

lembaga swadayl *^"y-ar.Ut untuk membantu dan memfasilitasi
p."gifiu"tem ielompok-kelompok nelayan' seperti kelompok nelayan

tradisional atau modern, dalam memperoleh manfaat dan memperkuat posisi

mereka cli pasar.

Tabel 2.34

20212018 2019Satuon

29.1724.0738.47Persen
Cakupan bina

kelompok
nelduan

Sumber : Dinas Perikanan. 2a22

28.35

2014

Persen

2020Uraian

37.5



Berdasarkan tabel d.iatas cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten
Tangerang pada tahun 2020 sampai dengan taJ:iurr 2022 menga-lami kenaikan.
posisi terakhir pada angka 29,17 persen.

d. Produksi perikanar budidaya kelompok nelayan
Produicsi perikanan budidaya adalah proses memelihara atau

mengendalikan plrtumbuhan spesies ikan dalam kondisi terkendali. seperti

t<olam. tambat<. atau u'aduk. Dalam konteks kelompok nelayan' produksi
p"rit "rr* budidaya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi
'para .relayan. yang biasanya berkolaborasi dengan ahli budidaya ikan untuk
memetihara sp""ies ikan yang cocok untuk lingkungan setempat dan memenuhi
permintaan pasar.
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Tabel 2.35
an budi a kelom k

2020

Sumber: Dinas Perikanan. 2022

Produksi

orsi tan an ikan

an

Tabel 2.36
berada dalam batasal biolo

BerdasarkangrafikdiatasProporsitangkapanikanProduksiperikanan
budidaya kelompok-nelayan di Kabupaten Tangerang nada ia!-q-20 18 hingga

ioit ."pno, fluktuatif, 
-dimana 

pada tahun 2018 sebanyak 23,47, lalu tahun
2019 mingalami penurunan yang signifrkan seblnVak 5'56 kemudian dj t+'"
ioio *"tE r.-i tena:kan ""urryrr. 

z,ts. Lalu {i tahun 2o21 sebanyak 4'398

aan tafruri 2022 meri..gkat 2L. Kondisi yang flukruatif ini disebabkan oleh

beberapa hal yaitu :

1. Sistem proiuksi di nelayan dan pembudidaya masih tradisional;
i. n""arfrirv" nilai tambair produk perikanan yang disebabkan-oleh kapasitas

kelembaiaan perikanan masitr rendah dan pola pembinaan untuk
peningka=tan nilai tambah produk perikanan.belrrm maksimal'

S. 
-Beluni 

adanya raatai p"-i".r* produk perikanal yang terintegrasi;
4. Kapasitas kilembagaal perikanan masih rendah;
5. Pengetahuan nelayan dan pembudidaya masih rerrdah;

6. pemlbinaan dan fasilitasi dalam peningkatan konsumsi ikan belum maksimal.

e. Proporsi tangkapan ikal yang berada dalam batasan biologis yang aman
'eroporsilangkapal ital yang berada dalam batasan biologis yang.arnan

bervariasi tergantung pada jenis it 
"r, 

a"r, daerah perikanan, Batasan biologis

;;g-;; "J"f"i, 
ti,gt"t tangkapan ikan yang dapat diterima secara-biologis

iari ekonomis. yang -"-."-tik n bahwa populasi ikan tetap stabil dan

terpelihara dalam jangka panjang.

S atnarlPro

)nc,20212019Sqtua,n 2018Uraian

4,398 21.007.185.5623.47Persen

Produksi
perikanan
budidaga
kelomgtok
nelagan

aooc202020192018Uraian

98.7197.7396.7399.78

Proporsi
tangkapan ikon
gang berada
dalam batasan
bblogb gang
aman

Snmber: Dinas Perikanaa. 2O2l

2021Satuan

o< ooPersen



Berdasarkal grafik diatas Proporsi tangkapal ikan yang berada dalam
batasan biologis yang r.mat di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga
2O2l capatart floktuatif, dimana pada tahun 2O18 sebanyak 99,78, Ialu tahun
2019 mengalami penurunan sebanyak 95,29 kemudian di tahun 2O20

mengalami kenaikan sebanyak 96.73, lalu di tahun 2021 sebanyak 97,73 dan
tah:ur^ 2022 sebanYak 98,7 I'

f. Nilai tukar nelayan
Nilai tukar nelayan adalah seberapa besar upah atau penghasilan yang

diterima oleh seorang nelayan per satuan produksi ikan atau per satuan waktu-

Nilai tukar nelayan yang rindah dapat menjadi indikasi bahwa sektor perikanan
belum menjadi-sumber penghasilan yang adil dan berkelanjutan bagi nelayan'

Oleh karena itu, penting uniuk memfokuskan pada upaya untuk meningkatkart
nilai tukar neliyan melalui peningkatan akses ke pasar, peningkatan
keterampilan dan ielorologi dan peningkatan kualitas produk'
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Tabel2.37
Nilai Tukar N an

Sumber: Dinas Perikanan. 2022

Berdasarkan grafik diatas Nilai tukar nelayan di Kabupaten Tangerang
padatahun2olShingga2o2lcapalanfluktuatjf,dimanapadatahun2ol8
i"U.rrvrf. 121,68, ufri*tahun 201b mengalami penurunan sebanyak 109,65

kemuiian 6i tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 98.73. Lalu di tahun
2021 mengalami kenaikan sebanyak I 10,2 1.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahal
1. Perencanaan Pembangunan
a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang dan Jangka Menengah

Tersedianya dokumen RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan

Perda merupakan hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah'

Dokumen n-p.lpp aan np.ltrro yang ditetapkan dengal Perda memastikaa bahwa

perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengal cara ygng terencara'
sistematis dan-berkesinambungan. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam

memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan visi' misi
arlI t"i..rn y.og telah ditetapkan. Dalam hal ini. penting bagi pemerintah daerah

untuk-memlst*an Uatrwa Rp.lPD dan RPJMD tersebut tersedia bagi masyarakat
dan mudatr diakses. Ini mernbantu masyarakat dalam memahami visi dan misi
pembangunan daerah. da:: memastikan bahwa perencariaafl pembalgunan
daerah sisuai dengan aspirasi dal kebutuhan masyarakat'

RpJpD 2Oi5_2O4i Kabupaten Tangerang akan berakhir tahun 2025,

dalarn rangka pen)rusun€rn RPJPb 2025-2045 $61$agai langkah harus ditempuh
mulai dari p"nyu"unat Evaluasi RPJPD, KLHS RPJPD, tahapan penJrusunan

dokumen RPJPD yang akan di-Perdakan pada tahun 2024'
RpJMD Kabupiten Tangerang ya-ng berakhir tahun 2O23 akan ditetapkan

menjadi Perda pada Tatrun zozs seiring dengan ditetapkannya Kepala Daerah

melalui Pilkada Serentak tahun 2024.

b. Dokumen Perencanaan Tahunan
Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah

ditetapkan dengan Perkada adalah hat yang penting dalam perencanaan
pembangunan daerah. Kewajiban setiap daerah untuk menetapkan RKPD

2021202020192018SatuanUraian

106.45110.2198.73109.65121.68PersenNilai tukar
nelayan



menjadi Peraturan Kepala Daerah. Dokumen ini menjadi acuan dalam

p""y"",rn"rdokumenAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah/APBDsetiap
irfr,..r. S.ti"p tahr:n diiirsun Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
pemerintah Daearah untuk perencanaan tahun yang akall datarrg dan Peraturan
g"p"ti tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk
perencanaar tahun berjalan

c. Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Tersedianya dokumen RTRfi yang telah ditetapkan dengal PERDA {"1"h

hal yang pentin[ dalam perencanaan pembar- rgunan daerah' Dokumen RTRW

V".g aii"t"pt .-dengan 
-Perda 

memastikan bahwa perencanaan pemanfaatan

t*i p".rg"iotaao .uat g wilayah dilakukan dengan cara yanq terencana'

sistematiJ dan berkesinambungan. Ini juga membantu pemerintah-daerah-dalalrt

memastikan bahwa pemanfaaian dan pengelolaan rualg wilayah dipedomani

dalam dokumen perenc€ulaan jangka menengah' Dokumen RTRW telah

ari"t"pt". dalam Peraturan Daerih Kabupaten Tangerang-Nomor 9 Tahun 202O

i""t.i'rg Perubahan Atas Peraturan Daeiah Kabupaten Tangerang Nomor 13

iurrrn Io t t Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun

201r-2031

d. Penj abaran Konsistensi Program RPJMP dalam RKPD
p""i"U*"t Konsistensi Pr6gram RPJMP ke dalam RKPD memastikan

bahwa f,-,i;..,,, dan kegiatan p"-b"ttgt"'tt' daerah yang dilaksanakan dalam

i;"k" o"ia"t sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan daerah. yang

'fr,'""t;r.l, arl-" J.r,gr." rienengah. Ini juga membantu pemerintah daerah

dah; memastikin bahwa pembangunan daerah berlangsung secara

berkesinambungan dan sesuai dengan visi, misi dan tujual RPJMD'
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Gambar 2. 101

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD
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Sumber : BaPPeda.2022

Berdasarkan graftk d'iatas Penjabaran Konsistensi Program RPJMD

kedalam RKPD di KaUupaten Tangerang pada tahun 2018 hingga 2O2l capaian

iirr.rr"rir, akan tetapi capaianny-a setalu diatas g0 persen, ketidaksinkronan

;;; pr;g."- dalam RpiMD dan RKpD terutarna disebabkan karena terdapat

f<egiatan mLdatori seperti DAK yang banyak menggunakan program diluar yang

sudah dialokasikan Pada RKPD'

e. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke-dalam APBD

Konsistensi progr* aniara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

dan Anggaran eendapitan dan Belanj a Daerah (APBD) sangat penting untuk
memastikan bahwa perencanaan dan pet'gtt'ggaran pemerintah daerah

dilakukan secara terintegrasi dan efektif. koniistensi ini memastikan bahwa



program yang dicanangkan dalam
disediakan dalam APBD.
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RKPD sejalan dengan angga,ran ya_ng

Ganbar 2.102
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam ApBD
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Sumber : Bappeda.2022

Berdasarkan gralik diatas Penjabaran Konsistensi Program RKpD dengan
APBD mencapai diatas 90 persen. KetidaksesuaiErn program dalam RKPD dan
APBD disebabkan karena adanya kebijakan da-lam penganggaran yang baru
muncul pada saat terbitnya Pedomal Penyusunan APBD tahun bersangkutal
dan terdapat kegiatan mandatori seperti DAK yarlg sudah ditentukar sub
kegiatan, kegiatan dan programya sehingga menyesuaikal dengan yang telah
disusun dalam RKPD.

2. Keuangan
a. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peral penting dalam menilai
dal memberikan opini terhadap laporan keualgan pemerintah. BPK
memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah akurat. transparan. dan
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini BPK sangat penting bagi
pemerintah dan masyarakat. karena memberikan informasi tentang keandalan
dan keakuratan laporan keuangan pemerintah. Opini BPK juga memberikan
dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem akuntansi dan memastikan
bahwa laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi yang
berlaku. Berdasarkan capaial indikator opini BPK terhadap laporan keuangan
pada tahun 2018 hingga 2022 selalu WTP.

b. Persentase SILPA terhadap APBD
SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah selisih antara

penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercantum dala-rn anggaran.
Persentase SILPA terhadap APBD (Anggaran Pendapatan darr Belanja Daerah)
adalah rasio antara SILPA dan APBD. yang menunjukkan seberapa besar sisa
angg€rrErn pemerintah setelah penerimaan dan pengeluaran dikurangi.

100 100
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Gambar 2. 103
Persentase SILPA terhadap APBD
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Sumber: BPKAD. 2022

Berdasarkan gralik diatas Persentase SILPA terhadap APBD di Kabupaten
Tangerang pada tahun 2018 hingga 2022 capaian fluktuatif, Silpa terbesar
terlihat pada ta-hun 2021 sebesar 18,7 pesen, hal ini disebabkan makin
membaiknya kondisi pasca pandemi sehingga terdapat kegiatan penzrnganan
pandemi Covid- 19 yang dari BTT yang tidak dimanfaatkan, besarnya Silpa juga
disebabkan oleh pendapatan yang melebihi dari target. Silpa sebagian juga
berasal dari Silpa BLUD terutama dari pelampauan target pendapatan BLUD
RSU, Puskesmas dan UPDB yang dapat dimanfaatkan kembali oleh BLUD.
Besarnya silpa juga dapat memperlihatkan efektivitas dan efrsiensi dalam
penatausahaan keuangan.

c. Belanja pendidikan (20%)
Belanja pendidikan adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan

untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Dalam hal ini. persentase
belanja pendidikan sebesar 2Oo/o adaTah rasio altara belanja pendidikan dan
total belanja pemerintah. Angka ini menunjukkan seberapa besar prioritas
pemerintah dalam mengelola pengeluaran untuk pendidikan. Semakin besar
angka ini. menunjukkan bahwa pemerintah memberikari prioritas yang tinggi
terhadap pendidikan dan memperhatikan per€rn pendidikan dalam
pembangunan suatu daerah.

Gambar 2. 104
Proporsi Belarj a Pendidikan
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d. Belanja Kesehatan (10%)
Belanja kesehatan merupakan salah satu kategori belanja dalam APBD

yang memiliki andil 10% dalam total belanja pemerintah. Belanja kesehatan
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan kesehatan, seperti
penyediaan pelayanal kesehatan. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
peningkatan kesej ahteraan masyarakat, dan lain-lain.

Gambar 2.1O5
Proporsi Belanja Kesehatal

6t4,192.02
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436,235.t2

Belanja Kesehatan

Sumber: BPKAD. 2023

Berdasarkan grafik diatas Belanja Kesehatan di Kabupaten Tangerang
pada tahun 2018 hingga 2O2L capatan fluktuatif. dimana pada tahun 2018
sebanyak 436.236.29 juta. lalu tahun 2019 mengalami penurunan sebesar
372.270.12 juta. kemudian di tahun 2O2O mengalami penurunan Kembali
sebanyak 326.555.31 Juta. lalu di tahun 2O21 mengalami kenaikan yang
signifikan sebesar 614.192.02 Juta dan di tahun 2022 bertambah menjadi
1.297.643.89 juta. Penyebab kenaikan tersebut dikarenakan adanya pemulihan
pasca kejadian covid- 19.

4. Pengawasan
a. Persentase tindak lanjut temuan

Tindak lanjut temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan
proses untuk mengatasi masalah yang ditemukan selama proses pemeriksaan.
'I\uan utama tindak lanjut temuan BPK adalah untuk memastikan bahwa
masalah yang ditemukan sudah teratasi dan pencegahan masalah serupa dapat
dilakukan di masa yang akan datang.
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Berdasarkan gralik diatas Belanja Pendidikan (2oo/ol di Kabupaten
Tangerang pada tahun 2018 hingga 2O2O mengalami penurunzrn, dimana pada
tahun 2018 sebanyak 872.472,58 juta. lalu tahun 2019 di angka 744.540,23
juta kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan sebalyak 653.1 10,62 Juta.
Namun pada tahun 2022 r::er:gaJar:ri kenaikan drastis sampai 1.528.469 juta.

7,297,643.a9

37.2,270.72
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Gambar 2.1O6
Persentase Tindak Lanjut Temuan
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Berdasarkan grafik diatas Persentase tindak lanjut temuan di kabupaten
Tarrgerang pada tahun 2018 hingga 2O2l capatan flulrtuatif, dimana pada tahun
2018 sebany ak 77,54 lalu tahun 2O19 mengalami kenaikan sebesar 90,
kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 81,54, lalu di tahun
202 I mengalami kenaikan yang sebesar 83,54 dan di tahun 2022 r:atk a7 ,59.
Hal tersebut dikarenakan peran APIP sudah opLimal dalam menjalankan
tugasnya.

5. Kepegawaia.n
Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah senantiasa ditingkatkan dalam

sisi kualitas dan kuantitas. Gambaran kondisi pegawai Kabupaten Tangerang
dapat diperlihatkan dalam tabel dibawah ini :

Jum1ah Seiuruh PNS Kabu en eralr Non Nakes dan Guru

JUMLAH SELURUH

L P JML
No UNIT KERJA

40 671
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

127 5Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5 91863 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

43 t471044 Badan Pendapatan Daerah

46 29 75Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah

16 486 Badan Perencanaal Pembangunan
Daerah

40 1541147 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

5936

325108 2779

Dinas Kependud ukan dan Pencatatan
Sipil
Dinas Kesehatan

6139 ,c10 Dinas Komunikasi dan Informatika
3419 1511 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

77.54

Tabel 2.38

c

5

8
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UNIT KERJA

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan

No JUMLAH SELURUH

L P JML

72 67 90

13
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dart
Pemerintahan Desa

30 JY

l4 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

t2 16 28

15
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata

31 lo

16
Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan
Terpadu Satu Pintu

54 24 7a

t7 Dinas Pendidikan 84 26 110

18
Dinas Pengendalian Penduduk dan

Berencana
29 36

19 43 2 45

20 Dinas Perikanan 20 18 38

2l 34 49

22 stakaan dan Arsi 23 +J 66

Dinas Pertanian dan Ketahanan P 60 100

24
Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pemakaman

51 15 66

25 23 42

26 Dinas Tata dan B 63 90

c7 Dinas Ten a 29 10

I 50 a< 85

Kantor Kesatuan B dan Politik 5 1 6

30 Kecamatan Balar a l4 8 22

31 Kecamatan Cilnr a ZJ 8 31

20 Kecamatan Cisauk 2l 6 27

J.) Kecamatan Cisoka 19 3 22

Kecamatan 24 18

35 Kecamatan Gun Kaler 16 J 19

36 Kecamatan Jambe 24

J/ Kecamatan J anti
.)

38 Kecamatan Kel Dua JJ 19 <o

39 Kecamatan Kemiri
Kecamatan Kosambi

2t I 22

40 4740
4L Kecarnatan lGesek 19

25
4 23

42 Kecamatan Kron o

43 Kecamatan 30

44 Kecamatan Mauk 26 6 oz

45 Kecamatan Mekar Baru c, I 23

Kecamatan 25 11 36

Kecamatan I 25 5 30

48 Kecamatan Panon 25

49 Kecamatan Pasar Kemis 47

50 Kecamatan Ra c

Kecamatan Se tan
Kecamatan S atan Timur

20 5 25
25 6 J151
18 6 2452
15 4Kecamatan Sinden J

54 Kecamatan Solear 18 4

9

4l

Dinas Perhubungan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 15

Dinas
40

Dinas Sosial 19

?o

2A

29

34

t7 19

28
5

46
47

8 33
32 15

t953



No UNIT KER"'A
JUMLAH SELURUH

L P JML
55 Kecamatan Sukadiri 20

t7
6 26

Kecamatan SukamuJya 4 2l
57 Kecamatan Teluk Naga 29 3

58 Kecamatan Tigaraksa 4.7 11

59 Satuan Polisi Pamong Praja 65 7 72

60 Sekretariat Daerah l09 50 159

61 Sekretariat DPRD 40 10 50
TOTAL 2t96 1056 3252

Sumber : BKPSDM Kab. 'l'angerang, 2022.

Tabel 2.39
Jumlah PNS Fungsional Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (Tidak Termasuk

Guru Dan T Kesehatan Kabu
Jumleh PNB

Belum
Bercertiplka

t
Total Be rse rtifika

t
No.

5 950Sekretariat Daerah
2 02

1

Sekretariat DPRD
2t68Inspektorat

10 7t14 4Satuafl Polisi Pamong
Praia4

5 o55 Dinas Sosial

1 0
Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

o7 Dinas Pendidikan

13 2
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

8

01 19

0II10
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

o1

Dinas Pemberdayaan
Masyaral€t dan
Peanerintahan Desa

04 4Dinas Koperasi dart
Usaha Mikrot2

751 3413 Dinas Kesehatan

16 76a1 5Dinas Komunikasi darl
Informatikal4

502415
Diflas Bina Marga dan
Sumber Daya AiL'

045Dinas Pertanian dan
Ketaharan Palgan16

t4 0L417
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

04 418 Dinas Perhubuflgan

0319
Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan

0t2 t2Dinas Perindu strian
dan Perdagangan

-to7-

56

38

o/oPorrngkat Drotrh

55

2
47

I6

Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata

111

2

45

20



-108-

No.

27

Perangkat Daereh

Jumlah PNS

Total Bersertlflka
t

Belum
Bersertipika

t
o/o

Dinas Perpu stakaal
dan Arsip

26 15 11 42

,) Dinas Tata Ruang dan
Bartgunan

10 10

23 Dinas Tenaga Kerja t2 t2 0

24 Dinas Perikanan 1 0 1 100

25 Badan Perencanaan
Pembangunan Daeralr

5 5 0

Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah

4 o

Badan Pendapat-"n
Daerah 5 0

28

29

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

14 8 6 43

Kecamatan Balaraja 1 1 0

30 Kecamatan Cikupa 1 1

Kecamatar Cisauk 2

Kecamatan Cisoka 1 1 0

JJ Kecamat€n Curug I 1 0

Kecamata-n Gunung
Kaler

1 1 o

35 2 2 0

36 Kecamatan Jayartti 1

237 Kecamatan Kelapa Dua
38 I I o

39 Kecamatan Kosambi 2 0

Kecarnatan Kresek 1 i 0

41 Kecamatan Kronjo 1 1 0

Kecamatan Legok 1 0

Kecamatan Mauk 1 1 o

44 Kecamat4n Mekar Baru 1 1 o

45 Kecamatan Pagedangan 1 1 o

Kecamatan Pakuhaji 2 2 0

47 Kecamatan Palongal 2 2 0

48 Kecamatan Pasar
Kemis

1 1 0

49 Kecamatan Sepatan 1 1 0

50 Kecamatal Sepatan
Timur

1 1 0

51
Kecamatan Sindang
Jaya

1 I

52 Kecamatan Solear 2 ) 0

53 Kecamatan Sukadiri 2 0

54 Kecamatan Sukamulya 2 0

55 Kecamatan Teluk Naga 1 1 0

56 Kecamatan Tigaraksa I 1

424 351 77
Sumber : BKPSDM Kab. Tangerang, 2022.

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah PNS Fungsional Yang
Memiliki Sertifikat Kompetensi (Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)

9 1

4

o
c o

34

Kecamatan Jambe
1 0

2 o

Kecamatan Kemiri
2

40

42 1

46

o

2

o

TOTAL
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Kabupaten Tangerang berju:nlah 351 atau sekitar 82 persen, sedangkan
pegawai yang belum bersertipikat sebanyak 77 pegawai atau sebanyak 17
persen.

Tabel 2.40
Pemerintah Kabupaten Tangerang Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan

dak Termasuk Guru Dan Kesehatan

2

JUMLA
IISTRATA PENDIDIXAN

s3 TOTAI,D-III D-
IV s2D-l D.

IISD SLTP SLTA
INSTANSI

672 11910

Badan
Kepegawaian dan
Pengembargan
Sumber Daya
Manusia

1

126 6Badan Kesatuan
Bangsa dar Politik

13 913147
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

27 t472 481 26434 Badan Pendapatan
Daerah

75101l
Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah

5

4811 137 I
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

6

154lo
Dinas Bina Marga
dan Sumber Daya
Air

7

15 591 26108
Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

1 325115 865036 6Dinas KesehatanI
9 61810

Dinas Komunikasi
dan lnformatika

3420 9511

9061t2

Dinas Koperasi dan
Usaha Milso
Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kebersiha.rl

3982 209

10 2a1 74614

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Dinas
Pemberdayaarl
Perempuan dan
Perlindungan Anak

4110171l
Dinas Pemuda,
Olahraga,
Kebudayaan dan
Pariwisata

15

7831 261 1a 1716

Dina.s Penanama:r
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

1101674 1l3t7

JOI 1q41

Dinas Pengendalian
Penduduk &n
Keluarga
Berencana

16 45I 181919
Dinas
Perhubungan

T4 383720 Dinas Perikaian

sl
NO

6

7

37

Diuas Pendidikan

18

t2



NO TNSTANSI
STRATA PTNDIDIXAN

JUMLA
H

SLTP SLTA D-I D-
II D.III D-

IV s1 s3 TOTAI

2t
Diraa
Perindustrian dan
Perdagangan

5 1 oo t2 49

Dinas
Perpustakaan daJt
Arsip

11 19 14 66

Dinas Pertanian
dan lGtahanan 7 2

24
Dinas Perumahan,
Permukiman dan
Pemakaman

2 t6 1 1 35 11 66

Dinas Sosial l0 1 a 19 7 1

26
Dinaa Tata Ruang
dan Bangunan

I 15 3 50 19 90

Dinas Terraga Kerja 20 11 1 39

2A lnspektorat 1 1 60 20

29
Kantor Kesatuan

darl Politik
3 I 6

30
Kecamatan
Balaraja

a 13 7

3I Kecamatan Cikupa 10 t4 5 31

Kecamatan Cisauk I 9 l2

5

5 27

Kecamatan Cisoka 10 2 2 cc

34 Kecamatan Curug 2 7 1 I 20 11

Kecamatan
Gunung Kaler

4 11 4 19

Kecamatan JaEbe 1 8 27

1 4 I 10 3 19

38
Kecamatan Kelapa
Dua

6 2 11

39 Kecamatan Kemiri I 5 13 3 22

40
Kecamatan
Kosaflbi

1 14 2 2l 9 47

41 Kecamatafl Icesek 3 5

42 Kecamatan Kronjo I 8 10 6 2a

43 Kecamatal Legok 11 1l 8 30

44 Kecamatar Mauk 1 t2 1 t4 3

45 Kecamatan Mekar
Baru

?,
1 8

46
KecamataJr I l2 1 2 1 11 8 36

47
KecaInatan
Pakuhaii

IO 12 I 30

48
Kecamatan
Par

I 9 L4 6

49
Kecamata-n Pasar
Kemis

1 lo 1 l9 1,2

50 7 L 9 a

51
Kecarnatafi
Sepatan

1 11 1 t 9 I 31

Kecamatan
Sepatan Timur

B 12 4

53 Kecamatan
Sindang Jaya

2 3 19

36
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SD s2

L7 100

4

85

c

,

Kecamatan Jayanti

15

1

6 6 23

1 47

Kecamatan Rajeg

24

4 10
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NO INSTANSI

JUMLA
H

SD SLTA D.I D-
II D-III D-

IV sl s2 s3 TOTAL

54 Kecarnatan Solea, 8 4

55
Kecamatan
Sukadiri 8 1 t2 5 26

56 Kecamatan
Sukamulya

6 2 2t

57
Kecamatan Teluk
Naca

I 12 1 I 13 4

58 Kecamatan
Tisaiaksa

1

1 18 9 38

59
Satuar Polisi
Pamong Praja

8

60 Selaetariat Daerah 8 40 159

61 Sel,Jet riat DPRD t7 8 50

Grand Totrl 10 22 7t3 6 lo 229 58 1458 731 5 3252

Total PNS Bcrdr.arlan
Pendldlten

745 2.5O7 3.252

Sumber : BKPSDM Kab. Tangyerong, 2022.

Jurnlah pegawai dengan Pendidikan DIV-S3 di Kabupaten Tangerang
mencapai 69 persen atau sebanyak 2.262 pegav,tat diluar tenaga Kesehatan dan
guru.

6. Sekretariat Dewan
a. Tersedianya Rencara Ke4'a Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan

DPRD Provinsi / Kab I Kota
Penyediaan RKT ini penting untuk memastikan bahwa Alat-a-lat Kelengkapan
DPRD Provinsi/Kab/Kota memiliki perencanaErn yang jelas dan terstruktur
d,alam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. RKT juga akan membantu
Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab / Kota dalarn melakukan evaluasi
kinerja dan me-maitikan bahwa tugas dan tanggung jawablya dilaksanakart
secara efektif dan efisien. Berdasarkan capaian pada tahun 2ola }lingga 2022
adalah ada.

b. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program I(erja DPRD untuk
melaksanakan F\rngsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi
Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun
Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
Penyusunan dan integrasi program-program kerja DPRD dalam dokumen
Rencana Lima Tahunan (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKPD) merupakan
hal yang penting agar program-program keq'a DPRD memiliki perencanaan
y.rrg i"i"i dan terstruktur' RPJM dan RKPD membantu DPRD dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memastikan bahwa
program-program keda DPRD dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan
Lfektif. Berdasarkan capaian pada tahun 2018 hingga 2022 adaJe}:^ ada

c. Terifltegrasi program-program DPRD untuk melaksalakal fungsi
pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen
Perencanaan dan Dokumen Anggaral Setwan DPRD

Dokumen perencana€ul dan anggaran setwan DPRD membantu DPRD
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memastikan bahwa
program-program )rarg akan dilaksanakan sudah terintegrasi darr terukur. Hal
ini akan membantu DPRD dalam melakukan evaluasi kinerja dan memastikan
bahwa tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara efektif dan efisien.

STRATA PENDIDIXAN
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Dalam hal adanya temuan bahwa program-program DPRD belum terintegrasi ke
dalam dokumen perencan€urn dan anggaran setwan DPRD. maka hal tersebut
dapat ditindak lanjuti dengan memastikan bahwa piogram-program DPRD
sudah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran setwan DPRD.
Tindak tanjut ini akan membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

2. 1.4 Aspek Daya Saing Daera-h
2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah
l. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Komponen pengeluaran konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia.
Menurut BPS Kabupaten Tangerang (2022) seluruh nilai tambah bruto (PDRB)
yang diciptakan di Kabupaten Tangerang ternyata sebagian besar masih
digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tarrgga.

Periode tahun 2018-2022 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga
mengalami peningkatan signifrkan, baik dari sisi nominal (atas harga berlaku)
maupun secara riil (atas harga konstan). Kenaikan jumlah Penduduk menjadi
salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi
rumahtangga. Kenaikan tersebut akan mendorong kenaikan laju pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan.

Tabel2.4l
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga Kabupaten

Tangerang Tahun 20 L8'2O22
Uraian
Total Konsufitsi
Ruma,h tanggo:
a. ADHB

(milial Rp.)
b. ADHB 2O1O

(Miliar Rp.)
Proporsi terhotap PDRB (96

ADHB)
Ro'ta-Rat(I k,.nsunrsi
perkopits,:
a. ADHB (miliar Rp.)
b. ADHK (Miliar RP.)

Perh-Unbuhon
a. Total Konsumsi

Rumahtangga
b. Perkapita

Jumloh Penduduk

2,17 4,90

3.692.693 3.689.068

2014
67.159,46

52.O0O.,18

51,73

18.187,12
14.081,91

5,25

2019
72.998,71

2020
71.693,73

2021
74.770,60

2022
81.562,48

57.185,98

50,92

54.49620

52,11

53.124,89

52,82

54.816,80

51,47

19.7a7,85
14.772,35

4,80

22.165,56
16.424,63

-, <,

22.702,25
16.&3,77

3,18

24.329,O5
17.0s7,86

4,32

11,18

3.234.465

1,33

3.293.533

D4Q

3.352.472

Sum.ber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022'

2. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)
Transaksi ekspor barang didefrnisikan sebagai transaksi perpindahan

kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah)
atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar
negeri (rai-resident/. Sebaliknya, impor barang didehnisikal sebagai transaksi
peipindahan kepemilikal ekonomi (mencakup pembelian, barter hadiah
at.rpur, hibah) atas barang dari pelaku ekonomi luar negeri (non-resident)
terhadap resident suatu wilayah.
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Ganbar 2.107
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB

1.3

1.28

t,25

7.24

r.22

7.2

1.18

7.27
1.28

r-23 L.22

2018 2079 2020 ZO2r

Sumber : BPS. 2022 diolah

2022

2.1-4.2 Fasilitas Wilayah / Infrastruktur
1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Tabel2.42
Rasio Panjang Jalan (Km) per Jumlah Kendaraan (Unit) di Kabupaten

T Tahwrt2O2O-2O22

Sumber ; BPS Pro.ansi Bo,nlet\ 2022

Da.ri 1.128,61 Km panjang jalan pada 2022, lerdiri dari jalart
negara/nasion al 27,70 krn, jalan provinsi 108,30 km' dan jalan kabupaten
99r,6l km. Asumsi lebar jalan jalan nasional (biasanya dua jalur enam lajur) 12

meter, lebar j alan provinsi (dua ja-lur dua lajur) 6 meter, dan lebar jalan
kabupaten (duajalur dua lajur) adalah 3 meter.

- 
Dengan aimit<ian, kapasitas jalan (M2) di Kabupaten Tangerang terdiri

dari 332.4b0 meter persegi jalan nasional, 649.800 meter persegi jalan provinsi,
dan 2.977.830 meter persegi jalan kabupaten. Total kapasitasnya adalah
3.960.030 meter persegi atau 3,96 kilometer persegi.

2. Jenis dan jumlah bank dal cabang
Jumlah bank yang ada di Kabupaten Tangerang sampai tahur: 2022 adalah

sebanyak 233 unit balk umum. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar
berikut.

2021 ci1,2020No. Uraian

27.7
27.70I Ja.la! Nasional

108.3
108.30

108.32

992.61992.61
992.613 Jalan Kabupaten

1,128.61
1,128.61

1,128.61Total Panjang Jalan

14450611447189r4963664 Jumlah Kendaiaan
o.000781012o.ol)0779864o.ooo7542345 Rasio

1.285

Jalan Prorinsi
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rumlah Bank Umum .t *?iT}fl; i3fg".r',g r*r,r', 2oL8-2o22
799 297 283

300

250

200

150

100

50

0

233

2018 2019 2020 2021 2022

Sumber : BPS Provinsi Banten, tahun 2023, diolah.

3. Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih
Air bersih adalah air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa,

sumur terlindung, dan rnata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan
limbah (tangki septik) > 10 m. Persentase rumah tangga dengal akses air minum
bersih pada ta.l.urr 2o22 sekitar 84,52 persen dengan kondisi pada tahun 202o-
2021 mengalami peningkatan, dengan adanya program pembalgunan sarana
air bersih (sAB) di Kabupaten Tangerang akses terhadap pemanfaatan air
minum bersih oleh masyarakat diharapkan menggunakan air bersih sebagai
sumber kehidupan rumah tangganya. Untuk lebih jelasnya lihat gambar'

Gambar 2.1O9
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Bersih di Kabupaten

Tangerang tahw 20 18 -2022
a6

a!

B2

80

7A

77

,o

6a

a3 84.52
.55

80.41

74_3

2014 2 019 2020 20 21 2022

Sumber : BPS Provinsi Banten, tahun 2O23, diolah.

4. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.
Tolok ukur pembangunan yang sejahtera menurut BPS adalah

penggunaan telepon atau telepon genggam oleh masyarakat. BPS Provinsi
b*G., meriilis data Persentase penggunaan HP/telepon khususnya di
Kabupaten Tangerang tahttrt 2022 untuk jenis kelamin laki-laki sekitar 82,63
p"r"e.t lebih besar dibandingkan perempuan yang sekitar 73,35 per'sen, -rata-
iata kepemilikan telepon/HP di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 sebesar
78,08 persen cenderung menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai
79,46 persen.

276



Tabel 2.43
Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Tangerang

Tatutn2278-2022

No.
Tahu

n Laki-Laki Perempua
n Rata-Rata

1 2018 65.95 71.35
, 76.31 94.2

2020 77.27 70.64
4 2021 44.68 73.99 79.46

2022 a2.63 73.35 78.085
Sumber : BPS Prouinsi Banten, 2O23

Gambar 2.1 10
persentase Penduduk yang menggunakan HP/Tetepon di Kabupaten Tangerang

Tahur:2O2l8-2O22
a2

ao

7A

,2

6a

66

64

79.46
7a.oa

71.13
70.47 70.64

2 014 2 019 2020 2022

Sumber : BPS Prouir*i Banten, 2023. DiolaLt

2.1.4.3 Fokus lk1im Berinvestasi
1. Angka Kriminalitas-peningkatan investasi yang berdampak kepada naiknya pertumbuhan
ekonomi suitu daerah tergantung situasi politik, hukum, ketentraman dan

ketertiban umum suatu daerah, karena itu salah satu indikator kesjahteraan
sosial suatu daerah salah satunya adalah menurunnya tingkat kriminalitas di

suatu daerah. Sesuai data BPS Provinsi Banten tahun 2023, sepanjang tahun
2022 telak terjadi laporan kejahatan diwilayah kewenangan Polda Banten

""u"ov"r. 
t.sas hporan, cenderung naik dari tahun 2021 yang sebesar 1.o76

r"po."rr. seiring uanyar<nya laporan kejahatan yang dilaporkan diwilayah Polda
g;nten, tingka:t risii<o yang Fenduduk pun cenderung ber risiko mengalami

tindak kejatiatan. Dari dataiahun 2022 risiko Penduduk per 100.000 penduduk

ungtarry" mencapai 20,39, tahun 2021 sekitar 15,80, sedangkan tahun 2020

-"I"""p"i 141,30, perbedaan angka disebabkan jumlah Penduduk tahun 202o

yrrrg *"rggrnakan metode 
"".r"us 

yang berbeda, sehingga berdampak kepada

r,ltai 1OO.OOO penduduk dari jumlah Penduduk tahun 2020'

-115-

76.5r
20t9 70.47

63.67

2027
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Gambar 2. 111
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan

1,3691,413

2020

1,076

2021 20)2

Sumber: BPS Prouinsi Banten,2023, diolah.

Gall:bar 2.112
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.O{)O Penduduk

141.30
160.OO

140.0O
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10.oo
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Jenis dan Jumlah Pa

2021 2022

Tabel2.44
ak dan Retribusi Daerah

20.3 9

di Kabu aten

-t
2. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah yang paling besar di Kabupaten Tangerang berasal dari Bea
perolehi.n Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan Retribusi daerah
bersumber dari Persetujuan Bangunan Gedung/PBG yang dulu dikenal dengan
IMB, dan Retribusi Parkir.

Jenlg daa JunlahNo.
ak

Pa ak FIoteI1

2 ak Motel

Pajak Rurnah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)

ek Restoran dan4
Rumah Makan dan cnlsn a5

Pa ak Kaletaria dart6
aPa ak Kartin dart7

8 Kaak Jasa
9 ak 'I'ontonan Filrn

Pajak Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busara10

11 ak Pameral

12 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya

13 Akrobat Sulaak Sirkus

I

dan



.renk datl JuElah

i5 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dal Permainan

16
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap / SPa darl Pusat
Kebugaran (Fitness Center )

t7

18

19

ak Reklame alan20
21 aI< Reklame UdaraP

22
Jalan Dihasitkan Sendiri23

Pa al< Parkir
25 Pajak Air Tanah

BPHTB-Pemindahar Hak

anal Persampahan KebersihanRetribusi1

Mayat
2

Retribusi Penyediaal PelaYanan Parkir di Tepi Jalan Umum3
4 ian Kendaraan BermotorRetribusi

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dal] / atz.u Pengujian Alat
Pemadam Kebakaran

6
Peta Teknis Strukfur
Peta FotoRetribusi Pe

Retribusi7

Retribusi Penl'ediaan dan / atau Penyedotan Kakus8

9
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang,
dan Perlengkapannya

dalial Menara Telekomunikasiwasan dan PenRetribusi10
11 Tanah dan BanRetribu si narl
t2 Retribusi Pemakaiar Laboratorium

t PelelartRetribusi Pen Tem
elabuhananRetribusi PeIa ananl4

15 GeduRetribusi Per uaI
Retribusi Pe Ten Ke a Asin

r
-tt7-

Sumber: Bapenda Kab Tangerang, 2O23-

74 Paiak Permainan Biliar dan Bowling

Ketangkasan

Paiak Pertandinsan Olahraga

Pajak Rekl"me Papan / Billboard / Videotron / Megahon

Paiak Reklarne Kain

Paiak Reklame Film / Slide
Paiak Peneransan

26
Retribugl

Retribusi Pelayanan Penguburan / Pemakaman termasuk
Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran / Pengabuan

5

16

2.1.4.4 Fokus Sumber DaYa Manusia
I . Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S 1/ 52/ 53)

Kualifikasi luiusan angkatan Kerja di Kabupaten Tangerang
menggambarkan besaran jumlah serapan tenaga Kerja dengan- kualifrkasi
pendiditan tertentu. Data BPS Provinsi Banten menampilkal bahwa jumlah
angkatan Keg'a yal1g ada di kabupaten Tangerang didominasi oleh lulusan sMTA
seb-anyak TSa.3lT orang, kedua didominasi oleh lulusan SD sebanyak 365.255
orang; sedangkan lulusan Diploina sampai Sarjana sebanyak 23.O4L orung,
sehirigga rasiro lulusan S 1-S3 terhadap a.gkatan Kerja (AK) sebesar 0, 123.

Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.45
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Tabel 2.45
Jumlah Lulusan Angkatan Kerja di Kabupaten Tangerang

Ta}:rn2O22
No. I.iasah .Iumlall

Tidak punya dasah Aa347
., SD 365,255
3 318,314

SMTA 753,3t7

5
Diploma/ Universita
S

223,O41

Total
t,808,27

4
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2023, dbtaL

2. Rasio ketergantungan (Dependencg Ratio)
Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (depencencg ratio)

adalah arrgka yang menyatakan perbandingan antara banyalmya penduduk,usia
non prodriktif lpendudut di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun)
dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 - 64 tahun)

Gambar 2. 1 13
Rasio Ketergantungan

45

44

43

42

41

40

M

2018

:|
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q ,q,q
2020 2027 2022

Sumber : BPS. 2022 (diolah)

Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio

Ketergantungan Vtirda dan Rasio Ketergantungan T\ra. Secara Keselunrhan
Kabuf,aten T"og".*g memiliki rasio ketergantungan di tahun 2022 sebes3u"

41,7i% yang dapat diartikan setiap 1OO penduduk Kabupaten Tangerang 
-yang

produktif mE-iliti tanggungan 42 orang penduduk yang belum produktif dan

diarggap tidak produlctif lagi.

2.2 Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahwr 2022 mengacu pada

perahrran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birol<rasi

Republik Indonesia Nomoi SS Tahgn 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
rinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kineda lnstansi
pemeiintah dan peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Ta1un 2Ol7 te,.tao*
Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Gporan xinir:a dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Tangerang.

2.2.1 Evaluasi Terhadap RPJMD
Indikator Makro dalam RPJMD Kabupaten Tangerang menggambarkal

kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah' Indikator malro
pembangunan yang dimat sud meliputi Indeks Pembangunan Maflusia, Tingkat

1

SLTP

1
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Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan
Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak
(Impact) dari pelaksaaaan program/kegiatan yalg bersifat lokal, regional dan
nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku
pembangunan lainnya.

Tabel 2.46
Capaian Indikator Mal<ro Pembangunan Kabupaten Tangerang

Tahun 2Ol8-2O22

No.
Urdaa

Iudlkator
Makro

Satustr
capeien

2018 20L9 2020 2o2L 2022

LPE Persen 5,93 -3,7 -c 4,63 5,47
2 lnilasi Persen 3,46 3,3 i 1,t7 1'70 4,56

3
Tingkat
Pengangguran
Terbuka

Persen o'7 8,91 9,06

4 Kemiskinan Persen 5,18 5,14 6,23 7 ,12 6,92
5 IPM Nilai 7 t,59 71,93 7 t,92 .70 00 72,97

Laju pertumbuhan ekonomi Perekonomial Kabupaten Tangerang tahun
2022 mingalami kenaikan setelah pandemi Covid-l9 yang tadinya mengalami
kontraksi di tahun 2020 sekitar 3,75%, tr:rnbuh positjf ditahun 2021 menjadi
4,630/o, upaya pemulihan ekonomi baik nasional dan daerah berdampak kepada
laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tangerang di tahun.2Oo'2 yang
mencapai 5,47yo, angka tersebut berada diatas angka nasional, laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang ta}ntn 2022 merupakan angka
iertinggi selama dua tahr:' teralhir (2O2O-2O2L1. Pertumbuhan 

_ 
ekonomi

te,1inft pada tahun 2022 dicapa,t oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi
aan Vlafian Minum sebesar 8,34o/o, dall sektor lapangan usaha konstruksi
sebesar 8,259'o. Dari 17 sektor lapangan usaha yang ada sebanyak 2 sektor
lapangan mengalami penurunzrn yaitu sector lapangan usaha pertambalgan
dan penggalian, serta sektor lapangan suaha jasa Pendidikan.- 

Tangerang mengalarni inllasi sebesar 4,56 persen' Komoditas yang

dominan memblrikan andil/ sumbangan inflasi yoy di kota Tangerang pada

Desernber 2022 antara lain: bensin, mobil, angkutan udara, bawang meral.,
bahan balrar rumah talgga, upah asisten rumah tangga, tukang bukan mandor,
telur ayam ras, tahu mentah, dan daging ayam ras. Sementara itu komoditas
yang memberikan andil/ sumbalgan deflasi yoy, antara lain: cabai merah,
i,,irirf. goreng, kangkung, pisang, udang basah, bawang putih, cabai rawit,
shampo, daun bawang, dan baju muslim wanita,-Kemiskinan, 

berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS, indeks
kedalaman kemiskinan (Pl) Kabupaten Tangerang tahun 2021 sekitar 1,21 dan
tahrldr. 2022 menurun di angka 1,06. Sedangkan pada tahun 2021 indeks
keparalran kemiskinan (P2) mencapai 0,29 dan tahun 2022 mencapai 0,26'
Sementara itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang_tahun 2o2l
sekitar T,l2%o ai.au sebanyak272.350 orang, tahun 2022 turun menjadt27O.52O
orang atau sekitar 6,92 persen. Persentase penduduk miskin yang berada di
bawair garis kemiskinan pada tahun 2022 sentle.. Rp 576.122' lkapita/bulan.

Menurut data BPS Provinsi banten tahtn 2022, angka pengangguran di
Kabupaten Tangerang mengalami penurunzrn dilihat dari tingkat pengangguran
terbui<a (TPT) v"t S -".r".[*i 7,8t yang sebelumnya di tahun 2O2l mencapat
9,06, Tingkat 

- 
Pengangguran Terbuka (TP/D di Kabupaten Tangerang pada

Agustus tahun 202 1 mengalarni penurunan yaitu sebesar 9 ,o6yo. Agustus tahul1
ZOZZ kerobali mengalami penurunan sampai 7,8a%o- Ta}lwn 2022 jumlah

1

13,06 7,88
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penduduk usia keda (> 15 tahun) di Kabupaten Tangerang sekitar 2.95O.42O
jiwa, yang terdiri dari angkatan kerja sebesar 1.978.358 jiwa, dan Jumlah
bukarr Angkatan Kerja sebanyak 972.062 jiwa, meliputi Ibu Rumah Tangga,
usia Sekolah, dan lainnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kabupaten Tangerang tahun 2O2l sekitar 63,940/0.
IPM Capaian algka IPM Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan

ditahun 2022 sebesar 72,97 r]rlengaJ,ami kenaikan disbandingkan tahun 2O21

yang sekitar 72.29.lrrdeks Pembangunan Manusia (IPM) bersumber dari indeks
i<omposit IPM yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panj ang dan
hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup tayak. Pengetahuan diukur
melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, standar
hidup layak digarabarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang
nilainya- ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli
(purchasing Power Parity), dan umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan
ol"h U.t ,ri Harapan Hidup saat lahir (UHH)' Rata-rata lama sekolah di
Kabupaten Tangerang lafun 2O22 sebesar 8.92, dengan harapan lama sekolah
(HLS) tahun 2022 selarna 12,85 tahun, dengan angka harapan hidup (AHH)

selama 70,28 tahun.

Tabel2.47
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kabupaten Tangerang

Tahun 2022

No Irdlkator \ruen/
Saseran

Target Reallsasl Capaian
l'/"1

4 5 6I 2
Persentase penanganan
kasus ketentraman dan
ketertiban
Angka Harapan Hidup
(AHH}

1 Persen 100 100 100

2 Tahun 70,08 70,28 100,28

3 Prevalensi stunting Tahun 16 2t,l 68,1

4 Ca-kupan Jaminar
Kesehatan (UHC)

Persen 87 97 4 tt2

5
Indeks
Pemberdayaan
Gender (lDG)

Persen 62,O5 63,3s

6
Rata-Rata Lama
Sekolah (RI^S)
(Dalam Tahun)

Persen 8,45 8,92 105,56

Laju Pertumbuhan
ekonomi sektor
Pertanian
(Pertanial,
Kehutalan, dan
Perikanan)

Persen 5,27 2,28 43,26

8
Penambahan
Kunjungan
wisatawan

persen 4 9,t7

9

Persentase
peningkatan
investasi di
Kabupaten

Persen

+5.72Yo
dari

realisasi
tahun
2022

+680/o

da-ri
realisasi
tahun
2021

t0 Tingkat Partispasi
Angkatan Kerja

Indeks 68 67,05 98,60

Satuen

97 ,94

104,80

159.8
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Indlkator Tqruer/
Sarann

Realisasi Capaian
l't"l

1I Persentase
koperasi aktif Persen 55 129,31

L2

Jumlah Industri
kecil dan
Menengah di
Kabupaten

Jumlalr 16.866 1.010 5,98

Nitai AKIP Nifai 7 t,99 100,9

L4
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)

Indeks 83 85,18 to2,63

15

Survey Eksternal
Persepsi
Korupsi/lndeks
Persepsi Anti
Korupsi (IPAK)

Ska-la 70.56 106.3

16

Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
SPB

Indeks 3.15 2.66 84.44

t7
Persentase
infrastruktur
wilayah dalam
kondisi baik

Persen 93 oo o( 99.95

Presentase
Sumber Air Minum
Rumah Tangga

Persen 98.32 t96,64

19

Persentase Rurnah
Tangga yang
Memiliki Akses
terhadap Layanan
Sanitasi layak
IKA (Indeks
Kualitas Air

Indeks 88.89 89,81 101.O3

20 Indeks 57 58.89 103.32

2t
Persentase
timbulan sampah

di
Persen 39.5 56.76 r43.7 0

22 Indeks 130 130,45 99.65

Persentase inovasi
yang
diimplementasikan

Persentase r47 .06

sebagaimana terlihat di atas, pencapaian sasaran strategis dan Indikator
Kinerja Utina pemerintah Kabupaien Tangerang Ta1:,..t', 2022 adalah sebagai

berikut dari 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan yaitu :

. 14 (empat belas) Indikator melampaui/melebihi target

. I (satu) Indikator mencapai target

. 8 (detapan) tidak tercaPai
l,aporan ' ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai - wujud

pertanggungiawaban Kine{a Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada publik
setamiiatula-hr:n periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbajkan kinerj a

kedepannya dalam rangka pem6angunan berkelanjutan. Semoga laporan ini
dapat memberikan maniaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan
konstruktif demi meningkatkan kualitas kinefa Pemerintah Kabupaten
Tangerang di masa mendatang.

No Satuatr Tasget

71,,34

72,68

75.O7

18 50.00

Indeks Risiko
Eencana

68 100



berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama yang belum maksimal adalah sebagai

Tabel 2.48
Faktor Penghambat dan Rencana Tindak lanjut Capaian IKU

Tahvn2022
RENCANA TINDAX LANJUTIKU FAXTOR PENGHAMBATNO

Optimalisasi intervensi gizi
spesifik yang langsung menyasar
ke sasaran seperti ANC lengkaP
pada bumil, pemantauan
pertumbuhan dan perkembalgan
balita, penyediaan PKMK untuk
balita bermasalah gizi,
pemeriksaan balita bermasalah
gizi oleh DSA, pemberian T'ID
rematri, kegiatar UKBM gizi (Pos

eizi, KP ASI, keping emas),
Peningkatan kapsitas petugas
sehingga bisa memberikan
pelayanan gizi optimal ke Pada
sasaran, serta
optimalisasi/ peningkatan
cakupan input EPPGBM setiaP
bulan.

Belum optimalnya penginputan hasil
penimbangan dal pengukuran rutin
di posyandu ke dalam EPPGM
selama ini masih berfokus hanYa di
bulan Februari dan Agustus, masih
ada balita yang tidak memiliki NIK
untuk input EPPGBM.

1 Prevalensi
stunting

Pelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada Lembaga
Pemerintahan, Pemberdayaan
Perempuan Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada
Organisasi, Penguatan dart
Pengembangal Lembaga PenYedia
Layanan Pemberdayaan
Perempuan, Penguatan dan
Pengembangan Lembaga PenYedia
l,ayanan Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam Mewujudkan KG
dal Hak Anak yang WUaYah
Kerianya dalam Daerah,
Pengumpulan, Pengolahan,
Analisis dan Penyajian Data
Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data Tingkat
Daerah.

Belum optima.lnya kebebijakan
untuk meningkaykan PemberdaYaan
gender, seperti program bantuan
trntuk perempuan kePala keluarga,
peningkatan akses terhadaP
pendidikan dan pelatjhan kerja bagi
perempua, set ta peningkatan akses
terhadap layanan kesehatan dan
kesejahteraan sosia-l bagi perempuan

2 Indeks
Pemberdayaan
Gender (IDG)

Irlelakukan berbagai program
untuk meningkatkan
produ ktivitas dan kesejahteraan
petani, seperti Program Pemberian
pupuk dan benih gratis, Pelatihan
dan pendampingan Petani, serta
pengembangan pasar dan
agrowisata. Namun, masih
diperlukan upaya lebih lanjut
untuk meningkatkan
perfumbuhan sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan di
Kabupaten Tangerang agar daPat
memberikan kontribusi Yang lebih
besar terhadap perekonomian
daerah dan kesejahteraan

arakat.

Gagal panen yang diakibatkan oleh
banjir yang terjadi dibeberaPa
kecamatan di Kabupaten Tangerang
bcrdampak bcsar pada
perekonomian petani dan
masyarakat di Kabupaten
Tangerang, terutama bagi mereka
yang mengandalkan hasil pertanian
sebagai sumber penghasilan utama.

J Laju
Pertumbuhan
ekonomi
sektor
Pertanian
(Pertanian,
Kehutanan,
dan
Perikanan)
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RENCANA TINDAK LANJUTFAI(TOR PEITGHAMBATNO IKU
Meningkatkan kualitas dan
kualifrkasi tenaga kerja,
meningkatkaa mobilitas tenaga
kerja, menciptakan lapangan
kerja yang lebih luas, dan
menghilangkan kesenjangan
gender di lapangan ke{a.
Diharapkan, tangkahJangkah ini
dapat membantu meningkatkan
tingkat partisipasi angkatan ke{a
di Kabupaten Tangerang.

1. Edukasi dal kualihkasi tenaga
kerja
Kualitas dan kualilikasi tenaga
kerja di Kabupaten Tangerang
masih perlu ditingkatkan agar
mampu bersaing di Pasar kerja
yang semakin kompetitif. BanYak
tenaga kerja yang belum
memenuhi standar kualihkasi
yang dibutuhkan oleh industri
atau sektor tertentu, sehingga
sulit untuk mengejar Posisi Yang
lebih baik.

2. Mobilitas tenaga kerja
Mobilitas tenaga kerja di
Kabupaten Tangerang relatif
rendah, terutama bagi mereka
yang tinggal di daerah Pedesaan
atau terpencil. Ha] ini
mengakibatkan kesenjangan
antara permintaan dan
penawaran tenaga kerja di
beberapa sektor Yang
membutuhkan tenaga kerja
berkuaiitas tinggl'

3. Kurangnya kesemPatan kerja
Kabupaten Tangerang memiliki
jumlah penduduk Yang besar,
sehingga jumlah tenaga kerja
yang tersedia juga cukuP
banyak. Namun, kuralgnYa
kesempatan kerja dan laPangan
pekerjaan Yang tersedia daPat
menjadi hambatan dalam
meningkatkan tingkat partisipasi
angkat-an kerja.

4. Kesenjangan gender
Kesenjangan gender masih
menjadi masalah di beberaPa
sektor pekerjaal di Kabupaten
Tangerang. BanYak PeremPuan
l/ang sulit untuk memPeroleh
pekerjaan yang sesuai dengar
kualihkasinYa atau
mendaPatkan akses Yang sama
dengan laki-laki dalam laPangan
pekerjaan tertentu.

5. Edukasi dan kualihkasi tenaga
keda
Kualitas dan kualifi.kasi tenaga
kerja di Kabupaten Tangerang
masih perlu ditingkatkan agar
mampu bersaing di Pasar kerja
yang sernakin komPctitif. Banyak
tenaga kerja yang belum
memenuhi standar kualiltkasi
yang dibutuhkan oleh industri
atau sektor tertentu, sehingga
sulit untuk mengejar Posisi Yang
lebih baik.

6. Mobilitas tenaga k€rja
MobiUtas tenaga kerja di
Kabupaten Tangerang relatif
rendah, terutama bagi mereka

di daerah esaanan

4 Tingkat
Partispasi
Angkatan
Kerj a
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RENCANA TII{DAX LANJUTNO IKU

Memberikan dukungan dan
fasilitasi dalam pembentukan IKM
baru. Pemerintah KabuPaten
Tangerang menyediakan berba gai
program pelatihan dar bafltuafl
modal untuk membantu
masyara.kat dalam mendirikan
IKM. Selain itu, pemerintah juga
memberikan kemudahan dalam
proses perizinan dan pendirian
usaha melalui Dinas
Perindustrian dan Perdagangal '

1. Menurunnya daya beli
masyarakat. Pandemi COVID-19
telah berdampak pada kondisi
keuangan masya.rakat sehingga
daya beli produk IKM menurun.

2. Keterbatasan akses pembiayaan.
Lembaga keuangan masih
menarik diri dalam memberikan
pembiayaan kepada pelaku lKM
akibat dampak pandemi COVID-
19 yang belum pulih
sepenuhnya.

3. Kesulitan adaptasi dengan
tuntutan Pasar baru. Pasar dan
perilaku konsumen saat ini
mengalami perubahan signifi kan
akibat pandemi COVID- 19.
Pelaku IKM perlu beradaPtasi
dengal perubahan tersebut agar
dapat terus bersaing.

5 Jumlah
Industri
kecil dan
Menengah di
Kabupaten

melakukan upaya untuk
meningkatkal infrastruktur
teknologi informasi dan
komunikasi, mengembangkan
SDM di bidang teknologi informasi
dan komunikasi, serta
memberikal edukasi kePada
masyaralat tentzrng Pen ggunaan
SPBE.

1. Perbedaan pers€psi terkait
beberapa hal disntaranya
penyajian peta proses bisnis,
Arsitekstur SPBE (Evidence)
ant ra Diskominfo/ kabuPaten
kota dengan tim evaluator.
Belum dilakukannya audit TIK
oleh auditor eksternal (Brin,
BSSN).

2. Peniiaian tahun 2022 }ranYa
dilakukan pemantauan bukti

6 Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(sPBE)

FAI(TOR PENGHAMBAT
atau terpencil. Hal ini
mengakibatkan kesenjangan
antara permintaan dan
pena$,aran tenaga kerja di
beberapa sektor yalg
membutuhkan tenaga kerja
berkualitas tinggi.

7. Kurangnya kesempatan kerja
Kabupaten Tangerang memi.liki
jumlah penduduk yang besar,
sehingga jumlah tenaga kerja
yang tersedia juga cukuP
banyak. Namun, kurangnya
kesempatan kerja dan laPangan
pekerjaan yang tersedia daPat
menjadi hambatan dalam
meningkatkan tingkat partisipasi
a-ngkatan kerja.

8. Kesenjangan gender
Kesenjangan gender masih
menjadi masalah di beberaPa
sektor pekerjaan di KabuPaten
Tangerang. Banyak peremPuan
yang sulit untuk memPeroleh
peke rjaan yang sesuai dengan
kualifikasinya atau
mendapatkan akses Yang sama
dengan laki-laki dalam laPangan
pekerjaan tertentu.



2.2.2 EvaJuasi Terhadap Hasil Pelaksanaan
Pencapaian target program yang telah. tertuang dalam RKPD flfufaten
i;;;;""g ralin iozi telah dGvaluasi sampai dengan tahulr 2o22-yang

;"ri,;r6 tahun keempat pelaksanaan RPJMD l(abupaten Tangerang Tahun

2OL}-2O23. Secara umum Lget yang telah ditentukan telah tercapai' dan

secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Berdasaikan TaAeti.Ca terdapat prograrn kegiatan dan sub kegiatan yang

belum maksimal capaian kinedanya' Pe-rmasalahan dan upaya mengatasi

permasalahannya adalah sebagai berikrt;

Tabel2.49

-r25-

1. Belum terpenutrinYa beberaPa
indikator kapasitas Daerah Yang
seharusnya me njadi Prioritas
kegiatan, ContohnYa adanYa
keterl,ambataa dalam
penlrusunan kajian risiko
bencana (KRB) dan belum
t€ausunnya perbuP sebagai
tuntunan perda No 07 Tahun
2O2l ter^ta,rg Penanggungan
bencana.

2. Belum terbentuknya tim evaluasi
indeks ketahanan daerah (IKD|
lintas Perangkat daerah di
Kabupaten Tangerang sehingga
pengisian indikator dan
pelaksanaan kegiatan Yang
penunjang IKD belum terlaksana
secara sinergis.

a Ta}rtn2022Permasala-han

R.ENCANA TINDAX LANJUTFAI(TOR PENGTIAMBATNO IKU
dukung tanpa ada desk
evaluation. '

Meningkatkan pengawasart tonase
kendaraan supaya tidak melebihi
kapasitas dan meningkatkan
pengawasan dalam pembangunan
infrastrukhrr

l' Alokasi anggaran pemeliharaan /
rehabilitasi kurang ideal, alokasi
tidak sesuai dengan tingkat
kerusakal jalan.

2. Tonase kendaraan melebihi
kapasitas yarrg ditentukan.

3. Kurang optimalnya segi
pengawasan yang berimbas Pada
temuan PPHP yang berdamPak
pada silpa.

Persentase
infrastruldur
wilayah dalam
kondisi baik

7

1. Melakukan pembentukan Tim
evaluasi penilaiar IKD Kab.
Tangerang yang ber
anggotakan seluruh OPD
terkait.

2, Melakukan reviu Pemenuhan
capaian IKD terhadaP 7
prioritas, 71 indikator, dan
284 pert?'''Lyaarri

3. Menl,msun Rencana
Tinda}lanj ut hasil Reviu tim
evaluasi oleh OPD terakait;

4. Melakukan raPat koordinasi
tirn evaluasi secara rutin
m.inimal Persemester;

5. Melakukan mitigasi
structural untuk bencana
banjir sehingga ting)<at
bahayanya daPat di
turunkan,

lndeks Risiko
Benca

8

DINAS
PENDIDIKAN

Memperbaiki regulasi terkait
MBR

adanya regulasi Yang
membatasi Penerima bantuan
MBR

Penyediaan Biaya
Personil Peserta
Didik Sekolah
Dasar DINAS

PENDIDIKAN
Berkoordinasi dengan Pusat
dan provinsi

Cabang olah raga Yallg
Cilombakan berkurang

Pembinaan Minat,
Bakat dan
Kreativitas Siswa

Perauglat
D&erah

IIPATA IIENGATASI
PERMASALAHAIIPERMASALNTAI{N

o.

URAJAN
PROGRTM DAII
XEGIAT}N, 8I'B

TFEIATAX ,

54321
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Berkoordinasi dengan pusat
dan provinsi

DINAS
PENDIDIKAN

Cabarg olah raga yang
dilombakan berkurang

Pembinaan Minat,
Bakat dan
Kreativitas Siswa

DINAS
PENDIDIKAN

Belum adanya rekomendasi
dari APH

Menyusun regulasi baru
terkait Pengelolaan BOS

Peningkatan
Kapasitas
PengeloLaan Dana
BOS Sekolah Dasar

DINAS
PENDIDIKAN

Menlusun regulasi baru
terkait Pengelolaan BOS

Belum adanya rekomendasi
dari APH

Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan Dana
BOS Sekolah Dasar

DINAS
PENDIDIKAN

Adanya estimasi kenaikan
harga dan perbedaan biaya
untuk kostruksi ruang kelas
bertingkat

Menlrusun rencana
pembangunan berdasarkan
estimasi harga tahun berjalart

Penambahan
Ruang Kelas Baru

DINAS
PENDIDIKAN

Berkoordinasi dengan pusat
dan provinsi

Pelaksanaan pendaJta-ra-n,
lomba dan seleksinya secara
online sehingga peserta tidak
dapat secara maksimal
mengikuti lomba

Pernbinaan Minat,
Bakat dan
Kreativitas Siswa

DINAS
PENDIDIKAN

Menlusun regulasi baru
terkait Pengelolaan BOS

Peningkatan
I(apasitas
Pengelolaan Dana
BOS Sekolah
Menengah Pertama

Belum ada-nya rekomendasi
dari APH

DINAS
PENDIDTKAN

Menyusun regulasi baru
terkait Pengelolaan BOS

Belum adanya rekomendasi
dari APH

Peningkata!
Kapasitas
Pe..gelolaan Datra
BOS Sekolah
Menengah Pertama

DINAS
PENDIDIKAN

Lebih selektif dalam
menentukan pembangunan
ruang UKS

3 lokasi yang dituju tidak
memiliki lahan yang memadai
sesuai dengan pembangunan
UKS

Pembangunan
Sarana, Prasarana
dan Utilitas PAUD

DINAS
PENDIDTKAN

Metakukan koordinasi dengar
Dukcapit, Kecamatan darr
pihak desa tcrkait verilikasi
siswa miskia

Data siswa miskin tidak sesuai
dengan kodisi riil di lapangart

Penyelehggaraan
Proses Belajar
Nonformal/Kesetar
aan

DINAS
KESEHATAN

Pemanlaatan tempat tidur'
untuk jenis peiayanan lainnya

Dikarenakan adanya pendemi
covid-19 dimana RS
Pemerintah memfokuskan
pelayanan rujukan Covid- 19
sehingga pemanfaatan tempat
tidur, dialihkan untuk covid- 19
dan dengan menurunnya
kasus Covid- 19 pemanfaatan
tempat tidur menjadi rendalt
(BOR rendah)

PROGRAIII
PEMEI{UIIA][
UPAYA
I{ESEIIATAN
PERORANGAN
DAN UPAYA
XESEIIATAN
MAaYAT(AI1A-*T

DINAS
KESEHATAN

Dalam menetapkan target
menggunakan stardar
pengukuran yang berstandar
nasional

PROGRA.DI
PEMEI{UIIAN
I'PAYA
XE.SEIIATAN
PERORAIIGA.II
DAN UPAYA
XEAEIIATAX
MASYARATAT

Terdapat perbedaan data,
dimana Pemerintah Pusat
menggunakan data survey
(SSGI) sementara Dinkes
menggunakaa data survei
(ePPGBM) berdasa.rkan laporan
p€ngukurafl dan penimbaflgarr
Puskesmas dimana Puskesmas
menggunakan data bY name bY
adress untuk dilakukan
intervensi

DINAS
KESEHATAN

Pada masa Pandemi COVID-l9
dilakukan penundaan Survey
Akreditasi, dan dengan
keluarnva SE Kemenkes No.

Menyiapkan pendukung
penyelenggaraan akreditasi

PROGRAM
PEMENUHAIT
UPAYA
XESEHATAN

Perangtat
Dacrah

IIPAYA MENGATASI
PERMAAAIAIIAI{PERUASALAHANt{

o.

URAIAN
PROGRAM DAX
I(EGIATA , AI'B

KPGIATATI

s42 31

!
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fttCOZ.0t /trlent<es I 652 / 2022
tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Bidang
Pelayanan Kesehatan Dar
Alsedttasi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, dinyatakan bahwa
tztrl
penyelengg,araan/ oPerasional
Puskesmas dinyatakan masih
tetap berlaku

PERORAJIGAX
DAN UPAYA
KESEIIATAN
MASYARAXAT

DINAS
KESEHATAN

Berupaya mcningkatkan
kinerja posyandu sehingga
berada pada strata purnama
mandiri

Berdasarkan Hasil Validasi
Dinas Kesehatan perJanuari
2023 ke lapangan/Posyandu,
sudah ada 56 Posyandu Yang
berada pada Strata Pumama
Mandiri

PROGRAM
PEMBERDAYAAIY
UASYARAKAT
BIDANG
XESEIIATAJ{

DINAS BINA
MARGA DAN

SUMBER DAYA
AtR

Peningkatan kegiatan
pelat<sanaan normalisasi
saluran sungai

Masih adanya kawasan area
rawan banjir

PROGRAM
PENGEI,OLAAN
AUUBER DAYA
tuR (sDA!

DINAS BINA
MARGA DAN

SUMBER DAYA
AIR

Peningkatan Perbikan dan
rehabilita.si jalafl kabupaten
hingga ff engurangi ja.lan
rusak

kendataan melebitri tonase
sehingga laju kerusakan jalan
$encapai l-2o/o

PROGRAM
PEI{YELEIIGGARA
AI{ JAL.IIT

DINAS TENAGA
KER,JA

Mengoptimalkan j ej ering
kerjasama pelatihan dan
penempatan denga-n dunia
industry

Belum optimalnya kerja samaa
pelatihan kerja dan
pcnempatan dengan
perusahaan pemberi kelja

PROGRAII
PELATIHAN
XEIL'A DAI|
PRODUKTIVITAS
TEIIAGA I!ER.'A

DINAS TENAGA
KER.IA

Melaksanakan pembinaan dan
sosialisasi ke perusahaan
mengenai peraturan tentang
wqjib lapor lowongan dan

tenaga kerj apenempatan

Masihbanyalmya perusahaan
tidaft menyiapkan lowongan
kerja

PROGRA.![
PEIIEMPATAI{
TENAGA XER.'A

DINAS TENAGA
KERJA

Mendoorng peningkatan peran
lembaga kerjaeama BriPartit
untuk mewujudkafl hubungan
yang harmonis diperusahaall
dan ketenagaked aa-rr sesuai
dengar:r peraturan perunda.ng-
undangan

Belum optima.lnya lembaga
kerja bipartit dalam
menyelsaikal permasalahan
k€tenagakerjaarr diPerusahaan

PROGRAM
HUBUNGAIT
II{DUSTRIAL

DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN

KEBERSIHAN

Penambhaan Armada
pengangkutan

Kekurangan Armada
Pengangkutan mengingat jarak
tempuh ke TPA Jatiwatingan

DTNAS
KEPENDUDUD

KAN DAN
PENCATATAN

SIPIL

l. Meningkatkan kerjasama
dengart berbagai Rumah Sakit
Umum seperti RSU Kabupaten
Targerang, RSUD Balaraja,
RSUD Pakuhaji, RS Swasta,
da.rl Puskesmas. Kerjasama
tersebut melalui pelayana!
terintegrasi BL 3 in 1 (BaYi
Lahir Pulang Bawa Akta
Kelahiran, KK, dan KIA)

IJesadaran masyarakat
terhadap pengurusan Kartu
Keluarga maeih rendah

PROGRAM
PEIIDAFTART}I
PENDUDI'K

N
o.

URAIAN
PROGRA]II DAN
I(DGIATAN, AUB

xrIiLATAll : '

PERUASALAIIATT
I'PAYA MENGATASI
PIRMASALAIIAN

Perangkat
Daerah

I 2 3 4 5

PROGRAII
PENCELOLAAIT
PERSAUPAIIAIT
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DINAS
KEPENDUDUD

KAN DAN
PENCATATAN

SIPIL

2. Bekerjasama dengan pihak
KUA agar menghimbau
pasangan baru meogurus
Kartu Keluarga

2. Sebagian kecil masyarakat
memiliki keterbatasan
kemampuafl di bidang IT. Hal
ini mengakibatkan masyarakat
belum bisa memanfaatkan
kemudahal pelayanan online
karena belum memiliki email,
yang seharusnya masyal:al(at
bisa mencetak Kartu Keluarga
secara mandiri

PROGRAM
PENDATTARAJ{
PENDUDI'I(

DINAS
KEPENDUDUD

KAN DAN
PENCATATAN

SIPIL

3, Masalah teknis seperti salah
unggah berkag persyaratan
Kartu Keluarga dan Penulisan
alamat email sehingga
dokumen Kartu keluarga tidak
dapat terkirim ke

DINAS
KEPENDUDUD

KAN DAN
PENCATATAN

SIPIL

4. Banyak pasangan yarg
sudah Eenikah belum
melakukan pisah Kartu
Keluarga dan masih bergabung
dengan l(artu Keluarga orang
tua, adapun pasangan Yang
mengajukkan Kartu Keluarga
baru tidak memenuhi
persyaratan berkas ya.itu
melengkapi Kartu Keluarga
yang lama karena alasan
hilang sehingga proses
pengajuannya tidak dapat

tkan

PROGRAM
PENDATTARAN
PENDUDI'I(

DINAS
PERHUBUNGA

N

Selesksi Pegawai untuk
mengikuti Diklat

Yang boleh mengikuti
Hayejr ASN sementara
direncalakan dengan Non ASN

DiklatAdministrasi
Kepegawaian
Peralgkat Daerah

DINAS
PERHUBUNGA

N

Peraturan Bupati Tangerarg
Nomor 39 tah:.rlj, 2022,
ditaksanalan pada tahun
2023

Peratura! Perbup tentang
Parkir berlangganan baru
terbit di akhir tahun 2022

PR(rcRAM
PENYELEITGGARA
All IJTLU LITTAA
DAIT AITGKI'TAII
JALA ILLIL'I DINAS

KOPERASI DAN
USATIA MIKRO

Perubahan Harga Satuan
de nga.n ketentuan merek yang
diatur haruslah update harga
pasaran agar dapat
disesuaikan di SIPD

P€nyerapan Belanja
Peralaian dan Mesin beruPa
pengadaan KomPuter 3 Unit
Laptop dan 2 Unit PC
disebabkan harga pasaran
melebihi Pagu Anggaran Di
SIPD

ModalPenyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

DINAS
KOPERASI DAN
USAHA MIKRO

Penyesuaian Ucapan Publikasi
pada Media

Ucapan Publikasi Pada Kora.n
Sudah Tidak Ada

Penyediaal Barang
Cetakan dan
Penggandaan

DTNAS
KOPERASI DAN
USAHA MIKRO

Penyesuaian Ha-rga UPdate
pada SIPD

Penyediaan Bahan
Bac€.an dart
Peraturart
Perundang-
undalgan

DINAS
PERTANIAN

DAN
KETAHANAN

PANGAN

memberikan ba.ntua! se
stimulan dan memberikan
penlruluhan atau himbauan
kepada peta.ni

bagaiLuas Tanam Menurun dari
yang target

Pemanfaatan SDG
Hewan/Tanaman

N
o.

I'RAlAI{
PROGRAM DAIT
XDGIATAN, AI'B

I(EGIATAN ''

UPAYA MENGATASI
PERMAEAIAHAN

Perangkat
Daersh

1 2 3 4 5

PROGRAM
PEI{DAFTARAN
PENDUDI'I'

Harga Koran Kompas Tidak
Terserap Karena Harga
Rp.60O0/Eksemplar
sedangkan di DPA dengar
Halga Satuan Rp,
4.500/Eksemplar



-r29-

SEKRSTARIAT
DAERAH

Sosialisi peningkatart
penggunaan produk dalam
negeri P3DN da! katalog
eletdronik lokal

Beberapa komponen standar
yang diberlakukan oleh LPSE
belum dapat dipenuhi antara
lain sarana dan prasarana
serta konsolidasi paket

PROGRAU
PEREKOI{OIIIAX
DAIT
PEIIBAITGI'NAI{

SEKREIARIAT
DPRD

akan men5.eguaikan anggaran
dengan kunjunga! tsmu

disesuaikan dengan tamu Yang
berkujung

Fasilitasi
Kunjungan Tamu

SEKRETARIAT
DPRD

diupayalan masuk ke dalaru
SK Raperda

Pembahasa,n Raperda
terlaksana 2 kali sesuai dengan
SK propemperda 2022

Pembentukan
Peraturan Daerah
dan Peraturan
DPRD

SEKRETARIAT
DPRD

diupayakan masuk ke dalam
SK Raperda

Pembahasan Raperda
terlaksana 2 kali sesuai dengan
SK propemperda 2022

Pembahasan
Rancangan
Perahlran Daerah

SEKRETARIAT
DPRD

yang at<an dimasukan ke
usula! Raperda Inisiatif

Sesua.i dengan usulan raPerda
inisiatif

Fasilitasi
PenJrusunarl
Penj elasan / Keteran
gan dan/atau
Naskah Akademik

SEKRETARIAT
DPRD

pagu

aLan di maksimtkan
penggunaan aDggaran sesuai

Terlaksana namun tidak
menggunakan Mamin

Penjrusunan Tata
Tertib DPRD

SEKRETARIAT
DPRD

akan dlj adwa.lkan di BanmusBelum dij adwalkandi BanmusPembahasal
Laporan Semeetell

SEKR TARIAT
DPRD

akan di atur jadwal suPaYa
tidak berbarengan

waktu kegiatan bersamaafl
dengan jadwal kunker dewan

Kuojungan Kerja
dalam Daerah

SEKRETARIAT
DPRD

sta.f frakei akan berkoordinasi
dengal Banpeda

dalam pelaksanaarnYa haus
koordinasi dengan BaPPeda
oleh stalf Fraksi

Penlrusunan
Pokok-Pokok
Pikiran DPRD

2.2.3 Caparan Klnerja Program Unggulan
Pemerintah Xlbupaten Tangirang mencanangkan "Program Unggulan"

sebagai program pemb;gunal daerah yang merupakan program,monr-Imental

uerulsis isri strafegis ulrftk mendongkak langsung pencapaian visi Misi yang

ai""rrrg Kepah DJerah. Program ini menjadi program prioritas bersifat strategis

yang be-rorientasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan
Pemerintah Kabupatin Tangeralg secara konsisten tela-h dan akan

mengawal serta melaksairakan 10 (iepuluh) program unggulan sebagai program

v"rri u"oir"t [ntas sektor dan lintas opD. sehinsga program tersebut dapat
"meriuntastran permasalahan daerah secara sinergis dan terintegrasi.. Program

ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan yang penting' mendesak dan

berpengaruh besar terhadap tatanan 
, 
masyarakat dan penanganannya

iBemeflukan keterlibatan berbagai pemaflgku kepentingan'
CapaianProgramUnggulanTehum2022dapatdilihatpadatabelberikut:

N
o.

, URAIAN
PROGRAM DAII
KDGIATAII, SIJB. I(DGIATAI{

PERIIASALAIIAN
IIPAYA EITIGATAITI
PERMASA.LAIIAN

Perangkat
Dacrah

1 3 4 5
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Untuk memenuhi target RPJMD sampai dengan akhir tahun 2023, pada
perubahan APBD 2023 dialokasikan anggaran untuk pencapaian target sebagai
berikut;

Tabel 2.51
Alokasi an emenuhan lan ada APBDP 2023

oPD Penangunt
rErictAPAOP2023nS.DA'SD

202:ts.d 2072Pro8rem Ury$r|5,

130.om.@o
Sagian Kesra

SETDAt94 645551
Pcmbangunan sararla
Ssnitali Poda PondokTANGERANG

REUGI1

DI.HK
220.000.0002,5 IIa25

20Konscrvaai FcDanaEan
Mangrovc

GERAKAN
PEMBANGUNAN
MASYARAISIT
PAMAI (

GERBANG
MAPAN)

2

OLH(
19

K€lompo
k 1.4t5.000-mo3l3l

Koordiaasi dan
Fasilit sipcnaelol,.rn
s.smpeh bcrbasis tiq
convcBi BagSoi

KITA PEDUU
PERMASAL{}lA
N SAMPAH (

KIPR,TO

2 700.mo.0o07 ATCSII2
Pcmbangun8n ATCS
(Arf,a ftslEc conttol
Slr8ttD)

4

PENGENDAUAN
KEMACE"IAN
IALU UNTAS
(PEKATI,IINTAS)

13.000.000.000r1.075 1.003
M

11.900
I r.075

Pdnbangunan Fly Ouc(
Cisauk (Pcngadasn
Ls.han)

5

PENCENDALTAN
KEMACETAN
IALU LINTAS
(PEI(ATIANTAS)

rndagIKM
5@.000.0@l0l 100r01190

Optidalisasi GTC
(Tcrfaailitarirya
Sarn,|a dan Pra.atana
RuEah l{cmasan)

6

PRODUK
INOVATIF DAN
KREATIF
(PROAKIIN

500.000.000
20zpcntcEbanga.r ldustcr

U6aha Mi&ro
I(TI

PRODUK
TNOVATIF DAN
KRDAIIF

18.475.000.0m

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah
bari tralit evaluasi terhadap program prioritas permasalahan yang

dihadapi antara lain :

1. Iiondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat
terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional
yang tidak menentu, antara lain menggali dan mbngembangkan potensi
b""iatr, kemudahan investasi, keberadaa. koperasi dan UMKM serta
pengembanga:r sektor uflggulan

Z. ietayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus ditata dan
dikeiola dengan baik dalam rangka mendukung perwujudan Reformasi
Birokrasi

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pasca pandemi covid- 19

ya-ng masih Perlu ditingkatkan
+. iterlirnya peningkatan pilayanan infrastruhur yarg mendukung dinamika

aktivitas lrt""yat k t baik sosial, ekonomi, budaya dan politik dalarn
upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah

2023
alhkhdltr.l (eaLt ,ll{o

503

7
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2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah
Dari hasil evaluasi terhadap urusan pemerintahan, permasalahan yang

dihadapi antara lain :

a, Bidang Pendidikan
Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 antaua Laitn t

1. Adanya kenaikan harga terhadap bahan bangunan dan peralatan
elektronik yang mendukung pembangunan dan pemenuhan fasilitas
sekolah.

2. Kebutuhan peserta didik terhadap ruang kelas masih belum ideal;
3. Rendahnya fasittas sekolah;
4. Tidak memiliki tenaga teknis bangunan;
5. Masih rendahnya peran orang tua terhadap pentingnya Pendidikan

PAUD.
6. Be1um maksimalnya pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka

Kurikulum Merdeka
7. Belum meratanya distribusi kebutuhan guru dan tenaga

kependidikan.
8. Misih kurangnya kemampuan manajemen tata kelola keuangan di

satuan pendidikan.
9. Masih rendahnya nilai rapor pendidikan yarig berdampak terhadap

mutu pendidikan

Bidang kesehatan
Permasalahan pada Bidang Kesehatan Ta}rvn 2022 antara lain :

1. Meningkatnya jumlah kematjan ibu di Kabupaten Tangerang pada
Tahun 2021 sebanyak 1O9 orang per 100.000 KH dengan penyebab
langsung Parrdemik Covid 19 yaitu sebanyak 42o/o kematian ibu karena
Covid- 19, selain itu juga penyebab tidak langsung kematian ibu karena
RS penuh di bulan Juni sampai dengan pertengahan Agustus 2O2l;

2. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah
tidak bisa dilakukan secara maksimal terkendala peraturan PPKM,
jurnlah pendamping yang terbatas, banyak petugas Puskesmas yang
terpapar Covid- 19 pada bulan Juni - Agustu s 2027 dan fokus pada
percepatan vaksinasi di bulan September 2O2 1.

Bidang Peke4'aan Umum dan Penataan Ruang
Permasalahan pada Pekedaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022
antara lain :

1. Ketersediaan lahan dan kepastian status lahal;
2. Undang-Undang Cipta Kerja belum ada turunan produk hukum di

daera-h. Sehingga pelayaflafl dohrmen perijinan tertunda;
3. Tonase kendaraan melebihi kapasitas yang ditentuka:t

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Permasalalran yang dihadapi pada tahun 2022 arftaralain:
1, Balyaknya usulan perbaikan sarana prasarana perumahan yang

belum menjadi asset pemda sehingga tidak bias direalisasikan;
2. Pada sebagian TPU tidak ada batas antara TPU wakal dan TPU miliki

pemda.

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Permaialahan pada Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan
Pelindungan Masyarakat tah,ur: 2022 antara lain :

1. Permasalahan Penegakan Perda dan Perkada;

d

e

b.

c.
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- Tingkat Kesadaran Masyarakat akan Perda dan Perkada masih
kurang,

- Data persebaran / pertumbuhan tempat hiburan belum akurat,
- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap

perizinan dan aktilitas pelaku usa-ha hiburan, peredaran Miras.
Permasalahan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
- Penyalahgunaar Pelaku kegiatan usaha/penyalahgr:naan Fasos

Fasum untuk kegiatan usaha,
- Belum optimalnya koordinasi penanganan masalah gangguan

trantibum,
- Be1um optimalnya koordinasi penElngarran gangguan PSK'
Permasalahan perlindungan Masyarakat;
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam Satlinmas'

3

f. Bidang Sosial
Permasalahan pada Bidang Sosial Tahun 2022 antatalatn:
1. Belum optimalnya verilikasi dan validasi pendataan PMKS dan PSKS;

2. Belum optimal:ya sarana dan prasarana penanganan bagi PMKS'
3. Belum optimalnya penataan Taman Makam Pahlwan (TMP)

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perrnasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 antaralain:
1. Belum optimab:ya perlindungan terhadap perempuan dan anak; . ,
2. Adanya pembatasan kegiatan tatap muka sehingga pembinaan tidak

maksimal.

Bidang Tenaga Kerja
Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 antaralain:
1. Belum optimalnya penyerapan lulusan pelatihan UPTD Latihan kerja

di perusahaan;
2. Kurangnhya Gnaga instruktur yang kompeten sesuai dengan

kejun-ran yang ada;
3. Masih banyalmya perusahaaa yang tidak melaporkan lowongan

pekerjaan dan penempatan tenaga kerja;
4. Tidak ada kesesuaian anatara kompetensi pencari ke{a dengan

kebutuhan perusahaan;
5. Atitude pencari kerja yang rendah;
6. Belum optimalnya lembaga kerja sama Bipartit dalam menyelesaikan

peramsalahan ketenagakerjaan di perusahaan;
7. Belum efektithya penanganan PHI pada tahap Bipartit.

1 Bidang Pangan
Permasalahan yang dihadapi.pada Tahun 2022 arfixalain:
1. Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tangerang cukup secara

kuantitas n€unun belum beragam secara kualitas;
2. Anomali lklim;
3. Harga bahan baku pakan unggas tidak stabil (sering terjadi lonjakan);
4. Skala usaha pemeliharaan temak raLyat masih rendah dan

Perorangan.

Bidaag Pertanahan
Permasalahan yang dihadapi pada Tafuxt 2022 adalah tidak ada
kesepakatan harga pengadaan tanah antara pemilik tanah dengan harga
yang ditetapkan oleh tim apresial.

J

2.

h.
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k. Bidang Lingkungan HiduP
Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 antara lain :

1. Pengelolaan TPA Jatiwaringin belum optimal;
2. findak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten

Tangerang masih banyak.
3. Kegiatan pengelolaan sampah yaitu dengan adanya peruba'han

kenaikan-balran bakar minyak (Dexlite,Pertamax,Bio Solar dan
Pertamina Dex) sewaktu - waktu mempengaruhi oprasional
pengangkutan dan pengelolaan persampahan.

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2022 antaralaim:.
1- Adanya SriraiBaatan d*i Oit|".t Bina Keuangan Dacrah Kemendagri

NomJr: }O6|L622|KEUDA tanggal 25 Februari 2021 tentang Hasil
Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping} klasifikasi, Kodelikasi dan

Nomenklatur Perencan aan Pembangunan dan Keuangan Daerah

terkaitDAKNonFisikJenisBantuanoperasionalPenyelenggaraan
Museum dan Taman Budaya dal DAK Non Fisik Jenis Dana

Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Kurangnya Sarana dan prisarana pelayanan adminduk, seperti alat

pei"UIni.t KTP el, alat cetak KIA, Komputer Peflgolah Data, tidak
punya gedung arsip dokumen adminduk;

3. iuf""in J"aihtnya OPO yat g memanfaatkan data kependudukan;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
perma"salahan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalarn pengeloalaal
BUMDesa d.isebabkan kurangrr'ya Pengaturan organisasi yang baik
dalam BUMDes dan pengurus BUMDes sehingga pengurus belum-bisa
menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, peranan Kepala- Desa

aan 
-gpO 

selaku pEnaJehat dan pengawas masih belum optimal yang

menyebabkan fungsi pengawasan (controllind dalam manajemen
BUMDes belum berjalan efektif;

2. pengembangan potlnsi yang dimiliki oleh desa dikarenakan produk
nUttpes y.rlg ta* ".ir"i 

d"t gu, potensi maupun harapan dari
masyafakat desa;

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Permaialahan yang dihadapi pada tahun 2022 antaralatn:
1. Belum optimalnya penyerasian Kebijakan Pernbangunan berwawasar:'

kependuiukan 
- 
(kr'rrangnya dukungan pad'a kampung keluarga

berlmalitas);
2. tidak adanya PKB/PLKB di Tingkat Kecamatan dan Desa'

I

n

o Bidang Perhubungan
Permaialahan yang dihadapi pada tahun 2022 antaralatrr:
1. Jumlah i"t r-g"" Penjagaan darr Pengaturan Lalu Lintas tidak

sebanding den-gan target penanganan titik kemacetan sesuai Renstra
Dinas Peiirubun gat zbts-zoz3 ' Jumlah petugas Dinas Perhubungan
pada tahun 2O2l yang melaksanakan tugas di lapangan berugl
penjagaan dan pengaturan lalu lintas (gatur lalin) berjumlah 159

Lr".rgl S"-"rrtaia ju-rnlah simpang yang perlu dilakukan gatur lalirr
seUaiyat 18 simpang. Secara eksistitg ya,,g dilaku\an Satur ]aJin
trarrya O titik, sementara sisanya 9 titik belum dilakukan gatur lalin
karina keterbatasan personil. Tugas petugas bukan hanya melakuka-n
gatur lalin, melainkan juga harus melakukan penjagaan dan

m,
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2

pengawasan operasional angkutan tambang sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2O18. Hal ini
menyebabkan tugas gatur lalin menjadi kurang lbkus. Dari 9 titik yang
dilakukan gatur lalin, di perbatasan-perbatasan sebanyak 15 titik
dilakukan penjagaan dan pengawasan Perbup 47. Jika dijumlah,
sebanyak 24 titLk yang dilalcukan penjagaan tidak sebanding dengan
jumlah personil yang ada.
Lebar ruas jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan
yang melewati jalan. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu
wilayah penyangga ibukota Jakarta, sehingga pertumbuhal
penduduknya tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh
ierhadap pertumbuhan kendaraan yang melewati jalan. Sementara
pertumbuhan lebar jalan cukup lambat, mengingat dalam suatu
pelebaran jalan tidak serta bias dilakukan. Harrs dibebaskan dulu
iaha.rrrya yang membutuhka biaya yang besar' Hal initah yang
menyebablian 

-kemacetan menjadi semakin banyak di Kabupaten
Tangerang.
XurLgrrya payung hukum Peraturan Bupati sebagai tr:runan dari
Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan'
Dalarn penyelenggzr€rall perhubungan di daerah payung hukumnya
m"ng"& pada Peiaturan Daerah sebagai upaya peflgaturan masalah
pertruUungan disesuaikan dengal muatan lokal Kabupaten
targ"..rg-. Peraturan Daerah nya sudah ada, yaitu Perda Nomor 4
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Namun aturan
turunannya, yaitu Peraturan Bupati belum ada. Hal ini yang
menyebabkan penindakan pelanggaran dan pengaturan di lapangan
menjadi kurang optimal.

Bidang Komunikasi dan Informatika
Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang dihadapi pada

tahun 2021 adalah belum optima}:rya pengamanan Teknologi Informasi
terhadap Erncaman hacker.

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
permasalalran yang dihadapi pada tahun 2 O22 adalah terkendalanya dalam
fasilitasi legaiitas usaha karenakan yang mengeluarkan 

. 1"q41""
adalahintans-i vertikal,sehingga waktu terbitnya legalitas usaha tidak bisa
di prediksi.

Bidang Penanaman Modal
permalahhan yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah perubahan regulasi
dan kebijakan perizinan berusaha.

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
permialatran yang dihadapi pada Tahun 2022 addah belum optimalnya
pembinaan terhadap Wira Usaha Baru (WUB).

Bidang Kebudayaan
permialahan bidang kebudayaan yang dihadapi Ta1,.n 2022 antara lain:
1. Minimnya pelaku seni tradisional untuk melestarikan dan

mengembangkan seni budaYa;
2. Minimnya suran" dan prasarana kesenian tradisional yang dimiliki

oleh sanggar seni;
3. Rendahnya animo masyarakat terhadap pengembangan dal

pelestarian kesenian tradisional.

3

q

r

s

t

p.
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4 Terdapat 81 cagar budaya yang ada di kabupaten tangerang yang
belum dapat legalitas pelestarian dari dinas Pendidikan dart
Kebudayaan Provinsi Banten melalui tim Akademis Cagar Budaya
(TACB)

Bidang Perpustakaan
Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2022 arfiaraLain:.
1. Sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar;
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia Perpustakaan masih terbatas'

Bidang Kearsipan
permaialahan- pada Bidang Kearsipan pada tahun 2022 adalah Kompetensi
Sumber Daya Manusia Kearsipan masih terbatas.

u

v

x

v

Bidang Perikanan
Permaialahan yang dihadapi pada Tahun 2022 arl:tara lalrl i

1. Terbatasnya sara.na dal prasarana yang dimiliki nelayan,
pembudidaya, maupun pengolah dan pemasar hasil perikanan' Para

nelayan di kabupaten Tangeiang masih menggunakan sistem produksi
nelayan dan pembudidaya yang tradisional;

2. Reniahnya nilai tambah produk perikanan yang disebabkan. oleh

kapasitas kelembagaan perikanan masih rendah dan pola pembinaan
un^tuk peningkatan nitaitambah produk perikanan belum maksimal'

Bidang Pariwisata
perma"salahan bidang pariwisata yang dihadapi pada tahun 2022 adalah
belurn optimalnya promosi pariwisata dafl Budaya di Kabupaten Taflgeraflg.

Bidang Pertanian
permalahhan bidang pertanian pada Tahun 2022 adaJah Kurangnya
ketersediaan air di lahan-lahan pertanian, dan serangan hama,anomali
iklim dan penyakit tananan'

z. Bidang Perdagangan
Permaialahan yang dihadapi pada Tahun 2022 antaralatn:.
1. Kurang oitillt-rtt y" promosi dan iaformasi potensi produk IKM dan

masih minimnya penggunaan Gerai tangerang Gemi!319 yang

ditqjukan sebagai sarana promosi produk UMKM lokal Kabupaten
Tangerang

2. Behim op-timalnya perlindungal konsumen dan pengawas* PT*g
beredar 

- kareni beberapa kendala, seperti masih rendahnya
pengetahuandankesadarankonsrrmenterkaithakdankewajibannya
sebigai konsumen menurut r:ndang-undang dan juga regulasi yang

belum mengatur mekanisme detil tentang penyidikan dan aturan
pelaksana pengurusan sengketa konsumen

3. -salyaknyi 
t<eruglan dan menurunnya aktivitas perdagagan karena

pamdemi Covid- 19

aa. Bidang Perindu strian
permaialahan yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah Pembinaan kepada
pelaku IKM hanya terbatas dilakukan secara virtual'

bb. BidangTransmigrasi
perma"salahan yLg dihadapi pada Tahun 2022 adalah terbatasnya jumlah
kuota transmrgt.n y*rg diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
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cc

dd.

ee.

ff.

Tangerang tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin
bertransmigrasi.

Bidang Administrasi Pemerintahan
Permaialahan yang dihadapi pada tahun 2022 antaralatn:.
1. Adanya t<6Ugatan Pemerintah Daerah terkait penanganan Pandemi

covid- f g teihadap pembatasan kegiatan kunjungan kerja darl
rapat/bimtek/diklat;

2. Regulasi target waktu pelayanan belum maksimal diterapkan'
diklarenakan dalam penyelesaian pelaksanaan pelayanan penzinarr
belum semuanya bisa dijalankan sesuai SOP dan perlu didukung oleh

OPD teknis terkait.

Bidang Pengawasan
perma*salahir yang dihadapi pada Tahun 2O22 adalah Kurang optimalnya
tugas tugas pengawas karefla pembatasan kine{a'

Bidang Perencanaan
permaJalahan yang dihadapi bidang penunjang fungsi Perencanaan pada

Tah'ur, 2022 antara lain :

1. Pengolahan dan Pemanfaatan data pendukung perencanaan yang

belum optimal;
2. Sistem kendali pelaksanaan kegiatan yang belum bedalan optima'l;

3. apasitas dan kompetensi SDM perencanaan yalg belum memadai;
4. Pinataan kelembagaan yang belum sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Bidang Keuangan
eermaiatahan yang dihadapi pada Tahun 2022 anLaralatt:
1. Kualitas i"yro"t pajak daerah kepada masyarakat masih perlu

ditingkatkan.
2. Masil terdapat masyarakat yang belum patutr dalam membayar dan

mentaati kef-entuan pajak daerah;
3. Pandemi Covid- 19 yang membatasi kegiatan sosial masyarakat

sehingga petugas pajak dilapangan menemui kendala dalam
berinGaksi dan berkoordinasi dengan wajib pajak yang berdampak
pada penunrnan optimalisasi pajak daerah'

Bidang Penunjang KePegawaian
p".ma""ufafru,, yirg dihad"pi pada tzhvn 2022 adalah Pandemic covid

masih belum 
-u"rutr.ir 

maka berpengaruh pada proses pelaksanaan

kegiatan teh:urt 2022. Beberapa kegiatan yang mengalami perubahan
inJeks biaya kegiatan karena pola pelaksa,aa' kegiatan menyesuaikan
dimasa pandemi ini.
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara substansial,
diantaranya memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangal daerah, yang
mengambarkan kondisi ekonomi makro daerah, tantangan dan prospek
perekonomian daerah serta aral. kebdakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan
L"1rrr,g"., daerah meliputi pendapatin daerah, belanja daerah dan pemlciayaan

daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk
mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam ralgka
pencapaian target wpembangunan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Tema RKP Tahun 2024 "Mempercepat Tlansformasi Ekonomi yang

Inklusif dan Berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan)

arah kebijakan yang meliPuti:
1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastrulrhrr Dasar dan Konelrtivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2O24.

Secara rinci arah kebijakan bidang ekonomi dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem, yang ditandai dengan pencapain:
a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7 ,Soh;
b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-17o.
Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
. MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

2. Arah Kebijakan Revitalitasilndustri dan Penguatan Riset Terapan, yang
ditandai dengan PencaPaian:
a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4c/o- 5,8o/o per target RPJMN

8,Lo/o;
b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,1Vo- 20,6Yo per Target RPJMN

2l,Oo/o.
Dukungan terhadap Major Project (MP), antat a lain:
o MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
o MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
o MP 10 Destinasi Pariw'isata Prioritas;
. MP Food Estc.te (Kawasarr Sentra Prodriksi Primgan);
. TYansformasiDigital.

3. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan
pencapaian:
a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%o'7"h;
b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38-13,O miliar.

Dukungan terhadap Major Projec't (MP), antara lain:
'. MP Pengelolaan Terpadu UMKM

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi
Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan bermacam data

statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan startegi kebijakan, agar
sasaral pembangunan dapat pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi



-149-

dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi
hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk
memberikan gambaran tentang keadaaan pada masa yarg lalu dan masa kini,
serta sasaran yang akan dicapai pada masa yang akart datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan
kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,
meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan
ekonomidari selctor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan
lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan
masyarakat flaik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB merupakan nilai tambah bruto
seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu
negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalarn suatu periode
tertentu tanpa memperhatikanapakah faktor produksi yang dimiliki residen atau
non-residen. PenSnrsunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan
yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dal pendapatan yang disajikan atas
dasar harga berlaku dan harga konstan.

Struktur ekonomi merujuk pada dasar sebuah perekonomian yang
dikaitkan dengan sektor (lapangan usaha) pembentuknya, atau dapat pula
diartikan struktur ekonomi sebagai komposisi peranan masing-masing lapangan
usaha dalam perekonornian.

Struktur perekonomial suatu daerah dapat dilitrat dari distribusi
persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok lapangan usaha yang
terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, sekunder dan kelompok lapangan
usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdbi dari lapangan usaha
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok
lapangal usa-ha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan;
Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi. Kemudian kelompok
lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran
dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan;
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa
Keuangan dan Asuransi; ReaI Estat; Jasa Perusahaan Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Terdapat tiga lapangan usaha utama yarrg menopang perekonomian
Kabupaten Tangeralg selama periode 2}la 2022, yaitu Industri Manufaktur,
Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor. Tiga lapangan usaha utama tersebut tetap masih menjadi penopang
utama perikonomian Kabupaten Tangerang dimana pada tahun 2022 share dari
Industri Manufaktur, Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor, masing'masing adalah 33,20 persen, 16,81 persen, dan
11,05 persen. Jika share lapangan usaha tahun 2022 dibandrngkan dengan
tahun 2O2 t, ternyata lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor mengalami penurunan share yang signifrkan dari tahun
2O2l sebesar 11,29 persen menjadi 11,05 persen di tahlur: 2022, Share yangjuga
mengalami penurunzrn adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,
Pertambangan dan Penggalian, Pengadaa Listrik dan Gas, Pengadaan Air,
Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Real
Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertallanan dan Jaminan
Sosial Wajib, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
Sedangkan sebagian lapangan usaha lainnya mengalami peningkatan bahkar
yang memiliki share terbesar yaitu Industri Pengolahan yang semula di tahun
2021 memiliki 33,12 menjadi 33,20 di tahun 2022, kategori Konstruksi yang
notabene mempunyai share terbesar kedua juga mengalami peningkatan yaitu
dari 16,15 di tahun 2021 menjadi 16,81 pada tahtxt 2022, kategori-kategori yang
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juga mengalami peningkatan dialtaranya Tranportasi dan Pergudangan, Jasa
Keualgan dan Asuransi dan Jasa Lainnya.

Gambar 3. 1

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2O22

0.98 1.712.52 0.51 '9 o.o3
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Tabel 3.1
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tangerang

atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Tehun2OLS-2O22

(2)

A

D

0)

Pertanlan, Kehutanan, dan Perikanan /
Agrlcullure Fo$tty and f lshlng
Perlambangan dan Penggalian /
Mining and Ouarrying

lndustrl Pengolahan I Manufacluring

Pengadaan Lislr ik d an Gas I eclricily and Gas

Pengadaan Ak. Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang / Waler Supply. Sewerage.

Waste Management and Remedialion Activilies

Konstruksi / L'ons,.uclron

Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi

Mobil dan Sepeda Molor /
wholesale and Relaillnde' Repair ol Motor
Vehi cles and Mol orcycles

Transportasi dan Pergudangan /
Transpor talion and Slorage
Penyediaan Akomodasi dan Makan [,,linum /
Accommodatlon and f od krvlce Activities
lnformasi dan Komunikasi /
Informat ion and Ccn tmu1i cal ion
.lasa Keuangan dan Asuransi /
F inanci a I and I nswa nce Acl ivit ies

Real tstal / R..,.1/tsla te Aclivitias

N Jasa Perusahaan I Busine$ Activities

Administrasi Pemcrintahan, Pertahanan dan
Jan]inan Sosial Wajib I Public Administralion

and Defence Compulsory Social Securily

Jasa Pendidlkan I Education

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/
lluman Health and SocialWuk Aclivities

5,68

0,04

35,86

3,81

0,06

L4,21

11,36

2,94

1,51

3,19

5,45

7,47

1,05

1,70

(3)

6,46

0,04

35,10

3,35

0,05

(4)

5,95

0,04

33,30

3,O2

o,o7

6,52

0,04

33,12

3,79

0,07

6)

5,33

0,03

33,20

3,08

0,06

E

F

G

l-l

14,85

11,59

3,08

1,52

5,20

7,42

1,10

7,76

2,78

o,47

1,60

148s

t1,74

3,05

L,49

3,61

5,46

8,39

1,08

1,89

2,93

0,51

1,60

16,1s

tt,29

3,20

1,46

3,54

5,67

8,16

1,00

1,80

2,72

0,53

1,53

16,81

11,05

)

K

L

M,

o

P

3,33

7,46

3,47

5,99

7,93

0,98

r,77

2,52

0,51

7,54

o

R,S,T.U lasa lalnnya I Otlwr Sdvices Activilies

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Perekonomian Kabupaten Tangerang pada Tahun 2O22 tumbuh cukup
signifikal dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan ekonomi
ta-hun 2O21 sebesar 4,70 menjadi 5,47 persen di talr:un 2022.

Namun demikian ada beberapa sektor yang melgalami kontraksi pada
tahun 2021, yaitu pertambanga-rr dan penggalian sebesar -12,20 persen. Dan
sektor Jasa Pendidikan sebesar -0,O2 persen

Sementara itu, terdapat tiga selrtor yang mengalami pertumbuhan positif
yang cukup signifikan pada tahun 2022, yatt:u Konstruksi, Penyediaan
Akomodasi dan Makal Minum dan Transportasi dan Pergudaagan, masing-
masing sebesar 8,25 persen, 8,34 persen, dan7,86 persen.

201 9 2020 2021'

2,65

o,44

7,54
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Tabe1 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang

atas Dasal Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahur2OIS-2O22

B

c

D

E

(1)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan /
Agrlculture, Farcstry and Flshing
Pertambangan dan Penggalian /
Mining and Quarrying

lndustrl Pengolahan / Manufactwing

Pengadaan Listrik da n Gas I Elect cilyandGas

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

dan Daur Ulang / ryaw Supply, Sewerage,

Konstruksi / Consrucllbn

Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi

Mobildan Sepeda Molor /
Wholesale and Retail fnde: Repair of Molot Vehicles

an4 Motarcycles
Transporlasi dan Pergudangan /
Tr ansporl a I ion a nd S lor a ge
Penyediaan Akomodasidan i4akan Minum /
Accommodalion and Food Seryice Activities
lnformasi dan Komunikasi /
hf or m al ion and Comm u nca I i on
Jasa Keuangan dan Asuransi /
Financlal and lrwrunce Activilies

Rcal Es].al I Realtslale Acltvilies

(2)

2,98

5,72

2,66

5,42

5,19

8,18

8,59

9,60

8,62

8,35

7,16

9,44

6,02

6,48

(3)

2,25

2,30

3,20

4,23

6,77

9,M

6,22

9,55

1,46

9,59

0,72

9,49

9,20

8,75

4)

2,84

-5,90

-8,74

-12,35

8,60

-3,29

.3,70

(s)

-0,84

-9,45

4,26

11,69

5,81

11,96

7,82

9,90

44s

5,!7

6,07

3,07

-2,2s

-o,76

.1,10

9,14

1,39

(6)

2,24

-r2,20

5,M

5,59

1,35

8,2s

3,21

7,46

8,34

5,85

6,81

5,19

4,45

1,09

-0,02

2,94

7,71

F

G

H

J

K

t

M.

o

P

-5,32

-5,53

9,72

,"56

1,96

.5,0O

-0,38

N Jasa Perusahaan I Buslness Aclivilies

Administrdsi Pemerintahan. Pertahanan dan

Jaminan SosialWajib I Public Adminislralian
and Defence Compulsory Social Security

Jasa Pendidikan / Educalion
4,25

9,6a

8,69

Jasa Kesehalan dan (eglatan Sosial/
Human Health and S6ial Work Aclivit ie;

R,S.T.I Jasa lainnya I Other Sevices Activities

Produk Dorladk Raglond Brub/ 5,80
A8 tugtbEl turxbMUd

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

5,56 -3,76 4,70 sA1

o

0,62

4,47

-5,11

PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita, PDRB
per kapita dimmuskan sebagai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan
iuhun. PDRB per kapita dapat memberikan gambaran mengenai laju
pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dan menggambarkan
perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penggunaan
indikator ini harus digunakan secara hati-hati karena pembangunan bukan
hanya sekedar meningkatkal pendapatan riil saja, namun harus
berkesinambungan, mantap dan harus disertai terjadinya perubahan sikap dan
kebiasaan sosial yang sebelumnya menghambat kemajuan ekonomi.

Bila PDRB suatu daerah dilagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di
daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per
kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per
kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahul: 2022, PDRB per kapita

tapangan Usaha / ,nduslry 2018 2019 2020 2021' 2022"

8,30

11,13

9,35



-153-

Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya,
dari Rp 44,11juta di tahun 2021 menjadi Rp 4'/,7a juta di tahrtn 2022, ata'o
mengalami kenaikan sebesar 8,31 persen dibandingkan tahun 2021.

PDRB per kapita merupakal pro>ry ukural pendapatan per kapita atau
dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan perkapita.
Kemampuan masyalakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat
dipengaruhi oleh pendapatan per kapita.

Tabel 3.3
PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2O|A-2O22

(1) (2) (3) (4) (s) (6)

PDRB per Kapita 0uta rupiah)

Per Capita GRDP (mi ion rupiahs)

PDRB per Kapita (US $)

Per Capita GRDP (million rupiahs)

Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)

Gtowthof Per Capila GRDP (percent)

35.16 31,91 41,91 44,11 41,78

2.465.93 2.684.12 2 882.91 3.082,85 3.217,11

5,91 8.0r 10,51 5,12 8,31

Sumber : BPS Kabupaten Tangeyang, 2022

3.1.2 Indeks Pembangunan Manusia
Pembangunan manusia dide{inisikan sebagai proses perluasan pilihal

bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting
untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup
manusia (masyarakat/ penduduk). IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk
dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan,
keiehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM pertama sekali diperkenalkan oleh
UNDP paCa ta}.un 1990 dan metode penghitungan direvisi pada ta.l.un 2010.
BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada
tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010,

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup
sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup
layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan
oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan
dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola
angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.
Pengetahuan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan
Lama Sekolah. Ratarata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun)
penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalankan pendidikan formal.
Harapan Lama Sekolah (HLS) dide{inisikan sebagai larnanya (tahun) sekolah
formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
mendaiang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita
disesuaikan, ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks
pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini
dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan
maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang
digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

2018 2019 2o2o I 2021'. 2o22',*Uraian I
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Untuk menganalisis kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang
perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian

Gambar 3.2
Indeks Pembangu.nan Malusia (IPM) Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022

72.97

72.29
7!.93 11.92

71.59

70.97

70.44
70.05

69.57

20t4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2027 2022

Sumber : BPS Kobupoten Tangerong

Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Tangerang terus
mengalami kemajuaa. IPM Kabupaten Tangerang meningkat dari 7O,44 pada
tahun 2016 menjadi 71,93 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM
Kabupaten Tangerang rata-rata tumbuh 0,70 persen pertahun. Pandemi COVID-
19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia
di Kabupaten Tangeraag. IPM Kabupaten Tangerang tahun 2020 tercatat
sebesar 71,92 atau turun O,Ol persen (menurrn 0,01 poin) dibandingkan tahun
2019. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Tangerang kembali meningkat sebesar
0,51 persen (meningkat 0,37 poin) dan meningkat kembali rlrenjadi 72,97
(meningkat 0,68 poin). Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun
2016-2022 menjadi sebesar 0,6 persen per tahun. Pada periode 2016 hingga
2021, pembangunErn manusia Kabupaten Tangerang berstatus "tinggi".

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga
aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar
hidup layak. OIeh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari
peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM,
indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun
ke tahun, kecuali tahun 202O. Perlambatan capaian IPM Kabupaten Tangerang
tahun 2020 disebabkan oleh men.urunnya pefumbuhan komponen pengeluaran
per kapita yang disesuaikan, sedangkan komPonen lainnya masih tetap tumbuh
positif.

Tabel 3.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang Menurut

Komponen T ahur't 20 16 -2022

Komponen 2016 20 18 2079 2020 2021 2022

Umur Harapan
Hidup Saat lahir
(UHH.Tahun)

69,37 69,47 69,61 69,79 69,89 69,93 70,28

Harapan Lama
Sekolah (HLS,
Tahun)

t2,tl 72,5r t2,8 t2,at t2,82 t2,44 12,85

73

72

7!

70

59

68

67
I

2077
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Komponen 20t6 20t7 2018 2019 2020 2021 2022

Rata-rata Lama
Sekolah (RLS,
Tahun)

4,23 8,27 8,27 8,28 8,39 8,61 a,92

Pengeluaran per
Kapita
Disesuaikan
(PKP, Jutaan
Rupiah)

11,863 I 1,914 72,179 72,476 12,273 72,427

IPM 70,44 70,97 71,59 7 t,93 7 r,92 72,29 72,97
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi rrmur
panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode
2016 hingga 2021, Peningkatan Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten
Tangerang saat lahir sebesar 0,56 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-
rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar O,16 persen per tahun. Pada tahun
2016, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Tangerang sebesar 69,37
tahun, sedangkal pada tahtxr 2O2l mencapai 69,93 tahun dan tah:un 2022
kembali meningkat menjadi 70,28.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu
Harapan Lama Sekotah dan Rata-rata l,ama Sekolah. Kedua indikator tersebut
terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hitngga 2022,
Harapan Lama Sekolah di Kabupaten TElngerang menirgkat sebesar O,74 tahun,
sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,69 tahun.

Pada periode 2016 hingga 2022, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata
tumbuh sebesar 1,2 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah
menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk Kabupaten Tangerang
yang bersekolah. Pada tahun' 2022, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten
Tangerang telah mencapai 12,85 tahun, berarti bahwa anak-anak usia 7 ta-hun
memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Sekolah
Menengah Atas (SMA). Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten
Tangerang tumbuh 2,17 persen per tahun pada periode 2016 htngga 2022.
Pertumbuhan yang positif ini mempakan modal dasar dalam membangun
kualitas manusia Kabupaten Tangerang yang lebih baik. Pada tahttn 2022,
secara rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tangerang usia 15 tahun
ke atas mencapai 8,92 tahun atau hingga kelas 2 SMP.

Angka Rata-rata Lama sekolah didefrnisikan sebagai rata-rata jumlah
tahun yang ditempuh oleh penduduk bemmur 15 tahun ke atas untuk
menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani, kesulitan dalam
peningkatan capaian Rata-rata Lama Sekolah karena selain masih tedapat anak
usia sekolatr yang tida-k menyelesaikan sekolah sampai dengan pendidikan dasar
sembilal tahun, masih terdapat penduduk usia dewasa yang belum
menyelesaikan pendidikan formal minimal sembilan tahun, haI ini dapat diatasi
melalui pendidikan kesetaraan paket B dan paket C, akan tetapi hal ini juga
tidak terlepas dari kesadaran masyara-kat untuk mengikuti pendidikan formal.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar
hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun
2022, Perrgeltt€rran per kapita masyarakat Kabupaten Tangerang mencapai
12,427 jtta per tahun, meningkat sebesar 154 ribu rupiah dibandingkan tahun
202t.

72,203
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3. I .3 Ketenagakeg'aan
Dalam hal pemenuhan kebututran sehari-hari, manusia memerlukan

mata pencaharian yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Untuk itu, hal mendasar yang dibutuhkan adalah dengan bekerja. Menurut BPS,
definisi bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan
maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau
keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.
Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatarr pekeda tak dibayar yang membantu
dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi. Penduduk yang telah tergolong sebagai
penduduk usia kerja adalah yang berusia 15 tahun ke atas.

Berdasarkan hasil Suwei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) taht;ra 2022
banyaknya penduduk usia ke{'a yang beke4'a di Kabupaten Tangerang ada
sebanyak L.A22.5L2 orang. Dari total pekerja tersebut, jumlah pekerja yang
bedenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding pekeda perempuan. Untuk
baayaknya angkatan ke{a di Kabupaten Tangerang di tahun y€rng sama
berjumlah sekitar 1.978.358 orang.

Tabel 3.5
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut

Golongan Umur di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

E
L Angltan lleilal Eoll,o nially Actilc

1 ,BekerjalWo*ing

2. Pengangguran TerbukalUnenploynent

Il. Bukan Angkatan lllejalEcononially lnactin

1. Sekolahl Attending khool

2. Mengurus Rumah Ta nggalHouxkeqing

3. hinnya/0tien

l 252 348

1 178 460

73 888

255 452

120 180

26 908

108164

726010

644 052

81 958

716 610

116 9 t4

571314

26 382

t 978358

I 822 512

155 846

972062

237 094

600222

134746

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Angkatan ke{a yang merupakan pasokan tenaga kerja diharapkan aktif
secara ekonomi dalam menghasilkan nilai tarnbah. Kualitas seorang penduduk
yang termasuk dalam angkatan kerl'a dapat dilihat salah satunya dari tingkat
pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi pendidikan yang dimitki
oleh pelamar keq'a, semakin tinggi pula kualitas yang dimiliki sebagai nilai
tambah dalam mencari pekerjaan. Di tahun 2022, 32,02 persen penduduk usia
15 tahun ke atas adalah tamatan SLTP ke bawah. Tamatan perguruan tinggi
hanya mencapai sekitar 9,25 persen dari total penduduk yang termasuk
angkatan ke{a.

Jenis f,elamin/Gorder
fegiatan Utama

llaln Actitity lakl-Laki
llolc

Pcr.mpuan
' Fenole

Jumlah

lotol

Jumhly'toto, 1 507 600 1i142 620 2 950a20



Tabel 3.6
Penduduk Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan

Tertinggi yang Ditamatkan Tah:ur: 2022

343 555 9M710 63,62

325 635 686 507 () 57

1 046 364 75,43

45 672 272839 83,26

Catatan Vote: 1 0. <Sekolah Dasat lSllls hinory'chool
l. Sekolah Menengah PetlamalJuniot High School

2. 5ekolah Menengah AtaslSenior High Sthool

3. Perguruan Tinggi/O/loge

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Secara keseluruhan penduduk yang bekerja, 32,24 persen diantaranya
bekerja di lapangal usaha industri pengolahan. Hal ini dapat dikaitkan dengan
barryalmya tenaga kerja di Kabupaten Tangerang yang sebagian besar lulusan
SMTA beke{a di bidang itu. Hal ini dikarenakan lapangan usaha tersebut pada
umurrnya membutuhkan kualifikasi pendidikan minimal SMTA, kecue[i
beberapa industri pengolahan berskala mikro dan kecil yang tidak terlalu
memikirkan kualifrkasi pendidikan yang tinggi. Pada tahun yang sama, sangat
sedikit penduduk usia 15 tahr:n ke atas yang bekeq'a di lapangan usaha
pertambangarl darr penggalian pada seminggu yang lalu.

0

2

3
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Pandldlkan

Tertinggl yang

Ditamatlan I

klucationol
Alfulnmentt

Bulan Angkatan ffia
llot Economicaly Active

Penduduk Urla f,crla .

Wofiing Age Populotion

PerJcrrt c Angkatan
l(e{a

,"r terhadap Pendudul Uiia

l(e{a
Ptrentoge of Eononlally

AcdYe to Worldng Age

Populotion

- : i -
(5) (8)

257 099

JumlrVlotol 972Mt 2 950120

(l)

1

57,05
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Tabel 3.7
Penduduk Berumur 15 Tahr:n Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang

Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten
Tangerang Tafu,xt 2022

Berusaha sendiri

Awn a@untw kel

Berusaha dlbantu buruhtidaktetap/buruhtidak

dihyar

Enplqa usisM by tenpuory wo*er/npoidwuku

Eerusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar

Etnployer osisted by pernonent workt/poitl worker

Bu rulVKaryawan/Pegaw ail bnpl oy tr

Pekerja bebas

hswlwuker

Pekerja keluarga/tak dibayar

Fo nity w u ke r /un poi d worker

385 141

109 916

1737

304327
'l 030 695

46 850 155 855

80 636 'll0 902

(2)

218 064

66 491

28766

126368

109 005

30 266

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Dari seluruh penduduk yang bekerja, 28,81 persen diantaranya berstatus
sebagai pekerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar,
maupun berusaha dibantu buruh dibayar. Selain itu, sekitar lebih dari 5o
persen penduduk bekerja berstatus sebagai buruh atau kar5rawan. Pekerja
bebas baik di pertanian maupun di non pertanian di tahun yang sama berjumlah
sekitar 8,55 persen. Pekeq'a keluarga atau pekerja tak dibayar jumlahnya
mencapai 6,09 persen.

Selain yang aktif bekerja, penduduk usia keda juga ada yang tennasuk
dalam penganggurzrn terbuka. Tingkat pengangguran terbuka (fYfl tahur:. 2022
mencapai 7,88 persen. Artinya, dari 100 orang yang termasuk angkataa kerja
sekitar 9 sampai 1O orang diantaranya tergolong pengangguran terbuka. Status
tersebut an tara lain sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha,
atau sebenarnya sudah diterima namun belum mulai bekerja'

St tur Pchrja.n Utnm.
lloln Enploynafi Stttw

Jumhly'Ioral

Lili-trti Percmpuen

llolc Funlc
Jumhh

fotal

(3)

167 077

41425

30 003

t 17E460 6$052 I t2l5l2
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Gambar 3.3
Tingkat Penggangguran Terbuka Kabupaten Tangerang
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Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2O22

Masalah pengangguran merupakan hal yalg selalu muncul setiap tahun.
Hal ini teq'adi karena banyaknya penawarEut pada pasar tenaga kerja sering kali
tidak seimbarrg dengan kebutuhan tenaga kerja di pasar lapaagan kerja. Selain
itu, kompetensi atau keahlian yang ditawarkan oleh para tenaga ke4'a terkadang
tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri yang membutuhkaa
tenaga kerja dengan keahlian tertentu.

Sekitar 4 persen pengangguran terbuka di Kabupaten Tangerang di tahun
2O2l tidak punya Ijazah Sekotah Dasar (SD). Pengaagguran terbuka paling
banyak merupakan tarnatan Sekolah Menengah Tingkat Atas' Jumlah ini
mencapai 56 persen dari total penganggur terbuka di Kabupaten Tangerang
pada tahun tersebut.

Dari keseluruhan pengangguran terbuka di Kabupaten Tangercng,72
persen diantaranya berstatus sedang mencari pekerjaan. Sementara 15 persen
lainnya sudah punya pekedaan tapi belum mulai bekerja. Termasuk pula
didalamnya adalah para tamatan SMTA. Lulusan SMTA ini yang masuk dalam
kategori penga-nggur terbuka juga sedang melalmkan usaha untuk mendapat
pekerjaan/usaha atau balftan sebenarnya sudah diterima bekerja namun
belum mulai bekerja. Dan pada tahun ini sekitar 14 persen penganggur
berstatus merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan ternyata tidak
terdapat pengangguran terbuka yang mempersiapkan usaha.

3.1.4 Kemiskinan
Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah

minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum
makanan yang setara dengan 21OO kilokalori per kapita per hari dan
kebutuhan pokok bukan makaran. GK digunakan untuk mengr.rkur beberapa
indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin
(headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-Pl),
dan indeks keparahan kemiskina-n (poverry severit5r index-P2). Penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis
kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Tabel 3.7 menunjukan
bahwa dari walrhr ke waktu GK terus meningkat seiring dengan
meningkatknya berbagai kebutuhan baik makanan atauprm non makanzrn.
Usaha untuk menekan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk
ffiiskifl juga mendapatkan tantangan yang cukup berat karena harus
berusaha untuk menaikan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
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yang terus meningkat. Lebih dari itu, pemerintah juga harus menjaga agar
penduduk yang hanya berada sedikit di atas GK unhrk tidak jatuh ke bawah
Garis Kemiskinan.

Secara umum, pada periode 2Ol5-2O22 tingkat kemiskinan di
Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun
persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin
pada periode September 2013, Maret 2015, September 2OL7, dan September
2018 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak
dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sedangkan pada periode September
2020 sampai dengan Mxet 2A2L kenaikan jumlah dan persentase penduduk
miskin disebabkan oleh mr:nculnya pandemi Covid- 19.

Tabel 3.8
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten

Tangerang Tahun 20 | 5 -2022

(1)',,

2015

20'16

20't7

201E

2019

2020

2021

(2)

37L431

405 902

421 486

45r325

476636

520 741

545 065

l9t,t2

182,52

191,62

190 05

19397

242,02

272,35

21052

sJl

s)9

539

5,18

5,14

6,23

1,12

6,92

I I

2A2 576112

Sumber : BPS Kabupaten Tangerarq, 2022

lndeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-F2)
memberikal gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara
penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan
pengeluaran di antara penduduk miskin.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah
tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman
kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-
masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan
kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran
diantara penduduk miskin.

Pada periode talntr: 202l-2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalarni penurunEln. Indeks
Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 1,O6, turun dibandingkan
tahun 2021 yang sebesar 1,21. Demikian juga dengan lndeks Keparahan

H ffi ffivffitr
r+FtfirTflitftr,iTI

IIEIE|I

@TE
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Kemiskinan, pada periode yang sarna mengalami penurunan dari O,

menjadi 0,26.

Tabel 3.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan L:deks Keparahan Kemiskinan

Kabupaten Tangeralg Tahun 2015-2O22

29

2015

2016

20't7

2018

2019

2021

2020

7077

o)

0,82

0,19

0,68

0,82

0,69

0,95

1,21

1,06

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

0!

0,18

0,18

0,13

0,2

0,14

0,n

0,29

0,26

3.1.5 Indeks Gini Ratio
Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau

ketimpangal agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol
(pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adanya
penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur oleh Gini
Ratio. Gini Ratio dibagi atas tiga level. Level pertama. menunjuld<an tingkat
ketimpangan yang rendah, yaitu berada pada kisaran 0 sampai 0,3. Level kedua
ketimpangan menengah yaitu antara 0,3 hingga 0,5. Level ketiga ketimpangan
tinggi yaitu berada di atas O,5. Gini Rasio Kabupaten Tangerang tahun 2022
sebesar 0,282 angka ini menurun dibandingkan dengan Gini Ratio 2O2L yang
sebesar 0,294. lni menartdakan level ketimpangan Pendapatan penduduk di
Kabupaten Tangerang masih tergolong pada level rendah.

lndck [eparahan (emlslinan

Powrty Suufty lndu
Tahun

fw
lndels l(cdalaman lkmlrlin

Pwuty Gop hrdu
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Gambar 3.4
Gini Rasio Kabupaten Tangerang Tahlur: 2Ol3-2O22
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3. 1.6 Proyeksi Indikator Makro Tahun 2023 dan 2024
Kondisi perekonornian tahun 2023 dan tahun 2024 diproyeksikan

mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dal: tahr:n 2022.
Hal ini ditunjukan dengan sudah tumbuhnya perekonomian Kabupaten
Tangerang pada tahun 2022 dan pada 2023 akan tumbuh pada kisaran 57o.

Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta mernperhatikan perkembangan
keadaan ekonomi di tingkat global, regional serta nasional dan melihat
perkembangan pandemi covid- 19 maka Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Tangerang diproyeksikan dapat mencapai kisaran 5,5 persen.
Kondisi tersebut dapat tercapai dengan asumsi perturnbuhan positif sektor
industri pengolahan yang memberikan dominasi sumbangsih pada
perekonomian Kabupaten Ta-ngerang. Dari sisi pengeluaran, membaiknya
perekonomian diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat
sehingga laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mampu mencapai 5'57o.
Selain itu berbagai lembaga internasional seperti World Bank, International
Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co- operation and
Development (OECD) memperkirakan ekonomi global pada 2023 akan tumbuh
pada kisaran 5o/o. Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta
memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di tingkat global, regional
serta nasional dan melihat perkembangan paademi covid- 19 maka Laju
Pertumbuhan Ekonomi Baflten diproyeksikan dapat mencapai kisaran 5,6
persen. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan asumsi pertumbuhan positif
sektor industri pengolahan yang memberikan dominasi sumbangsih pada
perekonomian Kabupaten Tangerang. Dari sisi pengeluaran, membaiknya
perekonomian diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat
sehingga la;u pertumbuhan konsumsi rumah tangga mampu mencapai 5%o.

Proyeksi kinerja perekonomian Kabupaten Tangerang berdasarkan

1. Kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada baik
ditingkat nasional, Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang yartg
akan dilaksanakan secara serentak tabt:rr 2024

2. Sektor unggulan pembentuk PDRB yaitu Selrtor Industri Pengolahan,
Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi
mobil dan sepeda motor, serta Sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan dapat tumbuh dengan baik seperti masa sebelum Covid- 19

3. Iklim investasi yang membaik sehingga banyak investor yang tertarik
menanamkan modalnya di Kabupaten Tangerang.

o-342
o.325

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202L 2022

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tatun 201.3-2O22
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Target Makro Daerah liabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah sebagai
berikut :

. Leiu pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,6 persen.

. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,51 persen,

. Angka kemiskinal diproyeksikan turun sebesar 5,94 persen

. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 73,55

. Indeks Gini diproyeksikan sebesar 0,28

Tabel 3.1O
Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang

Tahvn2O2l-2O24

3.2 Kebljakan Keuangan Daerah
Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan
subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negzrra dan merupakan elemen
pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusr:nan arah
kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan
perundangart, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang
diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Arah Kebijal<arr Keuangaa Daerah memuat realisasi dal proyeksi / target
serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

4.63 5,47 5,20-
5,47

5,1 1-
5,251

Laju
Pertumbuh
an Ekonomi
(LPE)

Persen

7,84 7,67 7,5r
Tingkat
Penganggur
an Terbuka

Persen 9 062

5,947,t2 6,92 6 58J

Tingkat
Kemiskinan
dan Jumla-h
Penduduk
Miskin

Perscn

73,5572,29 72,97 73,274

Indeks
Pembangun
an Manusia
(IPM)

Poin

o,2ao.294 U 242 o,2a5 Index Gini Poin

NO
URAIAN
INDIKATOR
MAKRO

SATUAN
CAPAIAN TARGET

202L 2022 2023 2024



-t64-

3.2. 1 Pendapatan Daerah
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daera-h berfungsi melaksanakan
kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi
dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi
pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola
pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, ma-ka secara bertahap
terus dilakukan upaya meningka.tkan kemandirian pendapatan daerah dengan
mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.

Upaya diatas dijabarkan lebih tekrris melalui upaya intensilikasi dan
Ekstensifikasi pendapatan daera-h. Adapun aktivitas yang berkaitan langsung
dengan upaya tersebut antara lain :

a. Intensifikasi
Intensilikasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tercapainya
optimalisasi pajak penerimaan daerah dari wajib pajak yang telah terdaftar
sebagai wajib pajak melalui upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan
wajib paiak tersebut untuk melaporkan dan memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentual yang berlaku.
1. Sosialisasi kepada wqiib pajak daerah terkait ketentuan perpajakan

daerah.
2. Monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pqiak dan retribusi daerah.
3. Pengawasan kepatuhan dan kebenaran kewajiban pembayaran pajak para

wajib pajak.
4. Optimalisasi pajak melalui pemeriksaan pajak.
5. Dukungan pemanfaatan dan pengembangan aplikasi teknologi sistem

informasi manajemen terkini guna meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.

b. Ekstensifikasi
Ektensifikasi adalah kegiatan yang bertujuaa meningkatkan jumlah wqiib
paj ak yang terdaftar dan perluasan cakupan subjek pajak dan objek pajak.
Upaya irri dilakukan dengan cara :

1. Pendataan dan survey subjek pajak dan objek pajak guna mengetahui
informasi berkaitan dengan objek pajak dan subjek pajak yang telah
memenuhi syarat tetapi belum terdaJtar sebagai wajib pajak. Ttrjuan a.ktrir
dari kegiatan ini diharapkan wajib pajak secara sukalela mendaftarkan
diri atau berdasarkal data yang dimiliki fokus melakukan pengukuhan
secara jabatan dan mengenakan pajak atas subjek pajak atau objek pajak
yang semula belum dikenakan pajak.

2. Koordinasi optimalisasi pajak daerah melalui kerjasama dengan instansi
terkait untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Arah kebilakan anggaran pendapatan untuk setiap kelompok pendapatan
adalah sebagai berikut :

1) Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah, arah ketrijakan mencakup :

a. Perencanaan target PAD mempertimbanglian realisasi penerimaan
tairhun lalu serta potensi dzin asr:msi pertumbuhari ekorromi yang
dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;

b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan
pqiak darr retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan
pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan
pengawasan atas pemungutan PAD yalg diikuti dengan peningkatan
kua-litas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan;
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c. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum
dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikedasamakan dengan pihak
ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;

d. Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun
retribusi serta melakukan pendekatan persuasif, agar mereka
mampu memenutri kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

e. Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil, agar
dalam pelayanannya dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tidak
berbelit-belit lagi seluruh subyek pajak dan atau retribusi daeral;

f. Kerjasama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu
dan mendukung kelancaral pemungutan pajak, retribusi dan
pendapatan daerah lainnya;

g. Mengintensifkan obyek pungutan yang telah ada sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

h. Mengkaji ulang sejumlah peraturar yarlg berkenaan dengan lainlain
pendapatan yang sah, agar dapat disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku sejalan dengan kemampuan ekonorni masyarakat.

2) Untuk kelompok pendapatan transfer, arah kebijakannya mencakup:
a. Peningkatan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam

rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh
Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk setiap obyek dari pendapatan
transfer sebagaimana peraturan peru.ndang-undangan yang berlaku;

b. Mengadalan komunikasi yang intensif kepada lembaga ditingkat
pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang
mengatur dan mengalokasikan dana transfer bagi kabupaten lkota;

c. Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah
ditetapkan oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat untuk
memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten
Tangerang sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari
Pemerintah Kabupatefl Tangerang.

3) Untuk kelompok LainJain Pendapatan yang Sah, arah kebijakannya
mencakup perkiraan penerimaan dari Biaya Operasional Sekolah (BOS);
Proyeksi Pendapatan Daerah Taht;r:, 2022 sebagaimana tercantum pada

tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tangerang

Tahun2O2l-2O25
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3.2.2. Belarla Daerah
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Urusan
Pemerintahan W4iib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka
ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan
terhadap perkembangan ekonottti daerah secara mal<ro ke dalam kerangka
pengembalgan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebij akan
d.alam pengelolaan keuangan daerah perlu disusr:n dalam kerangka yang
sistematis dan terpola.

Belanja Daerah menurut orgarisasi disesuaikal dengan susunan
orgalisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, dalam bentuk
program/ Kegiatan Berdasarkan peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 9O

tentang Nomenklatur Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daera-h.

Klasifikasi Betanja Daerah terdiri atas belanja operasi, beianja modal,
belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

1. Belanja operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-
trari Femlrintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
operasi sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:
a. Belanja pegawai;

Belanja pegawar digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
Kompensasi tersebut diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala
Daerah, pimpinan I anggola DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai
ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Provinsi Banten memberikan tambahan penghasilan
kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan
Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan penrndang-undangan. Tambahan penghasilan sebagaimana
dimaksud diberikan berdasarkan pertimbangan beban keg'a, tempat
berbugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau
pertimbangan objektif lainnYa.

b. Belanja barang dan jasa;
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)-bulan,
termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalarn rangka melaksanakan Program dan
Kegiatan Pemerintahan Daerah.

c. Belanja hibah;
Belanja yang bentuk belanjanya be:upa uang, barang, jasa dan/atau
surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau
perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wa,iib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus
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d. belanja bantuan sosial;
Belalja yang bentuk belarrjanya berupa transfer uang, barang atau jasa
yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna
melindungi masyarakat dari kemungkinan teg'adinya risiko sosial,
meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan
masyarakat.

2. Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode
akuntansi
Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dal aset lainnya.
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. Batas minimal kapitalisasi aset. Batas minimal kapitalisasi aset diatur

dalam Peraturan Gubernur.
Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau
bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
Belanja modal meliputi:
a. Belanja tarrah, digunakal untuk menganggarkan tanah yang diperoleh

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah
Daerah dan dala:rr kondisi siap dipakai;

b. Belanja peralatan dal mesin, digunakan untuk menganggarkan
peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat
elelrtronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
dalam kondisi siap pakai;

c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkal
gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan r:ntuk mengan
jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dirniliki dan/ atau dikuasai
oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset
tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap
dipakai;

f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang
tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah
Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos
aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belalja tidak terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran €rnggaran atas Beban APBD
untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran
atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
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Tabel 3.12
Realisasi dan eksi Belanja Kabu en Tangerang Tahul: 2O2|-2O25

Prsyeksi 2025

8.194-021.377 .427

2.497_023.S49.51S

2.5c0.176.772.312

188.073.055.500

8.148.000.000

1.611.855.517.632

78.742.896.506

237.401.390.38r

611.7 41.174.@9

677.964.107.378

6.005.949.268

30,000.000.000

30.000.000.000

730.850.134.078

309.196.332.605

504.188.391.926

7.566.1t8.029,111

Iotal Su.ruc/(Deaiiit) -290.000.000.000

Sumber : Bappeda Kabupaten Tangerang, 2023

Pengelompokan jenis belanja hanya merupakan pendekatan karena peny'usunan
RKPD 2024 tidak menggunakan Rincian Belanja, sehingga akan terdapat
perbedaan struktur belanja bila OPD telah melakukan input rincian dalam
dokumen RKA.

3.2.3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran

Pembiayaan.Penerimaan Pembiayaal daerah Kabupaten Tangerang bersumber
dari SiLPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada tahun 2024 draTokasikan penyertaan modal kepa.da BUMD LKM Artha
Kerta Raharja sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang

Xodc uralar Realisari 2022Realisasl2021 APBD 2023 RKm 2024

5

05.01 3.859,523.140.812 4.415.755.537.814 4,854.089.003.134 s-138.692-957.513

BELAT{.IA

8EI.AI{JA OPERASI

05.01.01 Belanja Pegawai 1.848.571.S82.738 2.1S1.189.803.213 2.282.262.153.29! 2.452.934.168.851

05.01.02 Eelanja Barang danJasa 1.539.029.757.368 1.943.227.065.244 2.375.605.794.343 2.411.018.090.472

295.040.019.35105.01.05 Eelanj. Hibah 449.922.940.706 188.073.055.500 256.425.920.363

05.01.06 Eelanja Bantuan Sosial 21.998.450.000 26.298.750.000 8.148.000.000 8.114.587.915

BCTAT'IJA MODAI. 1.245.790.580.493 1.553.274,196.271 1.446.034.536.983 1.309.492.542.23605.02

05.02.01 Eelanja lrodalTanah 437.105.252.384 342.022.122.332 78.7 42.896.506 212.129.517 .028

05.02.02 Selaoja Modal PeElatan dan Mesin 157.074.580.027 249.740.486.832 206.909.853.321 219.899.034.554

05.02.03 Belanja ModalcedunS dan B.nSuMn 710.911.934.794 s91.742.174.099 385.441.762.941

05.02.04 Belanja Modal .lalan, Ja.in8an, dan ldgaii 440.330.930.828

334.646.202.898

610.918.173.051 565.380.208.793 418.694.148.813

05.02.05 Belanja Modal tuet Tetap Lainnya 301.782.450 15.946.911.158 3.259.394.264 706.520.600

06.02.06 Belahja Modal tuet Lainnya 12.521.558.200

05.03 S€I.AI'UA TIDA( TERDUGA s9.978.229.445 39.545.157.166 50.000.000.000 30.000.000.000

05.03.01 Belanja TidakTerduBa 59.91A.229.445 39.645.157.155 50.000.000.000 30.000.000.000

05.04 BELA'{IA TRANSF ER 668.1L9,977 .23L 699.043.340.179 766.183.923.789 780.043.357.352

05.M.01 Eelanja BagiHasil 210.492.145.819 246.063.603.379 281.387.393.090 295.246.836.653

05.04.02 Belanja Bantuan Keuan6an 457 .821 ,811.412 452.979.735.8m 484.795.530.599 484.796.530.699

lunlah Eel.nia 5J33.711.927.981 5.7m,718,631430 7.116.307r53,905 7 .738.024.87 .201

315.431.701.421 ,09.565.165 29E -350.000.000.000 287.760.000.000

4. Belanja transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah
kepada pemerintah desa.Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja b"#
hasil dan belanja bantuan keuangan.
a. Belanja Bagr Hasil dianggarkal dalarn APBD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
b. Belanja bantuan keuangan Kabupaten Tangeraag terdiri dari bantuan

keuangarr kepada Pemerintah Desa dan Transfer Dana Desa
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Tabel.3. 13
Pem aan Kabu T

Sumber : Bappeda Kabupaten Tangerang, 2O23

Tahr;r:2024

7.116-107.453305

290.000 000.000

300.dro.d)0,000

300.00(1.000,000

tm.om-flm_000

10.000.qn.000

10.000.000 000

10.000.000.000

290.0m,omlrco

0

7.s66.7t8.029.137

nc.Is.5i 2021 Re.llia3l2022 aPoo 20al RKPD 2OI4

rod sudl!/lD!tulrl 115,4!1.701.1r24 109565.165.298 -r50.orr,ooo.0@ 2A7.760.0@.000

6

PENERI'VAAN PTMBIAYMJI srs.497 244.5r7 E50.90A.111,a79 !00,000.000.00r,06,01

535.491 .28l,677 850.908_111.t79 lso {xto om 000 100.000,000,00006.01.01
Sisa L€bih Perhilung:n AneaaEn Iahun

s3s.49r.2t4.617 850.908,111,379 t50-0@.0@,000 3@.@0.om.molhl.h Pcmdmr.n EmU.y..n
a50.908.111.379 0 12.240otx'.00006.02 PENGILUANAI PEMAhYAA]I

0 32.r99.297.110 0 12.240.000.0@'06 02.02 PenFrtaa. Mod3l Orcrah

0 12.199.297.7t0 12.240.000.000,unlih P.nt.lEan F.dU.y.an
535_497.2U.617 8t8.704.814.269

o

350.0@.0@,000 28r,r60.000.{xlo

t51r,9r9.023.918 92t.7r4.9',{]-567 0 0
Sl$ L.bih P.mu.y..n &t6.r.n D.lrrh

6.708.r8.631rt0 7.25a.028177.201TOTAI. APBO 5.8:8.711.927.981

I ----------------

!
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2024

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024 merupakan tahun

pertama dari penyelenggaraan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.
Dokumen RPD ini merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten
Tangerang Tahr:n 2005-2025 yaitu Tahap Usaha Peningkatan Berkelanjutan.
Arah kebijakan da-n sasaran pokok itPJPD Kabupaten periode tersebut
ditujukan untuk mencapai Visi dan rnisi pembangunan dalam RPJPD. Visi
pembangunan Kabupaten Tangerang, sebagaimana tertuang dalam RPJPD
Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025, adalah "Kabupaten Tangerang
Berdaya Saing didukung Masyarakat Madani". Untuk mewujudkan visi tersebut,
dalafi RPJPD Kabupatefl Tangerarig Tahun 2o0]2O25, dirufluskan 5 (tma)
misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkal kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang
mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mr:lia;

2. Mewujudkarr perekonomian daerah yang mqju dan berdaya saing berbasis
pada potensi keunggulan lokal;

3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan
proporsional

4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif;
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan

pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

RKPD Kabupaten Tangerang TaJr,;.:r:r 2024 mertlpakan penjabaran tahun
pertama pelaksanaan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Oleh
karenalya, sasaran dan prioritas pembangunaa daerah Tahun 2024
dirumuskan untuk mencapai target kinerja RPD Kabupaten Tangerang Tahun
2024-2A26. Substansi sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD
2024 memperhatikan :

1. Arah kebijakan Pemerintah dalam RKP Tahlan 2024.
2. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Banten dalam RKPD Provinsi

Barrten Ta}rtn 2024.
3. Arah kebijakan RPD Kabupatefl Tangerang Ta}::.tn 2024-2026 gsrra

mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun
2024.

4. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2OLL-2O31;

5. Hasil evaluasi RKPD tahun 2022 dan Pelaksanaan RKPD tahun berjalan;
6. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah kabupaten Tangerang sebagai upaya pencapaian target
pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten.

7. Identifikasi isu strategis serta penyelesaian terhadap masalah yang
bersifat r:rgen pada tahttr: 2024.

8. Pelaksanaan Pilpres dan Pemilu
9. Rangkaian Penyusunan RPJMD 2O25-2O3O (Penyusunan Rancangan

Teknokratik RPJMD dan Naskah Akademik)
lO. Rangkaian Penyusunan Perda RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2O25-

2045

Guna mewujudlcan pencapaian visi pembangunan jangka menengah
daeralr t:ahun 2024-2026, maka RKPD Tahun 2O24 difokuskan untuk
mewujudkan tujuan darl sasar€ul. yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten
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Tangerang Tahun 2024-2026 dengan mempertimbangkan dinamika
permasalahan pembangunan terkini dan juga diarahkaa untuk mendukung
terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional tahun 2O2O- 2024 serta visi
dan misi pembangnnan Provinsi Banten Tahuul* 2023- 2026.
Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat
Daerah di tingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menyusun
Rencana Kerja Tahun 2024 yang menjabarkan tujuan dan sasaran
pembangunan, isu strategis, strategi, dan ara.l. kebijakan serta prioritas
pembangunan.

4. 1. 1 Telaahan Ttrjuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahur: 2024
Trrjuan pembangunan sebagaimala tertuarg dalam pembukaan UUD

1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang
dijadikal landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan
dalam skala nasional maupun lingkup daerah' Dalam rangka mewujudkan
keselarasan tujuan dan Sasaran pembangunan aIrtar tingkatan pemerintahan,
maka perumusarr tujuan dal sasarari pembangunal Kabupatefl Tangeralg
turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunal Nasional dalam RKP

Tah.*t 2OC4, maupun tujuan dan sas€rran pembangunan daerah Provinsi
Banten dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, serta mengacu tujuan dan
sasaran pembangunan daerah yang henda-k dicapai pada tahun 2024 pada RPD

Kabupaten Tangerang Ta}:;xt 2024- 2026.-Kedudukan 
RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari

RPJMN Tahun 2020- 2024 melatatbelakangi komitmen pemerintah untuk
mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024
sebagaimana termuat dalam RPJMN setringga hasil pembangunan dihar"Fkan
dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan
stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Har ini guna menyediakan
prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah
periode selanjutnya (2025-20291. Dalam sudut pandang ini, RKP Tahwn' 2024
menjadi saniat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yalg
Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian
target-target sas€Iran akhir RPJMN Tahun 2O20 -2024, dan mendorong
teriiptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan
periode 2025-2029.

Sementara, sasaran pembangunan tahr:n 2024 adalah mengupayakan
pencapaian target-ta-rget pembangunan RPJMN Tahun 2O2O-2O24 dan
mefld;rong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2O25-

2029 melalui:
1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator

(a) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,7%
(b) tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,O-5,7o/o

(c) rasio gini sebesar 0,374-0,377 darr
(d) penurunan emisi gas rumah kaca/ GRK sebesar 27,27

2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai
manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator

(a) indeks pembangunan manusia sebesar 73,99-74,O2 dan
(b) tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5o/o

Sel,ain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahwn 2024 diarahkan
untuk meningkatkan nilai tukar petani/NTP sebesar 105-108 dan nilai tukar
nelayan/NTN sebesar 107- 1 10.



Tema RKP Tahun 2024 adalah :
sMempercepat Transformasi Ekonoml ya[g Inkluslf dan BerkelanJutan'

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, dttetapkarr
delapan arah kebijakan pembangunan yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangr:nan Rendah Karbon dan Tralsisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan lbukota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan ta}run 2024,
ditetapkan strategi pembangunarl yang melekat pada masing-masing arah
kebijakan sebagaimana berikut :

1. Pengu.rangan kemiskinan dan penghapusar: kemiskinan ekstrem
dilakukan dengan :

a. Memanfaatkan dan memutalhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi
(Regsosek) unruk peningkatax akurasi program perlindufigafl social.

b. Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan social.
c. Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan.
d. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan'
e. Peningkatn kualitas konsumsi pangan.

2. Arah kebljakan Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan dan
Pendidikan dilakukan dengan :

a. Memperkuat penyelenggaraan tata Kelola kependudukart
b. Reformasi system perlindungan social.
c. Meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan

semesta.
d. Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas.
e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda.
f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

3. Arah kebijalan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
dilalrukan dengan;
a. Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industry yang didukung

percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok
b. Menyediakaa iklim yang kondusif dalam Penyusr:nan Riset Nasional

4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha dilakukan dengan;
a. Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi
b. Meningkatkan nilai tambah dan Daya Saing Ekonomi
c. Mewujudkan investasi yang Berkualitas melalui Penciptaan iklim

investasi yang ramah dan kondusif'
d. Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi
e. Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing

perta.nian dan kelautan perikanan
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi

dilakukan dengan;
a. Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sector prioritas

(energi berkelanjutan, pengelolaal lahan berkelanjutan, industry
hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan

Pesisir).
b. Konservasi lahan produldif.
c. Menguatakan transisi energi melalui pemerataan a'kses energi

berkeadilarr.
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Secara rinci I (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagar
berikut:

1. fuah kebijalan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan
untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan
pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,Oo/o;
b. Ilroposi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial

sebesar 917o;
c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan Nilai T\rkar Nelayan sebesar

r05-107.
d. Drrkungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

. MP reformasi sistem perlindungan sosial;

. MP food estate fkawasan sentra produksi paagan); dan

. MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat
Domberay.

2. AraI'L kebijakan peningkata-n kualitas SDM: kesehatan dan pendidikaa
dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem
pendidikaa dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
a. Frevelansi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar

L7 ,50/o;
b. Insidensi TB 2ll per 1O0.000 penduduk;
c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatal sesuai

standar sebesar 717o;
d. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan

tinggi sebesar 43%;
e. Persentase Surnber Daya Manusia IPTEK (dosen,

peneliti, perekayasa) berkualifftasi 53 sebesar 17,48Yo;

d. Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas,
berkelaajutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.

6. fuah kebljakan Percepatan Pembangunan Infrastrut<tur Dasar dan
Konelrtivitas dilakukan dengan;
a. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan

permukimal layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan
maupun pengentasan permukiman kumuh.

b. Meningkatkan pertahanan air di tingkat wilayah sungai melalui
penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air

c. Meningkatkaa sinergi dan kolaborasi pengelolaal sumber daya air
dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkal
ketahanan kebenca.naan di setiap wilayah.

d. Meningkatkan SDM, sarana dan prasaranan layanan keselamatan dan
keamanan transportasi.

e. Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan
aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP
(Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan).

7. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Ibukota Nusantara dilakukan
dengal;
a. Membaflguan Gedung pemerintahal darr hunial.
b. Membangtrn infrastruktur utama

8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024 dllaJc;J<an dengan ;

a. Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal
b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan.
c. Mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
d. Mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
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f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24
tahun; dal

g. Angka partisipasi kasar Pergurungan Tinegi (PI) sebesar 3L 
'89o/o.Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

. MP reformasi kesehatan nasional; dan

. MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan
pelatihan vokasi r:ntuk industri 4.0).

3. Arah kebijakan penanggulangan penangaran disertai dengan peningkatan
decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai
dengan pencapaian:
a. Proposi peke{a yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan

tinggi sebesar 43%;
b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar

48o/o

c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yaflg kompeten
dan profesional sebanya-k 50.000 orang; dan

d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka walrtu 1

tahun setelah kelulusan sebesar 60,7lo/o.
4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakulan untuk

tevitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan
pencapaian:

a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,29'r;
c. Nilai devisa pariwisata sebesar US$ 1,76-6,06 Miliar;
d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3oh; darr
e. Nilai tambah ekonomi kreal<tif sebesar Rp. 1.279 triliun. Dukungan

terhadap Major Project (MP), antara lain:
. MP destinasi pariwisata prioritas; dan
. MP pengelolaan terPadu UMKM.

5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
dilakukan untuk industrialisasi serta riset dzrn inovasi, yang ditandai
dengan pencapaian:

a. Pertumbuhal inustri pengolahan sebesar 5,4-5,9'/.
b. Konstribusi PDB industri pengolahan 20,6%
c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan

yang dihasilkan sebesar 10
d. Peringkat Global Innovation Index 75-8O;
e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-

6,6,08%; dan
f. Konkibusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
. MP kawasan industri prioritas dan smelter.

6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon
terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan
transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Persentase penurun€ur emisi gas rumah kaca sebesar 27,O2ok;
b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar L.778,2

GW;
c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar

Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61
perusahaan; dan

d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 67o'
Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
. MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah 83; daN
. MP akselerasi pengembangan enegr"i terbaharukan dan
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konservasi energi.
7 . Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain:

air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan
sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang
ditandai dengan pencapaian:

a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m3/detik;
b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses

sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak,
termasuk I 1,5 aman);

c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air
minum layak sebesar 97 ,5o/o;

d. Masyarakat pengguna intemet sebesar 8o,7o/o; dan
e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optic

kumulatif sebesar 507o.
Duk-ungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

. MP reformasi sistem kesehatan nasional;

. MP transforrnasi digital;

. MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan

. MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.

8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk
fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
b. Luas area pembangunaa Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha. Dukungart

terhadap Major Project (MP), antara lain:
. MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

4.L.2. TeLaahan TUjuan dan Sasaran Pembalgunan Provinsi Banten Tahun
2024

Tahtn 2024 merupakan tahun kedua dari penyelenggaraan RPD Provinsi
Banten Tahwt 2023'2026. Dokumen RPD ini merupakan periode keempat dari
RPJPD Provinsi Banten Tahun 2O05-2025 yaitu tahap modernisasi. Arah
kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode tersebut ditujukan untuk
mencapai Visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi
Barten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2OO5-
2025, adalahlBant"t yang Mqiu, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan lman dan
Taqwa". Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Ilrovinsi Banten Tahun
2OO5-2O25, dirumuskan 4 (empat) rnisi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya,
Sehat dan Cerdas;

2. Merrujudkafl Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata
dan Berkeadilan

3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Ala"' dan Lingkungan Hidup yang
Lestari; darr

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan
Berwibawa.
Berpedoman pada lisi dan misi RPJPD, dan berdasarkal hasil evaluasi

RKPD Provinsi Banten Tahun 2O23, menetapkan tujuan dan sasaran
pembalgunan sebagai berikut :
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Tabel 4.1
Visi, Misi, Tlrjuan dan Sasaran

VISI:"BANTENYANGMAJU,MANDIRI,SE.IAHTERABERLANDASKANIMAN
DAN TA IA/A

63,4655,00Indeks
Pembangunan
Keluarga
(satuar oilai)

Meningkatnya
Kualitas
Keluarga
Seja-htera

Tingkat
Kemiskina-n
6,25v" (20221
menjadi 5,49%
Qo24l

Terwujudnya
KesejahGraan
Masyarakat
melalui
peningkatan
kualitas
sumberdaya
manusia

1 Mewujudkan
Masyarakat
Sejahtera
yang
Berakhlak
Mulia,
Berbudaya,
Sehat dan
Cerdas o,6750,655lndeks Desa

Membangun
(satuan: nilai)

Meningkatnya
Pemberdayaan
Masyarakat
desa darr
daerah
perbatasan

7,73 
JProporsi

penduduk
miskin yang
mendapatkan
pelayanan
sosial (satuan
persen)

Meningi<atnya
Pelayanari
Sosial

6s,5465,OOTingkat
Partisipasi
Angkatan
Kerja (satuan:

I persen)

Meningkatnya 
J

Ting,kat
Partisipasi
Angkatan Keda
rTPAK)

Tingkat
Pengangguran
Terbuka 8,82%
(20221Meni^di
a,5,o/o (2oo4l

9,209,00Rata-rata
Lama Sekolah
(satuan :

tahun)

Meningkatnya
Pemerataan
Akses dan
kualitas
pendidikan
masyatakat

Indeks
Pembangunan
Manusia (lPM)
73,Oo QO22l
menjadi 73,55
(2O24!.

13,9313,50Harapan Lama
Sekolah
(satuan
:tahun)

70,5470,20Angka
Harapan
Hidup
(satuan:tahun)

MeninBkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat

23,OO24,OOPrevalensi
Stunting pada
Balita (satuan
persen)

93,3592,79Indeks
Perrbanguna.rr
Gender
(satuan: nilai)

Meningkatnya
pembangunan
da.n
pemberdayaan
berbasis
gender

56,2353,83lndeks
pemba-ngunart
kebudaJraen
(satuan : nilai)

Terbentuknya I

Karakter dan 
1

iati diri
masyarakat
yang beral<hlak
milia dan
berbudaya

50,1749,00Indeks
Pembangunan
Pemuda dan
Olah Raga

Tahun
202+

Awallndikator
SasaranSasaranlndikator

TujuanTujuarrMisiNo
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(satuan
nilai)

3,90 4,92Pertumbuhan
Modal Tetap
Bruto (PMTB)
ADHB (satuan
; Persen)

Menirgkatnya
Iklim Investasi
Modal Tetap
dan Usaha
Bruto (PMTB)
ADHB (satuan

I-aju
PertumbuhaJr
Ekonomi 5,0O%
(2022) menjadi
5,11 -5,25
(2o24].

Terwujudnya
pemerataan
pcmbangunan
dan kualitas
petumbuhan
ekonomi

Mewujudkan
Perekonomia
n yang Maju
dan Berdaya
Saing secara
Merata darl
Berkeadilan

2

4,95 5,06LPE sektor
industri
(satuan :

persen)

Meningkatnya
Kontribusi
indusEi Sektor
todustri dal
perdagangan

3,042,taLPE sektor
perdagangan
(satuan
:persen)

4,444,35LPE Sektor
Pariwisata dan
Ekonomi
Ikeatif (satuan
: persen)

Me1lingkatnya
Kontribusi
Pariwisata dan
Ekonomi
I(reatif

0,800,60LPE Seldor
Pertanian dan
Kelautarl
(satuan:persen
)

Meningkatnya
Kontribusi
Sektor
Pertanian dan
Kelautan

TingglTinggilndeks Daya
Saing
Infrastruktur
(sah:ar!: level)

Meningkatnya
Kualitas daIr
Kuantitas
Infra8truktur
Dasar dan
Inlrastruktur
Strategis

lndeks
williamson
o,623-2022
menjadi 0,620 -
2024

12,303t2.lMeningkatnya
Daya Beli
Masyarakat

Indeks Gini
0,360 (20221
menjadi 0,349-
2024

62,95 63,04

Pengeluaran
Per Kapita
Pertahun yang
Disesuaikart
(Satuan : Ribu

tndeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup (satuan
: nilai)

Ru
Menimgkatnya
Kualitas
Lingkungan
Hidup dan
Hidup
Pengelolaan
Sumber Daya

Penurunar!
Emisi Gas
Rumah Kaca
L6,OO% l2o22l
menjadi
ta,ooo/o -2024

Terwujudnya
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup untuk
mendukung
pembangunan
yang

3 Mewujudkan
Pengelolaan
Sumber
Daya Alam
darr
Lingkungan
Hidup yang
Lestari

145,31148,0Olndeks Resiko
Banca-na
(satuan : nilai)

Meningkatnya
Mitigasi,
Bencana
Kesiapsiagaan
dan Tanggap
Darurat
Bencana

73,t666,37Nilai SAKIP
Pemerintah
Proviflsi
(satuan : nilai)

Meningkatnya
Penyelenggara.a
n Reformasi
Birokrasi

Indeks
Reformasi
Birokrasi 65-
2022 me$adt
7t -2024

Mewujudkan
Penyelenggar
aarl
Pemerintaha
n yang Baik,
Bersih, dalt
Berwibawa

Terwujudnya
Tata Kelola
Pemerintahan
Yang Baik,
Bersih dan
Berwibawa

4

84,3080,00Indeks
Pengelolaan
Keuangan
Daera-h
(satuan : nilai)

No Misi Tujuan Indikator
\juan Sasaran

Indikator
Sasaran

Kondisi
Awal

t2022)*

'larget
Tahun
2024
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3-Feblndeks
Persepsi Anti
Korupsi
(satuan : nilai)

3-Feb

3,49lndeks
Persepsi
Kua.litas
Pelayanan
(satuan : nilail

3,46

Cukup
Tangguh

Indeks
Ketaha-na.rl
Nasional
Provinsi
Banten
(satuan: level)

Cukup
Targguh

Meningkatnya
Stabilitas
Ketahanan
Nasional di
Provinsi
Banten

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana
pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen
p.r.ncanu.un pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mempedomani RKP,

melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan
nasional dengan prioritas pembangunan Daerah. Tema RKPD Provinsi Banten
Tahun 2024, dengan memperhatika,n arah kebiiakan pembangunan dalam RPD
Tahrar 2024 dan tema RKP Tahun 2024, adaTah:

uPemantapan Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi
Sebagai Kerangka Tahap Modernisasi'

Permasalahan-permasalahan pembangunan merupakan analisis
kesenjangan kineda penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil
evaluasi RKPD, .rr.li"is arah kebijakan RPJPD, serta analisis arah kebijakan
RPJMN. Permasalahan- permasalahan pembangunan tersebut adalah:

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
2. Ekonomi di Banten Selatan masih tertinggal dan Pengemba-ngar sektor

prospektif di Banten Utara belum maksima-l;
S. tingginya risiko bencana alam, dan perubahan iklim, serta belum

optimalt ya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi belum optimal; dan
5. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraait PEMILU.

Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu-isu strategis
daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana. Isu-isu strategis
daeralr Takun 2024 adala-h:

1. Daya sairrg sumber daya manusia yang kompetitif;
2. Sumber daya ekonomi unggulan dan potensial yang berdaya ungkit;
3. Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup, berkelanjutan;

dan
4. Reformasi birokrasi dan Demokrasi yang harmonis.

Hierarki prioritas pembangunan daerah Tahvn 2024 berdasarkan hasil
analisis adalah:

1. Meningiatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatankualitas
surnberdaya manusia

2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhal
ekonomi;

3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidupp untuk mendukung
pembangunan yang berkelanj utan;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;

No Misi T\rjuan todikator
Trrjuan

Sasaran
lndikator
Saearan

Kondisi
Awal

t2022Y

Target
Tahun
2024
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5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU.

Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Banten Tahvn 2024 adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,l l"/o-5,25o/o
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,517o
3. Tingkat kemiskinan sebesar 5,497o
4. Rasio Gini sebesar 0,349
5. Indeks Pembangunan Malusia sebesar 73,55

4. 1.3. Telahaan T\rjuan dan Sasaran Pembangu.nan Kabupaten Tangerang
Tahtu2024
Berpedoman pada visi dan misi RPJPD dan berdasarkan hasil evaluasi

RPJMD Kabupaten Tarrgerang Tahun 2Ol9-2O23 serta memperhatikan RPJPMN
2O2O-2O24 dan RPD Provinsi Banten 2023-2024, Pemerintah Kabupaten
Tangerang merekonstruksi pencapaian visi RPJPD dalam Rencaria
Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2024'2026.

Berdasarkan pertimbaagan dari visi dan misi RPJPD Kabupaten
Tangerang 2OO5-2O25 dan berdasarkan pada analisis arah kebljakan RPJPD
tahap IV serta memperhatikan isu strategis Kabupaten Tangerang, maka
dirumuskan Tujuan Pembangunan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026
sebagai berikut :

Tabel 4.2
Perumusan uan RPD Kabu ten Tan 2024-2026

T\rjuan dan sasaran pembangunan Tahlur, 2024, merupakan ru.mus€rn
kondisi yang akan dicapai atas capaian kinerja pembangunan pada pelaksanaan
tahun Pertama dari RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023- 2026. daJam

Mewujudkan kualitas sumber daya
manusia KabuPaten Tangerang Yang
mandiri, berdayasaing tinggi dan
berakhlak mulia dan Mewujudkan
pelayanan dasar bagi masyarakat secara
merata dan proporsional (Misi 1 dan Misi
3)

Mewujudkan perekonomian daerah yang
maju dan berdaya saing berbasis pada
potensi keunggulan lokal dan
Mewujudkan pelayanan dasar bagr
masyarakat secara merata dan
proporsional (Misi 2 dan Misi 3)

2 Meningkatkan Kondusifitas
Daerah dengan Pengembangan
Perilaku Masyarakat yang
Berlandaskan Keagarrraan,

3 Meningkatkanpertumbuhan
ekonomi yang berkelanj utan
dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat
secara komprehensif

Toleransi dan Goton Ro

I MeningkatnyaKualitas
Sumber Daya Malusia

Inte PublikPe

Mewujudkan tata pemerintahan yang
baik, demokratis dan partisipatif; dan

5 MeningkatkanPengembangan
Infrastruktur yang Terpadu
dan Berkelanjutan

Mewujudkan pembangunan yang
terpadu dan serasi dengan pendekatan
pengembangan wilayah berbasis
ekonomi dan ekologi.

Tujuan RPDMisi RPJPD

4 Meningkatkan Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan yang
Baik melaiui Digitalisasi dan
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rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil dengan target
indikator seperti yang disajikan pada tabel 4.2.

73,55Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)1

Meningkatnya
Kualitas Sumber
Daya Manusia

0,69
Meningkatkan
Kualitas
Pendidikan

Indeks Pendidikan

0,78Indeks Kesehatan
Meningkatkan
Kualitas
Kesehatan
Meningkatkan
Daya Saing
Pemuda

Indeks Pembzurgunan
Pemuda

62,67Indeks Pemberdayaan
Gender

Meningkatkan
Partisipasi
Perempuan
da]am
Pembangunan

1,3l,aju Pertumbuhan
Penduduk

Meningkatkan
Pengendalian
Penduduk

Indeks Kesalehan Sosial

Meningkatkan
Kondusifitas Daerah
dengan
Pengembangan
Perilaku Masyarakat
yang Berlandaskan
Keagamaan,
Toleransi, dan
Gotong Royong

2

2,14Indeks KetentrEirnari dajr
Ketertiban

Mer,r'ujudkan
Lingkungart
yang Kondusit
Aman, dan
Tertib

5,11-5,25l,aju Pertumbuhan
EkonomiJ

Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi yalg
berkelanj utan dalam
rangka mewujudkan
ke sej ahteraan
masyarakat secara
komprehensif

7 ,SrTingkat PeDgarEguran
Terbuka

5,94Persentase Penduduk
Miskin

3.08Laju Pertumbuhan Sektor
Pertanian, dan Perikanan

Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi
Daerah Sektor
Unszulan

5,12Persentase Rea.lisasi
Investasi (PMA/ PMDN)

Tabel 4.3
T\.rjuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

Tahun2024
No Tujuan Sasaran Indikator Target 2024
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22,73Persentase Daya Saing
Produk Unggulan lnkal

3,41Persentase Peningkatan
Kunjungan wisatawan

Mcningk rtkan
Kemandirian
Desa

77,50Indeks Ketahanan Pangan
Meningkatnya
Ketahanan
Pangan

67 ,A5
Tingkat Partisipasi
Angkatan Keda

Meningkatnya
daya saing
tenaga kerja

L,44yoPersentase PPKS yang
Berdaya

Meningkatnya
cakupan
penanganan
PPKS

73Indeks Reforrnasi Birokrasi4

Meningkatkan
Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan yang
Baik melalui
Digitalisasi dan
Integrasi Pelayanan
Publik

76Nilai SAKIP

Meningkatkan
Kua.litas Tata
Kelola
Pemerintah

0,520Nilai Indeks Kemandirian
Fiskal

WTP

7tlndeks Profesionalitas ASN

Maturitas SPIP Terintegrasi

3,t7Indeks SPBE

Indeks Pelayanaa Publik

Indeks Kepuasan Layanan
Infrastruktur5

Meningkatkan
Pengembangan
Infrastruktur yang
Terpadu dan
Berkelanjutan

32o/o
Indeks Pembangunan
Infrastruktur

Meningkatkan
Pemerataan dan
Kualitas
Infrastruktur

37%
Persentase Realisasi Pola
Pemanfaatan Ruang Sesuai
RTRW

0,9439

Rasio Luas Kawasan
Permukiman, Perumahan
dan Pemalaman yang
layak

No Trrjuan Sasaran Indikator Tareet 2024

Indeks Desa Membangun o,7307

Opini BPK

4,2

70



-182-

Untuk Proyek Strategis Provinsi tahtn 2024 pada RPD Provinsi Banten
Tahrxr 2023-2O26 di Kabupaten Tangerang :

1. Peningkateur Kapasitas Jalan; - Peningkatan status jalan ruas jalan eks
kabupaten/kota (60 krn); - Rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan'

2. Rehabilitasi daerah irigasi pada 2O daerah irigasi (kewenangan provinsi);
3. Pembangunan USB, RKB dan bangunan pendukung SMA, SMK dan SKh

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang merupakan
pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional
serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan
melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down'
Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian
semua 

"asaral 
dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah

yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua
pemangku kepentingan.

Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayfi maka
dala:rr penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten
Tangerang turut mengacu arah pembangunan kewilayahan yang telah
ditei=apkan dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2O20

Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya-h Kabupaten Tangerang Tahun 2O11-.2031
yaflg untuk mewujudkafl Daerah sebagai pusat kegiatafl Industri, perrrukhlafl,
-dan- 

pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yarlg berwawasan
lingkungin dan berdaya saing menuju masyarakat madani melalui
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.

Arah pembangunan wilayah yang diamanatkan dalam RPJMN 2O2O-2O24

di Provinsi Banten dengan lokus di Kabupaten Tangeralg yaitu :

1. Pengembangan Kawasan Perkotaan
. Feningkatan kualitas wilayah Metropolitan Jakarta

(Jabodetabekpunjur), termasuk wilayah Tangerang Raya di Provinsi
Banten.

2. Pengembalgan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan
Transmigrasi
. Pembangunan Desa Terpadu. Kelembagaan dan Keuangan Daerah
. Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-

daerah di Provinsi Banten;
. PeningJ<atan pelayanan pertanahan;
. Penyelenggaraan penataan ruang

o.76Rasio Konelrtivitas
Kabupaten

56,25Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

Meningkatkan
Kualitas Hidup
yang Sehat dan
Tangguh
Terhadap
Bencana

1,20L:deks Resiko Bencana
(rRBr)

No Tujuan Sasaran lndikator Target 2024
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4.2. Prioritas Pembangunan Tahwn 2024
Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan

nasional. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Tangerang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pembang.unan Pemerintah Provinsi Banten
dan Pembangunan Nasional, sehingga perumusan prioritas pembangunan RKPD
Kabupaten Tangerang Tahun 2024 harus saling bersinergi dan
berkesinambungan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2024 maupun RKPD Prorrinsi Banten Tahvn 2024.

4.2.L Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024
Sasaran dan prioritas penJrusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan

untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembaagunan Sumber Daya Manusia (SDM), rrembangun SDM pekerja
keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktr:r, melanjutkan pembangr:nan infrastrulrtur
untuk menghubungkan kawasal produksi dengan kawasan distribusi,
mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomial red<yat;

3. Penyederhaaaan Regulasi, menyederhanakarr segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan undang-
urrdarrg Cipta Kerja;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan
lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang paljang, dan
menyederhanaka n eselonisasi; dan

5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern
yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmr:ran bangsa demi
keailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut,
diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilalcukan,
sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama
untuk mendorong perhtmbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan
dan rnensejahterakan secara adil dan merata. Pembangr:nan ekonomi
akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, irrklusif dan berdaya saing
melalui:
a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan

pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan
perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrolishery industry'
kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan
digitaf.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan
Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
g). Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan

Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1). Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
2). Peningkatan pasokan bahan bakar rrabati
3). Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
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4). Peningkatan pemenuhan energi domestik; darr
5). Pengembangan industri pendukung EBT.

h). Peningkatan kuantitas/ketahanan air r:ntuk mendukung
pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1). Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
2). Pengelolaan hutan berkelanjutan;
3). Penyediaan air untuk pertanian;
4). Penyediaan aL baku untuk kawasan prioritas;
5). Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan

ekosistemnya terrnasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau;
dan

6). Pengembangan waduk multiguna.
i). Peningkatan ketersediaal, akses dan kualitas konsumsi pangan,

dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1). Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan

biofortifikasi pangan ;
2). Peningkatan ketersediaan parrgan hasil pertanian, perikanan dan

pangan hasil laut secara berkelanjutan;
3). Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber

daya manusia (SDM) pertanian, perikafiart dan kepastian pasat;
4), Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber

daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
5). Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

j). Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan,
dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1). Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan

penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan
ruang laut;

2). Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
3). Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai

tambah produk kelautan dal perikanan;
4). Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan

usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap
pengelolaan sumber daya; dan

5). Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta
database kelautan dan perikanan.

k). Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM),
dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1). Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha

Menengah Besar;
2). Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi

whausaha;
3). Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
4). Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

e). Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil,
dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1). Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian,

kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir
21. Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam,

termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri
terutama di luar Jawa;

3). Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan
pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan
rantai pasok;

41. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha
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kreatif dan digital;
5). Perbaikau ildim usaha dan peningkatan investasi, termasuk

reformasi ketenagalerjaan; dan
6). Pengembangan industri halal.

f). Peningkatan ekspor bernilai tambah tinegi dan penguatan Tingkat
Kandutrgan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1). Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk

Ekspor dan Jasa;
o . Peningkatan alses dan pendalaman pasar ekspor;

. Pengelolaar Impor;

. Peningka.tan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam
c
4

Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
5). Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
6). Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi

Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif;
dan

7). Peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/ Free
Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership
Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi'

g). Penguatan Pilaf Pertumbuhari dan Daya Saing Ekonomi, dengaa
kegiatan prioritas, yaitu:
1). Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
2). Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4'0;
3f . Peningkatan Sistem lagistik dan Stabititas Harga;
4). Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri

Pengolahan dan Pariwisata; dan
5). Peningkatart Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi

Perkembalgan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman,
Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yarrg Berkualitas dan Berdaya
Saing.
Manirsia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju
pembangunan yang inklusif dal merata di seluruh wilayah. Pemerintah
indonesia berkornitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing
SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif,
terampil, darr berkarakter, melalui:

a) Pengendalian penduduk darr penguatan tata kelola kependudukan;
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan
harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemalfaatan ruang.
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan
keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah,
b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah beium

berkembang,
c) Peningkatan daya saing wilayah yang ir*lusif'
d) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan

dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara

merata,
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c) Peningkatan akses dal kualitas pelayanan kesehataa menuju
cakupal kesehatan semesta;

d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e) Peningkatan kualitas anak, perempual, dan pemuda;
f) Pengentasan kemiskinan; dan
g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan
Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
a) Pengerrdalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:

1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
3) Pendampingan dan La5ranan Terpadu; dan
4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian

Penduduk.
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan

kegiata-n prioritas, yaitu:
1) Sistem jamina-n sosial nasional;
2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
3) Kesej ahteraafl Sosi6l.

c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan
prioritas, yaitu:
i) Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan

kesehatan reproduksi;
2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
5i Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan

makanan.
d) Peningkatan pemerataan layanal pendidikan berkualitas, dengan

kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan;
4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.

e) Peningkatan kualitas anak, perempual dan pemuda, dengan
kegiatan prioritas, yaitu:
1). Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
2i. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaarr dan Perlindungan

Perempuaa; dan
3). Kualitas Pemuda.

f). Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
3) Reforma Agraria; dan
4) Perhutanan Sosial.

g). Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan
kegiatan prioritas, yaitu:
1) Pendidika-n dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
c Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
J Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
4 Prestasi Olahraga.



4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan merniliki kedudukan
penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara
pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan
kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang
bertumpu pada:

a) Revolusi mental dalam sistem pendidikal;
b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga

diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan,
memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi,
inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan
Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
al Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk

Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan
Membentuk Mentalitas Baagsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter,
dengan kegiatan prioritas, Yaitu:
1). Revolusi mental dalam sistem pendidikan unhrk memperkuat nilai

ifrtegritas, etos kerl'a, gotong royong, dari budi pekerti;
2). Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan

budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
3). Revoiusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat

ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam
pembentukan karakter;

4). Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
S1. eembangunan dan .Pembudayaan Sistem Ekonomi Keralrryatan

berlandaskan Pancasila; dan
6). Pembinaan Ideologi Pa-ncasila, pendidikan kewarganegaraan,

wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa
nasionalisme dan Patriotisme ;

b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk' 
Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Rangsa,
Meniirgkatkan Kesejahteraan Raliyat, Dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Revitalisasi dal aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
2! Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk' 

memperkuat karakter balgsa dan kesejahteraan rakyat;
3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk

memperkuat kebudayaan yang inklusif;
4) Pengimbangan Diplomasi Budaya u:ntuk memperlxlat pengaruh

Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan'

c1 tviempeit<uat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi,' 
Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1). Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam' 

perspektif jalal tengah untuk memantapkan persaudaraan dan
kebersamaan di kalangan umat beragarna;
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. Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;2
.)
4

. Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;

. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan
5). Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.
Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas BaSl
Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan
kegiatan prioritas, yaitu:

d)
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1) Peningkatan Budaya Literasi;
2l Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia,

bahasa dan aksara daerah, serta sastra
3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya

cipta; dan
4l Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar
Perkuatan infrastrulctur ditujukan untuk mendukung alctivitas
perekonomian serta mendorong pemerataan perubangunan nasional'
Pemerintah Indonesia akan memastikan pembalgunan infrastruktur
akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan rmtuk mengetahui

kebutuhan infrastruktur wilaYah;
b) Peningkatan pengaturan,pembinaan danpengawasan dalam

pembangunan;
c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
d) Rehabititasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
e) Mempettludah perijinan pembangunan infrasttuktur.
Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan
Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan
Terjangkau;

2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Arnan;
3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
5) Ketahanan Kebencanaan t:frastruktur; dan
6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.

b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1). Konektivitas Jalan;
2). Konektivitas Kereta APi;
3). Konelctivitas Laut;
4). Konektivitas Udara; dan
5). Konektivitas Darat.

c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Traasportasi Perkotaa;r; dan
2) Infrastrukhrr dan Ekosistem TIK perkotaan.

d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:' 
1) Keberlafljutafl Penyediaan Energl dan Ketenagalistrika:r;
2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.

e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Penuntasan Infrastrukhrr TIK;
2) Pemanfaatan Infrastru],rtur TIK; dan
3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digitaf.

6. Membangr:n Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber
daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan
perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan
icetahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui
kebijakan:



-189-

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
c) Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Frogram Prioritas dan
Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengaa kegiatan prioritas,

yaitu:
1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup;
2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alarn

dar Lingkungan Hidup;
3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup; dan
4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan lklim, dengan kegiatan

prioritas, yaitu:
1) Penanggulangan Bencana; dan
2) Peflirigkatafl Ketahanan Ildim.

c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Pembalgunan Energi Berkelanjutal;
2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
3) Pengembangan Industri H{jau.

7. Memperkuat Stabilitas Polhuktrankam
Publik

dan Transformasi Pelayanart

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan
rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga
negara dan menegakkan kedaulatan negara' Pemerintah akan terus
berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik

berkualitas;
b) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
ci Vfemperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola

keamanan siber;
d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan

"j M"^permudah akses terhadap pelayanan dan perlindungal WNI di
Iuar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan
Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

l) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
2) Penguatan Kesetaraan darr Kebebasan; dan
3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.

b) Optimalisasi Kebijakaa Luar Negeri, dengal kegiatan prioritas,
yaitu:
1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri;

dan
2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.

c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas,
yaitu:
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l) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
2) Ttansformasi pelayanan publik;
3) Penataan kele.mbagaan dan proses bisnis; dan
4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.

d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas,
yaitu:
1). Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
2). Penguatan Keamanan Laut; dan
3). Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Gambar 4.1

Terrra dan Prioritas Pembangunan Nasional RKP Tahun 2024
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Dari permasalahan pembangunal tersebut, dirumuskan isu- isu strategis
daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana. lsu-isu strategis
daerah Tahur: 2024 adalah:

1. Daya Saing sumber daya manusia yang kompetitif
2. Sumber daya ekonomi unggulan dan potensial yang berdaya ungkit;
3. Mitigasi bencana, perubaha-n iklim dan lingkrngal hidup berkelafljutari;

dan
4. Reformasi birokrasi dan demokrasi yang harmonis.

3

TEMA, PRIORITAS, DAN KEB]JAKAN RKP TAHUN 2(,24

o

4.2.2.Te1aah Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tatr:ut 2024
Permasalahan-permasalahan pembangunan merupakan analisis

kesenjalgan kinerja penyelenggaraan urusan pemerinta-han daerah hasil
eva.luasi RKPD, analisis arah kebijakan RPJPD, serta analisis arah kebijakan
RPJMN. Permasalahan- permasalahan pembangunan tersebut adalah:

1. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Masih Relatif Rendah
2. Masih Rendahnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Keda
3. Belum Op'it 'alnya Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi dan Tantangan Pemulihan

Ekonomi Daerah
5. Tantangan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan dan Pemenuhan

Pelayanan Infrastruktr:.r Dasar
6. Meningkatnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Serta Potensi

Bencana
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Berdasarkan isu-isu strategis daerah tersebut, dirumuskan fokus
penyelenggaraan pemerintatr Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai

"""ar.r, 
pembangunan pada tahun 2024, }{ietalrl<r prioritas pembangunan

daerah tah'an 2Q24 berdasarkan hasil analisis adalah:
1. Meningkatkan daya saing SDM yang kompetitd
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
3. Meningkatkan Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup

yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi; dan
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU.

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kabupaten
Tangerang adalah :

l. Protek strategis nasional Tanggul Pantai di Kabupaten Tangerang
2. Pembangunan jalan tol baru di Tangeralg
3. Penanganan kawasan banjir di permukiman wilayah Tangerang

(J abodeta.bek-Punj ur)
4. Pengendalian ruang kawasan Bandara Soekarno Hatta,

Adapun rencana Struktur Ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Banten Tahun 2OLO-2O3O, sebagai berikut :

1. pKN : Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjr:r: Kawasan Perkotaan Kab.

Tangerang, Kawasan Perkotaan Kota Tangerang, dan Kawasan P-e,rkotaan

Koti Tangerang Selatan; Kawasan Perkotaan Serang dan Kawasan
Perkotaan Kab' Serang; dan Kawasan Perkotaan Cilegon

2. Pembangunan daI1 Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan_ antar
kotadiDaerahmeliputi:Tangerang-Merak;Cilegon-Bojonegara;Seralg
- Panimbang; Semanan - Rajeg - Balaraja; dan Kamal - Teluk Naga -
Rajeg;

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, pada Strategi
pengembangan wilayah Jawa-Bali di Provinsi Banten sesuai lokus di wilayah
Kabupaten Tangerang Yaitu :

1. 
'pengembingarr-Ka*"""n perkotaan : 5 (lima) Wilayah Metropolitan wM
Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, WM Denpasar

2.PembarrgunanDaerahTertinggal,KawasanPerbatasan,Perdesaan,dan
Transmi-grasi : Peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri,
termasuf desa di wilayah Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang dan
Serang;

3. Major-'Project di wilayah Provinsi Banterr yang merupakan Prioritas
Nasional (PN) 3 :

. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting

. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
4. Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas

Nasional (PN) 5 :

. Ttansformasi Digital

. Pemulihan 4 DAS Kritis (wilayah Banten di DAS Cisadane)

. 18 Waduk Multiguna (antara lain Modernisasi DI Cisadane)

. Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

. Rurnah Susun Perkotaan (l Juta)

. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (9O%) Rumah
Tangga)

. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
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Arah Kebi akan Pem di aten T

Melakukan sosialisasi
terhadap penyelenggaraan
ketertiban umum dan
ketentrarnan masyarakat
serta perlindungan
masyarakat
Melestarikan nilai Pancasila
dan kearifan lokal melalui
pembinaan Ideologi
Pancasila dan Wawasan
Kebangsaan
Pembinaan tentang
kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik dan

anfaatan modaf sosial

Peningkatan pemahaman, . penghayatan
dan implementasi norma agama dan nilai
budaya dalam kehidupan bermasyarakat

o Pelestarian dan aktualisasi norma
agama dan nilai budaYa .

. Fasilitasi Peningkatal sarana dan
prasarana keagarnaan dan budaya

. Revitalisasi peran da.rr fungsi'
kelembagaan keagamaan dan
kebudayaart

Misi 1

Pemenuhan kebutuhan
ruang kelas untuk Peserta
didik
Sosialisasi dan penyuluhan
dalaru rangka meningkatkan
kesada-ran arakat

Peningkatan akses terhadap pelayanan
yang bermutu dan terjangkau

. Pengembangan dan Peningkatal
sarana dan prasarana Pendidikar

Pada pendekatan tematik pada RKPD Provinsi Banten 2024 dilaksanakan
dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan'
sehingga akan dapat mengakselerasi upaya- upaya penanganan agar
permasalahan-permasalahan daera-h dan target-target pembangunan dapat
lerealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik
pembangunan dalam RKPD 2024 adalah sebagai berikut:

Gerakan Ba:rgga Buatan Indonesia (BBI), Dan Bangga Berwisata
Indonesia Di Banten (BBWIB)

. Stabilisasi Inllasi Melalui Ketahanan Parrgan Daerah

. Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

. Penanganarr Pengangguran melalui Link and Match Pendidikan Vokasi

. Akselerasi Reformasi Birokrasi Berdampak

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan pada RKPD Provinsi Banten di
tahtxr 2024, maka penanganan di wilayah Kabupaten ' Tangera'ng difokuskan
pada:
1. Infrastruktur jalan dan jembatan

. Rehabittasi dan Rekonstruksi Jalan Sosial
2. Sosidl

. Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem
3. Sarana Prasarana Umum

. Penyediaan PSU

. Dukungan Jalan Mantap yang berkeselamatan pada ruasjalan,. 
-

Provinsl mefiputi Marka Jalan, ZoSS, PJU, rambu, trafficlight darr

sebagainya

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten
memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten / kota termasuk Kabupaten
Tangerang, yang ditedemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan
pada RPJMD Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :

Tabel 4.4

Araha:r Kebijakan Pembangunan
pada RPD Kabupaten TangerangFokus Kebijakan

Misi RPJPD
PROVINSI
BANTEN
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terhadap pentingnya
Pendidikan PAUD bagi
pengembangan potensi anak
Peningkatan standa-r
kualifikasi pendidik dan
tenaga kependidikan
Meningkatkan
pengembangan potensi,
bakat, dan minat peserta
didik

Pelayanan
menggunakan pendekatan
siklus hidup, mulai dari ibu
hamil, bayi, anak balita,
anak usia sekola-h, remaja,
usia produktif, dan lansia,
dan intervensi secara
kontinu dengan Penekanan
promotif dan preventif
Peningkatan gizi remaja Putri
dan ibu hamil
Penguatan sistem logistik
farmasi real time berbasis
eleliitronik

Penguatan pencegahan
faldor risiko, deteksi dini,
dan aksi multisectoral, guna
pencegahan dan
pengendalian penyakit
Penguatan pelayanan
Kesehatan primer dengan
mengutamakan UKM tanpa
meninggaJkan UKP, serta
mensinergikan FKTP
Pemerintah dan FKTP
Swasta
Pengembangan tenaga
Kesehatan untuk penguatan
fungsi pelayanal Kesehatan
dasar seperti promosi
kesehatan dan perawat
komunitas
Meningkatkan cakuPan
penerirnabantuan bagi
PPKS
Meningkatkan
pemenutran kebutuhan
dasar bagi PPKS
Meningkatkan
perrlr.rtakhiran data

enerirna bantuaIr

Peningkatan penerapaD pendidikaB yang
berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap
kebutuhan dunia usaha

. Fasilitasipengembanganpendidikan
kejuruan dan kewtau sahaan

. Fasilitasi Pengembalgankerjasama
pendidikan dengan dunia usaha

Peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang bermutu dan
terjangkau

. Pengembangan dan peningkatan
kualitas prasarana dan sarana
kesehatan

. Peningkatan kuantitas dan kualitas
tenaga dan manajemen PelaYanan
kesehatan

o Pengendalian dan pengawasan obat
dan makanan

. Perbaikan dan peningkatan gizi
masyarakat

o Pelayanan kesehatan gratis bagi
masyarakat miskin

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
dan perilaku hidup sehat masyarakat

o Pembinaan kesehatan lingkungan
. Pencegahan dan penanggulangan

penyakit
o Pembinaan dan fasilitasi

kelembagaan kesehatan masyarakat

Perlindunga-rr, pernberdayaan dan
pembinaan penyandang masalatr
kesej ahteraan sosial

. Peningkatankapasitas
kelembagaan kesej ahteraan
sosial

. Pengernbangan dan
peningkatan kualitas

rasarana dan sarana

Arahan Keb[jakan Pembangunart
pada RPD Kabupaten TerngerartgFokus Kebljakan

Misi RPJPD
PROVINSI
BANTEN

r Peningkatan mutu pendidikan,
tenaga pendidik dan manajemen
kependidikan

. Fasilitasi subsidi pembiayaan
penyelenggaraan Pendidikan

. Fasilita.si dan pemberdayaan
kapasitas lembaga pendidikar swasta

. Pembinaan dan fasilitasi minat dan
budaya baca masya-rakat

o Pelayanan pendidikan gratis bagi
masyarakat miskin
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Meningkatkan
pemberdayaan melalui
KUBE dan UEP b^€I
PPKS

pelayanan sosial
Pembinaan dan peningkatan
akses PMKS terhadap
pelayanan kesejahteraan
sosial
Pelayanan dan rehabilitasi
sosial
Fasititasi bantuan dan

PMKSalsost bEUnlnan
Peningkatan
keterampilan tenaga
kerja rnelalui pelatihan
berbasis kompetensi,
masyarakat dan
pemagan8an
Peningkatarr akses dan
kemudahan pelayanan
inforrnasi lowongan ked a
bagr pencari kerja
melalui sistem informasi
berbasis web
Peningkatan
perlindungan hubungan
kerja antara pekerja darr
pengusaha

Peningkatan keteramPilan
tenagakeda melalui Pelatihan
berbasis kompetensi,
masyarakat dan pemagangan

Peningkatan komitrnen
Pernda, rnasyarakat dan
dunia usaha untuk
meningkatkan caPaialr
indeks pemberdaYaan
gender dan dalam
pemenutran hak-hak
anak
Meningkatkan
koordinasi dan
kernitraan dengan
berbagai pihak untuk
mengeliminasi tindak
kekerasan, eksploitasi
dan diskriminasi
terhadap perernpuan dan
a.rlak serta
merringkatkan jejaring
kerjasama dalam
penangan€rn kasr.rs-
kasrls kekerasan
terhadap PeremPua:r
dan anak

ke akan

Peningkatan kesempatan kerj a,
produktivitas tenaga keda dan
kesempatan berusaha

. F asilitasi peningkatan
kapasitas pelayanan lembaga
keten agakerj aan

r Fasilitasipembinaan,
pendidikan dan Pelatihan
ketenagakerj aan

o Fasilitasi kerjasama
ketenagakerj aan dengan
duniausa]la

c Fasilita.sipenyelesaian
perselisihan hubungan
industrial

. Fasilitasipenurnbuhan
kewirausahaan

Peningkatan taraf kesej ahteraan dan
kemandirian transmigran

r Fasilitasi penciptaan lapa.rrgan
kerja dan atau kesemPatan
berrsaha

o Fasilitasi pelayanan
perpindahan Penduduk sesuai
kebutuhan dan Potensi
sumberdaya

. Peningkatan kerjasarna
penyelenggaraan transrnigrasi
dengan dacral. lain

Peningkatan kapasitas perempr.ran,
perlindungan anak serta keberdayaan
masyarakat dan desa

. Fasilitasi dan Pembinaan
kapasitas kelernbagaan
perempuan dan Perlindungan
anak

r Pembinaan dan Pelatil- an
keterarnpilan dan manajernen
usaha bagi PeremPuan

. Peningkatan PelaYanan
pemberdaYaan masYarakat
dan desa

. Peningkatan kaPasitas
rnanajernen kelembagaan desa

o Peningkatan kapasitas
pemerintatr desa/ kelurahan

o Fasilitasi manajemen
penyelenggaraan
pernbangrrnan partisiPatif

Arahan Kebijakan Pembaagunan
pada RPD Kabupaten TangerangFokus Kebijakan

Misi RPJPD
PROVINSI
BANTEN
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Inemrju Kabupaten
Layak Anak
Peningkatan partisipasi
anak dalam
pembangunan
Meningkatkan
kompet€nsi SDM
Aparatur Desa dan
Perangkat Desa
Meningkatkan
penguatErn koordinasi
dan integrasi pembinaan
SDM rnasyarakat desa
Meningkatkan
penguatan fasilitasi
pengernbangan produk
unggulan di desa
Meningkatkan
penguatan fasilitasi
pengembangan Produk
unggulan di desa
Meningkatkan
penguatarl koordinasi
dan integrasi kualitas
lingkungan desa
Meningkatkan
pembinaan,
pengembangan,
pengelolaan dan
pendayagunaan
BUMDeS

Koordinasi dan siflergitas
dalam pelaksanaan
pengendalian
kependudukan
Mengoptimalkan
penyediaan data
kependudukan berbasis
NIK
Melakukan pernetaan
data kependudukan
Peningkatan kapasitas
dan pendayagunaan PKB,
PLKB dall Kader daLarn
penyuluhan dan
pembinaan KB
Men),'usun dasar
hukum kebijakan GDPK
untuk pengendalian
penduduk
Meningkatkan kapasitas
SDM dalam menemtl
kcnali dampak
kependudukan
Meningkatkan kapasita.s dart
kapabilitas kelembagaan
dalam pembangunan
kependudukan
Meningkatkan sikap ego
program/ sektoral dalam
pelaksanaan pembinaan ber-
KB

Peningkatan partisipasi aktif
masyarakat dalam pengendalian
penduduk

o Peningkatan fasilitasi
kapasitas kelembagaan
keluargaberencana

r Fasilitaei peningkatal kualitas
pelayanan keluarga berencana

o Peningkatan kesertaal KB dan
kesehatan reproduksi

Arahan Kcbijakan Pembangunan
pada RPD Kabupaten T:rngerangFokus Kebijakart

Misi RPJPD
PROVINSI
BANTEN
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Mengoptimalkan data dan
pemetaan sasaran dalam
melakul<an advokasi
Mengoptimalkan
pendayagunaan mitra kerja
dalam pelayanan KB
Menyediakan data dan
pemetaan sasaran kelomPok
pemberdayaan dan
peningkatan keluarga
sejahtera
Meningkatkan strategi, desain
progrzrm dan inovasi advokasi
dan KlE dalam pelaksaaaan
pembinaan
Menyediakan data sasaran
untuk perencana€m sarPras
dal dukungan oPerasionaJ
dalam pembinaan dan
iemberdayaan kelomPok
sasaran K3
Mengoptima-lkan
pendayagunaan organisasi
kemasyaratatan dalam
pemberdayaan dan
peningkatan
Menyediakan Pusat informasi
dan konseling ket:lanan
keluarga

Meningkatkan
cskupan Perekaman
penduduk wajib KTP- e1,

KIA, aktivasi identitas
Kependudukan Digita.1,
cakupan akta kela].iran,
al<ta kernatian , akta
perkawinan, dan akta
perceraia-n
Meningkatkan
pelayanan PendaJtaran
penduduk dan PelaYanan
pencatatan siPil Yang
membahagiakan melalui
inovasi
Pemanfaatarl data
kependudukan
Dibentuknya Program
pembinaan Pernuda dalarn
hal Pengembangan
kepemimpinan,
kepelopora-rr dan
orga-rrisasi kepemudaan,
program kew.irausahaan
pemuda, Prograrn
pembudayaan olahraga
sejak dini, Prograrn
pemusatan Latihan Pada
sentra olatrraga,
progr€rm perlindungan,
pengembangan, dan

faatarr OPK

kependudukan
Fasilitasi peningkatan pengelolaan
adrninistrasi kePendudukan

Peningkatan Peran darl partisipasi
aktif kepemudaan dalam
pembangunan

. Peningkatan kaPasitas
kelembagaan kePemudaan

. Pembinaan Pendidikan dan
ketcrampilan usa} a dan
berusaha bagi Pemuda

Peningkatan pengelolaan administrasi

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPD Kabupaten Tangerang

Misi RPJPD
PROVINSI
BANTEN
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Misi 2

program promosr
festival seni budaYa,
program pembangunan
gedr:ng pertunjukan
kesenian
kebudayaal prograrn
perencanaErn kawasan
strategis par-iwisata
Dibentuknya rencana
aksi pengambalgan
ekonomi kreatif

dan

Dibentuknya PrograEr
pernbinaan pernuda dalam
hal pengernbangan
kepemimpinan,
kepeloporal dan
organisasi kepemudaan,
progrzun kewirausahaan
pemuda, prograln
pembudayaan olahraga
sejak dini, Program
peml.rsatan Latihan Pada
serrtra olatrraga,
prograrn perlindungan,
perrganbangan, dan
pernanfaatan OPK,
prograrn promosi dan
festival seni budaYa,
prograin pernbangunan
gedung pertunjukan
kesenian, kebudaYaan,
pl.ogram Perencanaurn
kawasan strategis
pariwisata
Perbaikan iklirn
penanzun€rn modal sebagai
pelayanan yang rnudah
bagi investor
Menerapkan OSS dan
SIPINTER dalam
pelayarran sistem online
perizinan berusaLra dan
nonPerizinan
Pernbentukan koordinator
witayah pelayanan dana
bergulir
Pembentukan jaringan
kerj asama, pemasaran da-rr
informasi produk koPerasi
Peningkatan Pengetahual
dal kapasitas SDM
pengelola koperasi
Peningkatan kualitas
kelernbagaan koPerasi dan
intensitas
pelaksanaan pengau/as€rn
dan pemeriksaan
ke seha.tan koperasi
Penguatan rnanajernen
usaha koperasi melalui

ban an dan

Peningkatan pemasyarakata.rr
prestasi olah raga
o Pembinaan dan pemasyarakatan

olah raga
. Peningkatan prasarana dan

sarana ola}. raga
r Pembinaan manajemen

keolal"ragaan

Peningkatan iklirn investasi yang
kondusif
. Penyedertranaan dan

percepatan PelaYanarr investasi
. Pemberian insentif pajak bagi

investor
r Jarsinan kepastian trukum

berusaha
Promosi investasi
Pengembangandan Peningkatan
kapasitas UMKITI dan koPerasi
r Pembinaan keteramPilal dan

keahlian SDM
r Pembinaan manajernen usaha
. Fasilitasi modal usaha
. Fasilitasi aksesibilitas Pasar
e Fasilitasi kernitraan usaha antara

ttsaha besar dengan UMKM
Koperasi

e Pembinaan, pengernbangan Can
pendayagunaan teknologi tePat
gutia dalam Pengernbangaim
produk

dan

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPD Kabupaten TangerangFokus Kebiiakan

Misi RPJPD
PROVINSI
BANTEN
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restrukturisasi usaha
serta peningkata-n kualitas

duksi
Peningkatan sarpras
penangkapan ikan, produk
hasil perikanan,
pengolal.ran produk hasil
perikanan dan perikanan
budidaya serta pendidikan
pelatihan dan bimtek
penangkapan ikan bagi
kelompok nelayan
Merringkatkan
ketersediaan bibit
tanaman dengan
mengoptimalkan tugas darr
fungsi UPID Produksi
Benih Tanarnan Pangan
dan Hortikultura serta BPP
Melaksanakarr penyediaan
bibit ternak nlminansia
dan ungags
Menyediakan obat-obata.rr
trewan yang bermutu
serta sarana kesehatan
hewafl yang bcrkualitas
Peningkatan sistem
pengawasan terhadaP
kelompok usaha perikanan

r Peningkatan pelayanan TPI
dalam pcrmodalan,
meningkatkan kebersihan
TPI rnelalui Gerakan
Jumat Bersih, mendorong
seluruh nelaYan
rnelelangkan hasil
tangkapannya ke TPI
melalui sosialisasi &
penertiban

o Peningkatan sistem
pengawasan tertradaP
kelompok usa} a Perikanan

. Meningkatkan
pcnda-rnpingan kepada Para
petani dalam
rrlelaksan akan GAP

r Melaksanakan bimbingan
teknis pengolahan pakan
ternak dengan
pernalfaatan surnber
bahan baku

. Mengernbangkan
kelornpok tani ternak Yang
handal dalarn melakukan
manajernen usatra

Pen gernban gan kompeten si
SDM pariwisata dal ekonomi
}<reatiftingkat dasar dan
lanjutan

Optimalisasi produk Pertanian,
perkebunan, ketrutanan dan kelantan
- Pembinaan keterampilan dan

keahlian SDM pertanian,
perkebunan, kehutanan dan
kelautan

Diversifrkasi, peningkatan kualitas
dan pengembangan pasar Produk
agribisnis pertanian, Perkebunan,
kehutanan dan kelamtan
o Pembinaan manajemen usal. a
o Fasilitasi modal usaha
o Fasil,itasi aksesibilitas Pasar
o Fasilitasi ker;'asamaperdagangan
o Pembinaan, pengernbangan dan

pend ayagrrnaan tel,mologi tePat
guna dalam Pengembangan
produk Pertanian, Perkebunan,
kehutanan dan kelautan

Optima-Iisasi produktivitas dan pasaf
produk industri berbasis sumberdaya
lokaL
. Optirnalisasi dan pengembangan

indl-rstri pengolahan berbasis
sumb lokal ramah

Arahal Kebijakan Pembang.rnan
pada RPD Kabupaten TangerangFokus Kebljakan

Misi RPJPD
PROVINSI
BANTEN
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lingkungan
. Pengembangan produk dan

perluasan pasar industri kreatif
dan industri strategis yang
berorientasi ekspor

. Fasilitasi aksesibilitas pasar
o Fasilitasi kemitraan usaha

antara pelaku industri besar
dengan pelakr: industri kecil dan
rnenengah

. Pengembangan dan peningkatarl
kualitas produk industri kecil
dan menengah yang mendukung

utama industri besar
Diversifikasi produk danpeningkatan
kualitas produk perdagangan yang
berorientasi pasar
. Fasilitasi kerjasamaperdagErngan
r Fasilitasi kemitraan usaha

antara pelaku usa]. a
perdagangan besar (modern)
dengan pelaku usaha
perdagangan kecil dan menengah
(tradisional)

. Pengembangan dan
peningkatan kualitas produk
perdagangan yang berorientasi
Pasarr

Diversifikasi produk wisata dan
peningkatan kualitas pelayanan jasa
pariwisata

. Pembinaan keterampila.n darr
keahlian SDM pariwisata

r Fasilitasi prornosi, pemasaran
dan kerjasama pariwisata

. Penataan dan pengembangan
destinasi pariwisata

o Pengembangan dan peningkatan
sarana prasErrana pariwisata

. FasiUtasi kemltraan sinergis
antara pelaku usaha pariwisata

Pengembangan dan perringkatan
kualitas pelayanan jasa keuangan
. Pengembangan dan peningkatan

kualitas sarana dan fasilitas
peiayanan jasakeuangan

. Fasilitasi pengembangan dan
pendayagunaan teknologi
informasi dalam pengembargal
pelayanan jasa keuangan

Peningkatan ketersediaan dan
pen anga,na.n kerawanan pangan

. Pembinaan dan pengembangan
ketersediaan pangan

. Pembinaan dan pengembangan
distribusi pangan

o Pembinaan dan pengernbangal
konstrmsi dan kearna-nan pangan

. Perumusan kebijakan
ketersediaan, cadangan dan
kerawalan parrgan

Peningkatarr a-kses
pembiayaan, kemitraan dan
promosi dengan pelaku usa.l"a
kecil dan menengah serta
kualitas produk usa-ha mikro

Promosi dan publikasi
sosial rnedia cetak,
elektronik dan media
lainnya baik dalam dan
luar negeri
Pengembangal
kompetensi SDM
pariwisata dan ekonomi
kreatif tingkat dasar dan
lanjutarl

Mengkoordinasikan
dan mensinergik€rn upaya
peningkatan kapasitas
produksi pangan untuk
meningkatkan
ketersediaan pangan
Meningkatkan koordinasi
dan kerja sarrra
pengelola.an cadangan
pangan pemerintah daerah
Mengembangkan dan
mem keteram

Misi RPJPD
PROVINSI
BANTEN

Fokus Kebijakan
fu ahan Kebrja-lian Pembangunan
pada RPD Kabupaten Tangerang
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Perumusan kebijakan distribusi,
harga dan akses pangan
Perumusan kebijakan
penganekaragarnan konsumsi
dan keamanan pangan
Pemantapan kelembagaan
ketahanan pangan

masyarakat dalam hal
menyediakan rnakanan
sesuai kaidal. kesehatan
dan gjzi seirnbang
Meningkatkan
pemberdayaan
kelembagaan ekonomi
perdesaan dalam rangka
mengembangkan sistem
distribusi parrgan dan
aksesibilitas pangan serta
upaya kewaspadaan
p€rngan dan
penanganan rawan
pangan
Peningkatan capaian skor
PPH dengan
meningkatkan
penganekaragaman
konsumsi pangan berbasis
bahan baku pangan lokal
Mengembangkan jaringa,n
antar lernbaga masya-rakat
untuk pemenuhan hak
atas pangarr dan gizi
Mefiingkatkafl
pengawasan rnutr-r darr
kcarna,nan pangarl
Meningkatkan
ketersediaan benih unggul
meialui pembinaan kepada
para penangkar benih
Meningkatkan
ketersediaan a-lat mesin
pertanianpra-panen
Meningkatkan sistem
agribisnis on-farmdilokasi
p\lsat kawasan agf opolitan

Peningkatan pelayanan kepelabuhan
bertaraf nasional dan internasional

- Pembangunan dan peningkatan
pelabuhan

- Pengembangan kelembagaaa dan tata
kelola pelayanan kepelabuhan

Peningkatan pelayanan jalan dan
jelrlbatan

. Pengembangan dan peningkatan
jaringan jalan dan jernbatan yang
berkualitas

. Pengembangan kedasarna
pengelolaan sistern transportasi
Jawa Srlrnatera

Peflingkatan peleya-nah allgkutafi
darat, kereta api dan ASDP

. Peningkatan daya dukung dan
kualitas sarana terminal dan
ASDP

o Revitalisasi jaringan kereta api

Penyediaan lahan, alat
berat, dokumen
pengelolaan SDA, doln.rlnen
perencanaan teknis
drainase dal fisik
konstruksi
Memperbarui SK Jalan
Kabupaten
Pemeliharaan drainase
jalan kabupaten
Perriba.trguriari
sarpras transportasi
Beroperasinya moda
transportasi angkutan
Melakukan pengawas.ul
pensendalian lalu lintas

Misi RPJPD
PROVINSI
BANTEN

Fokus Kebijakan
Arahan Kebijakan Pemba-ngunan
pada RPD Kabupaten Tangerang
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Penataan dan pengembangan
sistern dan moda angkutan
umrlm yang nyannan, arnan,
terjangkau dan ramah
lingkungan

Peningkatan pelayalan bandar udara
. Pengelolaan bandar udara yang ada. Pengembangan bandar udara perintis

di wilayah selatarr
Peningkatan pengelolaan sumberdayaair

. Peningkatan pengelolaan
sumberdaya air (sungai, waduk,
embung, siru)

. Pengembangan dan peningkatan
jaringan irigasi

Pengelolaan pengendalian banjir
. Pengelolaan prasarana

pengendalian banjir
. Peningkatan kapasitas dan

kualitas jaringan drainase

Peningkatan pelayanan air bersih
. Peningkatan kapasitas dan kualitas

sarana prasarzma alr bersih

Peningkatan pengelolaan persampalan
dan air limbah
Penataan dan pengembangan persampahan
{TPA, TPS dan limbah komunal)

. Pengembangan kerjasama
manajemen pengelolaansampah
dan limbah regional

Peningkatan pelayanan energi dan listrik
. Penataan dal pengembangar ja-ringan

energi dan listrik
. Peningkatan pemanfaatan energi

alternatif
. Peningkatan pelayanan jaringan

listrik pedesaan
Peningkatan pelayanan
telekomunikasi dan informatika
. Penataan dan pengembangal

jaringan telekornunikasi dan
inforrnatika secara terpadu

. Fasilitasi pengernbarrgan sarana
dan teknologi telekomunikasi dan
inforrnalika. di pedesaa-rr

Peningkatarl pengembangan
perurnahan layak huni da-n
terjangkau
. Fasllitasi perrlberrrgutrajl

perurnahan bagl rnasyarakat
kurang mannpu

o Fasilitasi usaha pengernbangan

Penyediaan laJ-an, alat
berat, dokumen
pengelolaan SDA, dokurnen
perenc€rnaan teknis
drainase dan fisik
konstruksi
Pemeliharaan drainase
jalan kabupaten
Menyediakan sarana air
bersih bagi masyarakat
Melakukan
pelayanan pendistribusian
air bersih secaramaksimal
Menyediakan sarala sanitasi
bagi masyarakat miskin
Melakukan pelayanan
pcnyedotan air limbal"
dornestik baik niaga
maupLrn non niaga secara
maksimal
Melakukan peningl(atan
jalan lingkungan, sanitasi
dan drainase ling}<ungan

Melakukan penataan pada PSU
perumahan
Melakukan pembangunan
sarpras pemakamal

Misi RPJPD
PROVINSI
BANTEN

Fokus lr-ebijakan Arahan Kebijal<an Pembangunarr
pada RPD Kabupaten Talgerang
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Penataa! dan pembangunan gedung serta
revitalisasi kawasan kumuh

. Peningkatan daya dukung prasarana
dan saaitasi lingkungan

permukiman
. Fasilitasi relokasi kawasan

permukiman kumuh
Peningkatan penyelenggaraan
penataa.n ruang yang berkelanjutan
. Sinkronisasi, harmonisasi dan

pemadu serasian rencana tata
rualg wilayah

. Penegakan tertib pengendalian
pemanfaataIl ruang

o Peningkatan kapasitas
kelembagaal penataa.n ruang

. Peningkatan partisipasi
masyarakat dalarn Penataan
ruang

Pengembangan pengelolaan
kawasan strategis berbasis
sumberdaya lokal
. Pengembalgan kawasal

strategis industri, pertanian,
perdagangan dan jasa di WKP II

. Pengembangan kawasan
strategis industri, perdagangan
dan jasa di WKP I

. Pengembangan kawasart
strategis pertanian di WKP III

Peningkatan kualitas dan
pengendalian pencemaran
lingkungan hidup
. Pengembangan dan

pendayagrrnaan teknoiogi
ramal. lingkungan dalarn
pengembangan aktivitas
budidaya

. Pengendalian dan penegakan
supremasi hukum Iingkungal
hidup

. Peningkatan partisipasi aktif
masyaral<at dalam Pelestarian
lingkungan hidup

Menyediakan saJana sanitasi
bagi masyarakat miskin

Pemanfaatan SlGsebagai
database permohonan
perizinan dan non perizinan
Membangun kawasan prioritas
yang perlu ditetapkan RDTR
secara berkesinambungan
Optimalisasi sosialisasi
penataan ruang secara
langsung maupun tidak
langsung
Meningkatkan ketegasaa dalam
tindakan penertiban
pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
Mengoptimalkan koordinasi
antar pihak terkait dalam
bidang penataan ruang
Pengadaan lahan untuk
kepentingan umum yang tepat
peruntukannya

. Meningkatkan
pengawasErn dan
pengendalian terhadap
pelaku usaha dan/atau
kegiatan di bidang
pengelolaan lingkungan
hidup

. Melakukan
pembinaan pengelolaan
lingkungan tertradap
pelaku usaha dan,/atau
kegiatan

. Meningkatkan pembinaan
dan pengawasErn baik
langsung rriaupun tidak
langsung terhadap pelaku
rlsaha dan/ atam kegiatan

. Meningkatkan luas RTH

. Meningkatkan sarpras dan
pgngelolaan dal
pen€rnganan persarnPahan

. Terkelolanya pengolaha:r
sampal. melalui
teknologi ramah

Misi 3

Mitigasi dan penanggulangan Pengembangan

Arahan Kebijakan Pembangunan
pada RPD Kabupaten Tangerang

Misi RPJPD
PROVINSI
BANTEN

Fokus Kebljakan
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kegiatan koIrrunikasi
informasi dan edukasi bagi
rrrasyarakat di daerah
ranvan bencana
Peningkatan
kapasitas masyarakat
dalam pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap
bencana melalui
pembentukan desa
tangguh bencana dan
penyelamatan evaluasi
maldiri
Peningkatan cakupan
Iayanan pemadam
kebakaran rnelalui
penambahan pos darnkar
di wilayah manaj ernen
kebakaran, peningkatan
kapasitas aparatur
damkar, dan peningkatan
kualitas dan kuantitas
peralatan damkar
Peningkatal peran
relawan pemadam
kebakaran dari tingkat
kabupaten sampai

Peningkatan profesionalisme
apafatur
Peningkatan pengembangan
karir aparatur melalui talent
pool dan rencana suksesi
Peningkatan pelayanal
kepegawaian sesuai standar
pelayanan
Peningkatan terhadap bobot
dari perencanaan, pengukuran,
pelaporan, eva-luasi
Peningkatan
penyelenggaraan BIMTEK
dan Diklat bagi perencana
dalarn penJruslrn€rn
dokumen perenc€rnaan
Optimalisasi pemanfaatar
sistem perencanaan,
penganggaran, dan
pelaksanaan
pembangunan
Peningkata-n integrasi data
Pererrcanaarn
pembangunan
Membangun sistem
perencanaan
pembangunan yang
inklusif dan dapat diakses
oleh seluruh stakeholder
Peningkatan pernal. arnan
Pf) terkait korrsep
arlggaran berbasis kinerja
Pemarlfaatarl hasil lan

Misi 4

bencana alarn
. Penataan kawasan-kawasan

rawan trencama alann
. Fasilitasi penarggulangan

bencana alam

Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber
daya aparatur

. Penataan dan optimalisasi tata kerja
kelembagaan

. Peningkatan kapasitas dan kualitas
SDM aparatur

. Kompetensi sesuai bidang keahlian

. Peningkata-n kapasitas dart kualitas
prasarana dan saJana aparatur

Peningkatan jenis dan kualitas data,
perenczrnaan dan pengawasan
pembalgunan daerah

. Pemutakhiran data . dan informasi
pembangunan daerah

. Fasilitasi pelayanan umum
pemerintahan pusat dan daerah

. Peningkatan kualitasperencanaan,
pengendalian, Pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunal daerah

Fokus Kebijakan Arahal Kebljakan Pcmbargunal
pada RPD Kabupaten Tartgcralg

Misi RPJPD
PROVINSI
BANTEN
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sebagai dasar dalarn
implementasi kebijakan
program darl tegiatan

Meningkatkan kebijakan
internal, strategi dan
perencanaan tata kelola
pemerintah berbasis elektronik
Meningkatkan penyelenggaraan
informasi publik oleh Badaa
Publik melalui Forum PPID
Meningkatkan sarpras
persandian
Meningkatkan penyediaan data
selrtoral

Peningkatan penatausahaan
keuangan
Peningkatan manajemen aset
daerah mela.lui aplikasi Yang
handal dan terintegrasi
Inventarisasi bidang tanah
milik Pemda
Pengoptimalan pengelolaan
aset daerah
Peningkatan jaminan
pengamanan aset daerah
Peningkatan penerimaan
rerribusi pemakaian kekayaan
daerah

Peningkatan partisipasi aktif
masyaral€t darl dunia usaha dalam
pembiayaan pembangunan daerah

. Peningkatan kapasitas dan kualitas
pembiayaan swadaya masyarakat

. Pengembangan dan peningkatan
kualitas kemitraan dan kedasama
operasional dengan pihak swasta
dalam pernbiayaan dal pelaksanaan
pembangunan daerah

Fasilitasi Pemhinaan daerah otonom baru
. Pembinaan manajemen tata kelola

pemerintaltan
. Fasilitasi pembiayaar

petDbatlgunan daerah
Fasilitasi Pembinaar daerah otonom baru

. Pembinaan marajemen tata kelola
pemerintahan

. Fasilitasi pembiayaan
daerah otonom baru

Arahan Kebijakan Pembangunart
pada RPD Kabupaten Tangerarg

Misi RPJPD
PROVINSl
BANTEN

Fokus Kebijakan

Peningkatan kerjasama pembangunan
. Peningkatan kerjasama

pemerintahan dengan Pemerintah
daerah lain

. Peningkatan kerjasamapemerintah
dengan dunia usaha, LSM, Ormas,
Perguruan Tinggi

Peningkatan kualitas pelayanan
Publik

. Penataan dan optimalisasi
penyelenggaraan standar
pelayanan minimal PelaYanan
publik

. Peningkatan kapasitas dan
kualitas surnber daya pelaYanan
publik

. Desentralisasi secara bertahaP
kewenangan pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan
informasi pembangunan daerah

o Peningkatan dan pembinaan
koordinasi deflgari
pemerintahan kab/kota dan
instansi vertikal

Peningkatan kapasitas pendapatan
serta pengelolaan keuangan dan aset
daeratr
e Ekstensilikasi, intensifikasi dan

optimalisasi sumber dan
kapasitas pendapatan daera]1

. Peningkata-n kapasitas belarrja
daerah berorientasi Pada
kebututran masyarakat dan
pelayanan publik

. Peningkatan kualitas
penyelenggara:rn tata kelola
keuangan daerah
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Sumber : RKPD Prouirtsi Banten TctLun 2O24

4.2.3 Prioitas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahlur: 2024
RKPD Kabupaten Tangerang disusun mela-lui sinkronisasi kebijakan

dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan
terhadap dokumen perencanaan pembangunal nasional dan Provinsi Banten.
Penyusunan RKPD mempedomani RW 2024 dan RKPD Provinsi Banten 2O24,
melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan
nasional dan provinsi dengan prioritas pembangunan Daerah.

Tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahtn 2024, dengan memperhatikan
arah kebijakan pembangunan dalam RPD Tahun 2024 dan tema RKP dan
RKPD Provinsi Banten Ta}:;.:r:, 2024, adalah :

sPemantapan SDM yang Berdaya Salng dalam Rangka Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat"

Tema tersebut merupakan upaya untuk menjawab isu strategis
Kabupaten Tangerang Tallwrr 2024, yaitu sebagai berikut :

1. SDM yang kompetitif dan berdaya saing
2. Perekonomian masyarak-at berbasis sektor unggulan
3. Infrastrulrhrr yang mererta dan berkualitas
4. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Dalam pelaksanaannya disusun Prioritas Pembangr:nan Kabupaten
Tangerang Tahvn 2O24, yang terdiri dari:

Melakukan sosialisasi terhadaP
penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat serta perlindungan
masyarakat
Melestarikan nilai Pancasila
dan kearifan lokal melalui
pembinaan Ideologi Pancasila
dan Wawasan Kebangsaan
Pembinaan tentang
kewaspadaan nasional darr
penangzrnnn konflik dan
pemanfaatan modal sosial

Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan
penegakan peraturanperundang-
undangan

. Peningkatan pemahaman,
penghayatan dan implementasi tata
nilai hukum

. PenegakaJr dan penataan produk
hukum daeral, Penegakan supremasi
hukum

Peningkatan kesadaran demokrasi
masyarakat

. Peningkatan pemahaman,
penghayatan dan implementasi tata
nilai demokrasi

. Pembinaan dan peningkatan
kapasitas organisasi masyarakat dan
politik

Peningkatan partisipasi aktif
masya;al<at dalam pemeliharaan
ketentxaman dan ketertiban umum

. Peningkatan kesadaran dar
penegakan budaya dan perilaku
tentram dan tertib

. Peningkatan kemitraanmasya.rakat
dalam penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum

Misi RPJPD
PROVINSI
BANTEN

Fokus Kebijakan
Arahan Kebijakar Pembangunan
pada RPD Kabupaten Tangerang
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1. MeningkatkanPerekonomianMasyarakat
2. Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing
3. Meningkatkan pembangr:nan infrastruktur yang terpadu
4, Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan

Prioritas pembangunan masing-masing terbagi ke dalam focus
pembangunan yang terdiri atas:

l. Meningkatkal Perekonomian Masyarakat fokus pada :

a. PemberdayaanEkonomi
o Peningkatan I(ompetensi SDM Pencari kerja
r Optimalisasi akses ketenagakerj aan
o Optimalisasi kelembagaan Perekonomian (Koperasi, UPDB,

UMKM, BUMDES, BLUD)
r Optimalisasi akses pusat perdagangan
o Optimalisasi pengembangan obyek wisata
o Peningkatan pelaksanaan Event Ekonomi I&eatif
o Optimalisasi fasilitasi Usaha Mikro
r Optimalisasi digitalisasi sektor ekonomi
r Peningkatan digitalisasi (e-commerce)
o Penguatan akses permodalan dan pemasaran sektor Usaha

Mikro dan industri kecil menengah (IKM)
r Peningkatan jumlah rvirausa-ha baru [wUB)
o Peningkatan kapasitas BLK
r Peningkatan kemudahan pelayanan perijinan usahabagi sektor

UMKM/IKM, dan Wira Usaha Banr
r Peningkatan omset IKM/Usaha Mikro
r Optimalisasi Gerai Tangerang Gemilang (GTG)
. Pengembangan obyek destinasi wisata Kabupaten Tangerang
o Optimalisasi Kampung Tematik

b. Penguatan Ketahanan Pangan
o Optimalisasi pelayanan kesehatan hewan
o Optimalisasi produktivitas pertanian
o Optimalisasi produktivitas Perikanan
o Optimalisasi katahanan pangan
o Peningkatan akses distribusi dan produksi di sektor pertanian,

perikanan, perkebunan dan perternakan
o Peningkatan operasionalisasi Pusat Kawasan Agropolitan
o Peningkatan kapasitas Balai Benih (Perikanan, Pertanian,

Peternakan)
r Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam program

ketahanan parrgan
o Inovasi dan rekayasa telceologi pertanian, perikanan,

peternakan, dan perkebunan
o Pengembangan Pekarangan Pangan Irstari
o Peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup
o Optimalisasi Komisi Irigasi
o Optimalisasi Aksi Pangan dan Gizi

Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing, fokus pada:
a. PeningkatanPelayananKesehatan

o Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan,
ibu dan anak.

r Penanganan dan penurunan prevalensi sturtbtg.
o Optimalisasi Sarana Prasarana dan SDM di Puskesmas dan

2
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RSUD
. Pemenuhan Sarpras dan SDM Rumah Sakit Umum Daerah

Tigaralcsa
r Percepatan eliminasi TB dan HIV
o Pemenuhan Jaminan Kesehatan MBR dengan data terintegrasi.
o Peningkatan UHC
r Penurunal Kasus PTM
Peningkataa Pelayanan Pendidikan
o Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan
o Penurunan Rasio murid per kelas
o Perbaikan kondisi ruang kelas yang rusak sedang-berat
r Peningkatan kelengkapan sarana pendukung sekolah berupa

laboratorium, perpustakaan, kantin dll
e Optimalisasi angka melanjutkan sekolah dan rata-rata lama

sekolah
o Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraal.
o Penyediaan beasiswa bagi siswa MBR berprestasi
o Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik
o Peningkatan budaya membaca dan literasi terpadu.
Peningkatar. perlindungan sosial, perempual dan anak serta
kepemudaan
o Peningkatan perlindungan perempuan, anak, difable, dan

kaum marginal.
o Optimalisasi pemberdayaan perempuan
r Penurunan kemiskinan ekstrem
o Optimalisasi keluarga berkualitas
o Optimalisasi pemberdayaan pemuda
o Optimalisasi Cakupan pelayanan sosial belum optimal
r Optimalisasi pengembangan kebudayaan
o Peningkatan pengarusutamaan gender
Peningkatan Nilai-nilai Religius
o Pemberiarr insentif guru ngaji
o Pengembangal diri siswa Baca T\rlis Quran
o Pembangunan sarana sanitasi pada Pondok Pesantren
r Peningkatan pembangunan sectorekonomi di Pondok

Pesantren
r Peningkatan ketentraman dan ketertibal

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu, focus pada :

a. Infrastruktur
o Peningkatan sarana dan prasarana tempat pendidikan dan

pelatihan pencari kerja
o Optimalisasi aksesibilitas destinasi wisata
e Pemerataan kualitas Akses Jalan menuju Sentra2 Perikanan,

Pertanian dan Indrustri Kecil Menengah
r Optimalisasi sarana pendukung sektor pertanian
o Optimalisasi pengembangan kawasart pesisir
o Pemeliharaan dan pembangunan jalan
o Pengendalian kemacetan

b. Pengendalian Sumber Daya Air
o Penanggulangan banjir
o Peningkatan kapasitas air baku dan sumber daya air yang

menunjang seltor pertanian, perikanan, peternakan dan
perkebunan

b

c

d
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Penanganan Kanrasan Kumuh
o Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
o Peningkatan kualitas lingkungan Kawasan kumuh

Peningkatan sanitasi
r Peningkatan persentase Desa/Kelurahan Bebas ODF
o Pemerataan sarana Sanitasi Masyarakat

Pengelolaan Persampahal
o Revitalisasi TPA Jatiwaring
o Optimalisasi Tata Kelola Persampahan
o TPS3R dan Bank SamPah
o Biokonversi Maggot

Konservasi Lingkungan HiduP
o Optimalisasi kualitas lingkungan hidup
o Optimalisasi mitigasi bencana
o Konservasi Keanekaragaman Hayati
r Optimalisasi pemetaaan potensi bencana

Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan, focus pada :

a. Peningkatan SDM AParatur
r Peningkatan Man4iemen dan profesionalitas ASN
o Peningkatan kapasitas aparatur Perencanaan
o Optimalisasi Plnataan Kelembagaan Organisasi dan Merit

Sgstem
o Peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa
o Optimalisasi pencegahan korupsi
o Fasilitasi Pemilu dan Pilkada

b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
r Optimalisasi integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik

SIAK
terintegrasi

o Implementasi Roadmap Smart Citg dan Tangerang Satu Data
o Implementasi Design Smart CitY
o Peningkatan kinerja perencanaan pembaagunan, penganggaran,

pehkJanaan kegiatan, serta akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah

c. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
o Penyediaan baltuan hibah KPU
o Penyediaan bantuan hibah Bawaslu
o Optimalisasi pengamanan Pemilu dan Pilkada
e Optimalisasi koordinasi unsur Forkopimda dan Kecamatan

Dalam mendukung arah kebijakan daerah, maka perencanaan
perwilayahan agar dapat mengakomodir hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Perencanaan Kelurahan :

a. S.t"rr" dan prasarana Posyandu di Kelurahan berupa honor kader,
gedung, sarana dan prasarana posyandu;

b. Operasionat Po\fa FKTS berupa perlengkapan administrasi,
koordinasi dan pembinaan lapangan;

c. Kelurahan Bebas ODF dengan penyediaan sarana

c

d

e

f

4

(SPBE)
o Peningkatan kualitas Pengelolaan asset
r Optimalisasi akses dan kualitas pelayanan publik
o Maksimalisasi peneraPan SakiP
o Maksimalisasi pengelolaan keuangan daerah
o Optimalisasi pendapatan daerah
o Peningkatan pelayanan kependudukan dengan
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prasarana sanitasi, penyediaan jamban berseptik tank;
d. Validasi data sanitasi;
e. Penataan Ruang Bermain Ramah Ana-li dan Pojok Baca;
f. Pencegahan dan penurunan Stunting berupa Honor kader

Pembangunan Manusia (KPM) Stunting, PMT balita Stunting,
rembuk stunting;

C. Verifikasi dan Validasi DTKS berupa Honor petugas pendataan dan
operator, penggandaa-n format pendataan, FKP/ Muskel Penetapan
Usulan Perbaikan DTKS;

h. Kelurahan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana
i. Pengembangan Produk Unggulan Kelurahan, pojok UM di Kelurahan

dan Pembinaan UM
j. Pengembangan KamPung Tematik
k. Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hdau)
l. Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

2. Kebijakan Perencanaan Kecamatal
a. Operasional Forum Komunikasi Keca-matan Sehat (FKKS) berupa

perlengkapan administrasi, rapat-rapat dan pembinaan lapangan
b. Penataan Ruang Bermain Rarnah Anak dan Pojok Baca
c. Pencegahan dan penurunan Stunting: PMT balita Stunting, rembuk

stunting,
d. Verilikasi dan Validasi DTKS berupa Pelatihan Petugas pendataan,

Rapat Penyepakatan DTKS
e. Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana
f.' Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, pojok UM di

Kecamatan dan Pembinaan UM
g. PengembansganlnovasiKecamatan
h. Pengembangan KamPung Tematik
i, Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah dan Bio

Konversi.
j. Penyediaar RTH (Ruang Terbuka Hijau)
k. Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni
I. Pemeliharaan Stadion mini dan Gedung Bersama Keagamaan

Dalarfl raflgka tnetrgakomodir isu-isu strategis actual merka afah
kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

;. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada tahr:n 2024 dart fasilitasi
kebututran pasca Pemilu dan Pilkada pada tahun 2025

b. Tahun 2024 sebagai tahun awal pelaksanaan RPD Kabupaten
Tangerang Tahwt 2024-2O26 dengan target dan indikator yang telah
ditetapkan. Pada Tahun 2024 j:uga harus disiapkan tahapan
pen5^rsunan Rancangan akhir RPJPD 2025-2045 sampai Perda
np;pO serta penJrusunan evaluasi dan teknokratik RPJMD 2025-
2030.

c. Percepatan penurunan prevalensi stunting yang harus ditangani
mulai dari hulu samPai hilir

d. Percepatan Penanganan lokasi yang teridentif,kasi wilayah dengan
kemiskinan ekstrem
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Tabel 4.5
Interkoneksi Prioritas Daerah, Provinsi Banten dengan Prioritas Nasional

il;l,tlgrl PROGRAM
PRIORITAS

PRIORITAS
KABUPATENNO PRIORITAS

NASIONAL
PRIORITAS
PROVINSI

PROGRAM
PENGAWASAN

PEMERIKSAAN
KOPERAST

PROGRAM
PENIT.AIAN
KESEHATAN
KSP/USP

PROGRAM
PENDIDIKAN DAN
TATIHAN
PERKOPERASIAN

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
DAN
PERLINDUNGAN
KOPERASI

PROCRAM
PEMBERDAYAAN
USAHA
MENENGAH,
USAHA KECIL,
DAN USAHA
MIKRO (UMKM)

PROGRAM
PENGDMBANGAN
UMKM

ProgarD
Pengembangan

Penanaman

Program
Petrgendslisn
Pelaksanaan
Penanaro8n Modal

Program
Pelayana!an
PenanalDan Modal

PeDanaman Modal

Data
Progarn

Sislem

Promosi
Modal

PERASI

Modal

Pcrscn

22,73

5,r2

,o8

Sagaran
2. 1 .Meningkatka

pertumbuhan
ekonomi daemh
sektor unggulan

INDIKATOR
SASARAN

Pertumbuhan

Pertarian, dan
Perikar]an

Pers€ntaae
Realisssi
lnvestasi

Persentase daya
produ]<

tftal

tase
gkatan
ngan

/PMDN)

Mcmparkuat
Ketahanarl
Ekonomi
untuk
Pertumbuhan

-1

pertumbuhan

I

kualitas
gunan

Prioritas 2
ningkatnya

Masyarakat

SASARAN

I
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NO PRIORITAS
NASIONAL

PRIORITAS
PROVINST

PRIORITAS
KABUPATEN

PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM

PERIXANAN

PROCRAM

PERIl(ANAN

PROGRAM
PENGOI,AHAN
DAN PEMASARAN
HASIL
PERIKANAN

Program
Peningkatan Daya

Pariwisata

Program
Pemasaran
Pariwisata

Program
Pengembangan
Ekonorni Kcatif
Melalui
Pemanfaatan dan
Perlindun8e! Hak
Kckayaan
Intelekual

Program
Pengembangajl

Pariwista dan

PROCRAM
PENYEDIAAN DAN
PENCEMBANGAN
SARANA
PERTANIAN

PROG RAM
PDI{YEDTAAN
PENGEMBANGAN
PRASARANA
PERTANIAN

PROGRAM
PENGENDALIAN
KESEHATAN
HEWAN DAN
KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER

PROGRAM
PERIZINAN
USA}IA
PETTTANIAN

PROGRAM
PENYULUHAN

Pengembangan
Ekspor

KAP

ELOI-AAN

ELOI-AAN

Destinasi

l&eatil

ANIAN

SASARAN
INDI(ATOR
SASARAN

SATUAN
TARGEI

202+



-212-

PROGRAM
PRIORITAS

PRIORITAS
KABUPATEN

INDIKATOR
SASARANNO PRIORITAS

NASIONAL
PRIORITAS
PROVINSI

Sasaran 2.2

mafldirlan

Sasaran 2.3.
Meningkatnya
PPKSyang
berdaya

Desa

ndekg Desa Nilai

yang
tasc

o,73O7

I,44

Program
Pennogkatan
Saiana Distribusi
Perdaganga-rl

Program
Stabilisasi Harga

Kebutuhan Pokok

ProglarE
Penggunaar dan
PerDas6rar
Produk Dalam
Negc!i

Perlindungan
Konsumen

ProgrsIn
PercncarEan dan
Perllbanguna-n
Iodustri

ProgIalll
Pengendalian lzin
Usaha lndustri
Kabupare /Kota

PROCRAM
PENGELOLAAN
SISTEM
INFORMAST
INDUSTRI
NASIONAL

PROCRAM
GDMBANGAN

KEBUDAYAAN

PROCRAM

PEMERINTAHAN
DESA

PROGRAM

LEMBAGA
KEMASYARAKATA
N, LEMBAGA

MASYARAKAT
HUKUM ADAT

PROGRAM
TAAN DESA

PROGRAM
PENINGKATAN
KERJASAMA
DESA

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
SOSTAL

PROGRAM
PENANGANAN
WARGA NEGARA
MIGRAN KORBAN

dan

DAN

Program

Penting
Barang

2024SASARAN SATUAN
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PRIORITAS
KABUPATEN

INDIKATOR
SASARAIINO

PRIORITAS
NASIONAL

PRIORITAS
PROVTNSI

SASARAN SATUAN
TARGE"T

2024
PROGRAM
PRIORITAS

TINDAK
KEKERASAN

PROGRAM
REHABILITASI
SOSIAL

PROGRAM
PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN

PROCRAM
PENANGANAN
BENCANA

PROGRAM
PERENCANAAN
TENAGA KER.IA

PROGRAM
PEI"ATIHAN
KER.]A DAN
PRODUKTIVITAS

AGA KERJA

PROGRAM
PENEMPATAN

A KERJA

PROORAM
HUtsUNGAN
INDUSTRIAL

Program
Pengelolaan
Pendidikan

Progrsm
Pengembangan
Kurikulur]l

Program Pendidik
Tenaga

Kcpendidikan

Program
Pengendeliao
Perizinan
Pendidikan

Progaam
Pembinaan
Perpustakaan

Progaara
Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorongal dan
Upaya Kesehata.n
Masyare}(at

Sumber

B€rdaya

kualitas

1.

2.

yang
sai,Ig

2.1.t.

2.1,2.

2.1

saing
kerja

Kerja
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PROGRAM
PRIORITAS

PRIORITAS
KABUPATENNO

PRIORITAS
NASIONAL

PRIORITAS
PROVINSI

,67

1,3

2,14

Program
Pedngkatan
Kapasitas Sumber
DaJra Marrusia
Kesehatan

Progtarlr Sediaan
F6rmasi, Alat
Kesehatan dan
MakEn6n
Minuman

Progra6
Pemberdayaan

dang Kesehatar

Progralrt
Penganrsuta-Elaan
Gende! dan
Pemberdayaan
Perempuan

Program
Perlindu ngan
Perempualr

Program
Peningkatan

Program
Pengelolaan
SisteEr Datq
Gende, dan Anal<

Prograra
Pemenuhan Hak

Progre-rn
Perlindungan
Khusus Arlak

PROGRAM
PENGENDAIIAN
PENDUDUK

PROGRAM
PEMBTNAAN
KELUARGA

ERENCANA (KB)

PROGPAM
PEMBERDAYAAN
DAN
PENINGKATAN
KELUARGA
SE.'AHTERA (KS)

PROGRAM
PENINGKATAN
KSTEI.ITERAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM

Program
Penguatan
Ideologi Pancasila
dan Karakter
Kebantsa-an

IGluarga

(PHA)

. I .4.Meningkat

mbangunan

. t .4.Meningkatk
pengendalian

ngarr yang
sif, aman,

2.1.5

uk

tertib

penduduk

ketertiban

r.aju

traman

SATUAN 2024SASARAN INDIKATOR
SASARAN
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PROGRAM
PRIORITAS

INDIKATOR
SASARAN

SATUANSASARANPRIORITAS
PROVINSI

PzuOzuTAS
KABUPATENNO

PRIORITAS
NASIONAL

Penirlgkatan
Pcran Partai
Politik dan
lambaga
Pendidikar

Perdidikan Politik

PengeEbangart
Etika serta

daya Politik

Program
PeEberdayaal]
dan Pengawasan
organisasi
Kemayarakatan

Program
Pembinaan dan
Pelgembangan
Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
darl Buday

Proglam
Peningkatan
Kewaspadaan
Nasiooal dan
Pcnir4katan

Fasilitaoi
Pcnanganan
Konflik Sosial

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
DAYASAING
KEPEMUDAAN

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
DAYASAING
KEOT.AHRAGAAN

PROGRAM
PENGELOI,AAN
SUMBER DAYA
EKONOMI U}TTUK
KEDAULATAN
DAN
KEMANDTRI,AN
PANGAN

PROGRAM
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI

KETAHANAN
PANGAN
MASYARAKAT

PROGRAM

tas dan

lndeks

ilai 7,5
Ketahanan
Patrgan

DM yang

Mcnintkatnya
PerekonoEian
Mas}€rakat

tas 2.

-a sa.lng

Sasaran
2. I .3.Meningkatk
an daya saing
pemuda

5

PN.4.
Revolusi
Mcntal dan
Pembangr,lna
n

budayaan

Memperkuat

Mendukung
Pengembanga
n Ekoromi

Dasar

5

Prioritas 2.

sejahteiaan

mclalui
p€oingkatan

Mcningkatlan
peBerataan

l.

berdaya

kualitas
nan

2024

1.
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2024
PROGRAM
PRIORITAS

INDIKATOR
SASARAN

PzuORITAS
KABUPATEN

SASARANPRIORITAS
NASIONAL

PRIORITAS
PROVINSINO

KERAWANAN
PANGAN

PROGRAM
PENGAWASAN
KEAMANAN
PANGAN

Progra.E Sediaan
Farmsri, Alat
Kesehatan dan
Makalran
Minuaan

PROCRAM

SUMBDR DAYA

PROCRAM
PENGELOLqAN
DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PEI{YEDIAAN AIR
MINUM

PROGRAM
PENG ELOLAAN
DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM AIR

PROGRAM
PENGELOI,AAN
DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
DRATNASE

PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN

Program Penataan

PROGRAM
PENATAAN
BANGUNAN DAN
LINGKUNGANI'IYA

PROC RAM
PENYELENGGARA

PROGRAM
PENYELENGGARA
AN PENATAAN

RUANC

PROGRAM
PDNOEMBANGAN
PERUMAHAN

PROGRAM
KAWASAN
PERMUKIMAN

ELOt"{AN

(SDA)

MBAH

Bangunan

JALAN

Infrastrlktur

Peracntase
realigasi pola.

Peianfaatan

Rasio Luas
Kawaaar
perElu kilngrx,

kabupaten

layak

vitas

dan

ndeks

Point

t

o,9439

0,79

37

Prioritas 3.
Meljngkatkan
Pembangunan
Ini'astruktut

Terpadu

Sasaran
3. I . l.Meoingkatk

P€merataan

infrastruktur
kualitas

6 PN-6,
MembanSun

Hidup,
Meningkatka

KetS]ranan
Bencana, dan
Perubs}ran
lklim

Prioritas 3.
Menirgkatkan

lingkungan
hidup ultuk

kung
gunan

SATUAN--[t
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INDIKATOR
SASARAN

PRIORITAS
PROVINSI

PRIORIIAS
KABUPATEN

SASARANNO
PRIORITAS
NASIONAL

PROGRAM
PENGELOT,AAN

PAHLAWAN

Prograjn
PenataSunaan

Program
Penyelenggaraan
lalu Lintas dan

PROGRAM
PENGEMBANCAN
SISTEM DAN
PENGEL,oI^AA-I'I

PERSAMPAHAN
REGIONAL

Prograrl
Penanggulangan
Bencana

Program
Pencegahan,
Penanggulqn8an,
Pertye]amatarl
Kebakaran da!

Keba.karan

ProgralE
Perencanaan
Lingkunga, Hidup

Prog!a!c
Penghargaan
Lingkungan Hidup

Program
Pengendaliarr
Peflcffaran
dar/atau
Kerusakan
Lingkulrgan Hidup

Program
Pengendalian

Berbahaya
Bcracun (E}3)

dan Li:nbah
Ballan Bcrbaltaya
dan Beracun

Prograru
Pcmbinaar darl
Pengawasan

Lingkungan dan
lzin Perlindungan
dan Pengelolaan

MAIiAM

(LLAJ)
Jalan

Non

Untuk

Izin

Hidup

56,25

t20

Iadeks kuo]itas
Ingkungan

bencara (lRBl)
Rcsiko

1 .2 . Meningkatk

Meningkatkan

rerhadap

kuafitas

sehat
h

sehat dan
hidup

hidup
darl

SATUAN
2024

PROGRAM
PRIORITAS
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INDIKATOR
SASARAN "^,ro* I'ttio*

PRIORITAS
PROVINSI

PRIORITAS
KABUPATEN

SASARANNO
PRIORITAS
NASION,\L

Program
Penangaaan
Pengaduan

Keanekaragatnan
Hayati

Program
Pcngelolaan
Persampahan

t'roEraJn Pcr.ncdaai,

dan PtosEmbangan

P.ogam Pcm.rintaha[

Program P.lcsErian
Iblcksi Nalional dsn

Progrrm Pcoa.lolaan
BorarA Milik Dadah

ProAram Kepcgawais

P.ng.mb6r8an SDM

ftogreni P.,uau6an
Kebiiakan,

Pengam&a InIormasl

Hidup

Program

Indeks

lndeks

3,17

520

I

3

Sasaran 4.1
Menlngkatkarr

tah
KcIoIa

tas Tata

ilai SAKIP

PlofesioDalitas

Matu tas SPIP

BPK

Irdeks

SPBE

Birokrasi; dan

Meningkatkan

an PEMILU

4

5

Las

Prioritas 4.

Kualitas tata

pemerintah€n

PN-7
Memperkuet
Stabilitas
Polhukh6rlka
m dan

P'rblik

PROGRAM
PRIORITAS
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2024
PROGRAM
PRIORITASSATUANINDIKATOR

SASARANSASARANPRIORITAS
KABUPATEN

PRIORITAS
PROVINSINO

PRIOR1TAS
NASIONAL

an F\ntBi DPRD

ttoSram fbndaffaran

Plogrm PdlEelolan
Infomali Adrdnistrasi

Pro$am Pcng.lolarn
Profll Kqp6dudukan

riokksi Nsional dm

Prograh Pengclolae

Progrsm Perlindungan

ProSram Pelcstatian
Kol.k i Nasional dan

ProgrM Koordinasi

Program Pcmbi.naan

PcmcriDt han D.sa

!.rasyamkat Dcsa dajr

urustn P.Ecriltahsn

Dukun8air2ndeks
Pel,ayana,
PubIik

ndeks

4.2.4 fuahKebijakan Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Arah kebijakan -peningkatan ekonomi dititikberatkal kepada

p""i.gk"a; kapas-itas sumuer Daya Malusia kepada sektor wirausaha baru

iur, ,r!"rr" mikro kecil hal ini berkenaan tema yang diusung pada RKPD tahun
iOZ+. la^pur. peningkatan produlctivitas ekonomi masyarakat yang- dilakukan

;;;g; me-ueiaayatrt ,"rh" mikro karena usaha mikro merupakan sektor

ekoiomi yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat dan dapat berdaya

saing.
Optimalisasi pemasaran produk tersebut kepada suatu tempat Gerai

Tarrgeran'g Gemilani (GTG) di besa Bojong Kecarnata Cikupa' salah satu

;;;;"t ?i cerai iuog".*g Gemilang 
-yang difokuskar antara lain pada

p"ii"gf."t", digitalisasi" pe-i""r* (e-mmmercel baik Usaha Mikro dan juga

irrauJ.i Kecil dengan pimbuathn gl'ang (Kios Gemilang) yang terint€grasi

d;G; aplikasi t"".paa, Kabupaten Tangerang, selain itu aplikasi Bintang
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Gemilang yang dikembangkan oleh Dinas Perindustriaa dan Perdagangan dan
bekerjasama dengan akademisi ,Ciharapkan dapat menyerap produk lokal dan
dapat berdaya saing di pemasaran oniine. Dari beberapa kegiatan tersebut
diharapkan dapat menjadi langkah gemilang dari program unggulan Bupati
Tangerang Proaktif tersebut dalam pemasaran Usaha Mikro dan Industri Kecil
ke berbagai segmen masyarakat terlebih e-Comm.erce.

Prioritas selanjutnya adalah pengembangan lembaga keuangan mikro
seperti koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Lembaga
Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja (LKM AKR) dan pengembangan Koperasi
yang beraliliasi di Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB), Lembaga ini merupakan
contoh dalam hal penguatan akses perrrrodalan dan pemasarzrn sektor usaha
mikro dan industri kecil menengah di Kabupaten Tangerang, tujuan dari
penguatan ini adalah membantu lembaga Usaha Mikro dan Lndustri Kecil untuk
dapat Moue On Secara output Sektor lembaga permodalan tersebut
dikhususkan untuk pengembangan usaha Mitro dan Ekonomi Kreatif di
Kabupaten Tangerang, adapun secara outcome (dampak) diharapkan dapat
meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang secara
teknis dalam kegiatan prioritas ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro dan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Kabupaten Tangerang. Prioritas
Penillgkatafl Ekoflomi lainnya adalah dengarr meningkatan pelayanan darr
kapasitas pelatihan di Bafai Latihan Kerja (BLK) di Jayanti oleh Dinas Tenaga
Kerja (DISNAKER) dalam menalgani permasalahan pengangguran, sebagai
infornasi data pada tahttn 2022 bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kabupaterr Tangerang sebesar 7,88 persen dibawah dari Propinsi Banten
sebesar 8,09 persen yang berarti bahwa peran BLK telah marnpu mendongkrak
peningkatan peluang pekerjaan di Kabupaten Tangerang. l"angkah-langkah lain
di tahun 2O24 yang akan dilaksanakan antara lain dengan memperbanyak
pengembangan kelas pemberdayaan masyarakat, kelas pelatihan serta
penambahan kelas baru sesuai dengan pemenuhan permintaan perusahaan di
Kabupaten Tangerang, sebagai gambaran informasi bahwa pada tahun 2O23 ini
Disnaker membuka kelas keterampilal operator forklift sebagai bentuk
penambahan kapasitas keterampilan di Dinas Tenaga Kerja, kedepannya
Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menambah kembali BLK-BLK lain
dengan berbagai jurusan tambahan antara lain perhotelan, Keteramilan Air
Conditioner (AC) dan sebagainya. Upaya ini diperuntukan sebagai komitmen dari
Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam program prioritas pemenuhan peluang
pekerjaan di Daerah Urbanisasi seperti Kabupaten Tangerang ini. Upaya
program prioritas lainnya dari perekonomian adalah kemudahan pelayanan
perizinal usaha bagi sektor UMKM dan wirausaha baru oleh DPMPTSP.
Sebagaimana Permendagri Nomor 59 tahun 2021 bahwa kemudahan dalarn
pelayaaan / stafldar pelayanall minimal (SPM) menitik beratkan kepada
pelayanan dasar masyarakat seperli kesehatan dan pendidikan, dalam hal ildim
investasi pun pelayanan dasar perizinan mesti diwujudkan, sebagaimala
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja yang mesti
didapatkan oleh masyarakat Kabupaten dari sisi kemudahan perizinan dan
penan.rm€rn Modal. Dalam haf ini prioritas utama dalam peningkatan
perekonomian pasca pandemic Covidlg antara lain dengan memudahkan
perizinan.

Prioritas pembangunan sektor ekonomi perlu diwujudkan melalui
pengembangan pendekatan ekonomi kawasan seperti pengembangan Objek
Destinasi Tujuan Wisata (ODTW) Kabupaten Tangerang salah sahrnya Ketapang
Urban Aquaculture (KUA) di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk. KUA merupakan
contoh role model penataan kawasal ekonomi yang berintegrasi dengan
penataan lingkungan, konsep Resirculating Aquaculture System (RAS) sebagai
telsrik budidaya ikan seczrra pemanfaatan air agar tidak boros, RAS ini
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selanjutnya diintegyasikan dengan penataan lingkungan konservasi Mangrove
dengan konsep WanaMina fwana;Hutan dan Mina;Ikan) sehingga diharapkan
pada jangka panjang Masyarakat Kab Tangerang dapat membudidayakan ikan

"""ur^ t" uf, tt gkungun dengan mendapatkan sarana wisata dengan

memanfaatkan hutan mangrove yang rimbun. Diharapkan dari suatu kawasan
yang terintegrasi tersebut didapatkan peningJ<atan perekonomian, pariwisata
sert"a edut<asi masyarakat dapat terwujud. Kawasan KUA tersebut dibangun
dengal upaya kolaborasi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan

b"tE "p" 
stakeholders yang sama- sama ingin mewujudkan penanganan dan

pengelolaan kawasan pesisir secara terintegrasi, HaI il1i untuk mewujudkan
p"t Ingkat,rr perekonomian masyarakat dengon pendekatan ekonomi kawasan'
^Set*ri fUe (Ketapang Urban Aquaculture) Kabupaten Tangerang memiliki
Kampung Tematik, Xampung tematik yaitu suatu kampung layak huni yang

merrrilit i-pot"nsi berdasarkan inovasi dan kreasi dan melaksanakan kegiatan

;;;b;.4";"". masyarakat yang bertujuan datam peningkatan-perekonomian
ma"yarat .t. fampung Tematik di Kabupaten Tangerang sangat -bervaria-n 

tema

dan ciri khasnyai adi yang memiliki tema lingkungan, penrti.dikan, kesehatan

Urfrml bertem-akan Wilata=. Diharapkal dari sektor kawasal kampung tematik
tersebut dapat memberikan dampak ekonomi kepada kawasan-kawasan

t"*p""g yang merniUti potensi di daerahnya sehingga pemulihan 91mp*
ekonomi- 1i'Oe1 pa"ca Covidfg di Kabupaten Tangerang dapat pulih dan

meningkaikan L"i, e"rrrr-buhan Ekonomi (LpE) di Kabupaten Tangerang-

ilioritas peningkatan ekonomi lainnya adalah yang dijalankan oleh_ Dinas
pertanian dan ketahanan Pangan (DPKP) diharapkan dapat diperkuat dengan

peningkatan akses distribusi jalan produksi di sektor pertanian, qgraepynan'

iet"rriaf. r bahka, perikanan, da, terutama adalah operasionalisasi Pusat

i("*""ro Agropolitan (pKA)/ pusAGRO di desa sarakan, Kecamatan sepatan,

Kawasan iri ditraraptan d.apat membuka peluang pasar baru- di .Kabupaten
iuog.rrog dengan peningkatan niJai fValue added) dari produks_i hasil- pertaniar
Uerripa nlrtifift:tl dan buah-Uuahan, PUSAGRO ini juga diharapkan dapat

;;;-ik sentra pelatihan bagi masyarakat- sebagai sentra edukasi 
- 
sektor

pertanian dengan menumbuh[embangkan edukasi penalamln dan pelatihan

L.gi -""y*"t""t secara inklusif. PUSAGRO diupayakan bukan hanya pelayanan

edikasi/ pelatihan bag' masyarakat saja akal tetapi juga melingkatkan
p.oart"i pertanian sebagai upaya dalam ketahanan pangan Kabupaten

i"ng"rrog. Xomitmen lain dalam-upaya peningkatan keta-hanan parrgan dengan

-".r.ingtaif.urt kapasitas balai benih (pertanian, peternakan dan- perkebunan)

y"rrg 
"Iluoirt 

ya diharapkan dapat lebih memberdayaan masyarakat. Selain itu

ir."E.*uirg-i inovasi dan rekayasa teknologi (pertani1n, peternakan'

i..i'"Ur.rrriaan perikanal) serta pengembangan plasma nutfah dan pelayanan
-a"arr 

U"gi p"-"tt.,h.., kebutuhan tanaman-taflaffan buah dan petindung bagi

_."y*.r"i Kabupaten Tangerang yang membutuhkan. Diharapkan dengan

Si"".gi dan kolabo'rasi dari akademisi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

melaliri teknologi tepat guna dapat meningkatkan ketahanan Pangan Daerah.

Selain itu pada ta.rgerLg Mantap juga dikembangkan Pekarangan Pangan

Lestari(PPL)denganmeniti_kberatkankepadaproduksisektorpertaniandengan
kelembagaan Kei-ompok Wanita Tani (KWT) dingan mernanfaatkan lahan tidak
produktil di Kabupaien Tangerang, hal ini diwujudkan dalam dokumen rencana
'ak"i p.t g.t dan gizi y..g b".gtr.ra dalam mendukung penguatan ketahanan
pangarr di KabuPaten Tangeralg.' " G"-brtan perekoiomian Kabupaten Tangerang dalaA pemulihan
dampak ekonomi (PDE) tersebut diliarapkan dapat meningkatkan Laju
perelonomian pelaku usaha mil<ro serta industri kecil di Kabupaten Tangerang

Pasca panderni corridl9, dan tentunya wirausaha baru (WUB) dapat tumbuh.
Tentunya langkah-langkah diatas merupakan respon Pemerintah Kabupaten
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Tangerang dalam mengupayakan bangkitnya keterpurukan perekonomial di
Kabupaten Tangerang serta upaya tersebut dimasukan dalam perwujudan
program unggulan Bupati Tangerang 2OL9-2O23 yang tertulis dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Nomor 1 Taylun 2022.

4.2.5 Penangan Kemiskinal Ekstrem dan Stunting
Laporan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dirilis oleh

Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa ang[a stunting di Kabupaten
Tangerang sebesar 2L,lVo, menurun dibandinngkan tahun 2021 sebesar 23,3o/o'- Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan tinggi badan dibandingkan
dengan usia dan otak pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama'
Sehingga, anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki
keterlambatan dalam berpikir. Hal ini disebabkan akses yang kurang terhadap
makanan bergizt, terutama asupan vitamin dan mineral, serta sumber protein
hewani.

Selain kekurangan gizi yang dialami anak, stuntingjuga dipengaruhi oleh

ibu yang mengalami kekurangan nutrisi pada saat remaja, bahkan di- masa
kehamitan, dan menyusui. Tidak hanya itu, akses sanitasi yang layak dan air
bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan
anak.

Berbagai penvebab stunting di atas sangat erat dengan kemiskinan'
Asumsi dasarnva adalah, kemiskinan membuat si ibu dan anal< kesulitart
mendapatka_n makanan bergizi dengan harga teriangkau. Kemiskinan iuga erat
kaitannya dengan kesulitan mendapatkan akses sanitasi yang layak dan air
bersih. Oleh liar"r,a itu memerlukan penanganan secara menyeluruh dan
terintegrasi.-Data P3KE tatrttn 2022 yang dirilis oleh Kemenko PMK dan hasil
EPPBGM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Gizi Masyarakat)
Agustus 2022 menunjukkan:

Lokus
Jmlh keluarga
miskin ekstrem

(desil 1)

Jumlah balita
stunting

Jumlah keluarga
resiko stunting

Kabupaten
Tangerang

61.685 9.016 354.751

Strategi penarganan kemiskinan ekstrem pada ta-hun alggaran 2024 telap
*".,g"-", k"p"da strategi penanganan kemiskinan ekstrem yang diarahkan oleh
PemErintah Pusat. Berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 penghapusan
kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui Etrategi kebijakan yang
meliputi:

. pengurangan beban pengeluaran masyarakat

. peningkatan pendapatan masyarakat; da.rr

. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
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Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran
Strategi kebijakaa melalui penumnan beban pengeluaran masyarakat
dilakukan Pernerintah Provinsi Banten melalui Peralgkat Daerah yang
melaksanakan urLrsan Kesehatal, Perindustrian dan Perdagangan Ketahanan
Pangan Serta Pendidikafl. seluruh program dan kegiatan ini meflyasaf-irrdividu

"u.i'"t 
yang terdapat dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan

Kemiskjnan Ekstrem (P3KE).

Strategl Peningkatan PendaPatan
strategi kebijakan pen€rngan€rn kemiskinan ekstrem berikutnya dilakukan
mehtG pendekatan guna meningkatkan pendapatan masyarakat sasaran
sehingga mereka tidak lagi hidup dibawah standar garis kemiskinan ekstrem
setaritenga.. USD 1.9 PPP Qturclasing potuer pority), serta pendekatan lokasi
lingkungan tempat tinggal kelompok sasaran agar mereka mendapatkan
p.i.ya.rn dasar dalam rangka peningkatan kualitas hidupnya. Delgan adanya
pendekatan lokasi ini diharapkan kantong kantong kemiskinan dapat
diminimalisir.

i/Erurrldr EhtEr
RrgdLEan
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DUI(CAPIL
Bagiao lc5ejehtetaan

tiakyat SEIDA



Strategi Penguraogan Kantong Kemlskluan.- .
il;,d *"rr-g,-,r"J1a kantong -kemiskinan dilaksanakan melalui pemenuhan

"*mi 
pr."uirou. Jan infrastruktr:r , dengan terpenuhinya- "T3Ta 

prasarana

makakesenjanSalrantarwilayahakandikurangidanproduktivitasekonomi
meningkat.

Mengacu pada Perpres 72 ta}r.:ur..2o2l tentang Percepatan Penurunan

stuntinJ .E" s prr"r data:n strategi Nasional percepatan Penurunan Stunting

sebagai berikut:---il 
p""i.gf."tan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/ lembaga,

Pemerinta-h O""rafr- pio"insi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota' dan

Pemerintah Desa
Z. e"ni.rgk"t rr komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan

masYarakat;
3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di

kementerian/f"-U"f", Pemerintah Oaeiah provinsi' Pemerintah Daerah;

+. 
-p""i"gt"trtr'ketahaial 

pangan d'a]r. glzL.pada tingkat individu' keluarga'
" 

d-, --:"y*akat; dan kabupaten/kota' {an Pemerintah Desa;

5. Penguatan arrr p"t S"*b;i"n sistem, data' informasi' riset' dan inovasi'
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CROSS-CUITII{G INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN S]UNTING

hr.r.nt x.lompot 9Bi l.ooo NPx

Implementasi intervensi percepatan
digambarkan sebagai berikut:
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4.3 Keselarasan Tema Pembangunan Pusat, Provinsi Balten dan Kabupaten

Tangerang Tahun 2024
Tema pembangunan Nasional yut'g ditetapkan dalam RKP Tahun 2024

vaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"'

ffit;;R'KP;"P;;"; ilten Tahun 2024 ad,atah 'Pemantapan Dava Saing

Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai- Kerangka Tahap

Modemisasi', dan tema p"-Utt g"t'tt' di Kabupaten Ttrrg:f*.g adalah
;Pemantapan SDM yang ^ Berday"a Saing- dalar'n Rangka Meningkatkan
p"r&oro*i"r, t t."y*uf..i dalam iema p"riburrg.lrr.rt taik Nasional, Pr,ovinsi-B;"; 

maupun r.u,rptt"., Tangeiang tirkandung makna . bahwa

pa-Ur.g"t". diarahkan untuk percepatan pembangunan ekonomi secara

menyeluruh dengan peningkatan SDM- *t"y"takat' dan SDM aparatur dan

""r"i" it" aiharalkan dapa:t meningkatkan Londisi kehidupan sosial ekonomi

a
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masyarakat. Adapun gambaran penyelarasan tema pembangunan dapat dilihat
pada gambar di bawah ini'

Garnbar 4.2
Penyelarasan Tema Pembangunan

(RrrPl
Mempercepat
Transformasi
Ekonomi yang
Inkluslf dan

BerkelanJutan

(Provinel Bantetl)
Pemantapa! Daye
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Tahap Ekonomi
Sebagal Kerargka

Modernlsael

(Kabupaten
Tangeraagf

Pemantapan SDM
yang Berdaya
Saing dalam

Rangka
Meningkatkan
Perekonomlan
Maasyarakat
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Hasil penyelarasan target pembangunan, antara sasaran Pembangr:nan
RKP Tahun 2024 detgan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD 2024'
disajikan dalam diagram berikut:

Gambar 4.4
Sinkronisasi Sasaran Pem an Tahun 2024

fii

.R

l,l (iini R!rio

s,r%-5,7% 5,Lt /"-5,25%

s,oo/-5,7% a,5t%

6,5%-7,5% 5,49%

73,55

0,349

73,99-74,O2

o,37 4 -O,O37''

4.4 Pokok-pokok Pikiran DPRD
Selain memuat sasaran pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten

Talgerang, prioritas pembangunan daerah juga disusun dengan
*"rip".ho:tikao pand.angan dan pertimbangan DPRD' Pandangan dan
pertimbangal OenO menggambarkan permasalahan pembangunan $1erah
.rrrt t ai"Jt".askan dalam dokumen rencana pembangunan daerah sehingga

dapat menghasilkan prioritas pembangunan daerah, yang secara efektif dan

efisien dafat mewujudkan target pembangr:nan Daerah dan Nasional.
Pandangan dan pertimbangan tersebut berupa saran dan pendapat, yang berisi
pokok-p--okok pii.itrrt DPRD, berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi
ilasyzrr-zrLkat. eokok-pokok pikiran tersebut menjadi bahan Pellimusan kegiatan,
lokasi kegiatan daIr keiompok sasaran, yang selaras dengan pencapaian sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Rekapitulasi Rumusan
Usulan foo*,.a,,, / KJgiatan Hasil Penelaahan Pokok- pokok Pikiran D_PnD 91tuk
RKpD Kabipaten Tingerang Tahun 2024 yang telah diinput melalui aplikasi
SIPD adalah sebagaimana berikut :

EIEiIg
5,tL-',25%

7 ,51%

5,94%

71,55

o,28
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BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Progra:rr Pemtrangunal Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan 'laht:rr 2024

Rencana ke{a dan pendanaan daera}r tahun 2024 disusun dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan
pelayanan dasar kepada masyarakat. RKPD Kabupaterr Tangerang Tah:;:-: 2024
berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun
berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yarrg
direncanakan dalam I?PJMD Kabupaten Tangerang hingga Tahun 2023 datt
sasaran pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten
Tangerang. Agenda pendanaan pembangunan Kabupaten Tangerang tahun
2024 dipioritaskan kepada 4 (empat) prioritas pembangunan daerah meliputi
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan pembangunan
infrastruldur yang terpadu; meningkatkan perekonoffial masyarakat, darl
meningkatkan SDM yang berdaya saing.

Tabel 5.1
Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

Tah::n 2024
I{o. Prioritas Pembangunan Daerah Alokasi Anggaran (Rp)

Meningkatkan Kualitas tata kelola
pemerintahan 4,592,696,O94,734

2
Meningkatkan pembangunan in-frastruktur
yang terpadu
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 126,333,526,737

4 Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing 1,341,333,351,617
7 ,25A,O2a,477 ,201

Dukungan pendanaan pembangunan daerah terhadap prioritas
pembangunan daerah Provinsi Banten meliputi meningkatkan daya
saing SDM yang kornpetitif; meningkatkan kualitas Reforrnasi Birokrasi;
meningkatkan mitigasi bencana, perubahan iklirn dan lingkungan hidup
yang berkelanjutan; dan meningkatkal pertumbuhal ekonomi yang
berkualitas dan berkeadilan, dukungan pendanaan terca-ntum ditabel
berikut.

Tabel 5.2
Dukungan Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Tatrtn 2024

No. Priorltas Pembangunan Daerah Alokasi Aaggaran
(Rpl

1 Meningkatkan daya saing SDM yang kompetitif 1,341,333,351,617
2 Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi 4,592,696,O94,734

3

4

Meningkatkan Mitigasi bencana, perubahan
iklim dan lingkungan hidup yang berkelartjuta4 1,197,665,904,1 13

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan berkeadilan

126,333,526,737

Total 7 ,258,028,877 ,zOL

Dukungan pendalaan pembangunan daera} terhadap prioritas
pernbangunal nasional meliputi memperkuat infrastruktur untuk
mendukung pengembangarr ekonorni dan pelayanan dasar; memperkuat
ketahanan ekonomi r-rntuk pertumbuhar yang berkualitas dan
berkeadilan; memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan

1

t,197 ,665,904,rls

Total
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Dukun an Pendanaan Prioritas Pemban rrnan Nasional Talntn 2024

Prloritas Pembangunal

Tabel 5.4
Reka itulasi Pro am Prioritas Kabu aten Tan eran

Alokasi Anggaran
lRplI{o.

7,797,665,904,113Memperkuat infrastruktur untuk mendukung
bann1

126,333,526,737Memperkuat ketahanan ekonomi untuk
pertumbuhan yang berkua,litas dan berkeadilan2

4,592,696,O94,734
Memperkuat stabilitas politik, hukum,
pertahanan, dan keamanan (polhukhankam)
dan transformasi pelayanan publik

1,341,333,351,6174
Meningkatkan sumber daya manusia (SD

vang berkualitas dan berdaya saing
M)

7,268,028,877,2OLTotal

ldang Urussn Pemerint€han darl
Progran Priorita-s P€rnbangunart

I[dikator Kileta Progarn
(Outcome) Satuan

2024
Target

Perangkat Daerah
Penanqgung Jawab

URUSAN PEMERII.ITAHAN WA]IB
YA}IG BERKAIIAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
Pendidikan

Progra& Pengelolaan Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Mur-ni (APM)
SD/MI

Persen 100 Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs

Persen 100 Dinas Pendidikan

Angka Panisipasi Kasar (APK)
PAUD

Persen 100 Dinas Pendidikan

Program Pengembalgan KurikutuE

Angka Partisipasi Mumi (APM) Non
Forma-l/ Kesetaraar

Persen 100 Dinas Pendidikan

Persentase implemcntasi
kurikulum muatan lokal

Persen 100 Dinas Pendidikan

Program Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Perselrtase Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang BerkualilikEsi
minimal D4lS1

Pqsen 100 Dinas Pcndidika!

Program Pengendalian Perizinan
Pendidikan

Persentase Rekomendasi perizinan
Pendidikan yang diterbitkan
(PAUD/SD/SMP dan Pendidikan
Non Formal)

Persen 100 Dinas Pendidikan

Kesehatan

PrograE Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatsn Masyarakat

Dinas Kesehatan

Rasio Daya Tampung Rumah Salit
Ruiukan

Rasio 0.10 Dinas Kesehatan

Persentase RS Rujukan TiDgkat
ltubupaten/ Kota yalg
Terakreditasi

Pcrs€n

Persen

85.19 Dftras Kesehatan

Perse4tasc ibu haErl Dendapatka.n
pelayanan kcsehatan ibu hamil

100 Dinas Kesehatan

Persentase ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan

Persen 100 Dinas Keschalan

Pcrsentasc baYi batu laht
mendapatkan pelayanan kesehatan
bayi baru lahir

Pcraen Dinas Kesehatan

Presentase pclayalan kesehatan
balita sesuai standar

100 Dinas Kesehatan

Pcrscntase anak usia pendidikan
dasar ya.ng mendapatka.n
pelayana-n kesehatan sesuai
standar

PersclI r00 Dinas Kesehatan

keamanan (polhukhanka-rn) darr transformasi peiayanarr publik; dart
rneningkatkan sumber daya malusia (SDM) yang berkualitas dan
berdaya saing, dukungan pendanaan terhadap prioritas nasional
tercantum ditabel berikut. 

Tabel 5.3

'fahun2024

ekonomi dan pelayanan dasar

100



idsr.g Urusan PcBrintahan dan
ProglllEr Prioritaa P€rEbangunaD

Indikator Kinerja Program
{Outcome)

2024
Targct

Pexangkat Daerah
Pcnangguog Jawab

P€r'eentase orang usia 15-59 talun
xaendapatkan skrinirE kes€hatan
sesuai standar

Persen 100 Dinas Kesehatan

Pefs€ntase walga ,letata usia 60
tahun ke at€s EendaPatl<an
skrining kesehatan sesuar standar

Pe!sen 100 Dinas Kcschatan

Persentase penderita hiperteEsi
ysrg Eenda PatkaP PelayeFao
kdehatan sesuai standar

Persen 100 Dinas Keschatan

Perscntase penderita Diabetes
Mellitus yang mendapatkan
pelayanan kesehatart s€suai
standar

Persen 100 Dinas Kesehatan

Persentase ODGJ b€rat Yang
mendapatksn pelayanan kesehatan
iiwa scsuai stand6r'

100 Dinas Keschata,

Persentase orang terduga TBC
mefl dapatkan pelayanan TBC
sesuai standar

Persen 100 Dinas Kesehalan

Persentase oaang dengan resiko
terinleksi HIV mendapatkan
pelayanarr deteksi dini HfV sesuai
standar

100 Dinas Kesehatan

Persentase Ba]ita Wasting Perccn 100 Dinas Kcschalan

Indeks Kepuasa-n Masyaral€t (lKM)
terhedep PelayBnan Puskesma.s

Angk.r 84.40 Dinas Kcschatan

Persentsse Puskesmas dengan
Ketersediaai Obat dan Vaksin
Esscnsial

85,00 Dinas Kesehata.o

Program Peningkatan Kapasitas
Sumbcr Daya Manusia Keschatan

Persentase alat kesehatan
roeorenuhi standar

Persen 81.o0 Dinas Keschatam

Dinas Kesehatan

Persentase Sumber Daya Manusia
Kesehata-n Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan
Mutu dan KorDpetensinya

100 Dinas Kesehatan

Persentasc Pembinaan dan
Pengawasan Tcnaga Xesehatan
seda Tinda-k Lanjut Perizinan
Praktik Tenaga Kesehatan

Perserl 100 Dinas Kesehatan

ttogram Sediaan Fanuasi, Alat
Kesehatan dan Makanan Minuman

Dinas K€sehatan

Persentase P-IRI yang sesuai
standar

Persen 100 Dinss Kesehatan

Pera€ntale lstene kefermalian
vanc aesual standar

Peraen 100 Dinss Kesehatan

Pcrsentasc TPM yang memenuhi
syarat berdasa-rkan Inspeksi
Kesehatan Lingkungan

Persen 100 Dinas Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat
Bidan Kesehatan

Dinas Kesehalan

Percentase Organisasi Masya.rakat
kernitraan bidang Kesehatan

Persen 100 Dinas Kesehat€n

Persentase Perilaku Hidup B€rsih
dan Sehat Tatanarl Rumah Tangga

Perscn 100 Dinas Kesehatan

Persentase Perilaku Hidup B€rsih
dan Sehat Tatanan institusi
pcndidikan

Perscn 100 Dinas Keschatan

Persentase Posyandu yang berada
Dada Stmta Pumama Mandiri

Peraen 100 Dinas Kesehatan

Pekerjsan Utaura ds'r Penataan
Ruang
PROGRAM PENCELOI,AAN
SUMBER DAYA AIR (SDA)

DiDas Bina Marga
dan SDA

Persentase lnft asEuktur Sungai
dan Pembuang dalam Kondisi Baik

Persen 7{J,20 Dinas Bina Marga
dan SDA

Prosentase [,ahan Sawah
Dilindungi yang Terlayani lrigasi

77.27

PROCRAM PENCELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PEI.IYEDIAAN AIR MINUM

Dinas
Peru&e}rorl,Pemuki
man dan PemaLarrran

Cakupan Sarana Air Bersih Pcrscn 72.67 Dinas
Perumalan,Permuki
man dan Pemakarlan

-24t-

Satuan

Perseo

Dinas Bina Ma-rga
dan SDA
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idang Urusa.o Pemerjotal an dan
Program Prioritas Pembangunan

Satuan 2Q24
Targct

Perangkat Daerah
Peltang+lng Jawab

Prosefl tase Te4)enuhinya
Pelayana[ Peodistribusia! Air
Belsih Bagi MasyaGkat

Persen 100 DinaB
Perurrlallan,Permuki
maIr dan Pcmakarna-n

PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM DAI{ PENGEIOIAAN
PERSAMPAHAN REGIONAL

Persefltase Pemenuhan
PengeElbangan Sistem ds.rr
Pengelolaan Sampah Regional

Persen 100 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kebersihan

FRoGRAM PENGELO I,IAN DAN
PENGEMBANGAN S]"sTEM A}R
LIMBAH

Dinas
Pen+Eabaa, Perrlllrki
man dan Pema.kaman

Persentase Sara.lra Sanitasi YaiS
Dibangun

96.61 Dinas
Perumahan,Permuki
man dan Pemakaman

Persentas,e Cakupan Layarafl
Penyedotan Lumpur Tinja

Persen
0.140

Dinas
Perumahan,Perauki
man dan Pemaka.han

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANCAN SISTEM
DRAINASE

tlrfi entasc lntasffuktur Dralnasc
dalarn Kondisi Baik

Persen Dinas Eliaa Marga
dan SDA

PROGRAM PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN

Dinas
Perurnahan, Permuki
man da.It Pemal<aman

Persentase Peningkatan kuelitas
permukiman tidak tertata

Persen Dinas
PerumallaIr,Permuki
man dan Pemakaman

Persentase SaraJra dan Piasa.rana
TPU yang terbangun

14.14 Dinas
Peru rnatran,Permuki
man dan Pemakaman

Persentase Sarana dar Prasarafia
TPU yaDg TerpelihaJa

Persen Dinas
Perumahan,Permuki
man dan Pemakama,

Program Penatagn Bargunan Gedung Prosentase Pemenuhan
Pcobangunan Gedung ya-ng
Berkualitas Baik

P€rsen Dinas Tata Ruang
darl Bangunan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
DAN LINGI{UNGANT.IYA

Persentase Penataan Bangunan
dan Lingkungai yang
Terselenggara

Persen 40 Dinas Tata Ruang
dan Bangunan

PROGRAM PENYELENGGARAAN
JALAN

Persentase Peongkatarl dan
Rehabititasi .Jalan Kabupatel

Perserr 3.34 Dinas Bina Marga
dan SDA

PROGRAM PEI,{YELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

Presentase Pe'lata,en Ruang yarlg
Terselenggara

Pcrsen 70

Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukimart

Dinas
Perumaian,Permuki
man daIr Pemal<amarr

PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAIIAN

Diuas
Perumal.arl,Permuki
man dan Pemakarnan

PROCRAM XAWASAN PERMUKIMAN

Perserrtase Pemcnuhan Pembinaan
Pengelolaan Penyelenggaraan,
pendataa! dai Perencanaan
PeruEallaIr, rumah susun dar!
ADartemen

100 Dinas
Peruma}Ian,Permuki
man dan Pemaka-rnan

Persentase Pemenuhan Rehabilitasi
Rumah bagi Korban Bencana

Persen 100 Dinas
Perumahan, Per:rnuki
man dan Pemakaman
Dfras
Perumahan,PerDuki
man dar Pemal<aInan

Persentase Pemenuhan
Pereocanaan Pengembangan
Kawasan Permukiman

Persen Dinas
Perumaharl,Permuki
man dan Pema,ka.man

Persentase RuErah Iaya-k Hurd 8.27 Dinas
PenrmaltaJt,Perrnul{i
man dar1 Pcmakarnalr

PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pelsentase Perumahan YEng
memenuhi Sta.ndar

Perscn

UMUM PS
Ketentrahar d€rn Ketertibafi Umum,
Dan Perlindun Mas

47.49 Dinas
Perumalar, Permuki
man dan Pemakahan

PROGRAM PENINGKATAN
XETENTERAI4AN DAN KETERfl BAN
UMUM

Satuan Pol PP

Persentase PenangaraIl Sangguan
Ketentraman dan ketertiban umum

Perscn 100 Satuan PoI PP

Persentase Linmas yang terlatih 11 Satuan Pol PP

Indikator Kifl erja Prcgraln
(Outcome)

11.93

100

Persen

60

Dinas Tata Ruang
dan Bangunan

Persen

100

Persen

Persen
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idang Urusan Pemerintahan dan
hioritas PembanguDa! E Indikator Kineda Progran

(Outcome)
Satuan

2024
Target

Perangkat Daerah
Penangtrgng Jauab

Persentase Peningkatan Kapasitas
SDM Satuan Polisi Pamongg4jl

100 Satuan Pol PP

Persentase Perda dan Perkada yang
ditcgakan

Persen 100 Satuan Pol PP

Prog!am Penanggula!8an Bencana Badan
Penanggulangai
BeIlcsna Daerah

JuElah Desa
dan
Kdurahan

9t Badarr
Penanggulangan
Bencata Daerah

1.2 Desa Kelurahan tangguh
bencana utaEa

Ju6lah Desa
dan
Kelurahan

0 BadaJ!
Penarggulaigan
Bencana Daerah

Z. Persentase Jumlah Penduduk di
KawEsg! Rawan Betcana Yang
Medperoleh Inforoasi Rawa!
Berrcana 6euai Jenis Ancaman
Bencana

100 Badan
Penalggutalgan
Bearcala Daerah

3. Pcrsentsse Korbaa Bencqna
yang Mendapst Layanan
Penyelamatan dan Evakuasi

Pcrsen 100 Badan
Penanggulallgan
Bencana Daemh

Progi_am Penccgahaa,
Pelan8gulsngan, PeDyel,aEatan
Kebakaran dan PcnYela.Eatan Non
Kebal(aran

Persentase Korban Kebakaran dan
Non Kebakara! Ya,18 Mendapat
l,ayanan PsrcetahaD,
Penyelamatan dan Evakuasi

Persen 100 Badan
PerranggulalSan
Bencalla Da€rah

Sosial
Dinas Sosial

YAAN SOSIALPROGRAM PEMBERDA Perscntase PSKS Yang meningkat
perannya dalain usaha
kcscj aiteraan sosial

Pctsen 76.87 Dinas Sosial

ANAN WARGAFROGRAM PENANG
NEGARA MICRAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN

Prosentase Wa.rga Negata Migran
Korba! Ti dsk Kekerasan Yang
Mendapatkan Penanganan

PerseIl
33.33

Dinas Sosial

PROGRAM REHABILIT ASr SOSTAL Persentase PPKS Yang
mendapa tkan rehabilitasi sosial

Persen 29.96

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSTAL

Persentase tlrasYa.rakat miskin yg
mcndapatkan Peilindungsn daIr
laminan sosial

Persen r00 Dinas Sosial

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

PROGRAM PENGoLOTAAN TIIMA t.l

MAKAM PAHI.AWAN

Persentase kolban bcncana alam
daD sosial yaig terpeluhi
kebutuha! dasar:nya Pada saat da.u

s€tclah tsnggap darurat t€ncana
daerah Kabu Kota

PcrseIl 100 Dinas Sosial

Persentase pemenuhan
IthsJaan TMP

Persen a0 Dinas Sosial

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERXAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA
I(DRJA

Pers€ntase Ketersediaan data
ma.kro dan mikro keterEgakerjarn

Persen 100 Dinas Tenaga Kerja

PROGRAM PEI,ATITIAN KERJA DAN
PRODUKTI\''ITAS TENAGA KERJA

Perscntase lulusan Pelatihan yang
koropeten

Pe!sen 72.20 Dinas Tenaga Kcrja

Ju;hh Lembaga Pelathian Keia
K an terakreditasi

l-embaga 30

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA
KERJA

DiDas Tenaga Kcrja

Pcrsentase PcDemPatan Tcnaga
Kcrja berdasarkan Lowongan Kcrja

Terdaftar

Di.nas Tenaga Kcrja

Jumlah wirausaha Ba.ru Crang 480 Dinas Tenaga Keda

PROGRAM HUBUNGAN INDU STRIAL 1.34 Dinas TenaSa Keia

Pemberdayaan PercrDPua! dan
Perlindungan Anak

Pers€ntase Penguatan
Kalembagaan Pengaruatamaan
Gender

Dinas PemberdayeBn
Perempuan dan
Pertindungan Anak

Persen 100 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan

rTdun

PrograF Penga-rusutamaarl Gender
d6n Pcmbcrdayaan PcremPusn

liEaeks xetangguhan Desa [tKD) :

1.1 Deoa Kelurahen tanggutr
bencarla madya

Persen

Dinas Sosial

-Dinas Tenaga Kerla

96.12

-Arl8kasenggetaeengusaha-peLerja

per tahun
Persen
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Dinas PemMayaa.o
Pereapuart darl
P€!'linduncan Anak

100PetseTlPcrscntasc Pa'lindungan T.rhadap
PclEopuan

PrograrE Pcrlindungan Per€riPuan

Dinas Peoberdayean
P€rempuan dan
PerlindunEan Anak

Persen 100nerscotarc ncoiogkatan Kualitas
I.Iidup Kduarga

Dinas PesrbcldayaEn
PereBpual! dan
Perlindunran Anak

PersenPef,sertase Profil Gendcr den
P€oyususssa PedoBas
Pensumpulen Data Terpilah

ProgrsE PcnilSkatan KuaUtas
KeluargE

PIogra.o Pengelola.a! Sistem Data
caEd€r dsll ,lEsl5

Dinas Pemberdayaan
Perarnpuan dan
Periindungan AnaI<

100

Perscnta!€ Scluruh Klaster Ha*
Anak

Hak AnaI (PHA)Prograrn Pemcn

Dirta! Peiaberdayaa!
Pereorpusn dan
Perlindun{an Anak

100PersenPcfs€dtare Perlindungan terhadap
Aaak

Prograra Perlindungan Khusus Aria.k

Dtnas Pcrtanian dan
KctahaflSn PanganPangan

Dinas Pertanian dan
Ketshanan Pangen

Persen 43,42Pdsaata.sc Lutaburg Psnga! Ya,18
Alftif

PROGRAM PENGEI'
DAYA EKONOMI UNTUK
KEDAUTATAN DAN KEMANDIRIAN
PANGAN

LAAN SUMBER

Dinas Pert€nian dan
Ketahanan Pan88nPROCRAM PENINGKATAN

DTVERSIFIKASI DAN KETAHANAN
PANGAN MASYARAKAT

100 Dilras Pertanian dan
Ketshan€n Pangan

Persen

< 5- l07o

Prrsedtalc 12 J€ob PanSan
Stratcgis yang M€dgalami (enaikan

Dinas Pertsnian dan
Ketahanan Pangan

16.90
Pangan Ftrncrintah {CPP)
Pers€rrtale Ketersediaa.n CadanSan

DinaB Pertahian dan
Ketahanan Pangan

PersenPersedtas€ Capaian skor Pola
Pansan Hatapan {PPH)

Dinas Pertania! dan
Ketahanan Pang€nPROGRAM PENANGANAN

KERAWANAN PANGAN
Dinas Pertsnian dan
Ketahansn P8nga!

Dokumen

Atlas

Peta Kcrtrrtanan dan Ka!'aw6nan
Pq!8a! (Pood SccuritY and

72.72 Dinas Pertanian dsn
Ketahallan Penqan

PetsenPersentase Jurdah Desa Rentan
DiintervensiRawBn

80PersenPer8crtasa Pangan Segar Asal

Pangan

Tu-abuhan yang M€oenuhi
P6syErata! Mutu dsr KeaEanatr

PROGRAM PENGAWA',ATT
KEAMANAN PANGAN

Dina8
Perumahan,Permuki
Ean dan Pcmakaman

Pertanahan

DiDas
Perurahan,Perouki
rnan dan Pcmakaman

30.97PersenPro€eatasc Realisasi Iahan Ya!8
direncaiakas pertshun

hograr][ Penatagunaan Tanait

Dinas Lingkungan
Hidup dan
Keb6rihsn
DLra8 Lingkunga!
Hidup dan
KebersihEn

3DokuroenJr,nlph dokuEtcn Percncaiaa.n
Lingkungan HiduP Yang Dibuat

Pereocang.an LingkuoganProglar:!
Hidup

Dinas Lingkungan
Hidup dsn
Kebersihen

25EntitasTerlaksaranya Pembinaan dafl
Peoilaian terhadap Kinerja

Program Peaghargaen Lingkungair
Hidup Untuk Masya.rakat

Dinas LinSkungan
Hidup dan
KebersihEn

Perscn 50Kualitas
Lingkungsn Udara, Air
Persgntase

Hidup

PloglaE Pengerdalisn PeltceEara.o
dan/atau lGrusakan Lingkungan

Dinas LiDgkunga!
Hidup dan
Kcbcrsihan

r00kes€ntase Tindak I.snjut
P.flgrdu., Pcngelolatn Limbah E}3

Beracun

Program Pengetlda.tian Ba}ran
Bcf,bahaya dan Bcracu, (B3) datt
Limbah Bahan Bcrbahaya dan

250 Dinas Lingkungan
Hidup dart
Kebersihan

Pelaku
Usatra

JuElab Pclaku Usaha Yarg
M@iliki DoLuE tl Li!8ku!8an
Hidup

Program Pembinaan dan Pctrgawasan
tedadap Izin Li.ogkungs! d.en Izi!
PerlindunSan dan Pengelolaan

Dinas Lingkungsn
Hidup dcri
Keber8ihan

100PersenPcrscntaac Pqnan8ianan Pengaduan
tui8dl6lEfti LtuiBkrididn HidiiD

ProSram Pcnanganan Pengaduan
LiisJcun$ur HiduP

Dinas Lingkunger
Hidup dan
Kebersihan

Persen |,20Perc€(rtasc Kawaaan
KeanekaraSaman Hqyati Yang
Terkelola

Progmm Pengelolarn
Keanekatagaman HaJrati

60 Di[as Lingkungan
Hidup d8lt
Kebersihan

P6senPers€ntase TiEbulan sa.xopsll yaaS
Terkelola

ProgrsE Pengelolaan P€rsampahs.E

idang Urusan Pemeiirtahan dan
Proglalo Priorilas Pembatl8u]a!

trdikator Kinerja Pro8ram
(Outcomc)

Saiua-D
2024
Iarget

P6arrgkat Daerah
Penanggu ng Jawab

- 1ooPersen

Petsen

a5

I

Dinas Pertqfiian daIl
Ketsianar Pangarr

-r,ingkungaa 

Hidup

Ma-srarskat

Petsen
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Administrasi Kependudukan dan
Pencatata[ Sipi-l

Dinas Kependudukan
dan Pencatatatatl
sipil

Program Pelrdaftaral Penduduk Dinas Kependudukan
dan Pencatatata-n
sipil

Cakupa! Perekaman KTP-el Persen 99 Dinas Kependudukan
de$ PeDcatatatarl
Sipil

aakupan kepemilikan KIA Persen 60 Dinas Kependudukan
dan Pencatatatan
Sipil

Cakupan SKPWNI Yang diterbitkan P(rsen 100 Dirtas Kependudukan
dan Pencatalatan
Sipil

Cakupan SKDWNI ,ang ditcrbi:kan Pcrgcn 100 Diflas Kcpcndudukao
dan Pencatatatan
SiDil

Program Pencatatarl Sipil Dinas Kependudukan
dan Pencatataten
Sipil

Cakupan Kepemilikan Akte
Kelahiran 0 s/d 18 tahun

Persen 99 Dinas Kependudukan
dan Pencatatatan
Sipit

Cakupan Kepenr.ilikan Akte
Perkawinan

Pc'rscn r00 Dinas Kependudukan
dan PencatatataJr
Sipil

Cakupan KepeEilikaD Akte
Kematian

Pc!sen 100 Dinas IGpendudukan
dan Pencatatatan
sipil

C€kupan KePemilikan Akte
P€rcrraia!

Persen lo0 Dinas Kep€ndudukan
da[ Pencatatatan
Sipil

Cakupatr KepeEilika! Akte
Pertgesa.}.a! Ana]K

Pc!sen 100 Dinas Kepeodudukan
dan Pelcatatatan
Sipil

Prograr,1 Pengeloliaan lnformasi
Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan
dan Pencatatatan
Sipil

Persentase Jaringan SIAK dalarn
Kondisi Baik

Persen 100 Dinas Kependudukan
dan Pencatatatan
Sipil

Persentase OPD dan L€ulbaga Non
Pero€rintah yang melakuksn Kerja
sama Pemanfaatan Data

udukan

Pcrscn 69 Dinas Kependudukan
dar Pencatatatan
Sipil

Persen 100 Dinas kcpendudukal
dan Pencatatatan
Sipil

-FR6EFaMPEfi CELOI-AAN PRO H L
KEPENDUDUKAN

-Pcr8er'rtseir.-.ttuhatt

Pcrtgplol,aan Profil Kependudukan

Pemberdayaan Masyarakat darl Desa Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

PROGRAM ADMIMSTRASI
PEMERII'TTAHAN DESA

JurDlah Desa Mar1diii Dcsa Dinas Pemberdayaan
Masyaral€t dan
Pemerintahan Desa

FRoGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAIGTAN,
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT
HUKUM ADI.T

Dinas Pemberdeyaan
Mssya.rakat dan
Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang MenghasilkaD
PADes

Desa 2 Dinas Pemberday€an
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

Prosentase lembaga masyarakat
yang dilasilitasi

Pergen 100 Dinas Pembcrdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

PROGRAM PENATAAN DESA jualah rekoloendasi perrataan desa Rckomcodasi 1 Dinas Pcmberdayaan
Masyarakat dan
Pemeintahan Desa

PROCRAM PENINGKATAN
KERJASAMA DESA

Juri ah desa yang
kerjasamanya

difasilitasi Desa 1 Dinas Pemberdayaan
Masys.rakat dan
Pcmerintahan Desa

Pengendsfian Penduduk da.rr
keluarge Bereacana

Dilas Pengendelian
Penduduk dar
Keluarga BerencaJla

PROGRAM PENGENDALIAN
PENDUDUK

Dinas Pcngendalian
Penduduk da!
Keluarm Bcrencana

idang Urusa! Pemerintal an dan
Progfam Prioritas Pexnbangu na.o

Indikator Kinerja Program
(Outcome)

Saluan
2024

Target
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab



idang Urusan Pemerintahan dan
Progarxl Pdoritas Pernbangunan

Indikator Kinerja Program
(Outcome) SatuaJr

2024
Target

Pera.ngkat Daerah
Penanggung Jar\ ai)

Presentase rekornendasi kebijaksn
dalam langka pengendalian
kepeDdudukan (hasil sinlsonisasi
dan survey) yang ditindalilaniut

Pcrsen

100

Dinas Pengendalian
Peoduduk dan
Keluarga Berencana

Pcrsentase Rumah Data di
Kampung KB yang memenuhi
klasifikasi Paripuma

Pcrscn
30

Dina.s Pengendolian
Penduduk dan
Kelua.rga Berencana

Pcr8€tltas€ k€ters€di8sD peBetaes
d6n sistem inJomasi pengendalian
kependudukan

PerseB
100

Ditlss PenaelrdqliaB
Peaduduk dan
Kcluarga Berencana

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB)

Dinas Pengendalien
P€oduduk dan
Keluarga Belencana

Angka prevaleosi koDtreaepsi
modem (Modern Contraceptivc
Ratc/ ETCPRI P/.1

Pcrscn
7 t.25

Dioas Pengendslian
Pe[duduk dan
Kcluarga Bcrdlcana

Peraentase Peserta KB Aktif (PA)
Metode KoDtrasepsi Jangka
Panians {MKJn

26.49
Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Bcrencana

Persentase hasil kegiatan advokaai,
Pen,.uluhan da! pendayaSunaan
keluarga

90
Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Bercncana

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA (KS)

Pers€ntase lGmpuug KB yang
dibina dan sesuai dengan stands,
penilaian

Pcrsen
60

Dinas Pengenda-Iian
Penduduk da.rr
Keluarga Berencana
Dinas Pengcndalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Prooentase capai€n kincrja
pcmbcrdayaan KKS

Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Kcluarga BereDcana

Prosentasc keluarga beresiko ya[g
ldeadapat pendaEpingan dan
ditindaklaniuti

Persen
93

Dinas Pengcadaliart
Peaduduk dan
Keluarga Berencana

Perhubungan

Prosentase kerjasama dengan mitra
kcrj"

Perscn
100

Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluaiga Berencara
Dinas Perhubungan

Prograil Pe[yelengga.raer Lalu
Lintas d8r Anclrutan Jalan (LLA.II

Dines Perhubungan

Tersedisnya Jaringan Angkutan
yanc Bero9erasi

Jaringa! I

Terminal yang terbangun Unit 1 Dinas Perhubungan

Rasio tingkat keeelaEataa l,alu
lintas dan angkutan ialan

Rasio 0.3 Dinas Perhubungan

Pcrs€rrtase Penangianan Titik
Kemacelan lrlu Lintas

Pcrsen 33.33 Dinas Perhubuogan

Pers{:n 58 Diuaa Perhubungan

Komunikasi dar Informatika Dinas Komunikasi
dan Informatika

PROGRAM INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

Prosentase liayanan ketebukaan
dsftar informasi publik

Petscn to0 Dinas Komunikasi
dan Informatika

PROGRAM PENGELOI,AAN APLIKASI
INFORMATIKA

Persentase Penyediaan l-ayanan
ADlikasi dan layanan rnternet

Persen 100 Dinas Komunikasi
dan Informatika

Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dinas Koperasi dan
Usaha Menengeh

PROGRAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAI{ KOPERASI

Perscltase update dan junl]a.h
Koperasi aktif yang dilakukan
Pemeriksaan dan Pengawasan

Pcxscn 21.43 Dinas Kopcrasi dan
Usaha Menengah

PROGRAM PENIIAIAN KESEHATAN
KSP/USP KOPERASI

Pers€ntas€ update dan juE ah
Koperasi aktif yang dilakukan
Dcnilaian dan peBerinskatan.

Pcrsco 27.O3 Dins.s Ibperasi dan
Usaha Menengah

PROGRAM PENDIDIKAN DAN
LATIHAN PERKOPERASIAN

Perscn 17.46 Dinas Kop€rasi dan
Usaha Menengah

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI

Persentase update da.n jurrlla-h
Koperasi aktif yang dilakuksn
PeoinSkatan Pemberdayaan dan
Dcllindunsan Koperasi,

26.79 Dinas Koperasi dan
Usaha Menengah

PROGRAI|,I PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO (UMKM)

Proseotase UsalB Mikro yang
d iberdaya-kan

Pcrscn 2.4 Dinas Kopcrasi dan
Usaha Menengah

PROGRAM PENCEMBANCAN UMKM Dinas Koperasi dan
Usaha Menengah
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Percen

Dinas Perhubungan

Pelseotase Perla.Bgkapan Jala!

Pcrs€ltase Ju,rla].. Kopcrasi
berkua.litas
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idang Urusan P€oeriotahan dan
PrograE Prioritao PeBbanguna.a

lndikator Kineia Program
(Outcome)

Saluan

Persen

2024
Target

Perangkat Daerah
PenanggunB Jawab

Persentase Koperasi dan Usaha
Mikro yang terfasilitasi Dana
Peraerintah melalui UPDB

2.14 Dinas Koperasi dan
Usaha Me[engah

Proseotase Us$a Miko ]1ang
Diprodrosikan

Pcrsen 1,40 Diias Kop€rasi dan
Usaha Menengah

Penaaaman Modal

Program Pcngembangari lklim
Penanaman Modal

Dinas Peoanaman
Modal dan Pclayanan
Terpadu Satu Pintu

Peogembangan Potensi Investasi
Regiolal {PIR) di dalam Aplikasi
Investasi

Persen
25

Dinas Penanaman
Modal dan Pclayanan
Terpadu Satu Pintu

Persentase implementasi pclayanen
pubtik berbasis keterpaduan (MPP)

Persen Dinas Penanaoan
Modal dan Pclaya.nan
Terpadu Satu Pintu

Program Promosi Penanaman Modal Pcrgcntase peningkatan miflat
invcstasi

Persen Dinas Penanaman
Modal dan Pclayenan
Terpadu Satu Pintu

Program Pengenda.lian Peloksanaan
Perransioa! Moda.l

Pe!'sentas€ Kepatuhan Pelaku
Usaha pada seliitor Industri dengan
skala usaha Merengah dan B€sat
yang metaporkan laporan Kcgiatan
Pensnsmsn Model (LKPMI

72
Dinas Penanaman
Modal dsrr Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

PrograJu Pclayanana! Penqnaman
Modal

Perscntase layanan Perizinan yang
seuEtrai soP

Persen
75.0

Dinas Penanaman
Modal dan Pelayarran
Terpadu Satu Pintu

Program Pengelolaan Data dan
Sistem lnlormasi Pcnanaman Moda.l

Pcrsentase data perizinan Ysng
diolah dan diinformasikan melalui
sistem pelaporan online

Pcrscn
75

Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Kepeoudaan dan olah.raga Dinas PeEuda,
Olahraea,
Kebudayaan, dan
Pariwisata

PROCRAM PDNGEMBANGAN
KAPASITAS DAYASAING
KEPEMUDAAN

Pcrsentase p€menuhan
Peagembangan Kapasites DaYa
saing Kepemudaan

290/0 Dinas Pcmuda,
Olahraga
Kcbudayaat, dan
Periwisata

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYASAING
KEOI-AHRAGAAN

Perscntase pemenuhan
PengeEbangan Kapasitas
Dayasaing Keolahragasn

Persen 29 Dinas Pemuda,
olahraga,
Kebudayaan, da!
Pariq.isata

Statistik Dinas Komunikasi
dan InJormatika
Dinas Komunikasi
dan Informatika

Prograro PenyelenSSaraan Statistik
s€krord

Persentase statistik sektorsl Petscn 60

Persar!diEn Di.as tbmunikasi
dan Informatila

Proglam penyelenggaraan pelsandiqn
untuk pengamanan informasi

plosentase layanan kenanan
informasi

P()Isen 55 Dinas Komunikasi
dan Informatika

Kebudayaan Dinas Pemuda,
OIahraga,
Kebudayaan, dsn
Pariwisata

Pcrsentasc pcmcnuhan
Pengembangan Kebudayaan

Pcrscn 33 DiEas Pcmuda,
Olehraga,
Kebudayaan, darr
Pariwisata

Perpustakaan Dinas Perpustataan
dan Kearsipan

PROCRAM PEMBINAAN
PERPIJSTAKAAN
Kearsiparl

PROGRAM PELESTARIAN XOLEKSI
NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Prcaentase p€menuhaa pembinaan
gerDustakaan

Persen 100 Dioas Perpustakaan
dan Keqrsipan
Drnas Perpusr"kr"tr
dan Kearsipan

PerseDtase pelBenuhan kegiatan
pada program pelestar.ian koleksi
nasiond da! naskal kuno

Dinas Perpustakaan
dan Keersipan

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Pcrscntase p€menuhan kegiatan
pada progaJo pcngelola,sn ursip

100 Dinas Pcrpustakaan
dan Kearsipan

P€rs€srtas€ p€rDcnuhqn k€gialan
pada progrem perizjn€n
Dengnjlnaa.n arsiD

Peraen 100 Dinas Perpu8takaan
dan Kearsipan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PEI,IYEL,lMA,I,\N ARSIP

Perscntase pemenuhan kegiatan
pada proSram pellindungan dan
gcnYelamatan arsip

100 Dinas Perpustakaan
dan Kea.lsipan

URUSAN PEMERIT{TAHAN PIUHAN

Kelautan dan PeriknJkm Dinas Pcrikanan

Persen

PROCRAM PENCEMBANCAN
KEBUDAYAAN

100

PROGRAM PERIZTNAN
PENCGUNAAN ARSIP



-248-

Prosentase data industri dan data

idang Urusan Pcmerintahan dan
Prosam hioritas PgnbaDgunan

Indikator Kinerja Progam
(Outcomc) Satuan Perangkat Daerai

Penanggung Jawab

PROGR M PENCET,oLAAN
PERIKANAN TANGKAP

taju Produksi Perikanan Tangkap Persen 0.6 Dinas Perikanan

PROGRAM PENGSI,()TAAN
PERIKANAN BUDTDAYA

Laju Muksi Pcfikanan Budidaya Persen 1.5 Dinas Perikanan

PROGRAM P9NGOT.6.HAN DAN
PEMASARAN HASIL PERI(ANAN

Persentase peningkatan ploduksi
olahan perikana, 1,5

Dinas Pcrikanan

Pa-riwisata Dinas Pcmuda,
Olahraga,
Kebudayaan, dBn
Pariwisata

Program PeniDtkatan Daya Tarik
Destinesi Paliwisata

Peraerrlase Pemenuhan
P€r ngkatan Daya Taiik Destinari
Pariwisata

Dinas PeEluda,
olslEaaa,
Kebudayaan, dai
Pariwisata

Program Pemasara, Pariwisata Persentase dokumen hasil
penSuatan promosi da.n laPoran
kegiatan paiwisata

Dinas Pemuda,
Otahraga,
Kebudayaan, dan
Pa.riwisata

ProSrao Pcngedbanggn EkonoEi
Kreatif Mcls.lui Pemanfaatan dan
Perlindungan Hak Kekayesn
lntelektual

Pers€ntas€ ekonomi lseatil yang
dikcmbangkan

Persen 46 Dinas Pemuda,
Olahraga,
I.ebudeyaan, dan
Pariwisata

Peraentase SDM Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Persen 33 Dinas Pemuda,
Olahraga,
Kebudayaan, dan
Paiiwisata

Perta-niarn Dinas PertaDian da.o
Ketahanan Pangan

PROGRNM PEI.IYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA
PEtrTANlAN

Persentase Ketcrcediaan Sarana
PertEnian

Pcrsen 30 Dinas Pertanian dan
Ketahonai Pargan

PROGRAM PDNYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA
PERIANTAN

Persentas€ Ketersediaan Prasataoa
Pa!'tanian

Pcrsen Dinas Pertaniai dan
Ketaianan Pangan

PROCRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
XESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

Persentase Penanganan Jumlah
P€nvakit Hewan Yans ditanmni

70 Dines Pertsnian dan
Ketahanan Pangan

Persentase Produk Hewan yang
Mcmenuhi Percyaratan SNI

64 Didas Perlanian dan
Ketahanan Palgarr

PROGRAM PERIZINAN USAHA
PERTANIAN

Persentase Jurulah Unit Usalla
Pertariar y€n g Dilalsrka!
Pengawaaan dan Pembinaan

Perseo 100 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Panga,

PROCRAM PENYULUHAN
PERTANIAN

Per$mtase SDM Penlnrluh
Pertanian dan KeloBpok Tani )'ang
Meningkat Kapasitasnya

Persen Dinas Pertarian dan
Ketahanar Pangan

Perdagangarr Dinas perindustriart
dan Perdagangan

Plosentase Meningkatnya Pelaku
Usaha yang slap melakuk€irr
Ekspor

Persen 62.27 Dinas perindustrian
dar Perdagahgan

Plogra.In Penin gkatan Sar'ana
Distribusi Perdagangan

PrGentase jumlah rasilitasi
pengelolaan satana distribusi
perdasansan

Persen 80

PrograE Stabilisasi Hsrga Baraog
Kebutuhan Pokok dar. Barang
Penting

Prosentase harSa batang
kebutuhan pokok dan baraiS
penting yarg disubsidi yang
dimonitor/ dipantau

Persen s0.00

Program Penggunaan darr Pemasaran
Produk Dalafi NeSeri

Prosentase jurr ah Produk IKM
yang dilasilitasi promosi
pcngauilean Produk Dalem Negqn

Persen 27 Dinas perindustrian
dan Perdagangan

PlogralB Standatdisa8i dan
Perlindunga:r xonsumcn

Peasentase Pelaku U8aha ya.o8
mendapatkan pelayanan tcra/ tcra
ulans UTTP

Persen 88.44 Dinas periodustrian
dan Perda8angan

Perindustrisn

Program Perencanaan d€n
Pembangunan Industri

Dinas pcrindustrian
dan Peldagangan

Persentase Peningkatan Jumlah
IKM

Persen 20.17 Dinas perindustrian
dan Perdagargan

Prosetrtase Pelaku Usala yarg
meEiliki izin/legalitas yang diawasi

Persen Dinas pcrindustriai
dan Perdagangan

PROGRAM PENGELOT.AAN SISTEM
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

24.95 Dilas perindustrian
dan Pcrdagarngankawasan induatri dilakukan

2024
Target

P€rsen

Prograru Pengembangan Sumberdaya
Pariwista dan Ekonomi ltueat f

Dinas Pertanian dan
Ketahalar Pargar

Persen

Persen

60

Progrcm Pengcmbangan Ekspor

Dinas perindustriart
dan Perdagangan

Dinas perindustrian
dan Peldagangan

Program Pengendalian Izin Usaha
Industri Kabupet€f,r/K.ota

24.95

Pcrsen
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id8rg Urusan Pederintah an dan
Program Prioritas Pembenguran

Satuan
Perangkat Daerah

PcnaDgguog Jawab

penSolahan, analisis, dan
Dublikasi /dis€minasi

Transmigrasi

Menurunnya Animo masyarakat
bertransmiSrasi

KK IO KK

UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN
Sekretariat Dacrah

PrograrE Pesrerintahan dan
Keseialteraad Rakyat

Sekretatiat Dacrah

Predikat Kineia penyelenggaraan
Pemeriltahan Daerah
t[deks Reformasi Hukum

I(ategori sedang Sekretariat Daerah

lndeks Cul<up Sckretariat Daerah

Prosentase Hasil Kebijakan Yang
ditetapkan

Persen 100 Sekretariat Daerah

Program Perekonomiao dan
Pembanf,,unan

Sckretaiiat Daeralt

Proscntase Rumusan kebijakan
Perekonomia[ t€ng diselesaikan

Pcrsen 100

Prosentasc Jurolsh Perangkat
Daerah ysng patuh tcrhadaP
pemcnuhan Admibistrasi
Pembansunan
indcks Tata Kelola PenSelolar-n
Pengadarn Barang Dan Jasa

100 Sckreteriat Daerah

Indeks 100 Sekretariat Daerai

Sekretariat DPRD Sckrctarlat DPRD

PROGRAM DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DPRD

Persentase pernenuhan dukuagan
pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD

Persen 100 Sekretariat DPRD

Perencanaar Badan Perencanaa,
Pembangunan
Daerah

PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALLAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencaiaan
Pembangunan
Daoah

Persentase Ketersediaan Dokumen
PerencBnaan Tepat Waltu

Pcrsen Badan Perencanaan
PembanSunan
Dacrah

Persen
64

Badon Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Pcrsgltase Dokueeo PeliaPoaan
dal! Pengendalian PerencaDaar^
Pernbangunan

P6sen
100

Badan Perencanaan
Perobangu-narl
Daerah

PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan
Pembangunan
Dacrah

Persen

r00

Badair Perencanaan
Perrbangunarr
Dae!ah

o/o Pelrjabaran Konsistensi Program
RPJMD dan RKPD kedalam APBD
lingkup Bidarlg Perekonorqian dan
SDA {Sumber Daya Alam)

Persen 100

o/" PD dengan kinerja baik lingkuP
Bidan8 Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alsm)

100 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah

100

lndikator Kineda Prograr[
(outcomc)

2024
Target

Dinas Tenaga Kerja

PPROGRAM PEMBANGUNAN
KAWASAN TRANSMIGRAN

Dinas Tenaga Kerja

Sekletariat Daerah

Pfrsen

Penunjang Urusan Pcmerintahan

100

Per$€ntase Ketersedian Data
Pembangunalr

o/o Penjabaran lbnsistcn8i Program
RPJMD dan RKPD kedalam APBD
lingkup Bidang Pemerintahan dan
Pesrbangunan Manusra

Persen Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah

oz eo dengan kine4a baik lingkup
Bidang Pemerintaha! daJr
Pembangursn Manugia

100

Badan Perencanaan
Peabarrgunarr
Daerah

7o Penjabaran xonsistensi Program
RPJMD dan RKPD kcdalam APBD
tin8kup Bidang tDrastruktur dan
Kcwilayahan

Badan Perenca.naan
Pedbangunan
Daef,ah
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idanS Urusan Pe6efintab an dan
Program Prioritas Pernbangulran

Indikator liiDeda Program
(Outcome)

% PD dengan kinerja baik ingkup
Bidang In-frastr-uhur dan
Kewilayahan

SatuaJr
2024

Target
Perangkat Daerah

Pcnaoggung .-lawab

Persen 100 Badan Perencanaan
Pcmbargunan
Daerah

Kcuangar

Program Pengelolaan Keuangan
Daerah

Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah

Persentase KinerJa Pengelolaan
Anggaran Daerah

Persentaae 98 Badan Pengelola
Keuangai da! Aset
Daerah

Pers€nlrse Kine.ja Pengelolaan
Akuntansi Daerah

Persenltse

Perscntase Kinerj a Pengetolaan
Perbendahaman Daerah

Peraentaa€

92.5 Badan Pengclol,a
Keuargan dan Aset
Daeiah

100 Badan PengeloLE
Keuangan dan Aset
Daerah

Program Pengelolaa! BaranS Mi[k
Daerah

Badan Pengelola
Kcuangan dan Aset
Daerah

Perscntase capaian kinerja
pengelolaan aset daerah

Perscntase 95 Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah

Persentase pemarfatran barsng
milik daeral yang
d isu nausahakan

Pcrsentase 75 Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah

ProSraru Pen gelolaan Pcrldapatan
Daerah

Persentase Kepatuhan Wajib Pajak

Badan Pendapatan
Daerah

78 Badan Pendapatan
Daeral

Pc6entase Pemenuhan
Ketersediaan DokuEen
Pcrcncanaan daJl PengerEbangan

Dacrai
Persentase Capaian Target Pajak
Dae!ah

100 Badan Pendapatan
Dacja,l

PcIscn 100 Badan Pendapatan
Daer€l

Persentase Pemenulen Lsyanan
dan Palaporan Data Informa.ai
Pendapatan Daerah

Pcrsen 100 B4dan Pendapatan
Dacra}l

Kepegawaian serta Pendidikan dan
Pelatiha!

Badan Kepegawaian
Pengembangan
Sumb$ Daya
Manusia

Program Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian
Perrgcmbangan
Sutnbcr Daya
Manusia

Nilai 40 Badan Kepegawaian
Pengembangan
suBber Daya
Manusia

Nilai Aspek Pengadaarr ASN Nilai 40 Badan Kepegawaian
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

Nilai Aspek Pengembangan Karier Nilzri 67,50 Badan Kepegawaian
Pengembangan
Sumbe! Daya
Manusia

Ni]ai Aspek Promosi dan Mutasi Nrlai 40 Badan Kepegawaian
Pengcmbangan
Su6ber Daya
Manusia

Nilai Aspek Malajemen Kinerja Nilai 75 Badan Kepegawaian
PengembaDsan
Sumb€r Daya
Manusia

Nilai Aspek Pcnggajien,
PenghoJgaen dao Di.iptin

N itai Bada! Kepegawaian
PengedrbsnSan
Sumber Daya
Manusia

Nitrai Aspek perlindungan dan
pelayanan

Nilai Aspek Sistem hJorBasi
Kcoesawaiari

NiLri 16 Badan Kcpcgawaian
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

Nilai Badan Kepegawaian
Pcngemti{imgan

Petsen

Persen

Nilai Aspek Peref,rcanaan
Kebutuhan AsN

40

20
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Sumber Daya
Manusia
Badan Kcpegawaian
PengeEbangan
surabd Daya
Manusia

Nilai 67,50Program Pengcmbangan SDM

Badan Perencanaa!
Pepbqagunart
DaeraI

Penclitian dan PengcmbanSan

Badan Pcrencanean
PembanSunan
Daerah

PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Badan Perencanaan
PeEb6ngutt6n
Daerah

Persen 50Pers€ntas€ hssil keutbargan yang
E€xljadi kebijal<an

50 tsaden Pelcnc6naan
Pcmbangunan
Daerah

PerserlPcrscntagc lnovasl Dacrah yallg
DiimplcElentaaikan

Pengawasa.n Urusan Pemeriotah

LnspektoratInspektorat Da€ra.L

ln6pcktoratPcrsen 33,16Prdcntase Pcrangkat Daerah yang
mclakssnakan 3E (Efelftif, Efisien,
Ekonomis)

Program Pcnyelenggaraan
Peogawaaart

41,38 InspektoratPers€nPlosentase Pelangkat Daerai yang
Memenuhi Kriteria Meouju Zona
Integitas

Progla.xo Perumusan Kebijakan,
Pcltdanpingan dglr Asistensi

KECAMATANKewilayala-n

Persen 100 Ke camatsn Ba.larajaPersentase pemenuhan PATBN
sesuar dengai standai

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERI I.ITAHAN DAN PEI,J{YANAN
PUBLIK

Kecamatar Balaraja60P€rsentase pelEelihaiaan Fasilitas
UEouE yang terpelihara

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

Kecamatan CikupaPersen 92.OOPerseotasc pcmcliharaan Fa.silitas
Umum yang terpeliha.rs

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERIT{TAHAN DAN PEI.AYANAN
PUBLIK

Peasen 100 KecaElatan cikupaPersentase peroenuban PATEN
sesuai dengan standar

PROCRAM PEI{YELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

100 Kecamatan CisaukPersenPersentase pemelihEraan Fasilitas
Umum yahg terpeuhara

PROCRAM PEI.TYELENCCARAAJ{
PEMERIMAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLII(

Kecanatan CisaukPersen I00Persentase petirenuhon PATEN
sesuai dengan standar

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERII{TAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

94.15 Kccamatan curugPersenPersentase p€melihe-raan Faailitas
Umum yarlg terpelihara

PROCRAM PEI{YELENGOARAAI{
PEMERINTAHAN DAN PEI,AYANA]I
PUBLIK

Kecamataa CurugPersen 83Perscntase peDenuhan PATEN
sesuai dengan standar

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PET,AYANAN
PUBLIK

100 Kecamatah CisokaPersenPerscntase Pemenuhan PATEN
sesuai dcngat standai

PROGRAM PEI.IYELENGGARAAN
PEMERIT.ITAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

1Clo Xecamatan CisokaPersenPersentase petleliharasn Fasilitag
Umum yanS teipclihara

PROGRAM PEI.IYELEITGGARAAN
PEMERII.ITAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

Pcrsen 100 Kecarratar Gunung
Kaler

Pcrsentase p€menuhan PATEN
sesuai dengsn standa.r

PROGRAM PENYDI,ENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEL,AYANAN
PUBLIK

100 Kecamatan Gunung
Kaler

PersenPerscntas€ pemeliharaan Fasilitas
Umum yang tcrpelihara

PROGRAM PsNYELDNOGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

P€rseo 89.25 Kecamatan JambePROGRAM PEI{YELENGGARAAN
PEMERII{TAHAN DAN PEL.AYANAN
PUBLIK

Persefl tase pemeliha.raan Fasilitas
Umum yang ter.Detihara

a9,25 Kcca.Batan JarnbePcrsenPROGRAM PEI{YELENCGARAAN
PEMERINIAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

P€rseDtase peEe'ruhan PATEN
resuBi drngqn atandal

Persen 100 Keca.Eatart JayantiPersentase pcmcluhan PATEN
sesuar dengan standar

PRoGRAM PETTryELENGCARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLII{

85 Kecamatan JayantiPersents.se pedeliharaan Fasilitas
Umum yang terpelihara

PROGRAM PBT{YELENGGARAAN
PEMERII.ITAHAN DAN PEI,AYANAN
PUBLIK

Satuan 2024
Target

Per€rgkat Daerah
Pcnanggung Jawab

Nilai Aspek Pcngcmbangan Kariet

Petsen

Pereen



-252-

idang Urus& Pemerintahan dan
Program Prioritas Pcmbangunan

lndikator Knerja Progrs-rn
(Outcome) Satuan 2024

Target
Perangkat Daerah

PcnanKgung Jawab

PROGRAM PEl.IYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEI.A.YANAN
PUBLIK
PROGRAM PENYEL,ENCCARAAN
PEMERIMA}IAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK
PROGRAM PEI{YELENGGARAAN
PEMERI}ITAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

Persentase pemenuhan PATEN
sesuai dengan stsndat

Persen 100 Kecsmatan Kelapa
Dua

Pefsentase peDeliharaa.u Fasilitas
UrouE yang terpelihata

91.5 I(ecaEala! Kelapa
Dua

Persentase pemenuhan PATEN
oesuai den83o Etand€r

Pcrscn 100 Kecaeatan Kcmiri

PROGRAM PEI{YELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEI.AYANAN
PUBLIK

Persentase pemelihataan Fasilitas
Umum ya.nt tcrpelihara

Persen
100

Kecamatan Kemiri

PROGRAM P'NYELENGGARAAN
PEMERITITAHAN DAN PEI.AYANAN
PUBLIK
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERII{TAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

Persentase pe.&e$uhan PATEN
sesuai dergan standar

Persco r00 Kecamatar Kosambi

Pcrscdtasc pcmcliharaan Fasllltag
Umum ysng tcrpelihara

Pergen 100 Kccadralan Kosambi

PROGRAM PEI{YELENGCARAAN
PEMERII{TAHAN DAN PEI.AYANAN
PUBLIK

Persedtas€ p€merruhan PATEN
sesuai dcnSan gtandar

Pers€n 100 Kecamatan lJgok

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERI}ITAHAN DAN PEI.AYANAN
PUBLIK

Persentase pemeliharaan Fasilitas
Udum ys.rlS tcrpelihala

Persen 9 | .47 Kecamatan l,egok

PROGRAM PENYELENCGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEI,AYANAN
PUBLIK

Perse[tase perlrenuha! PATEN
sesuai dengan standar

Pcrscn a9.25 Kecarnatan Ktcsck

PROGRAM PEI{YELENGOARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

Pers€ntase pemelihalaan Fasilitas
Umum yang tcrpelihara

Persen a9.25 I(eca-matan Kresek

PROGRAM PENYELENCGARAAN
PEMERIMAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

Persentase pemenuhan PATEN
s€suei dengan stan&f

Percen 100 Kecamatan Mauk

PROGRAM PEI.IYELENGCARAAX
PEMERINTAHAN DAN PEIAYA.I{AN
PUBLIK

Pers€ntas€ pelaeliharaan Fasi.titas
UlEuro yqng tcrpelihara

Pers€n 100 KecarEatiur Mauk

PROGRAM PENYELENCGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEIIYANAN
PUBLIK

Persentase pemenuhan PATEN
sesuai dengan standa,

Persen 100 Kecamatan l&onjo

PROGRAM PET.IYELENOGARAAN
PEMERII.ITAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

Persentase pemelihaJaan Fasilitqs
Umum yang terpethara

100 Kecamatan Kronjo

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERIMAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

P€rsentase p€menuhan PATEN
s€suai dengan standar

75 Kecaeatan Mckat
Baru

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERIi.ITAHAN DAN PELAYANAI\I
PUBLIK

Perscntase pcmeliharaao Faailitaa
Umum yang terpelihara

Kecamaian Mekat
Earu

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERII.ITAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

Persentas€ Pemcnuhan PATEN
sesuai dengan standar

Persentase pemeliharaan Fasilitas
Umum yang tcrpelihaja

Pelsen 89.50 KecamataJt
Pagedangan

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERII.ITAHAN DAN PETT{YANAN
PUBLTK

Pcrscn

90 Kecamatan
Pagedarlgar

PROGRAM PEI{YELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

Persentase peEenuhon PATEN
sesuai dengan standei

100 Kecamatan Pakuhaji

PROCRAM PET{YELENGGARAAN
PEMERII{TAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

Pe6entase pettreliharaan Fasilitag
UBU!i yang tcapelihara

Persen 93 Kecamatan Pa]<uhaji

PROGRAM PEI{YELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEIAI ANAN
PUBLIK

Perscntas€ Pcjncnuhan PATEN
sesuai denSan ota[dar

Persen 93

PROGRAM PEI,IYELENGGARAAN
PEMERII.JTAHAAI DAN PELAYAI\TAN
PUBLIK

Persentase FreEcliharaan Fasilitas
Umum yang tcrpclihara

Persen 100 Kecs.rBatan Panongan

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERI}ffAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

Persentase pemenuhan PATEN
sesuai dengan standar

Persen 100 Kecamatan Pasat
Ke0r1s

PROGRAM PENYELENGCARAAN
PEMERIIfTAHAN DAN PEI.AYANAN
PUBLIK

85 Kc*i.Erdtan Pasar
Kemis

PROGRAM PET{YELENGCARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEI.AYAI\AN
PUBLIK

Perseotase pemenuha, PATEN
sesuai dengan standal

Persen 100 Kecamatan Rajeg

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERII{TAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

Perse!,tase pemeliha-raan Fasi.litas
Umum yanS terpelihera

Pcrscn 100 Keca.mats! Rajcg

PerscrI

Persen

65

Kecamatan Panongan

Persantasc pcmcliharaalr Fasilitai
Umum yan8 terpelihara
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idang Urusan Pemerinta})an dan
Progam Priontas Pembangunan

2024
Target

Pera,ngkat Daerah
Penangtlrng ..lawab

PROGRAM PEI.IYELENGGARAAN
PEMERINTAHIN DAN PELS,YANAN
PUBLIK

Persentase pemeliharaa, Fasilitas
Umum yang terpellhar:a

Persen 91,35 Kecamatan Sepatan

PROGRAM PEI{YELENGGARAAN
PEMERIMAHAN DAN PEI,AYANAN
PUBLIK

Persentase pemenuhar PATEN
sesuai dengan standar

Perscn 91.35 Kecamatan Scpatan

PROGRAM PENYELENOGARA{N
PEMERII{TAI]AN DAN PEI3YANAN
PUBLIK

Persentase pemenuhan PATEN
s€rusi &ngaE standar

Perscn ro0 Keca,Eoata! Sepatan
TiEur

PROGRAM PEI{YELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

Pcrs.ntas€ pemeliharaan Fasilitas
Urnum yant terpelihar:a

Persen Kecamata! Sepatan
Timur

PROGRAM PEI\ryELENGGARAAN
PEMERIITTAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

Persef,ltase peDenuhan PATEN
gesuar dengan standar'

Pcrsen 100 KecaEatan SindqnS
Jaya

PROGRAM PENYELENGCARAAN
PEMERINTAHA}I DAN PEIAYANAN
PUBLIK

Perscntasc pamclihg-raan Faslllt4a
Umum yang terpelihara

Perscn 91.35 Kcc6fi6rad Etrdang
Jaya

PROGRAM PEI{YELENGGAR,AAN
PEMERII{TAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

Perseo 7 5o/o Keca.uratan Solcar

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PDMERINTAHAN DAN PEI,AYANAN
PUBLIK

Persentase pemeliharaan Fasilitas
U!trum yang terpelihara

Persen
75

Kecamalan Solear

PROGRAM PEI{YELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK

Persefl tase perneliharaan Fasilitas
Umum yang terpel.ihara

Pcrscn 9t Kccamata.n Sukadti

PROGRAM PEI{YELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEIAYANAN
PUBLIK
PROGRAM PENYELENOGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEI.AYANAN
PUBLIK

Pcaseotase p€Eenuhsn PATEN
scsuaj denSan standar

Pcrccn 100 Keca-matan Sukadi.ri

100 Kecamatan
sukamulya

PROGRAM PEMELENGGARAAN
PEMERIMAHAN DAN PEIAYANAI{
PUBLIK

Pers€ntase Pexoenuhan PATEN
sesuai dengan standa.r

Petsco

Persen

r00 Keca.6ata,
suka.Eulya

PROG RAM PEI.IYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEI.AYANAN
PUBLIK

Persentase pemeliharaan Fasilitas
Umum yang terpelihara

100 Kecamatan
Teluknaga

PROGRAM PEI{YELENGGARAAN
PEMERII.ITAHAN DAN PEI.AYANAN
PUBLIK

Persentase pemenuhan PATEN
scsuar dengan standar

Persen 100 Kecamatan
Teluknaga

PROGRAM PET{YELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEI,AYANAN
PUBLIK

Persentase peEeliharaan Fasilitas
UBum yang tcrpelihara

Pcrscn 100 Kecamata! Tigaraksa

PROGRAM PENYELENOGARAAN
PEMERIl({IAHAi{ OAN FET.AYANAN
PUBLIK

Persentasc peme uhan PATEN
sesuai dcngan standar

98 Kecamatan Tigaraksa

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KOLURAHAN

Prosenta.sc lcmbaga masya.rakat
yang mcndapat
pem binaan / pemberdayaan

Pcrsen Kecafiratan Gunung
Kaler'

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Prosentese lembaga masyarakat
yang Ee[daPat
Dembinaan / pemberdayaan

100 Kecamatan Balaraja

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Prosentlse lembaga Easyarakat
yang mendapat
pembinaan/pe mberdayaan
Prosentsse Iembaga rrasyarakat
yang lueodapat
pembinaan /pemberdavaan

Pcrscn 70 Keca.Elatarn Cikupa

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
PROCRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

92,50 Kecamatan Cisauk

Proscntase lembaga masyarakat
yant mcndapat
pembinaan/ prmberdayaan

Persen

P€rsea r

100 Kecaftatan Cisoka

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Prcsentaae lerobaga lxasyarakat
Yang tltertdaPat
Dembinaan / pemberdayaan

79 Kecamatan Curut

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

PrGentase lembaga Easyarakat
yang rnendapat
pembinaan /pemberdayaan

Persen 70 Kecamatan Jambe

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYAIAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Proscntasc lcEbaga Ei:rsyarakrit
yang mendapat
Dcmbinaan/pembcrdaYaan

100

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAH'.N

Prosentase lembaga masyarakat
yan8 mendapat
pembinaan / pemberdayaan
Prosentase Iembaga masyarakat
yang mendaPat
Dembinaan /DemberdaYaan

Persen r00 Kecamatan Kelapa
Dua

Pcrscn 100 Kece.(Iatan KcminPROGRAM PDMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Indikator Kinerja Progarn
(Outcome)

Satusn

100

Persentase peEenuhan PATEN
scsuai dengan standaJ

Persentasc pemeliheraan Fasilit€s
UEum yang terpelihara

100

Kae anata.n Jayirnti



id6rg Urusa.n Pemerintah an dan
Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kine{a Progrem
(Outcome) Satuan 2024

Target
Perangkat Daerah

Penan&qung Ja\lrab
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Prosentase lembaga masya.rakat
yang mendapat
pembirraan /pemberdayaan

100 Kecamatrn Kosambi

Proseo.tase lembaga masyara.kat
yang Eendapat
pembinaan /pemberdayaan

Persen 70.00 Kecamata.n Kresek

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAI{AT DESA DAN
KELURAHAN

Prosentase lembaga 06syarakat
ysnS meBdapat
peanbinaan / pemberdayaan

Persen 100 Keca)Irata.n Kronjo

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Prosentase lembaga masyaral<at
yang mendapat
pembinaan / pemberdayaan

Persen 100 Keca.matan Mauk

hosentsse lembaga masyaralat
yanS mendapat
pembinaan / pelnberd ayaan

Persen 100 Kecamatan Irgok

PROGRAM PBMBERDAYAAN
MASYA-RAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Prose[tasc lembaga maSyarakal
ya,1g mendapat
pembinaan /pemberdaYaan

63 Kccamatatl Meka-t
Baru

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KEI-URAHAN

Proselltase lembaga masyarakat
yang mendapat
pcmbinaan/
Prosentase lembaga masyarakat
ya-[g mendapat
pembinaan / pemberdayaan

Persen 88 Keca]flataJI
Pagedangan

PROCRAM PEVBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Persen 100 Kecamatan Palehaji

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Prosentase lembaga masyarakat
yang mendapat
pembinaan/ pemberdayaan

Pcrscn 24.57 Kecamatan Panongan

Prosentase leEbaga raasyqrakat
ya[g mendapat
pembinaan /pemberdayaan

Persen 100 Ke.amatan Pasar
Kemis

Prosentase lembaga masya-rakat
yarg mendapat
pembinaan / pemberdayaan

Persen 100 Kecamatan Rqjeg

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Prcsentase lembaga masyarakat
yang Drendapat
pembinaan /pemberdayaan

Persen a5 Kecamatar Sepatan
Timur

Prosentase lembaga masyarakat
yang mendapat
pembinaan / pemb€rdayaarr

Persen 85 Kecamatan Sindang
Jaya

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Prosentase lembaga masya.rakat
yang mendapat
pembinaan/pemberdayaan

Persen 85 Kecamatan Sepatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKI,T DESA bAI'i
XELURAHAN

Prosentase lembaga Easyarak4t
yang mendapat
pembinaan /pemberdayaan

P€rsen loo Kecamatan Solear

Prosentase lembaga masyarakat
yang mendapat
pembinaan/ pemberdayaan

Persen 100 Kecamatan Sukadiri

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Prosentase lembaga masyarakat
yang mendapat
pembinaan /pemberdayaan

Persen

Prosentase lembaga masyarakat
ysng mendapat
Dembinaan / pemberdayaan

Persen 100 Kecamatan
Teluknaga

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Prosentase lembaga masyara-kat
yang mendapat
pembinaan/pemberdayaan

Pcrsen 85 Kecamaten Tigaraksa

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN (ETERTIBAN
UMUM

Persentase gangguan trantibum
yang ditinda-ldanj uti

Persen 100 Kecamatan Balaraja

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN KEIERJIBAN
UMUM

Persentase gangguan bantibum
yang ditinda.klanjuti

Persen 100 Kecamatan Cikupa

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN KETERNBAN
T]MUM

Persentase gdgguan traDtibuE
yang ditindallanjuti

94 Kecartratan Cisauk

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN KETEKTIBAN
UMUM

Persentase gangguaJt trantibum
yang ditindaklanjuti

100 Kecamatai Cisoka

PROGRAM KOORDINASI
KETEI,TTRAMAN DAN XE-TERTIBAN
UMUM

Pcrscntasc Bangtiuan tr?intibu[i
yane ditindaklanjuti

72.50 l(ceeirliatairl Clirug

PROCRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN K TERTIBAN
UMUM

Persentase gangguan trantiburD
yang ditindaklanjuti

Persen Kecrmatan Jambe

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN KE"TERTIBAN
UMUM

Persentase gangguan trantibum
yang ditindaklanjuti

Persen 100 Xccamatart Jayanti
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Perscn

100 Kecffnata-n
SukamuJya

Persen

Persen

100
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idang Urusan Pemerintahan do,
Program Prioritas Pembangunan

lndikator Kinerja Prograrn
{Outcome)

Persen

2024
Target

Perongkat Daerah
Penanggung Ja1,!ab

PROGRAM KOORDINASI
KETEMRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Persentase gangguan trantibum
yallg ditindaklEnj uti

100 Kecamatan Kelapa
Dua

PROGRAM KOORDINAST
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Persentase ganggua! trantibuE
yang ditindaklanjuti

Persco 100 Kecamatan Xcmiri

PROGRAM KOORDINAST
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Persentase gangguan trantibum
ysD& ditindaklaqiuii

100 Kecagratan Kosambi

PROCRAM XOORDINASI
KETENTRAMAN DAN (E-TERIIBAN
UMUM

Pcrscfl tase gangguan trantrbum
yang ditindaklanjuti

100 Kecamatan Kresek

PROGRAM KOORDINASI
KETEI{TRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Persentasc gangguan u_antibuE
ysllg ditindaklanjuti

IO0 Keca.srataD Kronjo

PROGRAM XOORDINASI
KDTEI.ITRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Pcrccntalc gangguan trantibutrl
yang ditinda.klanjut.i

100 Kccamalan Lgok

PROGRAM KOORDINASI
K ETEi{TRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Persentrse gangguan trantibum
yang ditind aklanjuti

Pelsen 100 Kecaoatan Mauk

PROCRAM KOORDINASI
KETEMRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Persedtase gangguan trantibum
yang ditinda.ldarj uti

100 Kecamatan Mekar
Bafl

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN KEIERTIBAN
UMUM

Pers€ntase gansguaD trantibuB
yang dirindaklanjuti

Persen Kecarxrat€n
Pagedangan

PROGRAM I(OORDINAST
KE"TEMRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Perscotase ganggusn trantibum
yang ditindaklanjuti

100 Kecamatan Pakuhaji

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN KETERITBAN
UMUM

Pcrsentase gangguan tra.tibunr
yang ditindaklanjuti

100 Kecamatan Panongan

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN KETERTBAN
UMUM

Persentase ganggua! trantibulo
,1n8 ditindaklanjuti

Pe!sen 100

PROCRAM XOORDINASI
KETENTRAMAN DAN K TERTI BAN
UMUM

Persentase gangguan trantibum
yang ditindaklanjuti

Persen 100 Kecamatan Sepatarn

PROGRAM KOORDINASI
KRTEI,ITRAMA II DAN KETERTIBAN
UMUM

Persentase gangguan trantibum
yang ditindaklanjuti

Peraen 100 Kecamatan Sepatan
Timur

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMA.\ DAN KETERIIBAN
UMUM

Pgsentase gangguan traDtibuE
yarrg ditindoklanjuti

Perscn 100

PROGRAM KOORDINASI
KEf EN,TRAMAii i,AN KBTdftTIBAN
UMUM
PROGRAM KOORDINASI
KETEITTRAMAN DAN KETER'TIBAN
UMUM

Pers€ntase gabggusn trantibum
yang ditiodaklanjuti

Per3en Kecamatan Sukadiri

Persantase gangguan trantibum
yang ditindaklanjuti

100 I(ccartratan
Sukamulya

PROGRAM KOORDINASI
KETEMRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Perseotase gangguan trantibum
yanS dirindaklanjuti

Persen 100

PROGRAM KOORDINASI
KE*TE NTRAMAN DAN KEIERTIBAN
UMUM

Pclscntasc gangguaD trarltibuE
yang ditindaklanjuti

100

PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Persentase gaigguan trantibum
yan8 ditindaldanjuti

Persen Kecamatan Rajeg

PROGRAM KOORDINASI
KETEI.ITRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

PeBentase gangguan tralrtibum
yang ditindaklanjuti

Persen 43 Kecamatan Solear

PROCRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUTd

Perselttase qalgtuan Earttibum
yaDg ditindaLlanjuti

Pcrscn 100 Keca.Eatar! GununS
Kaler

PROGRAM PROGRAM
PEI.[YELENGCARAAN URUSAN
PEMERII{TAHAN UMUM

Pers€ntas€ rekomendasi yang
ditindaklanjuri

Persen 92,50 Kecamatan Cisauk

PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERI}.ITAHAN UMUM
PROGRAM PEI{YELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMIJM

Persctrtasc rckodendasi yang
ditindaklaniuti

Pcrsen r00 Kia.imritan Kelapa
Dua

Pers€ntase rekomenda,si yang
ditindaklaniuti

lo0 Kecsmatan Tiga.raksa

PROGRAM PEI.IYELENGCARAAN
URUSAN PEMERIMAHAN UMUM

Persentase rekomendasi yang
ditindsldanjuti

100

PROCRAM PET.IYELENGCARAAN
URI]SAIPEMERINTA}IAN UMUItr

Persentase rekomendasi yang
ditilrdallqlrjqti-.

100 Kecamatan Cikupa

PROGRAM PEI.IYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase rekomendasi yang
ditindallanj uti

Persen

Satuan

75

Per$eo

Pergen

Kecamatan Pasal
Kemis

Keca.uratarl Sindang
Jaya

100

Kecamatan
Telulsraga

Kccamatan TiSiaraksa

100

Kecamatan Balaraja

Kecamatan Cisoka
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Indikator liineda Progra-rn

{Outcome)
Satuan 2024

Taiget
Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERII,ITAHAN UMUM
PROGRAM PEI.TYELENCGARAAN
URUSAN PEMERIT.ITAHAN UMUM

Persentase rekomendasi yang
ditindaklanj uti

Persen 80 Keca$atan Cuflg

Pcrsentase rekomendasi yang
ditindsklaniuti

Persen 89,2s Ke.,amaten Jambe

PROGRAM PEI{YELENGGARAAN
URUSAN PDMERII{TAHAN UMUM

Persentase rekolaendasi yang
ditindaklani uti

100 Keca.B4te! Jayarti

PROGRAM PENYELET{ GGARAA N

URUSAN PEMERI }TTA}IAN UMUM
Persentase rekomendasi yang
ditindaklaniuti

Persen 89,25 Kecamatan Kemiri

PROGRAM PENYELENGCARAAN
TJRUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pcrs€ntase rekomendasi yang
ditindaldalj uti

100 Kecadratan Kosambi

PROGRAM PE}ryELENGGARAAN
URUSAN PEMERII{TAHAN UMUM

Pcrscntase rekomendasi Jrang
dithdeklani uti

75 Kecamata! Krcsck

PROGRAM PEI{YELENGGANAAN
URUSAN PEMERIMAHAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERIT{TAHA$ UMUM

P€rsexrtase rckomendasi yang
ditindeklaniuti

Pcrscn 100 Kecamatan K.ronjo

Prsentase rekome[dasi YanS
ditindal<lanjuti

Pelscn r00 Kecamatan kgok

PROCRAM PENYELENCGARAAN
URUSAN PEMERII.IIAHAN UMUM

Persentase rekomendasi yang
ditindallanj uti

Persen Kecamatan Mauk

PROGRAM PEI{YELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMI,,M

Persentsse rekomendasi yang
ditind aklanjuti

Pcrscn 65 KecaBatan Meka.r
Ba-ru

PROGRAM PENTELENCGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase rekomendasi yang
ditindaklaniuti

P(:rscn 10 Kecamatan
Pagedangon

PROC RAM PENYELENCGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase rekomendasi yan8
ditindaklaniuti

60 Kecamatan Pakuhqji

PROGRAM PEIryELENOCARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase rekomendasi yang
ditindaklanjuti

100 Kecamatan Panongan

PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pcrscnlasc rekomendasi yang
ditiadaklaniuti

100 Kccamat€i Paaat
Kemis

PROGRAM PEI{YEI,DNCGARAAN
URUSAN PEMERIN'TAHAN UMUM

Perselrtase rekoEendasi yang
ditindaklaniuti

93

PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase rekomendaai yanS
ditindaklaniuti

Peraen 100 I(ecamatan Sepatan
Timur

PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentas€ rekomendasi ya.ng
ditindaklaniuti

r00 Kecamatsn Sindang
Jaya

PROGRAM PEI{YELENGGARAAN
URUSAN PEMERIMAHAN UMUM

PeBentase rekomendasi yang
ditindaklanjuti

Persen 70 Kecamatan Sukadiai

PROGRAM PEI{YELENGGARAAN
T'RUSAN PEMERII.{TAHAN UMUM

Perscntase rekomeDdasi yang
ditindaldanj uti

100 Kecamatar
Sukamulya

PROGRAM PEI{Y OLENCCARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pe6entase rekomendaai yang
ditindaklanjuti

Persen 100 Kecamatan
Teluknaga

PROCRAM PEI,IYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAIIAN UMUM
PROORAM PENYELENGCARAAN
URUSAN PDMERIMAHAN UMUM

Peraentase rekomendasi yang
ditindaklaliuti

Persen 100 Kecamatan Rajeg

Pelsentase rekoEendasi yang
ditindaklaniuti

Pcrscn 25 KecaEratan SolciLr

PROGRAM PENYELENGCARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase rekomendasi yang
ditindaklan uti

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERIT{IAHAN
DESA

Persentase tertib administrasi
p€rn€!'intalan desa

100 Kecamatan Gunuag
KaIer

100 Kecamatan Rajcg

PROGRAM PEMBTNAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

Pers€ntase tertib adEioistaasi
pemerintahan desa

Pcrscn 50 I(eca.datan Bahraja

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENOAWASAN PEMERIITTAHAN
DESA

Persentase tertib administrasi
pcmcrintahan dcsa

Perseir 92,50 Kecamatan Cisauk

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

Persentase tertib adrdrds trasi
pcmcrintahan desa

Pcrscn

Persen

100 KecamataJr cisoka

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERII{TAHAN
DESA

Persentase tertib administmsi
peEerintahan desa

89.15 Kecamatar Curug

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

Pelsentase tertib adEinistrasi
pemerintahan desa

Pcrsen 100 Ikcamatan cunung
Ka]er

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTATIAN
DESA

Pcrscntase tertib a&uinistr€si
pcglei'inta}rarr desa

Persen 65.14 Kecamatan Jambe

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

Pe$entsse tertib adEirusttssi
pel,r€rinta}Ian dcsa

100

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA
PROGRAM PEMBINAAN DANI
PENGAWASAN PEMERIMTAHAN
DESA

Persentasc tertib,.lmidsts'asi
pemerintahan desa

100 Kccamatan Kclapa
Dua

Persentase tertib admiristrasi
pemerintahan desa

Persen 100 Kecamatan Kemiri

Pcrscn

Persen

100

Psscn Kecamatan Scpatao

KecaErats! Jayanti
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lndikator Knerja Pro8ram
(Outcome) Satuall 2024

Targct
Perangkat Daemh

Penangl{ung Jawab

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERII{IAHAN
DESA

Persentase tertib administrasi
pcmerintahan desa

Pcrscn

Pcrscn

100 Kecamatan Kosambi

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASA]'I PEMERINTA}IAN
DESA

Posentase tertib adnrinistrasi
pe@crintslan desa

65,t4 Kecamatan Krcsck

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMEBIMATIAN
DESA

Perscntase tenib ad-Djnistrasi
peB€ristalaIt ds6e

100

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINIATIAN
DESA

Pers€ntase tertib administrasi
pcitrcrintahan deaa

100 Necamatan l€gok

Perseotase tettib a.rministtasi
peoerintalan desa

a9 Keca.Eatart Mauk

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

Persentase teitib ad.lrdnistrasi
peme3'intahan desa

Petgcn 63 Kec6fEt6n Mcka-r
Ba-ru

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

Pcrscn a8 Kecamatan
PagedanSan

PROCRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERTI,ITAHAN
DESA

Persentase tertrb administrasi
pemeritttahan desa

100 Kecamatah Pakuhaji

PROGRAM PEMBTNAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

Persentase tertib administrasi
pemcrintahan desa

Perscn 100 Kecamatan Patrongiu

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

PeGentase tertib administrasi
perndintalan desa

Pe!sen r00 Kecamatan Pasai
Kemis

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMER]MTAHAN
DESA

Persentase tertib administrasi
pelooi[tahan desa

Persen r00

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAIIAN
DESA

Persentase tertib admi[istrasi
PeEerintaha! desa

42.46 Kecamatan Scpatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERII{TAHAN
DESA

Persenlase tertib administasi
pemcrintalEn desa

Persen 85 Kecamat6n Sepatan
Timur

Persentase tertib administrasi
pemerin ta.hall desa

Persen 42.46 Keca.matan Sindang
Jaya

PROGRAM PEMBTNAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTA}IAN
DESA

P6sclrtase tcrtib,.|mirristasi
PeEerintsfran desa

75

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAi{ PEMERITTTAHAN
DESA

Pcrscntase tertib administrasi
pcmcrintahan desa

a9 Kecamatan Sukadiri

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAI{ PEMER-IT.ITAIIAN
DESA

Pcrs€ntase tertib administrasi
pcclci'intaian desa

Persen 100
Sukamulya

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

Persentase tertib administrasi
pcmerintahan dcsa

Persen 100 Kecamata,
Telulsxaga

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERI},ITAHAN
DESA

Pcrsertase tenib adEinistiasi
pemerintahan desa

Perscn
100

Kecamatan Tiga.raksa

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Kesatuan Bangsa da.rr Politik Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Program Penguatan Ideologi
Pancasila datr lG.ralter Kebangsaan

Persentase Pembinaan Ideologr
Pancasila dan Wawssan
Kebanqsaan

0,09 Badan K€satuan
Bangsa dan Politik

Prograrn Peningkatan Perar Partai
Politik dan lambaga Pcndidikan
Melalui Pendidikan Politik da.d
PenSembangan Etika serta Budaye
Politik

Pers€rltase Pendidikan Politik di
Dacrah

Pcrscn

Prograrn Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemayarakatan

PcrE€fl ta6e Pembinaq! Organisasi
Kemqsyarakatan

Pers€n t4,29 Badan Ke8etugn
Bangsa dan Politik

Program PerDbinaan dan
Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, dan Buday

PersentBse Pelfbirraan dan
Pengembangao Keiahanan
Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Perscn 0,91 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Program Peningkatan Kewaspadaan
Nasiona.l dan Peningkatan Kuqlitas
ddr Fasilitasi Penanganan Koflllik
sosial

Persentase Pembinaan
Kewaspadaan Nasional dan
Pcnanganan Kor lik

Persen 12,9+ Baden Kesatuan
Bangsa dan Politik

Kecamatan Kronjo

Pers€n

Perecnt4sc tcrdb adrntnistrasl
pemerintahan desa

Persen

Kecamata! Rajeg

Perscn

Kecamata.n Solea.r

Persen

4,61 Badan Kesatuan
Bangsa da.rt PoLitik
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Indikator Kinerja Prograrn
(Outcomc) Satuan 2024

Terget
Pera.ngkat Daerah

Penanggung Jawab

x.x.01

PeisenPROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
XABUPATEN/KOTA

Persentase pernenuhan penunjang
urusan pemerintaiaJl

95 Dilas Pendidikan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINIAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINIAHAN DAERAII
KABUPATEN/ KOTA

Persen 100

Perscntase laporan Kinerja BLUD
Bidang Kesehatan

Persen 100 Dinas Kesehatar

Persmtase pemenuhan penunja-n8
unrsail Pemerintahan

Pcrsen 100 Dinas Bina Ma-rga
dan SDA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIi.IfAHAN DAERAH
KABUPATEN KOTA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KOTA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERII,,ITAHAN DAERAH
KABUPATENl

Persentase pemeDuhan penunjang
urusar peElerintahan 100

Dinas Tata Ruang
Dan Bangunan

Persentase peEenuha! penunjang
urusan pemerintahan

Persen 100 Dina,s
Perumahan,Permuki
man dan Pemal<aman

Persentase pemenuhan peounjanS
unrs€m Pemerintahan

Persen 100 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIMAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA
PROGRAM PE}{UNJANG URUSAN
PEMERIMAHAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA

Persentase pemenuhan penunjang
urusan pemerintahan

Persen 100 Satuar PoI PP

Persentase peDenuhan penunjang
urusan pemerirltahaD

100 Dinas Sosial

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentasc Pemenuhan Penunjallg
urusan p€meruttahan

Pcrsen 100 Dinas Tenaga Kerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
XABUPATEN/I<OTA

Persentase pemenuhan penunjang
urusan pemerintalan

Persen 100 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindutrgan Anal<

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DADRAH
KABUPATEN/(OTA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
I{ABUPATEN/KOTA

Persentase pemcnuhan penunjarg
uiusan pemerintahai

PerseD 100 Dinas Lingkungan
Hidup dan
xebersihan

Perscntasc pcmenuhai penunjang
urusan pemerintahan

100 Dinas Kependudukan
dan Pencatatatan
Sipil

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIT{TAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA

Persentase pemenuhan penunjang
urusan pemerintoian

Persen 100 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pcmerintahar Desa

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERTNIAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan penunjang
urusan pcmerintahan

Persen t00 Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

PROGRAM PENUNJATIG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase pemerluhan penunjang
urusan pemerintahan

Pcrscn 100 Dinas Komunikasi
dan lnformatika

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATON/KOTA

Persentase Pemenuhan Penunjang
urusan Peme ntaian

Persen 100 Dinas Perhubungan

PROGRAM PENUNJANG URU$AN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA

Pgrsentase pemenqha, penunjang
urusar Pemerintahan

PerEen r00 Dinas Kopera5i dan
Usaha Menengah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAI]AN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

P€rsentase pemenuhan pcnunjang
urusan pemerinta.hajr

Persen Dinas Penanaman
Modal dar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PT]NUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOIA

Persentase pemenuhan penunjang
urusan pemerintahan

Persen lOOo/o Dioas Pemuda,
Olahraga,
Kebudayaao, dan
Pariwisata

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persefl tase pelnefluhan penunjarg
urusan pemerintahan

Persen

100 Dinas Perpustakaan
da! Kearsiparr

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN /KOTA

Persentase pemenuhan penuDjang
urusan pemeriDtahern

Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangarl

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA

Persenlase pemenuhan penunjang
urusam pemerintahan

Petsen 100 Dinas perindustrian
dan Perdagangan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERII{TAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA

Cskupan pemenuhan admislltrasi
umum dan Saiana prasa,rana

Persen 100 Sekretariat Daerah

Persentasc dokuracn perencana.n
dan pelaporalr tepat wa.ku

100 Sekretariat Dacral

Persentase peme[uhan penunjang
urus€ur pemerrntaharn

Dinas IGsehatan

Persen

Persen

100

Persen

100
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERII{TAI{AN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

P€Gcntase perDenuhan kegiatan
keplotokol,an d6j! komuoikasi
prmplnai

P€rsen loo S€kretariat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Ko6ponen Pelaporan SAKIP Ni]ai 11,34 Sekretatiat Daeral

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERII{TAHAN DAERA}I
KABUPATDN/KOTA

Pef, s€ntase pemenuhan Pelunjang
uJu{$} PfEErir}tahar}

Perscn 100 Sckretariat DPRD

'ROGRAM 
PENUNJANC URUSAN

PEMERINIAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan penunjang
urusar pemerin tahan

Persen 100 Badan Pelcncanaan
P€rnbangunan
Daerah

PROGRAM PDNUNJANG URUSAN
PEMERINIAHAN DAERAH
KABUPATEN/ XOTA

Pergentase pemenuhan Penunjang
urusan Pcmerintahan

Persen 100 Badan Pengelola
Keuangan dart Aset
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pctscntasc pcmenuhan pcnunjang
umsan pemerintsharn

Pelsen
100

tsadafl Pcfldapatan
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERII{TAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

P€(sentas€ pcEenuhan peaunjang
urusan pemerintahan

Pe!sen 100 Badan Kepegawaian
Pcngembangan
Sumb€r Daya
Manusia

PROGRAM PENUNJANG URUSC.N
PEMERI NTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan Penunjang
urus4n peEcrintahan

Pcrs€n 100 Inspcktorat

PROCRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pcrscntsse pcmenuhan Pcnunjang
urusan pemerintahan

Persen 100 Kecamatan Balaraja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA

Persentase pemenuhan P€nuniang
urusan Pcmerintalan

Persentase pemelruhan Penunjang
urusafl pemerintahan

Persen 100 Kecamatan Cikupa

PROGRAM PDNUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Perscn

Persen

9o Kccaruatart Cisauk

PROCRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KSTA

Persentase pemenuhan Penunjang
urusan pemedntahan

100 Kecamatan Cisoka

PROORAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KO/TA

Peraentase pemcnuhan penu.njang
urussn pcmerintahan

Persen 100 Kecamatan Curug

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIITTAHAN DAERA}I
XABUPATEN/ KOTA

Persentase peiEenuhan Penunjang
urusan PeEerintahan

Persen 100 Kecamatan Gunung
kler

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentale pemenuhaa penunjaog
uiusan pemerintahan

Persen loo Kccamatan Jambe

PROCRAM PSNUNJANG IJRUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase Pemetruhan PcounJanS
urusen pemcrintahan

Persen 100 kecamatan Jayanti

PROORAM PENUNJANG URUSAN
PEMERII'ITAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Perc€ntase pemenuhan Pe[unjang
urusan pemerintahan

Persen 100 Kccamatar! Kelapa
Dua

PROGRAM PENUNJAIG URUSAN
PEMDRIMAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase pemcnuhan PeounjarrS
uruson PerEerintahan

Pcrsen 100 Kecamatg! Kemilr

PROGRAM PETIUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Perscntase Pemenuhan Penuniang
urusan Pemerintahan

Persen 100 Kecamatan Kosarnbi

PROGRAM PENUNJANG URIISAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA

Persentase pcmenuhsn Denutjang
unrsan pemerintahan

100 Kecamata! Panonga!

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIT{TAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Peas€ntase p€menuh6n Pen unjang
urusa! pemcrintahan

Persen 100 Kecamatan Kresek

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

P€rsentase p€melruha,I Pertunjang
urusan pemerintahan

Persen roo KecaEatan Lcgok

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIITTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOAA

Persentasc pemenutran Penunjang
urussn pemerintahan

Persen 100 Kecamatan Mauk

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMER:NTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pers€ntase petlenuhan Penunjang
unrsen peraerintahan

Persen IO0 Kecamatan Mekar
Baru

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMDRINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KOTA
PROCRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KOTA

Persentasc petDenuhan Penunjang
urusdn pcmcrintgltan

Persen 100 Kecajnatan
Pagsdaigan

Pcrsentase Pcmenuhalr Penunjang
urusan pemerintEhan

Persen 100 Kecamatan Pakuhaji

idang Urusan Pemerintahan dan
Prcgam hioritas P€mbanguoal

Indikator Kinerja PrograrB
(Outcomc) Satuan

2024
Target

Pcrangkat Daerah
Penangjqung Jawab

Pelscn



5.2 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024
Pelaksanaan program pembangu.nan daerah sebagaimana disajikal

pada bagian terdahul, diprioriaskan pula untuk mendanai urusan
pemerintahwajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Staldar
Pelayanan Minimal (SPM), sebagaiman amanat Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam)

urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yarrg terdiri
dari Pendidikan, Kesehatan, Pekeq'aan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan
Perlin dungan Masyarakat dan Sosial.

Capaian dan target pembangunan yang terkait dengan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewena-ngan
disajikan tabel 5.3.

penerapan
Kabupaten

idang Urugan Peoerintahan dan
Program hioritas PeEbangunan

Indikator Iiinerja Prograrn
(Outcomc)

2024
Targct

Pe.rangkat Daerah
Penang{+ng Jaivab

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan Penunjang
umsan pemerintahan

Persen 100

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERA}I
KABUPATEN / KOTA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
FEMERIMAHAN DAEMH
KABUPATEN/KOTA

r00 Kecamata, Rajeg

Persentase pemenuhan Penunjang
u.rusal! pemerirltsh&r

Pelscn 100 Kecailratsn Sepata.n

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERII{IAHAN DAERAH
XABUPATEN/KOTA

Persentase peme[uhan penunjang
uiusan pemerintahan

Persen Kecamatan Sepatah
Tlmur

PROGRAM PENUNJAI,IG URUSAN
PEMERIT.ITAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pelsentase pemenuhar Penunjang
urusan pemerintalur

Persen 100 Kecamatan Sindong
Jaya

Pcrgentasc pcmcnuhan panunjang
urusan pemerintahan

Petsen 100 Kecaftalari solcar

PROGRAM PDNUNJANG URUSAN
PEMERII'{TAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pelsentase p€menuhan penunjang
urusa, pemerintahan

Persen 100 Kecamatan Sukadiri

PROGRAM PE}{UNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KOTA

Persen 100 Kecamatan
Sukamulya

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KOTA

Peascntase pemcnuha.Il pelunjang
urusan peme r-rtahan

Perseo 100 KecaEatan
Teluknaga

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA

Pers€ntase Pemenuhan Penunjalg
urusan pemetntahan

Pcrsen 100 Kecamatan Tigaraksa

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERIMAHAN DAERAH
KABUPATEN,/ KOTA

Persentase pemenuhan Penunja-ng
urusan pemerintalan

100

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERTNTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pcrscntase pemenuhan penunjang
urusan pemerintallaIt

Persen 100 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
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Satuan

Xecamatar Pasar
Kemis

Persentase pemeDuha! penunjang
urusan pemerintahan

Persen

100

Persentase Pemenuhan Penunjang
urusan pemerintahan

Kecamata.n Kronjo



Ca aian dan Tar
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Tabel 5.5
et Penca SPM Tahun 2O2O-2O24

Perangkat
Daeaah

Target
2023

Ta.rget
2024

Target
Nasional

fi"l
Capaian

Satuan
Capaia.(l

2020
Capaia,

2021Indikator SPMJenis Pelayanan
DasarNo

BIDANG
URUSAN
PENDIDIKAN

1

100
Dinas

Pendidikan100 10099,26o/o 66,52

Jurrlah Warga
NegaraUsiaT-15
Taiun yang
berpartisipasi da18ln
pendidikan dasar
(SD/Mi,SMP/MTs)

Pendidikan
Dasar

Dinas
Pendidikan56,68 53,9451,59 54,4249,42

Rata-rata
kema-Erpuan literasi
siswa SD
berdasarkan hasil
Asesmen Nasional

Dinas
Pendidikan42,4539,54 4t,5437,1niLai

Rata-fata
kemampuan
numelasi siswa SD
berdasa-rkan hasil
Asesmen Nasional

Dinas
Pendtlikan66,O7 63,1263,0356,43nilai

Rata-rata
kemampuar literasi
siswa SMP
berdasarkan hasil
Asesmen Nasional

54,80
Dillas

Pendidikall54,9752,4 52,97nilai

Rats"-rata
kemampuan
numerasr siswa SMP
beldasarkan hasil
Asesmen Nasional

85,07
Dinas

Pendidikan85,00 88,9975,31 81,91nilailndeks Iklirtt
Keahanan SD

Dinas
Pendidikar88,00 91,21 87,2663,2anilaiIndeks lklim

Kebhinekaan SD
Dinas

Pendidikan79,96 76347 3,76 75,00nilai 71,12lndeks I nklusivitas
SD

Dinas
Pendidil€n80,o0 82,64 80,2174,49 7 5,96nilaiI ndeks lklim

Keamanan SMP
Dina6

Pendidikan79,44 77,337 5,42 77,OO64,12nilailrrdekd lklim
Kebhinekaan SMP

Dlnas
Pendidikan79,14 76,3672,9465,92nilailndeks lnklusivitas

SMP

Dinas
Pendidikan100 10096.63 80J 4,21b/oPend.idikan

Keseta:raan

Jumlah warga
NegaraUsiaT-18
Talun yang beluo
menyelesaikan
pendidikan dasar
dsrr atau henengah
yang berpartisipasi
dalarn pendidikan

Dinas
Pendidikar100 10067.65 a068,O9 82,49o/o

Ju[l.lah warga
NegaraUsiaS-6
Tahun yang
berpartisipasi da-Iam
pendidikan PAUD

Pendidikan
Aral Usia Dini

Dinas
Pendidikan54,64 62,1O54,58 54,60o/. s9,21

Peningkatan
Proporsi Jurnlai
Satuan PAUD yang
MendapatkaB
Minimal Alseditasi B

57,96 63,00
Dinas

Pendidikar55,16 56,0069,10

Pertumbuhan
Pendidik PAUD yaig
Memiliki Kualifikasi
Al<ademik Paling
Rendah D-lV/31

o/"

BIDANG
URUSAN
KESEHATAN

Dinas
Kesehatan10099,O4 100

Ju.lnlah Ibu Hamil
yang mendapalkan
layan8n kesehatan

%
Petayartan
kesehatan ibu
ha.gil

98. r3

nilai

40,27

60,03

56,94

46,23

75,00

69,90

100100r00
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No
Jenis Pclayana!

Dasar
lndikator SPM Satuan Capeien

2020
Capaian

2021
C€paian Tar'get

2023
Target
2024

Target
Nasional

%'t

Perangkat
Daerah

Pelayan6n
kesehatan ibu
berselin

Jumlah lbu Bersalin
yang mendapatkan
layanan kesehatan

a/o lo0 100 100 100 100
Dinas

Kesehatan

Pelayarrn
kesehatal bayi
barr. lehir

Jumlah Bayi ba-ru
lahir yarg
mendapatkan
lavanan kesehatan

o/o 100 100 99,77 r00 100 100
Dinas

Kesehatai

Pelaysnsrl
kesehatan balita

Jumlah Balita yang
mendapatkan
layanan kesehatan

92,38 98,07 100 100 I00 DiRes
Kesehatan

Pelayanan
kesehatan pada
usia pcndidikan
dasar

JurDlaI lvarga
Ncgara usia
pcndidikEn dasar
yang DeldaPatk6n
layanan kesehatan

o/o a9 32 96,32 95,08 100 100 100
Dinas

Kcsehatan

Pelayanan
kesehetan pada
usia produLtit

Jumlah warga
Negara usia
Produktif yarrg
6endapatkan
layanan kesehatan

o/o 53,24 86,33 94,61 70 100 100
Dinas

Kcschatan

Pclaj€nan
kcsehatan pada
usia lanjut

Jurnlah Warga
NeSara usia lanjut
yang mendapatkan
layanan Kesehatan

o/o 84,45 70,80

a7 34

97 ,27 100 100
Dinas

Kesehatan

Pelayanan
kesehatan
pendefita
hipertcnsi

Jumlah warga
NeSara penderita
hipertensi yang
mendapatka,
layanan kesehatan

o/o a5,62 100

100

100 100 100
Dinas

Keschatan

Pelayaran
keschatan
penderita
diabetes
mellitus

Jurolah warga
Negara penderita
diak s militue
yeng mcndapatksn
Iaysnan kesehatan

% 80,65 100 100 100 100
Dhas

Kesehatan

Pelayanao
kcsehatan orang
dcngan
gangguon jiwa
beret

J,!mlph W8rga
Negara dengan
gangSuan jiwa berat
yang terlayani
kesehatan

o/o 76,66 90,71 96,45 100 100 100
Dinas

K€sehata!

Pelayanan
kesehatan orang
tcrduga
tubcrculosia

Julolah Warga
Ncgara te.duga
tuberculGis yanS
me,ldapatkan
Iayanan kesehatan

% 53,42 72,r9 98,75 100 100
Dinas

Kesehatan

Pdayanan
keeehatan orang
dengan risiko
terinfekei HIV

Jumlah warga
Negara resiko
terinleksi virus yang
melemahkan daya
tahan tubuh
mEnusia (Hn) yang
mendapatkan

kesehatarl

o/o 76,43 69,67 100 r00 100
Dinas

l(esehatan

3

BIDANG
URUSAN
PEKERJAAN
UMUM
Penyediaan
kebutuhan
pokok air
minum ichari-
hari

Jumlah warga
neSara yang
memPcroleh
kebutuhan pokok air
minum sehari-hari
JurDlah warga
negere yeng
EemPeroleh lalra-oa.q

I pengolahan air
limba}I domestik

o/o 36,46 34,74 72,43 60 100

Dinas
Perutlshan,
Permukiman
dan
Pemakaman

Peoyediaar
pelayanan
pelSolahsn air
limba Domcstik

vo 0,52 2,r1 91,89 100 100

Dinas
Perurnehsn,
Permukiman
da,
Pcmaksman

BIDANC
URUSAN
PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Penyediaan dan
rehabilitasi
rumah yang
layak huni baai
korban ben.Ena

Jumlah warga
negara korban
bencana yang
mernperoleh yang
lavak huni

o^ l5,oo 62,50 r00 35 100 100

Dinas
Perumahan,
Permukrman
dan
Pemakaman

100

d/o

95

90

100

20

4.
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No
Jenis Peteyanan

Daeer
Iodikator SPM Satuan Capaiott

2020
capaisn

202r
Cspaia!

2022
Teiget
2023

Target
2024

Target
Nasional

l'/.1

Pe!angkat
Daerah

Kabupaten/ Kota

Fesilitssi
pef,tydiasjr
ruEEh yang
lsyaL huni bagi
mas,€ial{at
yang terkena
relokasi program
pemerintah
daerah
KabuDatcn / Kota

JumLah warga
nega.ra yanS terkena
relokasi ekibat
program pemerintah
daerah
I(abupaten /Kota
yang memperoleh
fasilitasi pel]ycdiaan
rumah yang layak
huni

a/o 0 100 50 100

5.

BIDANG
URUSAN
(ETEI{TRAMAN,
KETERIIBAN
UMUM DAN
PERUNDUNGAN
MASYARAKAT

Peleyanan
Ketentraman
dan Ketertibafl
Umtrm

Jumlah warga
neSara yang
BeErPeroleh layanen
akibat dari
pcnegalan hukuEr
Perda dan Perkada
Kabupaten / Kota

'/o r00 99.54 100 100 100 Satuan Pol
PP

Pelayanan
InJormasi
Rawan Elencana

Jumlah warga
neSaia yang
Bemperoleh layanan
informaai rawan
bencana

o/o 59,56 100 100 100 LJPBD

Pdayaran
penccgaha$ dan
kcsiapsissaafl
terhadap
Bencana

Jumlah warga
neSara yanS
memperoteh Layanan

Pencegaha.o dan
kesiapsiagaa,
terhadap bencana

'/o lo0 100 92.4 100 100 BPBD

Pelayanan
penyclamatan
dan csakuasi
korbaJr B€ncana

Jumlah u,arga
neSara yang
meEp€toleh Layanan
peoyclamatan daJr
evakuaai korban
bencana

% 44,29 100 100 100 100 BPBD

PelsyerraE
Penyelamatan
darl evekuesi
korban
kebakararx

Jurdah warga
ncgafa yang
melnPeroleh l,ayanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
kebakaran

86,38 96.95 100 100 BPBD

6
BIDANG
URUSAN

Rehabilitasi
sosial daser
penyandanE
disabiuta8
terlantEr di luar
panti

Jurnlal waiga
ne8ara penyandang
disabilitas yalg
BCmperoleh
rehabilitasi sosial
diluar panti

o/r 20,29 75,A2 97.33 100 100 Dinas Sosial

Rehabilitari
sosial dasar'
snak terlantar di
luar panti

Juelah anak
tcrlaDtar yanE
memPcnoleh
rehabilitesi sosia.l
dilue.r panti

o/o t?,24 84,42 97 .33 70 100 100 Dinas Sosial

JurDlah warga
negara lanjut usia
terlantai yang
memperoleh
rchabilitasi sosial
diluar pallti

o/o 84,63 97.33 70 loo I00 Dinas Sosial

66,27 100

Dinas
Perumahan,
Perrnukim6n
dan
Peoakamarr

100

100 100

100

78,1r

7 8,36 100

70

Rchabilitasi
sosial dasar
lanjut usis,
terlantsr di lua-r
panti

t7,47
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No
Jenis Pelayanan

Dasa.r
lndikator SPM Satuan

Capaien
2020

Capaian
2021

capaian Target Taiget
Nasional

t%t

Pcrangkat
Daera}r

Rehabilitasi
sosiel dasar
tuna sosial
khusus
gelandaagelr
dan pedgemis di
lua.r panti

JurDlah s,a.rga
ne8,,afa/gelandangsll
dan pengcmh yang
memperoleh
rehabilitasi eosial
dasar tuna sosial
dilusr panti

o/o 65,5s 90,00 93.33 80 100 100 Dinas Sosial

PerlindunSan
dan jam.inan
sosial pada saat
tanggap dan
paksa b€xrcana
bagi korban
bencane
kabupatan

vo 40 69,91 88.37 80 IOO 100 Dinas Sosi.d

Jumlah watga
ncgafa korban
beocana kabupaten
y6n8 tue!trPerotreh
perlindunga, dsn
jaminan sosial

Sumber: Laporan SPM Tahun 2021, 2022

Dalam rangka pemenuhan SPM, rencana sub kegiatan yarrg digunakan
pada tahun 2O24 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6
atan dan Sub SPM Tahun 2024

A SPM Bidang
Pendidikan
SUB KEGIATAN
KELOMPOK
INDIKATOR ANGKA
PARTISIPASI
SEKOLAH

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi
dan Evaluasi Layanan di Bidang
Pendidikan

Angka Partisipasi
Sekolah Anak Usia
5-6 tahun

Pembangunan Unit Sekolah Baru
(USB}

Pembangunan Ruang Kelas Ba-ru

R€hab ilitasi Sedang/ Berat Ruang
Kelas Sekolah
Pembangunan Unit Sekolah Ba.ru
(USBI
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang
Kelas Sekolah
Pengadaan Perlengkapa-n Peserta
Didik
Penyediaan Biaya Personil/Peserta
Didik PAUD/ Sekolah Dasar/
Sekolah Menengah
Pertama/ Nonformal/ Kesetaraan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan PAUD
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi
dan Evaluasi Layalarl di Bidarg
Pendidikan

Angka Partisipasi
Sekolal Anak Usia
7-15 tahun

Pembangunan Unit Sekolah Ba-ru
(USB)

Perrrbangunan Ruang Kelas Baru
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang
Kelas Sekolah
Pembangunan Unit Sekolah Baru
(USB}

Target

SUB KEGIATANKEGIATANNO
JENIS PELAYANAN

DASAR
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Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung,/ftga1g 6elas/Ruang Guru
PAUD
Pengadaan Perlengkapan Peserta
Didik
Penyediaan Biaya Personil/Peserta
Didik PAUD/ Sekolah Dasar/
Sekolah Menengalt
Pertama/ Nonformal/ Kesetaraan

Pembangunan Unit Sekolah Baru
(USB)

Angka Partisipasi
Sekolah Anak Usia
7- 18 tahun
Kesetar:aan

Pembaagunan Rualg Kelas Baru
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang
Kelas Sekolah
Pembangunan Unit Sekolah Baru

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
Kelas Sekolah
Pengadaan PerlengkaPan Peserta
Didik
Penyediaan Biaya Personil/Peserta
Didik PAUD / Sekolah Dasar/
Sekolah Menengah
Pertama / Nonformal / Kesetaraan

SUB KEGIATAN
KELOMPOK
INDIKATOR
LITERASI
NUMERASI

Perhitungar dan Pemetaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan satuan
Pendidikan PAUD, SD dan SMP

1. Rata-rata
kemampuan
Literasi Siswa
berdasarkan
asesmen nasional

Penataan Pendistribusian Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan
Pendidikan Paud, SD dan SMP

2. Rata-rata
kemampuan
numerasi siswa
berdasarkan
asesmen nasional

Pemyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada satuan
pendidikan SD dan SMP
Pengembangan Karir Pendidik dan
Tenaga Kependidikan pada Satuart
Pendidikan SD dan SMP
Bimbingar Teknis,
dan/atau Magang/PKL
Peningkatan Kapasitas
Pendidikan SD dan SMP

Pelatihar,
untuk

Bidang

Pembinaan Penggunaan Teknologi,
Informasi dan Komunikasi (TIK)
untuk Pendidikan SD dan SMP
Fasilitasi Komunitas Belajar
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SD dan SMP
Pengembangan konten digital untuk
pendidikan SD dan SMP

Pendidikan SD dar SMPBidang
Pelatihan Pen ggunaan Aplikasi

Perlengkapan Dasar Buku Teks dart
Non Teks Peserta Didik sD dar SMP

NO
JENIS PEI.AYANAN

DASAR
KEGIATAN SUB KEGIATAN

(USB)



Pengadaan Alat Pra.ktik dan Peraga
Peserta Didik

SUB KEGIATAN
INDIKATOR PAUD

Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen PAUD

Proporsi Jurnlatr
Satuan PAUD yarg
Mendapatkan
Minimal Akreditasi
B

Bimbingan Teknis, Pelatihan,
dan/atau Magang/PKL untuk
PeDingkatan Kapasitas Bidang
Pendidikan

Sosia.lisasi dan Advokasi Kebijakan
Bidaag Pendidikan

Pengembangaa konten digital untuk
pendidikan

Pelatihan Penggunaan Aplikasi
Bidang Pendidikan

Fasilitasi Komunitas Belajar
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rehabi[tasi Sedang/ Berat
Pembangunan Sarana, Prasarana
dan Utilitas PAUD
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
Siswa PAUD

SUB KEGATAN
INDIKATOR IKLIM
KEAMANAN, IKUM
KIEBHINEKAAN
DAN IKLIM
INKLUSIVITAS

Pembinaan Kelembagaan dan
Manqjemen Sekolah SD dan SMP

lndeks lklim
keamanan,
kebhinekaan dan
inklusivitas

Pemberian layanan pendampigan
bagi satuan pendidikan untuk
pencegahan Perundungan,
kekerasan dan intoleransi SD dan
SMP

Bidang Pendidikan SD dan SMP
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan

Bimbingan Teknis, Pelatihan,
dan/ atau Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas Bidang
Pendidikan SD dafi SMP
Fasilitasr Komunitas Belaj ar
Pendidik dan Tenaga Kependidik SD
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SUB KEGIATANKEGIATANNO
JENIS PELAYANAN

DASAR
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3

dan SMP

SPM Bidang
KesehatanB

Pelayanan
Kesehatan Ibu
Hamil

1

Penyediaan l,ayanan
Kesehatan untuk UKM dan
trKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota

Pengeloleail Pelay-anar Kesehatan
Ibu Hamil

Pelayanan
Kesehatar Ibu
Bersalin

2

Penyediaal Layanan
Keschatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabu ten Kota

Pengelolaan PelaYanan Kesehatan
Ibu Bersalin

Pelayanan
Kesehatar] Pada
Usia Pendidikan
Dasar

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dajl
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten /Kota

Pelayanan
Kesehatan Pada
Usia Produktif

4

Penyediaan l,ayanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabu aten Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

5
Usia Lanj ut

Pelayanan
Kesehatan Pada

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabu ten Kota

Usia Lar t
Pengelolaan Pclayanan Kesehatan

Pelayanan
Kesehatan
Penderita
Hipertensi

6

Penyediaa-n l,ayanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabu Kota

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penderita Hi SI

NO
JENIS PELAYANAN

DASAR
KEGIATAN SUB KEGIATAN

pengetotaan petayanan Kesehatarr
pada Usia Pendidikan Dasar

nada Usia Produktif
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Pelayaran
Kesehatan
Penderita Diabetes
Melitus

7

Penyediaan Iayanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan KesehaEn
Penderita Diabetes Melitus

Pelayanan
kesehatan orang
dengan gangguart
iiwa berat

8

Penyediaar L€.yanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerai Kabupaten/Kota

Oran den G
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

an Jiwa Berat

Pelayalan
kesehatan orang
terduga
tuberkulosis

9

Penyediaan L€.yanan
Kesehatan untuk UKM dal
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabu aten Kota

Oran Terdu Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan
kesehatan orang
dengan risiko
terinfeksi virus
yang melemahkan
daya tahan tubuh
manusia (Human
Immunodeficiency
Virus)

10

Penyediaan t:.yanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukar Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanal Kesehatan
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

C

SPM Bidang
Pekerjaan Umum
Dan Penataan
Ruang

1

Pemenuhan
kebutuhan pokok
air minum sehari-
hari

Pengelolaan dan
PenBembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan
Terhadap Penyelenggararn SPAM
oleh Pemerintah Desa dan

NO
JENIS PELAYANAN

DASAR
KEGIATAN SUB KEGIATAN
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Kelompok Masyarakat

Pembangunal Baru SPAM
Bukan Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perdesaan

Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/ Kota

Operasi dan Pemeliharaan SPAM di
Kawasan Perdesaan
Pembangunar Baru SPAM Bukan
Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perdesaan

2

Penl'ediaan
Pelayanan
Pengolahan Air
Limbah Domestik

Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam
Daerah Kabupaten/ Kota

Pembangunan/ Penyediaan
Sub Sistem
Peneolahan Setempat
Sosialisasi dan Pemberdayaan
Masyarakat terkait Penyediarn
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Operasi dan Pemelitraraan Sistem

Air Limbah Domestik
Penyediaan Sarana Pengargkutan
Lumpur Tinja
Penyediaan Jasa Penyedotan
Lumpur Tinia

D

SPM Bidang
Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Pemukiman
Penyediaan dan
rehablitasi rumah
yang layak huni
bagi korban
bencana

lKabupaten/kota

1

Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/ Kota

Rehabilitasi Rumah bagi Korban
Benc-ana

SPM Bidang
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

E

1

Pelayanan
ketentraman dan
ketertiban Umum

Penanganart Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1

NO
JENIS PEI.{YANAN

DASAR
KEGIATAN SUB KEGIATAN
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(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Pencegahan gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum
melalui deteksi dini dan cegah dini,
pembinaan dan penlmluhan,
pelaksanaan patroli, pengamanan,
dan pengawalan
Penindakan atas gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum
berdasarkan Perda dan Perkada
melalui penertiban dan penanganan
uniuk rasa darl kerusuhan mapla
Koordinasi penyelenggaraan
ketentfaltian darl ketertibad urnufi1
serta perlindungan masyarakat
tingkat Kabupaten/Kota
Pemberdayaan perlindungan
masyarakat dalam rangka
ketenhaman dan ketertiban umum
Peningkatan kapasitas SDM Satuan
Polisi Pamongpraja dan Satuaa
Perlindungan Masyarakat termasuk
dalam pelaksanaan tugas Yang
bemuansa Hak Asasi Manusia

Pengadaan dan pemeliharaan
sarana dan Prasarana ketentraman
dan ketertiban umum
Pen),,usunan SOP ketertiban umum
dan ketentraman
Penyediaan layanan dalam rangka
dampak penegakan Peraturan
Daerah dan Perkada

atilWali KotaPeraturan Bup

Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/ Kota dan

Sosialisasi penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan BuPati/Wali
Kota
Pengawasan atas kepatuhan
terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali
Kota
Penanganan atas pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

Pembinaan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/ Kota

Pengembangan kapasitas dan karier
PPNS

2
Pelayanan
informasi rawan
bencana

Pelayanan Informasi Rawan
Bencana Kabupaten / Kota

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi
dan

NO
JENIS PEI,AYANAN KEGIATAN SUB KEGIATAI,I

Kerja sama antar lembaga dan
kemitraan dalam teknik pencegahan
dan penanganan gargguan
ketentrarnan dan ketertiban umum
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Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis
Bencana)

Pelayanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan
terhadap bencana

3

Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana

PenJrusunan Rencana
Penalggulangan Bencana
Kabupaten/Kota
Pelatihan Pencegahan dart Mitigasi
Bencala Kabupaten / Kota

danPengendalian Operasi
Penyediaan Sarana

Bencara Kabupaten/Kota
Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap

Penyediaan Peralatan Perlindungan
dan Kesiapsiagaan terhadap
Beflcana
Pengelolaal Risiko Bencana
Kabupaten/Kota

Pelayanan
penyelamatan dart
evakuasi korban
bencana

4

Pelayanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana

Penyediaan logistik PenyelamaEn
dan
Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota

Pelayanan
Penyelamatan dan
evakuasi korban
kebakaran

Pelayanan lnformasi Rawal
Bencana Kabupaten/Kota

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis
Bencarta)

Pelayafl an Pencegahan dafl
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
Bencala Kabupaten/ Kota

Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarala Prasarana
Ke siap siagaan TerhadaP Bencala
Kabupaten / Kota
Penyediaan Peralatan Perlindungan
dan Kesiapsiagaan terhadap
Bencana
Pentrusunan Rencana Kontijensi
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap
Bencala

Pelayanan Penyelamatan dan

SUB KEGIATANKEGIATANJI]NIS PELAYANAN
DASARNO

--l
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Evakuasi Korban Bencana
Pencarian, Pertolongan dan
Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota

Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan,
dan Penangalan Bahan
Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah
Kabu ten Kota

Penyelarnatan dan Evakuasi Korban
bakarar dan Non KebakaranKe

Penanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten / Kota

Pengadaal Sarana dan Prasaraaa
Pencegahan, Penanggulangan
Kebalaran dan Alat Pelindun Diri
Pembinaan Aparatur Pemadam
Kebakaran
Penyelenggaraan Kerja Sama
Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, altar Lembaga, dan
Kemitraan dalam Pencegatran,
Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaral dan Penyelamatan Non
Kebakaran

darr

Inspeksi Peralatan Proteksi
Kebakaran

Prasarala Proteksi Kebakaran
Pendataan Sarana dan Prasarana

Penilaian Sa.rana Prasarana Proteksi
Kebakaran

Investigasi Kejadian
Kebakaran

Investigasi Kejadian Kebakaran,
meliputi Penelitian dan Pengujian

bab ian Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pencegahan
Keba]<aran

Pemberdayaafl Masyarakat dalarn
Pencegahal dan Penanggulangan
Kebakaran melalui Sosialisasi dan
Edukasi arakat
Pembentukan dal Pembinaan
Relawan Pemadam Kebakaran
Dukungan Pemberdayaan
Masyaralat / Relawan Pemadarn
Kebakaran melalui Penyediaan
Sarana dan Prasatana

Penyelenggaraan

NO
JENIS PELAYANAN KEGIATAN SUB KEGI.\TAN

Operasi
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Memb Manusia

Pencarian dan Pertolongan
Terhadap Kondisi

eemUinaan eparatur Penca-rian dan
Pettolongan terhadap Kondisi
Membahayaka
Manusia/ Penyelamatan dan
Evakuasi

Pelayanan Informasi Rawan

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis

Pela!,anan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan TerhadaP
Bencana

Bencana Kabu ten Kota
pelatihan Pencega-han dan Mitigasi

Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarana Prasarana
Kesiapsiagaan TerhadaP Bencana
Kabu Kota
Penyediaan Peralatal Per
dan Kesiapsiagaan terhadaP
Bencana

lindungart

F SPM Bidang SoS4I

1

Rehabilitasi Sosial
dasar penyandang
disabilitas
terlantar, anak
terlantar, lanjut
usia terlantar serta
gelandangan
pengemis di luar
panti

Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar,
Laljut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial

Penyediaan Permakalan

Penyediaan Sandang

Penyediaan AIat Bantu

Pemberian Pelayanan Reunilikasi
Keluarga

Pemberian Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual, dan Sosial

Pemberian Bimbingan Sosial kepada
Keluarga Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlaltar, serta Gelandangan

Fasilitasi Pembuatan Nomor lnduk
Kependudukan, Akta Kelahiran,
Surat'Nikah, dan Kartu ldentitas
Arlak

dal arakat

Pemberian Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar

NO
JENIS PELAYANAN

DASAR
KEGIATAN SUB KEGIATAN

Bencana Kabupaten/Kota
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Pemberian Layanarr Data dan
Pengaduan

Pemberian l.ayanan Keda-ruratan

Pemberian Pelayanan Penelusuran
Keluarga

Pemberia:r Layanan Rujukan

Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalatt
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAIZA di
Luar PaltiSosial

Penyediaan Perbekalan Kesehatan
di Luar Panti

2

Perlindungan
Sosial Korban
Bencana Alam dan
Sosial

Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/ Kota

Penyediaan Makanan

Penyediaan Sandang

Penanganan Ktrusus bagi KelomPok
Rentan
Pelayanan DukunSan Psikososia-l

5.3 Sinergitas Usr:Ian Rencala Kegiatan Bersr:mber dari APBN Tah1djn 2024
Dalam mendulmng pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah, dan

otonomi desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan
merata, Pemerintah menganggarkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),

yang sumber pendanaannya sepenuhnya berasal dari sumber Pemerintah yaitu
pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan obligasi.
kebijakan TKD pada tahuur 2024 secara umurn diarahkan untuk:

1. mendukung pembangunan daerah dalam mempercepat tralsformasi
ekonomi yang inklusif dan.berkelanjutan, diantaranya melalui
a. pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
u. penlngtatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk

penanganan shtnting;
c. penguitan daya saing usa,ha dan peningkatan investasi di daerah;
d. pembangunan rendah karbon dan transisi energi untuk mendukung

peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
e. percepatan pembangunan infrastrulrtur dasar dan konektivitas;
f. peningkatan kualitas belanja daerah dalarrr rangka pengendalian

inflasi di daerah.
2. mendorong pengalokasian TKD berdasarkan kine{ a pemerintah daerah;
3. meningkatkan sinergi pendanaan TKD dengan sumber pendanaan

lainnya;

NO KEGIATT.N SUB KEGIATAN

Penyediaan Tempat PenamPungan
Pensunssi
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4. meningkatkan kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur,
akuntabel, dal transparan melalui penguatan monitoing dan
pemanfaatan teknologi informasi oleh daerah.

TKDD terdiri atas empat komponen, yaitu:
1. Dana Perimbangan yang terbagi menjadi Dana Tlansfer Umum (DTU) yang

terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta
Dana Tlansfer Khusus yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik;

2. Dana Insentif Daerah (DID);
3. Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dafla Keistimewaafl D.I

Yoryakarta;
4. Dana Desa.

TKDD Tahun 2024 menurut jenis transfer sebagai berikut:
1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) dengan arah kebijakan adalah:
(a) mengoptimalkan kebijakan DBH earmorked yaita:

(1) Darra B,gr Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk
peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan,
pemulihan perekonomian daerah, serta kegiatan lainnya
sesuai peraturan perundangan; dan

(ii) Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DR) untuk membiayai
kegiatan rehabilitasi hutan, pemberdayaan masyarakat, serta
kegiatan strategis lainnya sesuai peraturan perundangan.

(b) mendorong peningkatal kinerja daerah di bidang pelestarian
lingklrngan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penqiamafl
penggunaan DBH untuk eksternalitas negatif khususnya untuk
daera,h yang berbatasan langsung;

(c) menetapkan alokasi DBH tepat waltu dan tepat jumlah melalui
pengalokasian DBH berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (t-1)
sesuai UU No. I Tahun 2022 ter,tang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);

(d) meningkatkan transparansi penghitungan DBH melalui perluasan
cakupan perhitungan DBH dan melaksanakan diseminasi
informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemerintah daerah;

(e) mendorong pemanfaatan DBH dalam mendukung target
pembangunan daerah dan meningkatkan manfaat langsung bagi
masyarakat, dengan menJrusun kajian khususnya bagi pemerintah
derah yang memiliki DBH yang tinggi.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU dengan arah kebijakan adalah

(a) melanjutkan kebijakan Hold Harmless sehingga alokasi DAU setiap
pemerintah daerah tidak mengalami penumn€rn;

(b) menjaga kapasitas keuangan daerah melalui perbaikan klasterisasi
penghitungan DAU, perbaikan bobot formula, serta peningkatan
kualitas data dasar perfritungan alokasi;

(c) mengarahkal pemanfaatan dan perhitungan alokasi DAU untuk
pemenuhan SPM melalui
(1) perhitungal alokasi DAU per daerah berdasarkan satuan

biaya dan target layanan dasar;
(ii) sinergi penyusunan kebljakan penggunaan DAU yang

ditentukan penggunaannya di bidaflg pendidikan,
kesehatan, dan pekerjaan umum dengan memperhatikan
kebijal<arl pusat dan daerah.
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mempertimbangkan karakteristik daerah (antara lain indeks
kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, daerah berciri
kepulauan, ketahanan pangan, pariwisata, dan konseruasi hutan)
sebagai perhitungan falctor penyesuaian alokasi DAU per daerah;
meningkatkan ketersediaan dan kualitas data capaian indikator
SPM untuk seluruh daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Ktrusus (DAK) dengan arah kebijakan adalah:
1 memperbesar dampak DAK melalui penerapafl konsep Tematik,

Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS);
2. memperkuat sinergi pendanaan antara DAK Fisik, DAK Nonfrsik,

dan Hibah, serta DAK dengan srrmber pendanaan lainnya.
3. Dana Alokasi Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana

Alokasi Khusus Nonfisik, dan Hibah kepada Daerah' Arah kebijakan
untuk masing-masing DAK adalah sebagai berikut:
(a) Dana Alokasi Khusus Fisik

(i) mendorong pencapaian target PN berbasis MP terpilih,
khususnya untuk memperkuat daya saing usaha melalui
penguatan destinasi pariwisata prioritas dan
pengembangan kawasan sentra produksi pangan;

(ii) mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi daerah untuk mengurangi kemiskinan dan
penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengentasan
kawasal kumuh;
mengurangi angka stunting melalui pembangunan
infrastruktur dasar;
mempercepat pembangunan infrastruktur untuk
penataan kota/kabupaten serta konektivitas di daerah
a.firmasi.
mengurangi kesenjaingari laryanan publik dafl
meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor pendidikan
dan kesehatan;
memfokuskan kegiatan DAK Fisik dalam menuntaskan
target prioritas tematik atau bidang yang belum
diselesaikan pada tahun sebelurnnya;
mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu
kegiatan agar DAK lebih berdampak signifrkan;
mJngukur capaiarr hasil jangka pendek (immediate
outcomel sebagai salah satu instrumen monitoring dart
eva.luasi DAK Fisik;
mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis
web dalam proses perencElnaan, penganggaran, pelaporan
hingga pemantauan dan evaluasi DAK;
mendorong komitmen pemerintah daera-h dalam
mempersiapkan dan melaksanakan DAK serta kolaborasi
kegiatan di APBD.

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(*)

(b) Dana Alokasi Khusus Nonfrsik
(i) mendukung operasionalisasi layanan pendidikan,

kesehatan, dan perlindunga-n perempuan dan anak;
(ii) memperkuat daya saing usaha dafl investasi serta

pengurangan kemiskinan ;
(iii) mendorong penuntasan target PN;

(d)

(e)
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(i") mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu
kegiatan DAK Nonfisik;
meningkatkan kualitas data daLam proses perencanaan
dan penganggaran DAK Nonfisik.

(")

(c) Hibah Daerah
T\rjuan alokasi Hibah kepada Daerah difokuskan untuk :

(i) peningkatan penyediaal layanan infrastrukhrr dasar (air
minum dan sanitasi);

(ii) penguatafl sentra pertafiian berbasis komoditas unggulan
serta peningkatan kapasitas petani;

(iii) peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah urban. Evaltasi hibah ke daerah yang
bersumber dari penerimaan dalam negeri (rupiah mumi)
dan pengalihan / pengintegrasian dengan DAK Fisik.

4. Dana Desa
Arah kebijakan umum dana desa antara lain:

(a) mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu
(i) berkurangnya 10.O00 desa tertinggal dan meningkatnya

5.000 desa mandiri;
(ii) menurnnkan angka kemiskinan perdesaan hingga satu

digit, dan
(iii) revitalisasi BUMDesa/BUMDesa Bersama;

(b) mendukung tema, arah kebijakan, serta PN RKP 2024;
(c) memprioritaskan pemberdayaan dal peningkatan kesejahteraan

masyarakat desa yang berkelanjutan serta perlindungan sosial;
(d) melanjutkan kebljakan pengalokasian dana desa sesuai UU HKPD,

melalui pengalokasian dengan mempertimbangkan kinerja desa
dalam pengelolaan dana desa;

(e) menyempurnakari formula petgalokasiafl dana desa berdasarkan
prinsip keadilan dan pemerataan melalui penurunan alokasi dasar,
peningkatan bobot alokasi formula, penetapan a-Iirmasi secara
proporsional kepada desa-desa sangat tertinggal, serta
memperhatikan angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan
geogralis, dan jurnlah penduduk;

(f) mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam
perencana€rn, pelaksanaan, dan evaluasi dana desa;

(g) memperkuat pemantauan kebijakan fskal nasional (kemiskinan
ekstrem, stunting, inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan
dana desa;

(h) menguatkan peran pemerintah daerah dalam penentuan
pemanfaatan dana desa;

(i) mendorong ketersediaan data desa berkualitas dan valid sebagai
basis pengambilan kebij akan.

Arah kebijakan khusus dana desa adalah penguatan prioritas dan fokus
pemanfaatan dana desa sesuai kewenangan, potensi dan karakteristik desa,
dalam rangka

(a) dukungal pen.rnganan kemiskinan ekstrern;
(b) dukungan progranr ketahanan pangan dan hewani mencakup

sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hortik:ultura, dan
perikanan;

(c) penanganan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka
prevalensi stunting, peningkatan kesehatan keluarga, dan
pen€rnganarr wabah penYakit;



-278-

(d) operasional pemerintahan desa, termasuk pencegahan dan
penanggulangal kerawanan sosial;

1e1 iukungan peningkatan produktivitas perekonomian dengan fokus

fi) permodalan BUMDeS;

1t 1 peng"mba.rgan kelembagaan ekonomi di desa, termasuk Koperasi
Unit Desa (KUD), BUMDesa/BUMDesa Bersama, dan UMKM;

(1) akses perbankan masyarakat desa;

i-) akses pemasaran produk dan pelayanan logistik desa;

in)'perluasan liesempatan dan lapangan pekerjaan layak melalui' 'peningkata:r 
kegiatan padat karya fl1flai desa, pengefirbangafl desa

wisata, desa digital, dan BUMDesa/BUMDesa Bersama;
(o) diversifikasi tcegixan ekonomi desa produktif, meliputi industri

pengolahan, p"idagatgat, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa
lainnya;

(p) peningkatan kapasitas masyarakat desa, termasuk SDM BUMDesa
dan kmbaga Kemasyarakatan Desa (LKD);

(q) peningkatan kerja sarna antardesa, termasuk penetapan dan
' " p"o"g-r""r, batas wilayah antardesa r:ltuk meningkatkan kepastial

il"f.,i", stabilitas keamanan, darr kondusivitas iklim usaha di desa'

(r) dukungan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui
' ' p.og.ai, padat karya tunai desa, antara lain dalam penyediaan:

(i) .i"t"- Penyediaan Air Minum (SPAM) berskala desa;

iiit sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
(iii) akses dan moda transportasi desa;
(ivj pemanfaatan energi baru terbarukan berskala desa;
(") penyediaan fasilitas pendidikan;
i"i) i""i ulang persampahan dengan prinsip 3R dan ekonomi

sirkular; serta
(vii) pemeliharaan lingkungan dan pembargunan prasarana' 

iainnya dalam rangka mitigasi, adaptasi, dan penguatan
ketahaflafl bencana.

Sinkronisasi serta keselarasan progr€rm dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

diselenggarakan Rapai Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
(Rakort;kbal1g) setiaptahun sekali yang merupakan tahapan dari Rencana Kerja
itemerintah 1fkf1. Oatam Rakortekbang antara pemerkrtah pusat melalui K/L
melakuka, Loordinasi dan kesepakatan terhadap usulan dari daerah yang

sesuai dengal prioritas nasional t:ah]Jfrr 2024. Berikut usulan yang disampaikan
dalam Rakortekbang tahun 2023 untuk Tah.un 2024 dari Kabupaten Tangerang.
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5.4 Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2024

dilaksanalan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan
wqjib maupun urusan pilihan serta fungsi Pgnunjang dan fuggsi lainnya,
dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif yallg kemudian dikelompokan
kedilam prioritas pimbangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah.

nekapitulasi pagu anggaran pendanaan indikatif rencana program dan
kegiatarr tahun 2024 disajikan dalam lampiran'



Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja
Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir
periode masa jabatan.

Hal ini ditunjukkan dari akumr:lasi pencapaian indikator outcomes
progran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang
beriif"t mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada
akhir periode RPD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat
dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih
indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian
indikator kineq'a daerah berkenaan'

Indikator kinerja daerah ini merupakan target kepala daerah yarrg

harus dicapai dan didukung Perangkat Daerah yang merupakan target selama
tiga tahun dalam RPD Perubahan Kabupaten Tangerang tahvn 2023- 2026,
target ditetapkan darr dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun
indikator makro sebagai tuj uan untuk mencapai visi dall misi kepala daerah
terlihat pada Tabel 6.1 :

Tabel 6.1
Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten
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BAB VI
KINERJA PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tahrtn2024

Indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan
agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja
t<egiatan yang bersifat keluaran (outputsl yang dilaksanakan OPD. Indikator
kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di
masa mendatang.

Perumusan Indikator Kineda Utama Kepala Daerah yang
menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan
indikator- indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator
Kineda Kunci (lKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah
yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif
untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan
pertanggungiawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama
Bupati disesuaikan dengarr permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu
strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah.
Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah

5,1 I - 5,255,2O - 5,474.63 5,47Persen1
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE)

7 ,67 7 ,519,06 7 ,AAPersenTingkat Pcngangguran
Terbuka2

5,946,92Pcrsen3

73,27 73,s5'70 ao 72,97Poin

Tingkat Kemiskinan
dan Jumlah Pertduduk
Miskin
lndeks Pembangunan
Manusia (IPM)4

o,28o,242 o,24Poin o.294Index Gini5

TARGETCAPA]AN

2023 20242021 2022
SATUANNO

URAIAN INDIKATOR
MAKRO

6,587 ,t2
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kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan
yar,g hrto" dilaksanakan OPD. Pencapaian indikator kinerja yang telah
diteiapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan
daerair tahun zoDS-zozo yang telah direncanakan. Indikator-indikator kinerja
tersebut dituangkan dalam tabel 6'2 berikut ini :

Tabel 6.2
Indikator Kin a Utama Kabu aten Tahun2024

73,5sindeks 72,971
lndeks Pembargunart
Manusia

0,69indeks 0,682 Indeks Pendidikan
o,7ahdeks o,77Indeks Kesehatan3

50,13indeksIndeks Pembangunan
Pemuda4

62,671 762indekslndeks Peanbcrdayaan
Gender

1,3r,47persen6
laju Pertumbuharr
Penduduk

74N/Aindekslndeks Kesa.lehan Sosial7

2,142,O2indeks8
Indeks Ketentramafi dan
Ketertiban

5,11-5,255,47persenLaju Pertumbuhal
Ekonomi9

7,5L7,83persenTingkat Pengangguran
Terbuka10

5,946,92persen11
Persentase Penduduk
Miskin

3,082,24persen
L4iu Pertumbuhan
Seltor Pertanian, daJr
Perikanar

12

5,t2N/ApersenPersentase Realisasi
Investasi (PMA/ F'MDN)

20,45persen14 Produk Unggulaa Lrkal
Persentase Daya Saing

3,413,25persen15
Persentase Peningkatan
Kunjungan Wisatawan

o,7307o,7207indeks16
lndeks Desa
Membangun

77 ,50indeks 77 ,OO17
lndekB Ketahanarr
PanRan

67,4567,05persenPartisipasi
tan a18

1,44N/ApersenPersentase PPKS yang
Berdaya19

6462,7 4indeksIndeks Reformasi
Birokrasi20

7672,64pointNilai SAKIP2).

o,5200,505indeksNilai lndeks
Kemandirian Fiska-l

cc

WTPWTPopiniOpini BPK

7l57,45indeks24
lndeks Profesionalitas
ASN

33point2s Maturita.s SPtP
Terintegrasi

3,173,O8indeks26 tndeks SPBE
4a4,12indeksIndeks Pelayanan I\rblik2i

7 6,61N/AindeksIndeks Kepuasan
Layanan Inirastruktur2A

94,592,95Persen29
Perrentase Infrastruktur
dalam kondisi baik

378persen30
Persentase Realisasi Pola
Pemanfaatan Ruang
Sesuai RIRW

TARGET
KINERJA 2024SATUAN KONDISI AWALINDIKATORNO.
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Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja

Penyelenggrtl* Urusan Pemerintahan
fa}lun2024

o,94390,9433
Rasio Luas Kawasan
Permukima!,
Perumahan dan
Pemakaman yang layak

31

o,79o,75pointRasio Konektivitas
Kabupaten

56,2355,88indekslndeks Kualitas
Lingkungan Hidup

),20130,45indeksIndeks Resiko Bencana
(IRBII34

I
ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

5,11 - 5,255,47Perser:Pertumbuhan PDRBI
4,14,56Persen2 laju Inflasi

52.260,4246.a13,25Ribu Rp3 PDRB per kapita
o,26o,2a2tndeks4 Indeks Gini
o,70,9IndeksIndeks ketimPangan Williamson

5

94,0693,08PersenPersentase penduduk diatas garis
kemiskinan6

73,5s72,97lndekslndeks Pembanguna! Manusia (lPM)7
97,a596,64Persen8 Angka melek huruf
9,52a,92Tahun9 Angka rata-rata lama sekolah

70,5170,28Tahun10 Angka usia haraPan hiduP
o,370,55PersenPersentase balita gizi buruk1t
t,7 42,14PersenPrevalensi balita gizi kurangt2

a7 ,o2a6,42PersenCakupan Desa Siaga AktifI3
67,8567,05PersenTingkat partisipasi angkatan kerjal4
7,517,88Persen15 Tingkat pengangguran terbuka
24,a724,9Persen16

sej darra}IteraPra KeluargaKeluarga
ahtera I

90,45a7 ,45Indeksl7 Indeks Kepuasan MasYarakat
5250,5Persenl8 Persentase PAD terhadaP pendaPatan

WTPWTPStatus19 Opini BPK

Ton20 Penguatan cadangan Pangan

6,296,53Peasen2t
PDRR

Kontribusi sektof
pertanian/perkebunan terhadaP

434.447,84425.913,74TonProduksi sektor pe anian
4,34,1Persen23 Pertumbuhan lndustri

ASPEK DAYA SAING DAERAHII
t2a5PersenRasio Ekspor + Impor terhadap PDB

keterbukaan ekonomI
38,5940,68Persen2

Rasio ketergantungan (Deperd'encg

III ASPEK PEIAYANAN UMUM I.AYANAN
URUSAN WAJIB DASAR

PENDTDIXAN

NO. INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
TARGET

KINERJA 2024

point

No Kinerja Satuafl Kondisi Awal Target 2024
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50,646Persen
1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

105104,8Persen) Angka partisipa8i kasar SD / Ml/ Paket

103,76103,56PersenAngka partisipasi kasat
SMP MTS Paket B

37,573r,57PersenAngka PartisiPasi ditamatkan (APT)

SD MI
14,64l?,,64PersenAnska Pattisipasi ditamatlatl (eYI)

SMP MTs5

95,594,6tPersenAngka Partisipasi Mumi (APM)

SD MI Pal<et A6

7 4,O2PersenAngka Partisipasi Mumi (APM)

SMP MTs Paket B7

95,599,85PersenAngka partisipasi sekolah (APS)

SD MI Pakct A8

98,30PersenAngka partisiPasi sekolah (APS)

SMP MTs Paket RI
o,t20,03PersenAngka Putus Sekolah (APS) SD/MI10
o,o5o,o2PersenAngka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS1l
100100PersenAngka Kelulusan (AL) SD/MIt2
100100Perscn13 .Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

92,O1Persenl4 krgka Melanjutkan (AM) dari SD/MI
ke SMP MTs

100Persen(AM) dadAngka Melanjutkan
SMP MTs ke SMA SMK MA15

29,42

104,61

26,OONilai
ndidikan dasar

Rasio ketersediaan
sekolah/Penduduk usira sekolahl6

27,91Nilai
menen

Rasio ketersediaan eekolah terhadaP
penduduk usia sekolah PendidikanL7

0,o340,04Nilai18
Rasio guru/murid sekolah pendidikan
dasar

0,037NilaiRasio guru terhadap murid
t9

2t,3620,o3Nilai20

99,A296,88Persen

kelas 1 yang berhasilProporsi murid
menarnatkan sekolah dasar

usiahurufmelek pendudukAngka
lakilaki-1 tahun421

96,5596,64PersenPenduduk yang beru$ia >15 Tahun
melek huruf tidak buta

10090,93PersenGuru yang memenuhi k-ualihkasi
S1 D.IV
KESEHATANB

216ot)oB.lAngka Kematiar Bayi (AKB) per 1OOO

kelahiran hiduI

2AJiwaAngka Kematian lbu per l0o,o00
kelahiran hidu2

o,850,84Nilai3 Rasio posyandu per satuan balita

19,378,7NiI1iRasio puskesmas, Potildinik, pustu
kloo0

0,980,87Nilai5
Rasio Rumah Sakit Per satuan

k
o,420,39NiiaiRasio dol(er Per satuar Penduduk
7!PersenCakupart komplikasi kebidana-n Yang

7

1001O1,4Persen
Cakupail pertolongar P
tenaga kesehatal Yang

ersalinal oleh
memiliki

kom tensi kebidanart
I

9896Cakupan Desa/kelurahan Uniuersal
child Immnization9

10096,6Persen10
Cakupan Balita GDi Buruk mendaPat

awatan
100100Persen11

Cakupan penemuar dan Penanganan
ta t DBf)

No Urusan/Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal 'laxeet 2024

+

86,33

0,o5

6

Persen
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83,3Persen

0Kasus
Penderita. diare Yang ditangani

Angka kejadian Malaria13
10099,75PersenCakupar kunjungan bayit4

32,8527 ,6PersenCakupan puskesmas15
18,1316,8Persen16 Cakupan pembantu Puskesmas
100100PersenCakuparr kunjungan Ibu banit K4L7
10099PersenCakupan pelayanan nifas

10090,48Persen19
Cakupan neonatus dengan
kom

10099,35Persen20 Cakupan pelayanan anak balita
10096PersenCakupan pelaYanan kesehatan dasar

t miskin2l
PEKEzuAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANGc

PEKERJAAN UMUM

93,1892,59PersenProporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik1

100100PersenPersentase rumah tinggal bersanitasia

77 ,4769,94PersenPersentase irigasi kabuPaten dalam
kondisi baik3

24,OO2A,OOPersen4 Persentaae areal kawasan kumuh

PENATAAN RUANG

2t,1O18,40PersenRasio Ruang Terbuka Htau per
ber HPL HGBSatuan LuasI

2t,to18,40PersenLuasar KfH publik sebesar 20% dan
kota kawasanluas2

99,45PersenRasio bangunan ber- IMB Per satuan
nan

94,48Persen

PERUMAHAN RAKYAT DAN

Rasio rumah layak huni
KAWASAN PEMUKIMAN

I

SOSIALE

99,+6PersenPersentase PMKS Yang memperoleh
bantuan sosialI

T.AYANAN URUSAN WAJIB NON
DASAR

IV

TENAGA KER.IA

69,3467,69PersenBesaran penca.ri kerja Yang terdaftar
ditemi

100100Persen2
Eisaran tenaga kerja Yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan

B
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLIND UNGAN ANAK

6459,6PersenPersentas€ partisipasi perempuan di
tahlem1

14l4Persen2
Proporsi kursi yang diduduki

di DPR
23,5223,O6PersenPartisipasi perempuan di lembaga

swasta
41,9640,60PersenPartisipasi anskataD kerja perempuaJl4
99,5999,11PersenRasio APM perempuan/lakilaki di SD5
99,s89A,37Persen6

99,3197 ,37Persen7

Rasio APM perempuan/lakiJaki

Rasio APM perempuan/laki-

di

laki di
SMP

SMA

100100Persen
15-24 tahun

Rasio melek huruf peremPuan
terhadap lakiJaki pada kelompok usia8

c PANGAN

No Uru san / tndikator Kinerja Satuan Kondisi Awal 'larget 2024

t2 100

18

99,35

D

98
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405.917407 .362Ton1

Kalori

Ketersediaan pangan utarna

Ketersediaan energi
kkal / perkapita/ hari2

63a2gramKetersediaa! protein
hari

100100Persert4 Pengawasan dan pembinaan
keamanan

D PERTANAHAN
18Persentase luas lahan bersertitrkatI

100100Persen2 Penyelesaian izin lokasi

LINGKUNGAN HIDUP
6044,12PersenI Timbulan sampah yang ditangani

F
ADMINTSTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

96,8993,10Persen1
Rasio penduduk ber-KTP per satuan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESAG

100100PersenPersentas€ PKK aktiJ1

100100Persen2 Persentase Posyandu aldif
PENGENDALIAN PEND UDUK DAN
KELUARGA BERENCANAH

|,47Persen1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

2,082,13PersenTot^l FertilirA Ro'te (lFRl

63,4654,t2Persen

857APersen

Persentase sektor YaJrg
konsep Pembangunan Berwawasan
Kependudukan dan alat ukurnya

PBK/indeks Pembangunan
awasan Kependudukan

Persentase Peran gkat Daerai
(Dinas/Badall) yarlg berperan a.l'dif
dalam pembangunan Daerah melalui

0
Berw

tersosialisasi

Kampung KB

4

1.41.8Persen5 Rata-rata jurnlah arak per keluarga

7 t.2570.75Persen
CPRkontrasepaipemakaisnAnska

I 5a tslmenikal uanpuperembagr
49

6

1616Tahun
usia 15-19 tahun 15-19

Angka kelahiran remaja (perempuan
usia 15-19) per 1.0O0 peremPuarl7

6,346,36PersenCakupan Pasangan Usia Subur (PUS)
dibawah 20 tahun8

10.11C.4
uhi unmet n

Cakupar PUS yarlg ingin ber-KB
tidakI

24,6924,21Persen
J
Persentase Penggunaan Kontrasepsl

16,85PersenPersentase tingkat keberlangsungan
kon11

88PersenaxgaCakupan anggota Bina
Balita ber-KB

85.584.5Persen
Re a
Cakupar artggota Bina Keluarga

ber-KB13

97Persen14
Cakupar anggota Bina Keluarga
Lansia ber-KB

77 .545Pcr6en15
Pusat Pelayanar Keluarga Sejahtera

KecamataIldi

9492Persen
Mahasiswa

Cakupar Remaja dalarn Pusat
Informasi Dan Konseling

100100Persent7

No
Aspek/Fokus/Bidang

Urusan/tndikator Kinerja
Pembangunar Daerah

Satuan Ko.disi Awal 'largel2024

3

Persen

E

penduduk

1,36

Persen

10

18,57
pemakaian

97 .l

16

Cakupan PKB/PLIG yang
didayagu nakan Perangkat Daerah KB
untuk perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah di bidang
Densenda-lian penduduk
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94.798.48Persen

Cakupan PUS peserta KB anggota.
Usaha Peningkatar Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-
KB mandiri

18

4644Persen19
hasio petugas Pembantu Pembina KB
Desa desaD

169,3s 146,7 |Persen
Cakupan ketersediaan dan distribusi
alat dan obat kontrasepsi untuk

tmemenuhi
20

L77,27Persen
si di Faskesalat dan obat kontrasep

-Cakupun ket".s.diaan dan distribusi2t

s8,92 64,46

Fersentase Faskes dan jejaringnya
(diseluruh tingkatar wilayah) yang
bekerjasama dengan BPJS da,
memberikan pelayanan KBKR sesuai
dengar standarisasi pelayanart

.)a

9A.42 98.78Persen
Cakupan kelompok kegiatan yang

melalui 8 iungsi keluarga
melakukan pembinaan keluarga

56.7556.34Persen

Cakupan keluarga yang mempunyar
balita dan anak yang rnemahami dan
melaksanakan pengasuhan dan

mbinaan tumbuh kemban anak
21.621Rata-rata usia kawin pertarna wanita25

7.5Persen

Persentase Pembiayaan Program
Kepcndudukal, Keluarga Bencana
daJt Pembangunan Keluarga melalui
APBD dan APBDeS

26

KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENOAHt

9695Persentase koperasi al,itif1

94,293,99Persen

J PENANAMAN MODAL

9.2347.244Investor
N

Jumlah investor berskala nasiona.l
I

r9.2A7 ,6tr8.348,19Miliar Rupiah.Jumlah nilai investasi berskala
nasiona.l N2

55,355,3PersenKenaikan / penurunan Nilai Realisasi
PMDN m rll3

K KEPEMUDAAN DAN OT.C.H RAGA

a7,72oJ,o.)PersenPersentase organieasi pemuda yang
aktifI

92,1a7,7Persen2
100100PersenCakupan pembinaan olahraga3
2016Pe!senCakupan pembinaan adet muda4
t2a104OrangJuErlah atlet berprestasi5

L PERPUSTAKAAN

53.152.841Orangt Jumlah pengunlung perpustakaan
tahun

113.2112.881bukuKoleksi buku yang tersedia di
stakaan daerall

5957 .979BuahJumlah koleksi judut buku

M KEARSIPAN

6a66Persen
men la
Persentase Perangkat Daerah Yang

secara bakuI
I1Kegiatan2 Peningkatan SDM pengelola

kearsi
LAYANAN URUSAN PILIHAN

PARIWISATA
27 .Ot7.37724.579.434Kunjungan1 Kunjungan wisata

B KEBUDAYAAN

No
Bidang

Urusar/lndikatot Kineda Satua'! Kondisi A*al Target 2024

t60,79

Usia Rata- Rata

42.94

Persen

Persentase Usaha Milqc dan Kecil

Persentase wirausaha muda
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l4t2Kali1
Penyelenggaraan festival seni dan
buda

c PERTANIAN

6,296,53Persen1

Kontribusi sektor
pertanian / perkebunal terhadaP
PDRB

D PERDAGANGAN
27.Or7 .3772s.098,78Miliar Rupia}IEkspor Bersih PerdaganganI

E PERINDUSTRIAN
15PersenCakupan bilta kelompok pengrajint

KELAUTAN DAN PERIKANANF
42.836,6242.237 ,OOTonProduksi perikalan1

100100,05Persen2
20,4329,t7PersenCakupar bina kelompok nelayan

L1PersenProduksi perikanan budidaya
n arlkelom

99,1s98,71Persen5
Proporsi tarigkapan ikarl YaIlg berada

amarldalam batasajr
106,45106,45PersenNilai tukar nelayan

PENUNJANG PEMEzuNTAHANVII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

AdaAdaAda/Tidak1

AdaAdaAda/Tidak

Tersedianya dokumen Perencanaan
RPJPD yang tetah ditetaPkan dengan

Tersedianya Dokumen PerencaJlaan :

RPJMD yang telah ditetapkan delgan

PERDA

PERDA/PERKADA
2

AdaAdaAda/Tidak3
Tersedianya Dokumen Perencanaan :

RKPD yanB telah ditetapkan dengan
PERKADA

AdaAdaAda/Tidak
telah ditetapkan dengan PERDA
Tersedianya dokumen RIRW Yang4

100PersenPenjabaran Konsistensi Program
RPJMD kedalam RKPD

loo95,12PersenPenjabara! Konsistensi Program
RKPD kedalam APBD

KEUANGAN

WTPWTPOpini BPKI Opini BPK terhadap laporan
keu

11,31PersenPersentase SILPA terhadap APBD

0,4Persen3
Persentase program/ kegiatan yang
tidak terlaksana

730.947,82653.110,62Juta Rupiah4 Belanja pendidikan (20%)

365.473,91Juta RupiahBelanja kesehatan (10%)

3,153,25Rasio6
Perbandingan antara belanja operasl
den a modal

o.67o.73PersenBelanja Operasi7
0.31o-26Persen8 Belanja Moda.l
0.150.14PersenBagi hasil kabupaten/kota dan desa

Tepat
WaktuTepat Waldun.aPenetapan APBD10

C PENGAWASAN
8583,54PersenI Persentase tindak lanjut temuan

D SEKRETARIAT DEWAN

AdaAdaAda/Tidak1

KotaDPRD Provinsi/Kab/

Tersedianya Rencana Kerja Tahunan
pada setiap Alat-alat Kelengkapan

AdaAdaAda/Tidaka Tersusun dan terintegrasirya
Program- Program Keda DPRD untuk

No
Aspek/Fokus/Bidang

Urusan/lndikator Kinerja
Pcmbaltsuna]1 Daerah

Satuan Kondisi Awal Target 2024

Konsumsi ikan

4 2r,oo

6

95,12

6

B

2

326.555,31

9
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meLaksanakan Fungsi Pengawasan,
Fungsi Pembentukan Perda, dan
Fungei Anggaran dalam Dokumen
Rencana Lima Tahunan (RPJM)

maupun Dokumen Rencana Tahunan

AdaAdaAda/Tidak

TerinteSrasi program-Program
untuk melaksanakan fungsi
pengawasaJr, pembentukan Perda dan
Anggaran ke dalam Dokumen
Pereocanaatr dan Dokumen Anggatan

DPRD

Setwan DPRD

3

No --esP"Vfokus/ 
Bidang

Urusan/lndikator Kinelja
Pembanzunan Daerah

Satuan Kondisi Awal Target 2024

{RKPDI
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BAB VII
PENUTUP

RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan tahunan untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini
merupakan penjabaran teknis terhadap tahun pertama RPD Kabupaten

Tangerang Tahun 2024-2026, yang akan menjadi pedoman dan arahan

bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan

Daerah Tahun 2024 secara sinergis, terpadu dan searah dengan

pembangunan nasional.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai

kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis

jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan,

sehingga RKPD Tahun 2024 merupakan acuan dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Akhirnya dengan tersusunnya RKPD Tahun 2024 mampu

mendorong pencapaian T\,rjuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.

BUPATI TANGERANG
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